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SAMBUTAN 

SEKRETARIS JENDERAL DPR-RI 

Assalamu'alaikum Wr. Wb. 

Sejak tahun 1994, melalui Surat Keputusan Presiden No. 13 tahun 1994, 
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) 
telah memiliki satu unit kerja baru, yaitu Pusat Pengkajian dan Pelayanan 
Informasi (P31). tugas utama P31 adalah melaksanakan pengkajian dan analisis 
serta penyediaan informasi. Dalam rangka itu, maka upaya P31 menerbitkan 
buku tentang "Pelaksanaan Hak Amandemen DPR dalam Pembentukan 
Undang-Undang No. 8 Tahun 1995, tentang Pasar Modal, merupakan suatu 
bentuk pelaksanaan tugas utama yang telah digariskan. Untuk itu selaku 
Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR, saya menyambut baik upaya dan kerja 

keras yang dilakukan oleh P31 untuk menerbitkan buku ini. 

Topik tentang Pasar Modal yang dipilih sebagai obyek kajian juga 
merupakan suatu pilihan yang tepat, karena lembaga tersebut, termasuk 
perangkat hukumnya, masih dianggap baru bagi masyarakat kita dan akan 
mengalami perkembangan yang pesat sesuai dengan tuntutan era globalisasi 

ekonomi saat ini. 

Dengan semakin kokohnya landasan hukum kegiatan pasar modal, 
sudah barang tentu, target yang ingin dicapai adalah meningkatnya kepercayaan 
masyarakat terhadap lembaga pasar modal sebagai wadah untuk melakukan 
mvestasi. Hal ini perlu dilakukan karena aktivitas pasar modal kita masih 

tertinggal bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga termasuk di 
kawasan ASEAN. 

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan Hak Amandemen yang juga 
menjadi sorotan dalam buku ini, merupakan suatu refleksi terhadap pelaksanaan 
tugas Dewan. Oleh karena itu, pemikiran-pemikiran yang dikemukakan dalam 



buku ini sangat bermanfaat sebagai masukan dalam rangka meningkatkan 

pelayanan data dan informasi bagi kegiatan Dewan, yang sekaligus dapat 

mempengaruhi kualitas pelaksanaan Hak Amandemen Dewan. 

Akhirnya, saya berharap usaha yang dilakukan oleh Pusat Pengkajian 

dan Pelayanan Informasi ini tidak berhenti sampai di sini. Saya menunggu 

setiap tindak lanjut yang berkaitan dengan kegiatan pengkajian dan analisis 

untuk meningkatkan kinerja dari Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. 

Saya menyampaikan penghargaan kepada semua pihak yang telah 

dengan susah payah ikut membantu terwujudnya buku ini. Semoga apa yang 

kita laksanakan ini bermanfaat bagi kita semua. 

Wassalamu,alaikum Wr. Wb. 

Jakarta, Januari 1997 
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KATA PENGANTAR 

Kepala Pusat Pengkajian dan Pelayanan lnformasi 

Sekretariat Jenderal DPR-Rl 

Assalamu'alaikum Wr. Wb. 

Penerbitan buku tentang "Pelaksanaan Hak Amanden DPR RI dalam 

Pembentukan Undang-undang No. 8 Tahun 1995, tentang Pasar Modal" 

didorong oleh keinginan untuk rnenambah data dan informasi kepada 

masyarakat luas tentang peranan DPR dalam pembentukan undang-undang. 

Upaya ini setapak demi seiapak dilakukan antara lain melalui pengkajian 

terhadap proses pembahasan RUU Pasar Modal dan Seminar tentang Undang­ 

undang Pasar Modal yang dilaksanakan oleh Pusat Pengkajian dan Pelayanan 

Informasi Sekretariat Jenderal DPR-RI pada tanggal 23 Desember 1996. 

Ada dua persoalan mendasar yang dicoba untuk ditampilkan dalarn 

buku ini, yaitu pertama : masalah pelaksanaan Hak Amandemen DPR dan 

Kedua : masalah pembangunan materi hukum, khususnya hukum di bidang 

Pasar Modal. 

Sebagaimana yang diketahui, bahwa masyarakat luas sering menyoroti 

DPR khususnya berkaitan dengan pelaksanaan Hak Inisiatif. Memang 

sampai sekarang, seperti halnya pengalaman-pengalaman di negara maju pun, 

masih sedikir undang-undang yang lahir dari Hak lnisiatif ini Namun demikian, 

tidaklah berarti bahwa DPR sama sekah kehilangan peranan dan pengaruhnya 

dalam proses pembentukan undang-undang nasional, karena aspirasi masyarakat 

dalam pembentukan undang-undang masih dapat diperjuangkan melalui 

Hak Amandemen DPR. 

Atas dasar itulah, Pusat Pengkajian dan Pelayanan lnformasi (P31) DPR 
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RI menaruh perhatian yang serius terhadap peningkatan kualitas pelaksanaan 

Hak Arnandernen. Upaya ini dilakukan melalui pengkajian dan analisis 

terhadap materi-materi muatan RUU yang diajukan oleh Pemerintah, termasuk 

RUU Pasar Modal Hasil kajian dan anahsis tersebut disampaikan kepada 

Dewan dalam rangka usu! penyempurnaan terhadap RUU yang diajukan oleh 

Pemerintah, bark dari sudut landasan yuridis, sosiologi dan filosofis dari materi 

muatan dalam pasal-pasal suatu RUU. 

Menyadari keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dan data 

yang ada d, PJI, dukungan terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepada 

Dewan diperoleh juga dari para pakar atau praktisi dari luar Sekretariat 

Jenderal DPR-RI melalui P31. Hal ini dilakukanjuga selama proses pembentukan 

undang-undang tentang Pasar Modal. 

Tanpa mengurangi arti penting dari undang-undang bidang lainnya, 

pembentukan undang-undang bidang ekonomi semakin mendapat perhatian 

yang serius. Hal itu merupakan bentuk sikap antisipatif dari Pemerintah dan 

DPR dalam melihat kebutuhan pembangunan hukum yang sesuai dengan 

kebutuhan pembangunan nasional yang mempunyai implikasi global seperti 

kegiatan pasar modal. 

Sebagaimana diketahui, pelaksanaan pembangungan nasional 25 tahun 

pertama telah berhasil secara nyata meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

Dalam kurun wakru 25 tahun berikutnya, sesuai dengan amanat GBHN 1993, 

kegiatan pembangunan harus dapat lebih ditingkatkan lagi sehingga diperlukan 

dana inve stasi dalam jumlah yang makin besar. Sejalan dengan tekat 

memperbesar kemampuan atas kekuatan sendiri, maka penyediaan sumber 

dana investasi tersebut sebagian besar harus bersumber dari dalam negeri, terutama 

dari sektor swasta. Dalam kaitan dengan mobilisasi dana inilah maka peranan 

pasar modal dalam pembangunan nasional sangatlah penting. 

GBHN 1993 telah menggariskan bahwa untuk mencapai sasaran 

pembangunan nasional jangka panjang telah diprioritaskan-pada pelaksanaan 
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Irilogi Pembangunan, yaitu pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi 

nasional ke arah peningkatan kesejahteraun rakyat Secara filosofis, kegiaran 

pasar modal dapat mewujudkan aspek-aspek pemerataan pembangunan, 

pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional dalam trilogi pembangunan 

tersebut .  Melalui  kegiatan pasar modal. perusahaan-perusahaan yang 

sebelurnnya merupakan perusahaan keluarga dapai melakukan "go publik" 

menjadi perusahaan publik yang sahamnya dapat dirruliki oleh masyarakat luas 

Kegiatan pasar modal dapar pula menunjang pertumbuhan ekonomi, karena 

pada dasarnya pasar modal merupuk an wadah pengerahan dana untuk 

kepentmgan pembangunan ekonorni melalui kegiatan investasi Di samping itu, 

pemi l ikan saham oleh rnasyarakat banyak dapat menunjang terciptanya 

stabilitas nasional. 

Upaya menyempumakan landasan hukum Pasar Modal merupakan salah 

satu langkah yang telah dilakukan oleh DPR dan Pemerintah yaitu dengan 

lahirnya Undang-undang No. 8 Tahun 1995, tentang Pasar Modal yang 

menggantikan Undang-undang Bursa No. 15  Tahun 1952. Dengan demikian, kita 

telah mencapai satu langkah maju dalam pembangunan hukum, khususnya 

pembangunan hukum yang dapat menunjang pembangunan ekonomi. 

Pembangunan hukum bidang ekonomi dalam menghadapi era 

globalisasi khususnya yang berkaitan dengan bidang ekonomi mutlak diperlukan 

untuk dapat menunjang kegiatan perekonomian yang penuh dengan persaingan 

antara negara dan blok-blok ekonomi yang ada. Dengan kemampuan bersaing 

yang ada bangsa kita dapat menempatkan posisi yang strategis dan ikut 

menikmati keuntungan-keuntungan nasional. khususnya kesejahteraan rakyal. 

Atas dasar itu, P31 mencoba mengangkat pelaksanaan pembentukan undang­ 

undang tentang Pasar Modal, yang dapat memberikan manfaat ganda, 

memasyarakatkan undang-undang dan lembaga pasar modal yang sangat 

penting bagi kegiatan perekonomian nasional. 

Dengan diterbitkannya buku ini, diharapkan dapat memacu semangat 



para peneliti dalam melaksanakan tugas pelayanan inforrnas: kepada Dewan 

dan ,eka l ,gu,  xe ba g at upaya untu k rnening k atk an kemampuan rnereka 

sebagar peneliu. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada sernua pihak yang 

teluh rncrnbantu untuk terwujudnya penerbuan buku im dan semoga upaya 

kecil iru bermanfaat bagi kita sernua. 

Wassalarnualaikurn Wr. Wb. 

Jakarta, Januari 1997 

Kepala Pusat Pengkajian 

Dan Pelayanan lnformasi, 

DRS, SOEHARTO 
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BABI 
PENDAHULUAN 

lnosentius Samsul, SH. 

A. Latar Belakang dan Dasar Pemikiran 

Salah satu implikasi penting dari penerapan asas demokrasi dalam negara 
hukum adalah berperannya DPR sebagai wakil rakyat dalam pembentukan 
undang-undang. Peranan DPR dalam pembentukan undang-undang, yang 
merupakan salah satu perwujudan asas demokrasi ini sangat penting, karena 
peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang mengatur aspek-aspek 

kehidupan manusia atau rakyal banyak dan melahirkan akibal hukum, yaitu hak 

dan kewajiban. 

Ada dua hak DPR yang berkaitan dengan pembentukan undang-undang, 
yaitu hak mengajukan Rancangan Undang-Undang Usu! Inisiatif (RUU Usul 
lnisiatif) dan hak untuk mengadakan perubahan alas Rancangan Undang­ 
undang (Hak Amandemen). Peran DPR dalam menggunakan kedua hak ini, 
telah memunculkan berbagai penilaian terhadap DPR, terutama yang bernada 

"minor" sehingga dicap sebagai DPR ''tukang stempel", karena ada penilaian bahwa 
pembahasan suatu RUU di DPR hanya bersifat formalitas belaka. 

Secara konstitusional, Pasal 5 ayat ( I )  UUD 1945 menetapkan : "Presiden 
memegang kekuasaan membentuk Undang-undang dengan persetujuan Dewan 

Perwakilan Rakyat", Ketentuan ini menegaskan bahwa kekuasaan pelpbentukan 
.-.1,·1 . • 

undang-undang ada pada Presiden, namun harus dilakukannya dengan persetujuan 

DPR. Dalam konteks persetujuan DPR inilah pelaksanaan Hak Amandemen ini 
penting artinya dalam proses pembentukan Undang-undang dalam arti formal 
(wet in formele zin), yaitu peraturan perundang-undangan yang dibentuk 
Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 



Ketentuan Pasal 5 ayat ( I )  UUD 1945 telah memunculkan beberapa 

penafsiran mengenai siapa yang sesungguhnya sebagai pemegang kekuasaan 

pembentukan undang-undang. Hamid Attamimi, berdasarkan penafsiran 

gramatikal, berpendapat bahwa Presidenlah yang lebih utama sebagai pemegang 

kekuasaan pembentukan undang-undang. Pendapat ini didukung oleh kenyataan 

dalam praktek bahwa Pemerintah lebih dominan dalam melahirkan rancangan 
undang-undang. 

Hamid Attamimi berpendapat bahwa inisiatif untuk membentuk undang­ 

undang yang ada pada Presiden merupakan kewajiban, karena kewajiban 
Presiden adalah menjalankan pemerintahan negara. Oleh karena itu, membentuk 

undang-undang merupakan salah satu bagian dari menjalankan pemerintahan 
negara. Sebaliknya bagi DPR merupakan hak yang tentu saja boleh dilakukan 

dan boleh juga tidak, sehingga pelaksanaannya tergantung kepada DPR sendiri, 
apakah hak tersebut mau digunakan atau tidak (Attamimi, 1993 :3). 

Sebaliknya, Bagir Manan berpendapat bahwa kedudukan Presiden dan DPR 
adalah seimbang (balancing). Hal itu tersirat dalam kata "persetujuan DPR". Karena 
dari ketentuan tersebut ada wewenang pada DPR untuk "tidak menyetujui" RUU 
yang diajukan oleh Pemerintah (Bagir Manan, 1992 : 36). Kedudukan yang 
seimbang antara Presiden dan DPR dapat ditentukan juga dalam beberapa 

ketentuan yang ada, seperti penjelasan Pasal 5 ayat (I) yang menyatakan : Presiden 

bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat menjelaskan "Legislative 

Power" dalam negara. Rumusan ini juga senada dengan ketentuan dalam Pasal 
89 UUDS 1950 yang berbunyi." maka kekuasaan perundang-undangan, 
sesuai dengan ketentuan-ketentuan bagian ini, dilakukan oleh Pemerintah 
bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Ketentuan dengan maksud 
yang sama juga diatur dalam pasal 127 Konstitusi RIS. 

Dengan demikian, pemikiran tentang peranan DPR dalam pembentukan 
undang-undang di Indonesia sangat bermanfaat karena dengan Hak 
Amandemen inilah dapat menunjukan adanya keseimbangan antara Presiden 
dan DPR dalam pembentukan undang-undang. Ulasan terhadap pelaksanan 
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Hak Amandemen ini dirasakan penting, karena data empiris menunjukan bahwa 

Sejak tahun 1992 - 1996, Pemenntah tel ah mengajukan 58 R LIU. Sehagai negara 

yang menganut sistem hukum tertulis, jumlah tersebut akan terus meningkat, 

sehingga Hak Amandemen DPR akan semakin penting di kemudian hari. Walaupun 

undang-undang menempati urutan ketiga dalam tata urutan peraturan perundang­ 

undangan, namun undang-undang merupakan sarana utama mewujudkan 

kedaulatan rakyat dalam pembentukan hukum. 

Salah satu RUU yang diajukan oleh Pemerintah adalah RUU Pasar 

Modal, yang kemudian menjadi Undang-undang No. 8 Tahun 1995 (LN RI No 

64 Tahun 1995). Scbagaimana halnya dengan pembahasan RUU umumnya, RUU 

Pasar Modal menga larni perubahan sebagai hasil pe laksanaan Hak 
Arnandernen, scbelum drsetujui oleh DPR RI. 

Adapun pemilihan RUU Pasar Modal sebagai contoh kasus pelaksanaan 
Hak Amandemen ini tidak rerlepas dari pertimbangan pentingnya Pasar 
Modal sebagai salah satu sumber pengerahan dana investasi untuk 

kepentingan pembangunan ekonomi Indonesia. RUU Pasar Modal diajukan 
untuk memperkokoh landasan hukum kegiatan Pasar Modal yang sebelumnya 

d ia tur dalam UU Bursa No. 1 5  Tahun 1952 dan beberapa peraturan 

perundang-undangan di bawah Undang-undang, yaitu Keputusan Presiden 

No. 53 Tahun 1990 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 1 ! 99/KMK.OI0/1991 
serta paket-paket deregulasi, yaitu paket deregulasi Desember 1987, Oktober 

l 988 dan Desember 1988. Undang-undang Bursa No. 15 tahun 1952 terdiri dari 9 
pasal yang pada umumnya hanya mengatur tentang transaksi di Bursa Efek 

Ketentuan lain yang diperlukan belum tercantum didalamnya, seperti perlunya 
keterbukaan dari para pelaku Pasar Modal. 

Landasan hukum Pasar Modal yang kokoh dalam bentuk Undang­ 
undang yang jauh lebih lengkap, merupakan suatu keharusan antara lain untuk 
menjamin adanya kepastian hukurn dan sekaligus menciptakan rasa aman bagi 

semua pihak terutama rnasyarakat pernodal. 

Disamping itu, adanya landasan hukum yang kukuh memungkinkan 
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pembinaan pasar modal Indonesia dapat diarahkan kepada hal-hal yang dapat 

rnemberikan manfaal yang sebe sar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat 

banyak, serta dapat dikembangkannya semua potensi, inisiatif dan prakarsa 

masyarakat dalam kehidupan perekonomian nasional yang berasaskan 

dernokrasi ekonorni. Landasan hukum Pasar Modal yang kukuh diharapkan juga 

sebagai pendorong kemampuan pasar modal nasional umuk menyesuaikan diri 

dengan perkernbangan keuangan dan pasar modal internasional. Dalam 

kehidupan perekonomian yang semakin global, pasar modal nasional diharapkan 

mampu meningkatkan sumbangannya dalam menggerakkan pembangunan 

nasional. 

B. Permasalahan 

Permasalahan utarna yang dibahas dalarn buku ini adalah rnengenai 

beberapa aspek yang berkaitan Amandemen DPR dalam pembentukan Undang­ 

undang tentang Pasar Modal. Masalah-rnasalah pokok tersebut adalah menyangkut 

aspek teknis perundang-undangan dan aspek substansi RUU. 

Aspek teknis perundang-undang adalah berkaitan dengan rnasalah­ 

masalah bahasa hukum, redaksional dan sistematika undang-undang, Sedangkan 

aspek substansi adalah menyangkut perubahan terhadap mateti muatan Undang­ 

undang tentang Pasar Modal. 

C. Tujuan dan Kegunaan Penullsan 

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengungkapkan substansi usulan 

perubahan yang diajukan oleh DPR terhadap RUU Pasar Modal yang diajukan 

oleh DPR terhadap RUU Pasar Modal yang diajukan oleh Pemerintah. 

Penulisan ini dapat merupakan suatu bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan 

Hak Amandemen DPR, yang tentunya sangat berguna sebagai masukan, baik 

bagi Pemerintah maupun !JPR sendiri, Penulisan yang bersifat evaluatif ini, juga 

bermanfaat bagi Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai unsur pelayan dan 

pendukung dalam pelaksanaan fungsi dan tugas-tugas DPR, termasuk 

pelaksanaan Hak Arnandernen 
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D. Metode Penulisan 

Penuhsan nu merupakan haS1 l k ajran yundis normanf yang srfatnya 

devkriprif. Data utama dalarn pengkajian ini adalah literatur dan dokumen 

pembahasan RUU Pasar Modal Oengan derrukian pengkajiannya dilakukan 

melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif 

E. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan buku ini adalah sebagai berikut : 

Bab I : Pendahuluan 

Dalam pendahuluan dibahas mengenai latar belakang masalah dan 

dasar pemikiran tentang pentingnya pembahasan terhadap pelaksanaan 

Hak Amandemen OPR dalam Pembentukan Undang-Undang No. 8 

Tahun l 995, tentang Pasar Modal. Permasalahan dan ruang lingkup 

pembahasan, tujuan dan kegunaan penulisan, metode penulisan dan 

sistematika penuhsan. 

Bab II Sejarah dan Perkembangan Pasar Modal di Indonesia. Bab rm 

dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum tentang masalah 

Pasar Modal di Indonesia. 

Bab III : DPR dan Ketentuan Mengenai Pembentukan Undang-undang 

Ulasan mengenai DPR adalah rneliputi masalah wewenang dan 

tugas. Wewenang dan Tugas OPR perlu dikemukakan sebagai 

dasar unruk rnencapai pernahaman yang sama mengenai peranan 

DPR dalam pembentukan undang-undang. Kemudian bagian kedua 

dari Bab Ill in i  adalah mengenai ketentuan-ketentuan dalam 

pembentukan undangundang. Ketentuan-ketentuan nu merupakan 

pedoman aiau landasan yuridis normatifpembentukan undang-undang. 

Bab IV : Amandemen DPR atau RUU Pasar Modal 

Bab in i  merupakan analisis terhadap amandemen DPR dalam 

pembahasan RUU Pasar Modal . Bab ini terdiri dari 3 (tiga) bagian 
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utama, yaitu pertama : Dasar Yuridis, Sosiologis dan Filosofis suatu 

undang-undang yang baik. Ketiga landasan di atas merupakan kerangka 

acuan yang digunakan oleh DPR dalam memberikan saran dan usul 

perubahan terhadap RUU secara umum. Bagian kedua adalah analisis 

terhadap Amandemen DPR dalam pasal demi pasal. Ketiga adalah 

mengenai analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi 

pelaksanaan hak amandemen DPR. 

Bab V : Penutup 
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BAB II 

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN PASAR MODAL INDONESIA 

Ronny Bako S.H., M.H dan Witingsih Yuhelmi S.E. 

A. PENGANTAR 

Pasar modal adalah sarana mempenemukan penjual dan pembeli dana 

jangka panjang. Hal ini juga terkait dengan fungsi pasar modal sebagai sarana 

mobilisasi dana masyarakat. Secara umum pasar modal dapat dikategorikan ke 

dalam dua sekmen pasar terdiri atas pasar perdana dan pasar sekunder. Pasar 

perdana adalah mekanisme penawaran langsung dari emitmen kepada 

pemodal melalui perusahaan efek sebagai penjamin emisi dan/atau agen penjual 

kepada pemodal. Pasar sekunder merupakan mekanisme yang mernperternukan 

penawaran penjual dan permintaan beli efek dari dan diantara pemodal. 

Landasan hukum pertama kali pasar modal Indonesia berpijak pada UU 

Nomor 15  Tahun 1952 tentang Penetapan UU Darurat Nomor 13 Tahun 1951 

tentang Bursa sebagai UU. UU Pasar Modal ini dianggap terlampau sumir 

dan tidak cukup mengatur materi tentang pasar modal, sehingga baru pada 

rahun 1995 dibentuk UU Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 yang menggantikan 

UU Pasar Modal 1952. 

Dasar hukum pembentukan pasar modal Indonesia melalui Keputusan 

Presiden nomor 52 tahun 1976 tentang Pasar Modal. Sejak diundangkannya 

Keppres 52 tahun 1976, perkembangan Pasar Modal Indonesia oleh Presiden 

Soehano pada tanggal IO Agustus 1977, dalam sambutannya Presiden Soeharto 

mengatakan bahwa sasaran pasar modal adalah : 

a. menggalang dan mengerahkan dana jangka panjang dari masyarakat untuk 

disalurkan ke dalam proyek-proyek produktif sesuai dengan pembangunan 

nasional: 

h memeratakan pemilihan saharn dan pendapatan bagi masyarakat. Sebelum 
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terbentuknya UUPM 1995,  pemerintah telah melakukan sejumlah 

penelitian dan pengkajian yang mendalam yang bertujuan agar UUPM yang 

diharapkan dapat menampung dinamika pasar modal di Indonesia sena 

kondisi pasar modal di dunia. Dalam melakukan penelitian dan pengkajian 

tersebut, pemerintah mengeluarkan sejumlah peraturan dalam bentuk paket 

deregulasi yang dimulai sejak 1987 sampai sebelum rerbentuknya 

UUPM 1995. 

Dalam rangka memberikan landasan hukum yang kukuh dan lebih 

menjamin kepastian hukum bagi pihak-pihak yang melakukan kegiatan pasar 

modal telah ditetapkan UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal 

(disingkat UUPM 1995), yang mulai berlaku tanggal l Januari 1996. 

Keadaan pasar modal dalarn tahun 1995/96 menunjukkan perkembangan 

yang cukup menggembirakan. hal ini dapat dilihat dari jumlah perusahaan yang 

memasarkan sahamnya meningkat dari 2.233 perusahaan dengan mlai ernisi 

sebesar Rp, 27,3 triliun menjadi 248 perusahaan dengan nilai Rp. 36,8 triliun, 

sedangkan jumlah perusahaan yang memasarkan obligasi meningkat dari 46 

perusahaan dengan nilai Rp. 5.2 triliun menjadi 50 perusahaan dengan nilai 

Rp. 7 ,4 triliun. Nilai ernisi keseluruhan meningkat dari Rp. 32.5 triliun menjadi 

Rp, 44,2 triliun. 

Bandingkan dengan kondisi pasar modal Indonesia sampai akhir tahun 

1996 yang menunjukkan prestasi yang menonjol, seperti sampai Desember 1996 

ada 267 perusahaan yang telah menjual saham perusahaan dengan jumlah 

kumulatif emisi perdana sebesar 24.938,4 juta saham dengan nilai kumulatif 

femisi perdana sebesar Rp. 49.801,4 miliar. 

Sejarah perkembangan pasar modal Indonesia selain ditunjang dengan 

adanya sejumlah deregulasi dan keberadaan UUPM 1995, kondisi pasar modal 

Indonesia juga ditunjang dengan adanya Program Pembinaan Lernbaga 

Keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi dan peranan lembaga 

keuangan termasuk pasar modal agar mampu menampung dan menyalurkan 
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minat masyarakal untuk berperan aktif dalam pembangunan. Melahn program 

ini diharapkan dapat menmgkatkan rungs: pasar modal agar mampu berperan 

sebagai penggerak dan sarana mobilisasi dana masyarakal yang efektif melalui 

kepemilikan saham perusahaan yang go public. 

B. SEJARAH PASAR MODAL INDONESIA 

Sejarah pasar modal Indonesia dimulai sejak Pemerintahan Hindia 

Belanda yang mendirikan Bursa Efek di Batavia pada langgal 14 Desember 

19 I 2 yang diselenggarakan oleh Vereniging Voor de Effectenhandel. Dengan 

mendasarkan pada pengalaman di negeri Belanda, pendirian bursa efek di 

Batavia adalah dalam rangka memupuk sumber pembiayaan bagi perkebunan 

milik Belanda yang tumbuh secara besar-besaran di Indonesia. 

Selanjutnya perkembangan bursa di Batavia diikuti dengan dibukanya 

Bursa Efek di Surabaya pada tanggal I I Januari 1925 kemudian diikuti di Semarang 

pada tanggal I Agustus I 925. Aktivitas pasar modal Indonesia terpaksa terhenti 

karena terjadi Perang Dunia ke-Il. 

Pada jaman pemerintahaan Republik Indonesia Serikat, Bursa Efek 

tersebut diaktifkan kembali dengan diterbitkannya Obligasi Pemerintah 

Republik Indonesia Tahun 1950 Kemudian disusul dengan diundangkannya 

Undang-Undang Darurat Nomor I 3 Tahun 195 l tentang Bursa, pada tanggal I 

September 1 9 5 1 .  Undang-undang Darurat tersebut kernudian ditetapkan 

sebagai UU dengan Undang-Undang Nomor 1 5  Tahun 1952 .  Untuk 

menindaklanjuti UU 15 Tahun 1952, pemerintah melalui Menteri Keuangan 

mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 28973/UU tanggal I No­ 

vember 195  I  yang menetapkan bahwa penyelenggaraan bursa diserahkan 

kepada Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek-efek (PPUE) dan menetapkan 

bahwa Bank Indonesia sebagai Penasehat. 

Kandis, pasar modal di Indonesia mulai bergairah kernbali sejak tahun 

1977 melalui Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1976 tentang Pasar Modal 

dan diikuti dengan dikeluarkannya sejurnlah peraturan dalam bentuk deregulasi 



C. KONDISI PASAR MODAL INDONESIA PASCA UUPM 1995. 

Pelaksanaan pasar modal di Indonesia tidak terlepas dari amanat yang 
terdapat dalam TAP MPR NO. Il/MPR/1983 tentang GBHN 1983 yang berbunyi 

"penerangan dana tabungan masyarakat melalui lembaga keuangan 

termasuk perbankan, lembaga keuangan bukan bank dan pasar modal. 
Pengembangan pasar modal perlu dningkatkan agar tercapai pemerataan 

pemilikan disamping sebagai sumber pembiayaan dalam negeri". 

UUPM 1995 telab memberikan pengaruh yang sangat besar tidak hanya 
dalam bidang hukum tetapi juga sistem perekonomian Indonesia dimasa 

rnendatang. Hal ini dapat terbukti dari kondisi Pasar Modal Indonesia 7 tahun 
terakhir. Dari sisi kelembagaan sampai dengan November 1996, terdapat lebih 
dari 300 instansi dan perorangan yang telah memperoleh izin, pendaftaran dan 
persetujuan. Dari sisi perdagangan saham dan obligasi di pasar modal sampai 
dengan 1 3  Desember 1996 terdapat 295 emiten yang telah mendapatkan 
persetujuan efektif dari Bapepam dengan total emisi sebesar Rp. 60,4 triliun. 

Di bidang infrastruktur, pengembagan pasar modal ditandai dengan telab 
berlakunya sistem yang tersentralisasi perdagangan dengan telah dilaksanakan­ 
nya sistem yang terkomputerisasi. Perubahan mendasar dari sistem perdagangan 
manual kesistem perdagangan otomatis di Bursa Efek Jakarta (B.E.J) yang 
diterapkan tanggal 22 Mei 1995. Melalui sistem otomatisasi ini telah rnampu 

melayani I 00.000 investor dengan 40.000 order per jam. 

Indikator lain yang memperlihatkan perkembangan membaik setelah 
sistem otomatisasi perdagangan efek diterapkan di BEJ, selain tampak pajak 

kecenderungan yang menguat pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 
diposrsi akhir Mei 1995 sampai Desember 1996, angka IHSG tampak menguat 
1 5 1 ,  29 point terhitung dari posisi akhir Mei 1995 yang hanya berada pada 
skala angka 475. 29 point menjadi 626, 57 point pada tanggal 1 1  Desember 

1996. Posisi IHSG tertinggi selama otomatisasi diterapkan terjadi pada 
24 April 1996 dengan ketinggian mencapai 630, 22 point dan posisi terendah 
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terjadi pada 21 Nopember 1995 dengan angka 454, 05 point 

Dibidang penegakan hukum, Bapeparn telah melakukan sejumlah 
penegakan hukum seperti pengenaan denda, pencabutan izin serta beberapa 
upaya atas pelanggaran tindak pidana di bidang pasar modal. Selain itu 
Bapepam beserta seluruh pelaku pasar modal te lah berupaya menye­ 
barluaskan pengetahuan mengenai perundang-undangan pasar modal kepada 
masyarakat luas. 

Upaya pengembangan pasar modal di Indonesia sebagai sarana sumber 
pembiayaan di dalam negeri dilakukan antara lain dengan internasionalisasi 
pasar modal Indonesia dengan mengizinkan investor asing membeli efek di 
pasar perdana. Di sisi lain perkembangan terbesar pasar modal Indonesia yaitu 
sudah diizinkannya beberapa BUMN untuk menjual sahamnya di pasar modal 
Indonesia bahkan pasar modal di luar negeri. 

Walapun pasar modal Indonesia telah menunjukkan perkembangan 
yang semakin baik dari tahun ke tahun, namun masih diperlukan upaya yang 
lebih giat dan keras untuk meningkatkan kinerja pasar modal Indonesia. 
Oleh karena itu rnerupakan tantangan yang sangat serius bagi semua pihak yang 

berkaitan dengan pasar modal, untuk menjadikan pasar modal Indonesia 
menjadi suatu pasar modal yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, 
mendorong pemerataan pendapatan, serta mampu bersaing dengan pasar modal 
negara-negara Jainnya. 

Prospek pasar modal Indonesia diperkirakan akan cukup cerah di era pasar 
global abad ke-2 l mendatang, ha! ini ditunjang dengan adanya pertumbuhan 
ekonomi yang diperkirakan tetap kuat. Disamping itu potensi pasar yang cukup 

besar baik dilihat dari banyaknya jurnlah perusahaan yang potensial untuk 
melakukan kegiatan go public, maupun dilihat dari jumlah pemodal potensial 
mendukung prospek pasar modal yang cukup cerah tersebut. 

Untuk mempertegas misi dan visi kegiatan pasar modal Indonesia, 

Pemerintah melalui Bapepam telah melakukan kerjasama dengan masyarakat 
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pasar modal telah mengeluarkan Cetak Biru Pasar Modal Indonesia, yaitu 

Rencana Pengembangan Lima Tahun yang merupakan panduan dan kerangka 

dasar dalam melakukan kegiatan pasar modal. 

Akhirnya perkembangan pasar modal antara lain ditentukan oleh 

kerjasama dan pengertian antara Pernerintah, pelaku dan pendukung pasar 

modal. Bila kerjasarna dan pengertian tersebut dapat dibina masing-masing 

pihak menjalankan profesionahsme yang tinggi, maka pasar modal Indonesia 

drharapkan akan dapat rnenjadi salah satu pasar modal terbesar di Asia 

Tenggara. 
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BAB Ill 

DPR DAN KETENTUAN PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG 

Hudiyat, S.H. 

A. WEWENANG DAN TU GAS DPR 

Wewenang dan tugas DPR diatur dalam UUD 1945, Ketetapan-ketetapan 
Majelis Permusyawaratan dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat. Wewenang 
dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 
1945 sebagai berikut : 

Pasal 5 ayat ( ] )  :  

Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan 
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 

Pasal 1 1  :  

Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan 
perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. 

Pasal 20: 

Ayat (I) Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan 
Perwakilan Rakyat. 

Ayat (2) Jika suatu rancangan undang-undang tidak mendapat 
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan 
undang-undang tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam 
persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. 

Pasal 2 1  :  

Ayat ( I )  Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak merna­ 
jukan rancangan undang-undang. 
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Pasal 2 2 .  

Ayat ( I J Peraturan-peraturan rtu harus rnendapat persetujuan Dewan 

Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikut, 

Ayat {2) Jika tidak mendapar persetujuan, maka peraturan-peraturan 

itu harus dicabut. 

Pasal 23 : 

Ayat ( I )  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan tiap­ 

tiap tahun dengan undang-undang. Apabila Dewan 

Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang 

diusulkan Pemerintah, maka Pemerintah menjalankan 
anggaran tahun yang lalu. 

Ayat (2) Untuk memeriksa tanggungjawab tentang keuangan negara 

diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang 

penyusunannya ditetapkan dengan undang-undang, hasil 

pemeriksaan ini diberitahukan kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat. 

Ayat (5) Untuk memeriksakan tanggung jawab tentang keuangan 

negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang 

peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil 

pemeriksaan ini diberitahukan kepada Dewan Perwakilan. 
Rakyat. 

Selain itu Tugas dan Wewenang DPR diatur di dalam Ketetapan MPR No. 
lll/MPR/1978 tenlang kedudukan/atau antar Lembaga-lembaga Tinggi 
Negara. Kemudtan diatur pula dalam Peraturan Tata Tertib DPR, yaitu lampiran 
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat RI No. I O/DPR/IIl/82-83,tertanggal 23 
Pebruari 1983 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia, mengatur juga tentang wewenang dan tugas Dewan Perwakilan 
Rakyat RI, sebagaimana diatur dalam Pasal 4, yang menyatakan : 
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I. Wewenang danTugas DPR : 

a. bersarna-sama dengan Presrden mernbentuk undang-undang. 

b. bersama-sama dengan Presiden menetapkan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara. 

c. melakukan pengawasan atas, 

I .  Pelaksanaan undang-undang: 

2. Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara serta 

pengelolaan keuangan negara; 

3. Kebijaksanaan pemerintah; sesuai dengan jiwa UUD 1945 dan 

ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 

Indonesia. 

d. membahas untuk meratifikasi dan/atau memberikan persetujuan atas 

pernyataan perang, pembuatan perdamaian dan perjanjian dengan 

negara lain yang dilakukan oleh Presiden. 

e. membahas hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan 

negara yang diberitahukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. 

f. melaksanakan hal-hal yang ditugaskan oleh ketetapan-ketetapan 

Majelis Permusyawaratan Rakyat kepada DPR. 

2. Untuk kepentingan pelaksanaan wewenang dan tugasnya, DPR dapat 

mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan Lembaga Tinggi 

Negara lainnya. 

Dari ketentuan tentang wewenang dan tugas DPR yang diatur dalam 

Pasal 4 Tatib DPR tersebut dapat disimpulkan adanya 3 (tiga) fungsi pokok 

DPR, yaitu: 

I .  Fungsi Membentuk Undang-undang; 

2. Fungsi Pengawasan; 

3. Fungsi Anggaran. 
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ad I .  Fungsi membentuk undang-undang adalah suatu tindakan memutuskan 

untuk membuat peraturan umum, rnaksudnya adalah dengan rnernbuat 

undang-undang dalam arti materiel. Sedangkan daiarn aru formil maka 

undang-undang berarti segala keputusan untuk rnembuat suatu undang­ 

undang yang dilakukan oleh satu badan/Iernbaga atau beberapa badan yang 

mempunyai kewenangan dalam bentuk kerjasama (Max Boy. 1994:70) 

ad. 2 Fungsi pengawasan. Fungsi ini diarahkan kepada dua hal, yauu pengawasan 

terhadap kebijaksanaan pemerintah dan pengawasan lerhadap undang­ 
undang Berdasarkan hak-hak yang ada pada DPR. pengawasan m, biasanya 

dilakukan oleh DPR melalui kegiatan-kegiatan antara lain. rapat kerja dengan 
pemerintah dan kunjungan kerja ke daerah-daerah yang dilakukan oleh 
komisi-komisi. 

ad , Fungsi Anggaran. Fungsi ini rnerupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 

23 ayat ( I )  UUD I 945. Pasal 23 ayat ( I )  UUD 1945 berbunyi : "Anggaran 
Pendapatan dan Belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang 
Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang 
diusulkan Pemerintah, maka Pemerintah menjalankan anggaran tahun yang 
lalu". 

Pembuat UUD 1945 menghendaki agar Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN) ditetapkan seriap tahun, dengan kara Jain, agar APBN disusun 
untuk jangka waktu satu tahun Semula jangka waktu satu tahun itu ialah dari 
tangg:al I Januari sarnpai dengan 31  Desember (Pasal 7 UU Perbendaharaan Negara 
atau terjemahan dari "lndonesische Comptahiliteiswet" Stbl. 1925·448) Kernudian 
diubah menjadi I April sampai dengan 3 1  Maret tahun berikutnya berdasarkan 
Undang-undang No. 9 Tahun 1968 Sebagai perbandingan, Ul If) Belanda 
rnernberikan kemungkinan menyusun anggaran untuk jangka waktu dua tahun 
(Harun Alrasid: 1 9 9 3 ;  3). Demikian pula dengan UlJD 1949 Pasal 168 ayat ( I )  
dan UlJD 1950 Pasal 1 1 4  ayat ( I ) .  

Dalam melaksanakan fungsi-fungsi di alas Dewan Perwakilan Rakyat RI 
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memiliki beberapa hak yang dapat digunakan. yaitu diatur dalam Pasal 8 Tatib 

DPR Hak-hak tersebut adalah : 

a. hak meminta keterangan kepada Presiden (hak interpelasi); 

b. hak mengadakan penyelidikan (hak angket); 

c. hak mengadakan perubahan atas Rancangan Undang-Undang (hak 

amandemen); 

d. hak mengajukan pemyataan pendapat; 

e. hak mengajukan/menganjurkan seseorang jika ditentukan oleh suatu 

peraturan perundang-undangan; 

f. hak mengajukan Rancangan Undang-Undang Usul lnisiatif. 

Disamping itu, anggota DPR memiliki beberapa hak sebagai anggota, yang 

diatur dalam pasal 9 Tatib DPR : 

( ] )  Selain hak-hak DPR sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Anggota 

mempunyai : 

a. hak mengajukan pertanyaan: 

b. hak protokol dan hak keuangan/administratif. 

a. Hak Meminta Keterangan Kepada Presiden 

Hak ini biasa disebut hak interpelasi, yaitu hak untuk meminta kete­ 

rangan kepada Presiden tentang suatu kebijakan (policy) pemerintah. 

Dalam melaksanakan hak ini ada beberapa persyaratan yang diatur dalam 

Keputusan DPR RI tentang Tata Tertib DPR No.\ I O/DPR-RI/Ill/82-83 yaitu, 

dalam pasal IO : 

( I )  Sekurang-kurangnya diajukan oleh dua puluh orang Anggota dapat 

mengajukan usu! kepada DPR untuk meminta keterangan kepada 

Presiden tentang suatu kebijaksanaan Pemerinah. 
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(2) !Jsul sebagaimana dimaksud dalarn ayat ( I )  disusun secara singkat dan 

jelas, disampaikan dengan tertulis kepada Pimpinan DPR, dengan disertai 

daftar narna dan tanda tangan para Pengusul. 

Kemudian dalam pasal 1 1  Talib DPR dijelaskan : 

( I )  Dalam Rapat Paripurna setelah perrnintaan keterangan kepada Presiden 

diterima oleh Pirnpinan DPR. Ketua Rapa! rnemberitahukan kepada para 

Anggota tentang masuknya usu! per mrnt aan keterangan kepada 

Presiden dan usu! tersebut kernudian dibagikan kepada para Anggota 

dan, apabila Pimpinan DPR memandang perlu, dapat disampaikan 

kepada Presiden. 

(2) Dalam Rapat Badan Musyawarah yang diadakan untuk menentukan waktu 

pernbicaraan usu! permintaan keterangan kepada Presiden dalam Rapat 

Paripurna. kepada para Pengusul diberikan kesernpatan untuk rnernberikan 

penjelasan tentang usu! tersebut, 

r., J Dalam Rapa! Paripurna yang telah ditentukan para Pengusul memberikan 

penjelasan teruang maksud dan tujuan usu! permmtaan keterangan kepada 

Presiden tersebut. Keputusan apakah usu! tersebut disetujui atau ditolak 

untuk menjadi permintaan keterangan DPR kepada Presiden, ditetapkan 

dalam Rapa! Paripurna tersebut atau dalam Rapa! Paripurna yang lain. 

Dalam tugas pengawasan itu kedudukan DPR kuat, walaupun Dewan 

tidak dapat menjatuhkan pemerintah, karena anggota-anggota DPR merangkap 

sebagai anggota MPR yang memberi wewenang kepada DPR untuk rnengawasi 

secara langsung tindakan Presiden/pemerintah, apakah dalam tmdakannya itu 

tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan ketetapan MPR. 

Dewan Perwakilan Rakyat dapat senantiasa mengawasi undakan Presiden dan 

jika DPR menganggap bahwa Presiden sungguh melanggar haluan negara yang 

telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar atau ketetapan MPR. maka MPR 

dapat diundangkan untuk mengadakan sidang istimewa, agar supaya bisa 

meminta pertanggungjawaban kepada Presiden. 
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Hak interpelasi ini pernah diajukan oleh Dewan yakni tentang kebijak­ 
sanuan Nnrmalisasi Kehidupan Kampus (NKK) yang dituangkan dalam SK No. 
0156/V I 1978 tanggal 19  April 1978. Akan tetapi usu! interpelasi terse but gugur 

karena dalam sidang pleno DPR tanggal 1 1  Februari 1980 hanya disetujui oleh 

IO I anggota dan 279 anggota menolak. 

b. Hak mengadakan Penyelidikan 

Hak mengadakan penyelidikan biasa dikenal dengan hak angket, yaitu 

hak DPR untuk mengajukan usu! penyelidikan mengenai sesuatu hal sesuai 
ketentuan undang-undang. Syarat mengajukan hak ini adalah diajukan oleh 
sejumlah anggota DPR yang tidak hanya terdiri dari satu fraksi, harus disetujui 
oleh sidang pleno dan diatur oleh Undang-undang. Hak ini pemah diatur dengan 

UU No. 6/1945 di bawah Undang-Undang Dasar Sementara I 950, dalam 

suasana demokrasi liberal. Karena undang-undangnya sampai sekarang belum ada, 

maka praktis, hak ini belum dapat dilaksanakan sejak berlakunya kembali UUD 

1945. 

c. Hak Mengadakan Perubahan atas RUU 

Hak ini disebut hak amandemen DPR, yang memberikan kesempatan 

kepada anggota maupun fraksi di DPR untuk mengajukan perubahan atas RUU 

yang berasal dari pemerintah. 

Pasal 23 Tatib DPR RI menetapkan tentang hak amandemen ini sebagai berikut : 

I .  Anggota dapat mengajukan usu! perubahan atas Rancangan Undang­ 

Undang yang berasal dari Pemerintah. 

2. Pokok-pokok usu! perubahan dikemukakan dalam pemandangan umum 

para Anggota pada Pembicaraan tingkat JI. 

.l. Usu! perubahan disampaikan oleh Anggota dalam pembicaraan tingkat 

III, untuk dibahas dan diambil keputusan. 
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d. Hak Mengajukan Pemyataan Pendapat 

Hak mengajukan usul pemyataan pendapat dapat dibicarakan di !)PR 

apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 20 orang anggota, yang terdiri tidak 

hanya dari satu fraksi. Hak mengajukan usul pernyataan pendapat diajukan 

berhubungan dengan soal yang dibahas di DPR maupun mengenai soal lain Usu I 

pernyataan pendapat tersebut serta penjelasannya disampaikan dengan tertuhs 

kepada pimpinan DPR, dengan disertai daftar nama dan tanda tangan para 

pengusul dan fraksinya. 

Hak mengajukan pernyataan pendapat DPR ini sebenarnya merupakan 

pernyataan sikap DPR tentang suatu masalah atau soal yang sedang dibicarakan 

maupun mengenai soal lain dalarn fungsi pengawasan, dan mencerminkan 

tanggungjawab DPR atas soal yang membawa dampak besar bagi negara dan 

rakyat Indonesia. Hal ini tidak sarna dengan rnosi seperti yang dikenal dalam 

demokrasi liberal. 

Usu) pernyataan pendapat o\eh DPR dapat dianggap sebagai sikap DPR 

terhadap kebijakan dan kebijaksanaan pemerintah dalam menangani peristiwa 

nasional yang dianggap cukup serius. Wujud atau isi pernyataan pendapat DPR 

dapat berupa memorandum, reso\usi, apabila DPR menganggap presiden telah 

melanggar GBHN. 

Pemyataan DPR merupakan upaya DPR untuk rnengmgatkan presiden 

bahwa ia telah melanggar Haluan Negara. 

e. Mengajukan/Menganjurkan Seseorang 

Apabila diminta oleh peraturan perundang-undangan agar menganjurkan 

calon untuk mengisi suatu jabatan, rapat paripurna menugaskan Badan Musyawarah 

untuk membicarakan dan mernberikan pertimbangannya 

f. Hak Mengajukan RUU usul lnisiatif 

RUU usul inisiatif Salah satu hak DPR yang palmg mendasar dan ikut 
menentukan jalannya kehidupan negara ialah hak mengajukan RUU Usul lnsiatif 
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g. Hak Mengajukan Pertanyaan 

Setiap anggota DPR secara perseorangan atau bersama-sama dengan 

anggota lainnya dapat mengajukan pertanyaan kepada Presiden. Apabila 

pertanyaan diajukan kepada Presiden, pertanyaan tersebut disusun dengan 

tertulis, singkat, dan jelas serta disampaikan kepada Pimpinan DPR. 

Hak DPR untuk mengajukan pertanyaan ini yang terpenting adalah hak 

yang dimiliki oleh setiap anggota untuk mengajukan pertanyaan secara 

perorangan. dan juga terletak pada substansi pertanyaan itu sendiri. 

B. KETENTUAN MENGENAI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG 

terdapat 4 (empat) ketentuan penting yang berkaitan dengan pern­ 

bentukan undang-undang di Indonesia, yaitu : 

( I )  UUD 1945 

(2) Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 yang berkaitan dengan letak 

undang-undang dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. 

(3) Peraturan Tata Tertib DPR 

(4) Instruksi Presiden No. 15  Tahun 1970. 

I. Undang-Undang Dasar 1945 

Sebagai landasan konstitusional pembangunan hukum di Indonesia, UUD 

1945 mengatur dua hal tentang pembentukan hukum nasional, yaitu pertama : 

menyangkut aspek formalitas pembentukan undang-undang dan kedua 

menyangkut aspek materi muatan undang-undang. 

Ketentuan dalam UUD 1945 yang seca ra khusus mengatur prosedur 

pernbuatan undang-undang adalah Pasal 5 ayat ( I)  dan Pasal 20 ayat ( l ). Pasal 5 

ayat ( I )  UUD 1945 rnenetapkan : Presiden memegang kekuasaan membentuk 

undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat". Kemudian 

dalarn Pasal 20 ayat ( I )  ditetapkan : "Tiap-tiap Undang-undang rnenghendaki 

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat". A. Hamid S. Attamimi berpendapat 

ll 



bahwa kekuasaan membentuk undang-undang ada pada Presiden Tetapi tidak 
dapat dilakukan begitu saja tanpa persetujuan DPR. lnisiatif untuk membentuk 
undang-undang yang ada pada Presiden merupakan kewajiban Presiden dalaam 

menjalankan pemerintahan negara. Oleh karena itu, membentuk undang­ 
undang merupakan salah satu bagian dari menjalankan pemerintahan negara. 

Sebaliknya inisiatif bagi DPR merupakan hak yang tentu saja boleh dilakukan 
dan boleh juga tidak. Dengan demikian, penggunaannya tergantung kepada DPR 
sendiri, apakah hak tersebut mau digunakan atau tidak (Attamimi, 1993 :  3). 

Point utama yang lazim diketahui dari kerentuan Pasal 5 ( I )  UUD 1945 dan 
Pasal 20 ( I )  bahwa persyaratan formal yang hams dipenuhi dalam prose; 
pembentukan undang-undang adalah suatu undang-undang hams dibentuk oleh 
lembaga yang berwenang yaitu Presrden (Pernerintah) bersama dengan DPR-Rl. 
me la lu i  suatu prosedur tertentu. Di sampmg masalah teknis pembuatan 
undang-undang, l!l 'D 1945 juga rnengarur teruang rnateri tertentu yang harus 
J111ur dengan undang-undang, yaitu : Keanggotaan Maiehs (Pasal 2 avat I ;. Syarat­ 
,,.·J1 at dan akibat keadaan bahaya (Pasal 12):  Susunan Dewan Pertimhangan 
.vgung (Pasal 16 ayar I ) ;  Bentuk dan Susunan Pemerintahan Daerah 1Pasal 1 8 1 .  
Susunan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 1 9 .iy,t1 1 ): Anggaran Pendapatan 
Belanja Negara (Pasal 23 ayat I ) ;  Pajak (Pasal 23 ayat 2); Macam dan Harga Mata 
Uang (Pasal 23e ayat J); Hal Keuangan Negara (Pasal 23 ayat 4); Badan 
Pemeriksaan Keuangan (Pasal 23 ayat 5); Susunan dan Kekuasaan Badan 
Kehakiman (Pasal 24 ayat 2); Syarat menjadi dan diberhentikan sebagai hakim 
(Pasal 25); Syarat-syarat kewarganegaraan (Pasal 26); Kemerdekaan Berserikat, 
berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dan (Pasal 28); Syarat-syarat pembelaan 
negara (Pasal 30) dan sisiem pengajaran (pendidikan) nasional (Pasal J I  ayat 2). 

Dengan ditentukannya materi muatan undang-undang tersebut di atas, ndak 
berarti hanya ada 1 6 undang-undang. Untuk suatu masalah terteuru rnungkm 
dibuat beberapa undang-undang. Misalnya di bidang kekuasaan kehakiman .. Ji 

samping Undang-undang tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, dibuat 
pula berbagai undang-undang tentang Mahkamah Agung dan undang undang 
Hukum Acara (Bagir Manan, 1992 : 19-20). 



Asas-asas formal meliputi : 

( I ) Asas tujuan yang jelas ( begmsel van duideltjke doelstelling). 

(2) Asas organ/lembaga yang tepat ( beginsel van her juisteorgaan}. 

(3) Asas perlunya peraturan (her noodzakelijkheisbeginsel). 

(4) Asas dapat dilaksanakan (her beginsel van uitvoerbaarheid). 

(5) Asas konsensus (het beginsel van den consensus). 

Asas-asas material meliputi : 

( I )  Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar (het beginsel van 

duidelijke systematiek}. 

(2) Asas tentang dapat dikenali (het beginsel can kenbaarheid). 

(3) Asas perlakuan yang sama dalam hukum (her rechtgelijkheidsbeginsel). 

(4) Asas kepastian hukum (het rechrszekerheodesbeginsell. 

(5) Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual (her beginse/ van de 

individuate rechtsbedeling). 

2. TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966 

Ketetapan MPRS ini memuat tentang ketentuan mengenai jenis, bentuk. 
dan tata urutan peraturan perundang-undangan di samping karena memberikan 
identifikasi mengenai jenis, bentuk dan Cata urutan, juga mengandung prinsip 
mengenai sistem dan tertib peraturan perundang-undangan. 

3. Instruksi Presiden No. 15 tahun 1970. 

lnstruksi Presiden No.15 Tahun 1970 mengatur tentang Tata cara mempersiapkan 
Rancangan Undang-undang (RUU) dan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP). 
Dalam lnpres tersebut ditegaskan, bahwa masing-masing Departemen dan Lembaga 
Pernerintah Non Departemen (LDNP) dapat mengajukan prakarsa penyusunan 
surat RUU/RPP untuk bidang atau sektor yang menjadi lingkungan tugasnya. 
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Tahap perancangan peraturan perundang-undangan dapat dibagi ke dalarn 

dua tahap utama, yaitu rahap penyusunan naskah ak aderruk dan tahap 

perancangan. Dalam persiapan tahap perencanaan dan penyelevaian proses 

pemhuatan RUU dalam bentuk Naskah Rancangan Akaderrus (Academic Draft) 

drlaksanakan oleh Departemen Kehakiman Cq BPHN dengan dibantu oleh 

Depanemen-depanemen/LNDP yang bersangkutan (Wargakusurnah. 1994; 95). 

Mengenai kedudukan dari naskah akadernik, ada pendapat yang mengatakan 

tidak ada perbedaan antara naskah akademik dengan naskah rancangan. Kedua­ 

duanya tclah tersusun dalam sistematika, bab-bab, pasal-pasal, ayat-ayat dan 

seterusnya. Perbedaan hanya terletak pada pernbuarnya. yaitu rancangan 

peraturan perundang-undangan disiapkan oleh instansi atau pejabat yang berwenang 

dalam perancangan atau pernbuatan peraturan perundang-undangan. 

Sedangkan naskah akadernik, disiapkan oleh mereka yang tidak memiliki 

kewenangan formal menyiapkan atau membuat peraturan perundang­ 

undangan, misalnya oleh ahli dari universitas atau badan-badan non pemerintah 

seperti kantor konsultan (Bagir Manan, 1992, 18) .  Berdasarkan lnpres No. 15 

tahun 1970 ini, maka dari sudut pengorganisasian, pada saat in, ada .1 forum 

dikalangan pemerintah yang berperan besar dalarn menyelesaikan masalah RUU. 

( I )  Biro-biro hukum yang berwenang menyiapkan, (2) departemen kehakiman, 

(.\) Sekretariat Negara (Sekneg)/Sekretariat Kabinel (Sekkab). 

3_ Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Tatib 

DPR-RI). 

Tatib DPR-RI yang sekarang berlaku adalah Lampiran Keputusan 

Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia No. IO/DPR-RI/lll/82-8.1. tanggal 26 

Pebruari Khusus mengenai pernbentukan undang-undang diatur dalam 

BAB XIII Pasal 122 sampai dengan Pasal 136. 

Dalam Pasal 122 ayat ( 2 )  ditetapkan bahwa Rancang an Undang­ 
lJndang dapat berasal dari Peinerintah (berdasarkan lnpres No. 1 5  tahun 1970) 

atau berupa Usul Jnisiatif dari DPR-RI diatur dalam Pasal 1 2 5  ayat ( I )  yang 
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rncnctapkan "Pembahasan Rancangan Llndang-Undang dilakuk an mclalui 

empat tingkat pernbicaraan, kecuali apabila badan musyawarah menentukan 

pembahasan dengan prosedur singkat". Yang dimaksudkan dengan prosedur 

singkat ( short cut) adalah pembahasan R LIU tanpa melalui ernpat tahap dan 

biasanya tidak melalui tahap kedua. Contoh terakhir pembahasan dengan 

jalur short cut ini adalah Pembahasan R LIU tentang Pembentukan Kota Mady a 

Daerah Tingkat II Kendari pada tahun 1995 yang lalu (Setjen DPR-RI, 1996; tanpa 

halaman). 

Empat tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 

ayat ( I )  adalah : (a) tingkat I dalam Rapat Paripurna, (b) tingkat II dalam Rapa! 

Paripurna, (c) tingkat III dalam Rapa! Komisi, (d) tingkat IV dalam Rapat 
paripurna. 

Pembicaraan tingkat I : Tahap ini diisi dengan acara keterangan atau 

r enjelasan Pemerintah terhadap RUU yang berasal dari Pemerintah atau 
keterangan oleh Pimpinan Komisi, Pimpinan Rapa! Gabungan Komisi, atau 
Pimpinan Panitia Khusus atas nama DPR terhadap RUU Usul Inisiatif. Dalam 
praktek, penjelasan Pemerintah disampaikan oleh menteri yang terkait dan 
khusus untuk RUU APBN selalu disampaikan oleh Menteri Keuangan. Dari 
ketentuan ini juga terlihat bahwa terdapat tiga kemungkinan yang mewakili 
DPR dalam memberikan penjelasan RUU Usu) lnisiatif, yaitu Komisi, Pimpinan 
Rapat Gabungan Komisi dan Pimpinan Panitia Khusus. Dalam pembicaraan 
tingkat I pemerintah/sebagai pihak yang mengajukan RUU/Usul Inisiatif, 
menjelaskan isi/dan tujuan mengajukan RUU tersebut. Sebelum melakukan 
pembicaraan tingkat II, III dan IV terlebih dahulu diadakan rapat-rapat fraksi. 
Dalam rapat ini dibahas dan dibicarakan langkah-langkah selanjutnya yang 
akan dilaksanakan oleh fraksi terhadap RUU yang sedang dibahas dan bertujuan 
untuk menetapkan anggota-anggotanya yang akan mewakili fraksi dalam 
pembicaraan tingkal III, apakah ikut atau tidak kemudian fraksi apa yang dapat 
dicapai secara maksimal dalam pembicaraan tingkat III tersebut dan rapat 
menjelang tingkat JV ialah dalam membicarakan hasil pembahasan tingkat III 
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dan rnenyusun pendapat akhir fraksinya pada pernbicaruan tingkat IV dan 

menunjuk anggota fraksi yang akan menyarnpaikan pendapat akhir fraksi pada 

sidang pleno. Peraturan yang mengatur hal ini adalah Tatib DPR, pasal 126, yang 

berbunyi: 

a. Keterangan Penjelasan Pemerintah dalam Rapat Paripurna terhadap 

Rancangan Undang-Undang yang berasal dari pemerintah; atau 

b. Keterangan atau penjelasan dalam Rapat Paripurna oleh Pirnpinan Komisi. 

Pimpinan Rapat Gabungan Komisi, atau Pimpinan Panitia Khusus atas nama 

DPR terhadap Rancangan Undang-undang Usu! Inisitif. 

Pembicaraan tingkat II : Dalam hal RUU berasal dari Pemerintah, acara 

dalam pembicaraan tingkat II adalah pemandangan umum masing-masing 

Frak.si terhadap RUU dan keterangan atau penjelasan Pernerintah dan dilanjutkan 

dengan penyampaian jawaban Pemerintah atas pemandangan umum masing­ 
masing fraksi. Sebaliknya untuk 'RUU Usu! Inisiatif, Pemandangan Umum 

terhadap RUU Usu! lnisiatif disampaikan oleh pihak Pernerintah, kemudian 

dilanjutkan dengan jawaban DPR terhadap Pemandangan Umum Pemerintah. 

Dalam pemdangan umum ini fraksi-fraksi melalui anggotanya menyampaikan 

/mengemukakan penilaian politiknya atas keadaan atau perkembangan dalam 

masyarakat, walaupun sebenarnya ha l  tersebut tidak ada hubungan 

dengan rnateri rancangan undang-undang yang sedang dibahas. Keadaan seperti 

ini sering dikemukak.an pada saat membahas RUU terhadap Anggaran Pen­ 

dapatan dan Belanja Negara. Dalam pemandangan umum, pada garis besamya 

disampaikan : 

I .  Terhadap RUU yang diajukan oleh pemerintah. pihak pemerintah diberi 
kesempatan untuk menanggapinya; 

2. Terhadap RUU yang berasal dari usu! inisiauf. wakil dari para pengusul 

diberi kesempatan untuk memberikan tanggapannya Hal ini diatur dalam 

Tatib DPR pasal I 27, yang berbunyi : 
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Pembicaraan tingkat II ialah : 

a. Dalam hal Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Pe­ 

merintah: 

I .  Pemandangan Umum dalam Rapa! Paripurna oleh para 

Anggota yang membawakan suara Fraksinya terhadap 

Rancangan Undang-Undang beserta Keterangan atau Penjelasan 

Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 126 huruf a; 

2. Jawaban Pemerintah dalam Rapa! Paripurna terhadap 

Pemandangan Umum para Anggota sebagaimana dimaksud 

pada angka I di alas, atau 

b. Dalam hal Rancangan Undang-Undang usul Inisiatif: 

I .  Tanggapan Pemerintah dalam Rapa! Paripurna terhadap 

Rancangan Undang-Undang Usu] Inisiatif beserta penjelasan 

Pimpinan Komisi, Pimpinan Rapa! Gabungan Komisi, atau 

Pimpinan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 

126 huruf b; 

2. Jawaban Pimpinan Komisi, Pimpinan Rapa! Gabungan 

Komisi, atau Pimpinan Panitia Khusus alas nama DPR dalam 

Rapa! Paripuma terhadap tanggapan Pemerintah sebagaimana 

dimaksud pada angka I di atas. 

Pembicaraan Tingkat III : Tahap III adalah pembahasan terhadap suatu 

RlJU yang dapat dilakukan dalam Komisi, Rapat Gabungan Komisi atau Rapat 

Panitia Khusus. Pembahasan pada tingkat III dilakukan bersama-sama dengan 

Pemerintah. Dalam pembicaraan tingkat III, disamping diadakan dalam Komisi, 

dapat juga dilakukan dalam Rapat Gabungan Komisi, Panitia Kerja yang 
dibentuk oleh Gabungan Komisi tersebut apabila materinya menyangkut 

beberapa Komisi dan Panitia Khusus apabila RUU tersebut harus diselesaikan 

dalam waktu singkat dan atau menyangkut beberapa Komisi. Pembicaraan 

dalam Komisi/Gabungan Komisi/Panitia Khusus dilakukan : 
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a. Be�sama-sama pemerintah bila RUU berasal dari pemenntah. 

b. Bersama-sama dengan para pengusul dan pemerintah apabila RUU itu 
suatu usul inisiatif. 

c. Di kalangan sendiri apabila dipandang perlu. tanpa mengurangi 
ketentuan butir a dan b (pasal 93 Tatib DPR). 

Pembicaraan ungkar Ill ini  adalah yang menentukan bagarrnana 
kelanjutan pembahasan dari suatu RUU/Usul inisiatif. apakah akan disetujui 
DPR ataukah akan ditolak. Di sini akan terlihat sikap. kekuatan fraksr-fraksi di 
DPR dan sikap, kekuatan pemerintah sendiri. Bilamana suatu RUU yang berasal 
dari pemerintah akan memegang peranan yang penting dalam kebijaksanaan yang 
akan dijalankan oleh pemerintah nantinya. maka pemerintah akan berusaha 
sekuat tenaga/kemampuan yang ada padanya (dalam arti demokratis) agar RUU 
tersebut dapat disetujui di tingkat Ill. Dalam ha! ini perlu juga drcatat suatu 
sistem baru dalam demokrasi kita sekarang ini yaitu suatu fraksi yang sifatnya 
rninoritas. Fraksi yang merasa tidak kuat menahan RUU yang diajukan oleh 

pemerintah (golongan mayoritas dalam DPR) yang dianggap bertentangan 
dengan sikap dan pandangan fraksinya mengintrodusir suatu cara yang tidak 
terdapat dalam Tatib DPR atau ketentuan-ketentuan lainnya yaitu mengancam 
akan keluar dari sidang (walk-out) dan tidak akan memasuki pembicaraan 
tingkat III. Dalam pernbicaraan tingkat Ill int adalah tempat adu argumentasi/ 
perdebatan dan tawar-menawar/kompromi/musyawarah antara fraksi-fraksi di 
DPR yang mendukung dan menolak atau yang menghendaki perubahan suatu 
RUU atau pihak pemerintah sendiri. Adakalanya suatu RUU yang diajukan 
kepada DPR mengalami perubahan setelah diherikan persetujuan oleh DPR. 
Perubahan tersebut biasanya tercantum dalam surat Pimpinan DPR kepada 
Presiden sebagai pengantar RUU yang telah disetujui oleh DPR. Sampai saat mi 

belum pernah ada suatu RUU yang disetujui, ditolak atau mengalami perubahan 
berdasarkan suara terbanyak walaupun hal tersebut dimungkinkan o leh 
peraturan Tata Tertib DPR, seperti yang diatur dalam Tata Tertib DPR pasa I :'i4 
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Keputusan berdasarkan suara terbanyak diambil. apabila keputusan 

berdasarkan mufakat sudah tidak mungkin dicapai, karena adanya 

pendirian dalam rapat dari sebagian anggota rapat yang tidak dapat 

dipenemukan lagi dengan pendirian anggota rapat lainnya, atau karena 

waktu yang sudah mendesak. 

Dalam Tata Tertib DPR, Pasal 155 : 

( I ) Keputusan berdasarkan suara terbanyak adalah sah, apabila : 

a. Diambil dalam rapat yang terdaftar hadimya telah di tanda tangani 

oleh lebih dari separuh jumlah anggota rapat (kuorum); 

b. Disetujui oleh lebih dari separuh jumlah anggota rapat yang 

menandatangani daftar hadir; 

c. Didukung oleh tidak hanya satu fraksi. 

(2) Pemberian suara untuk menyatakan setuju, menolak atau tidak me­ 

nyatakan pilihan (abstain) dilakukan oleh para anggota rapat yang hadir 

dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri, atau tenulis. 

( 3) Penghitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung tiap­ 

tiap anggota rapat, Fraksi demi Fraksi, kecuali dalam hal pemungutan 

suara secara rahasia. 

Dalam Tata Tertib DPR pasal 156, ditentukan : 

( I )  Apabila karena sifat masalah yang dihadapi tidak mungkin dicapai 

keputusan berdasarkan suara terbanyak dengan satu kali pemungutan 

suatu maka Ketua Rapat mengusahakan agar dapat diambil keputusan 

terakhir mengenai masalah tersebut secara keseluruhan. 

(2) Apabila hasil pemungutan suara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 155 ayat ( I )  huruf b dan c, maka dilakukan 

pemungutan suara ulang, yang pelaksanaannya ditangguhkan sampai 

rapat berikutnya dengan tenggang waktu sekurang-kurangnya dua puluh 

empat jarn. 
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(3 J Apabila basil pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (2) ternyata tidak juga memenuhi ketentuan dalam Pasal 155 ayat 

( I) huruf b dan c, maka permasalahannya menjadi batal. 

Dalam Tata Tertib DPR, pasal 157 : 

( I )  Pemungutan suara tentang orang atau masalah yang dipandang penting oleh 

rapat, dapat dilakukan secara rahasia. 

(2) Pemberian suara secara rahasia dilakukan dengan cara : 

a. tertulis; 

b. tanpa menyebut nama dan Fraksi pemberi suara; 

c. tanpa ditandangani. 

(3) Apabila hasil pemungutan suara secara rahasia tidak memenuhi 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 155 ayat ( I )  huruf b, maka 

pemungutan suara diulang sekali lagi dalam rapat itu juga. 

( 4 J Apabila has ii pemungutan suara ulangan sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (3) temyata tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 155 ayat ( I )  huruf b, maka orang atau masalahnya menjadi 

batal. 

Pembicaraan Tingkat IV : Tahap pengambilan keputusan didahului oleh 

laporan hasil pembicaraan tingkat lII dan pendapat akhir dari Fraksi-fraksi yang 

sering ditambah dengan catatan yang mengandung pendirian fraksinya 

(minderheidsnota). Pada pembicaraan tingkat IV ini, apabila dipandang perlu 

dapat pula disertai dengan catatan tentang pendirian Fraksi. Pada saat 

mengakhiri pembicaraan tingkat JV ini, Pemerintah diberikan kesempatan 

untuk menyampaikan sambutan atas pengambilan kepuiusan suatu RUU 

Umumnya pembicaraan tingkat .JV hanyasebagai pengesahan setiap RUU/ 

usul inisiatif yang telah disetujui pada pembicaraan tingkat III. 

Seperti yang telah dikemukakan bahwa ketentuan tentang Penggunaan 

Hak Amandemen yang diatur dalam Pasal 23 Tatib DPR RI adalah : 
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( I )  Anggota dapat mengajukan usu! perubahan atas Rancangan Undang­ 

Undang yang berasal dari Pemerintah. 

(2) Pokok-pokok usu! perubahan dikemukakan dalam Pemandangan Umum 

para anggota pada pembicaraan tingkat II. 

(3) Usu! perubahan disampaikan oleh Anggota dalam pembicaraan tingkat 

III, untuk dibahas dan diambil keputusan. 

Berdasarkan ketentuan di atas, maka tahap yang paling penting dalam 

setiap proses pembahasan RUU adalah pada pembicaraan tingkat III. Dalam 

praktek usulan perubahan itu diajukan oleh masing-masing fraksi, disusun 

secara sistematis dalam suatu daftar isian invetarisasi masalah (DIM). 

Dalam Tata Tertib DPR, dijelaskan mengenai Kedudukan DPR dalam 

menjalankan tugas legislatif merupakan partner dari Presiden, maka harus 

terdapat perimbangan kekuatan antara pemerintah/Presiden dan DPR. Dalam 

perimbangan kekuatan itu nampak ada gejala pihak pemerintah dalam 

kedudukannya sebagai lembaga legislatif lebih menonjol dari pada DPR. Hal ini 

disebabkan karena DPR dalam membahas Rancangan Undang-Undang 

memerlukan waktu lama. Selain dari pada itu DPR merupakan suatu forum 

yang terdiri dari berbagai macarn golongan yang mewakili banyak kepentingan, 

sehingga sifatnya lebih heterogen dari pada pemerintah dan yang terpenting 

terlihat bahwa pemerintah lebih menguasai permasalahan dari pada DPR 
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IIABIV 

AMANDEMEN DPR ATAS RUU PASAR MODAL 

lnosentius Samsul, SH dan Hudiyat, SH 

Secara kurnulatif, ada 455 permasalahan yang diajukan oleh DPR dalam 

Daftar Inveruarisasi (DIM}. Dari 455 tersebut, 229 masalah dibahas dan 

diselesaikan dalam Pansus. Sedangkan 62 masalah ditarnbah 23 butir definisi 

dibahas dan diputuskan di panitia kerja (Panja}. 

A. Dasar Yuridis, Sosiologis dan Filosofis 

Biasanya ada tiga dasar agar hukum mempunyai kekuatan berlaku 

yang baik, yaitu mempunyai dasar yuridis, sosiologis dan filosofis, Karena 

peraturan perundang-undangan (undang-undang) adalah hukum, maka 

undang-undang yang baik harus mengandung ketiga unsur tersebut. (Bagir 

Ma nan, 1992: 13 }. 

Yang dimaksud dengan kekuatan dasar yuridis dari suatu undang­ 

undang adalah keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan 

perundang-undangan, keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan 

perundang-undangan mengenai materi yang diatur, keharusan mengikuti tata cara 

tertentu dan keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang­ 

undangan yang lebih tinggi tingkatannya. 

Dasar berlaku secara sosio log is ( sociologi she gelding) art inya 

mencerminkan kenyataan yang hidup dalam rnasyarakat. Sedangkan yang 

dimaksudkan dengan dasar filosofis, adalah bahwa setiup masyarakat selalu 

mempunyai "rechtsidee ", yaitu apa yang rnereka harapkan dari hukum, misalnya 

untuk menjamin keadilan, kerertiban, kesejahteraan masyarakatnya. Cita hukum 

atau rechtsidee tersebut tumbuh dari sistern nilai mereka mengenai baik dan 

buruk, pandangan mereka mengenai hubungan individual dan kemasyarakatan, 

tentang kebendaan, tentang kedudukan wanita dan sebagaimana. 
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Dalam kaitannya dengan pertimbangan aspek yuridis, sosiolcgis dan 

filosofis. DPR tel ah memberikan sorotan kepada paling tidak IO  perrnasalahan 

dalam R UU Pasar Modal. yaitu : 

1. Penajaman Landasan FilosorlS RUU Pasar Modal 

Landasan filosofis yang tercermin dalam Konsideran menimbang 

memberi penekanan bahwa pasar modal mernpunyai peran yang strategis 

dalam pembangunan nasional yang diarahkan bagi terciptanya masyarakat 

adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

Landasan filosofis tersebut dipertajam dalam Penjelasan Umum. sehingga 

jelas nampak bahwa pasar modal juga memberikan kesempatan kepada usaha 

menengah dan kecil untuk memperoleh sumber pembiyaan serta kesempatan 

bagi pemodal kecil dan menengah untuk melakukan investasi di pasar modal. 

2. Penegasan Mengenai Fungsi Bapepam 

Sebagaimana selama ini telah dilaksanakan, Bapepam melaksanakan 

fungsi pembinaan dan pengawasan pasar modal. Sedangkan kebijaksanaan 

umum di bidang pasar modal yang langsung atau tidak langsung berkaitan 

dengan kebijaksanaan fisikal, moneter, dan kebijaksanaan ekonomi makro 

pada umumnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Dalam melaksanakan 

Fungsinya, Bapepam mempunyai berbagai wewenang termasuk perizinan, 

persetujuan, dan pendaftaran lembaga dan profesi yang bergerak di pasar 

modal, serta wewenang untuk melakukan pemeriksaan dan penyidikan atas 

pelanggaran di bidang pasar modal. 

). Lembega-lembaga Penunjang Pasar Modal 

Tentang keberadaan Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjamin serta 

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, RUU Pasar Modal memantapkan 

posisi ketiga lembaga tersebur sebagai Self Regulatorv Organization. yaitu 

suatu lembaga yang diberi kewenangan untuk mengeluarkan peraturan yang 

diberlakukan bagi para anggota dan pengguna jasa, serta memberikan sanksi 

apabila terjadi pelanggaran . Walaupun bersifat "Sel] Re gulatorv 



U1gw11w1io11" namun ketiga Iernbaga tersebut diwajibkan mcnyampaikan 

peraturan yang dihuamya kepada Bapeparn untuk mendapatkan persetujuan 

sebelum dinyatakan berlaku. Hal ini diperlukan untuk mcnjurnin agar 

peraturan ketiga lembaga tersebut sejalan dengan peraturan 

perundang-undangan di bidang pasar modal serta mcnjamin 

efisiensi dan kewajaran pelaksanaan fungsinya masing-masing. 

4. Bentux Hukum Reksa Dana 

Dalam RUU Pasar Modal. ditegaskan adanya 2 (dua) bentuk hukum 

Reksa Dana yaitu Reksa Dana berbentuk peseroan terbatas dan Reksa Dana 

berbentuk kontrak investasi kolektif Khusus untuk Reksa Dana berbentuk 

perseroan, dibedakan antara Reksa Dana bersifat terbuka dan tertutup 
Ketentuan mengenai Reksa Dana bersifat terbuka merupakan "le: vpccialis" 

terhadap Undang-undang tentang Perseroan Terbatas karena perneg. p·1 

saham Reksa Dana terbuka dapat menjual kernbali sahamnya setiap '·'" 
kepada Reksa Dana bersangkutan tanpa memerlukan persetujuan RUPS 
Ketentuan ini diperlukan agar kegiatan Reksa Dana dapat lebih berkembang 
sehingga rnernberikan kesempatan yang lebih luas bagi rnasyarakat pemodal , 
termasuk pemodal menengah dan kecil, untuk berinvestasi di pasar modal. 

5. Perusahaan Efek 

Perusahaan merupakan "the real players" cii dalam kegiatan sehari-hari 

di Pasar Modal yang melakukan usaha sebagai Penjamin Ernisi Efek. 
Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer lnvestasi. 

6. Masalah Penyelesaian Transaksi Bursa dan Penitipan Kolektif 

RULi Pasar Modal memberikan beberapa . i : t c , ,  .• uif tentang tata cara 

penyelesaian tran,aksi bursa. yaitu penyelesaian melalui pemindah 

bukuan, penyelesaian fisik, atau tata cara lain. Ketentuan mengenai penitipan 

kolektif diperlukan untuk rnemungkinkan dilaksanakannya penyelesaian 

transaksi hursa melalui pemindahhukuan. Ketentuan ini juga dimaksudkan 
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untuk rnenganusipasi pelaksanuan uansaksi ianpa warkat atau "scripless 

trading svstetn " di masa yang akan darang 

7. Tentang Profesi Penunjang Pasar Modal 

Dalam hubungannya deng an penenruan layak t idaknya suutu 

perusahaan go publik, RUU Pasar Modal [ebih rnenekankan pada sistern 

keterbukaan informasi dan bukan pada sistern merit. Dengan sisrern ini, 

peran profesi penunjang pasar modal, antara lain Akuntan, Konsultan 

Hukum, Penilai dan Notaris, menjadi sangal pennng. karena kedudukannya 

sebagai pihak yang rnernberikan sertifikat atau opini terhadup informasi 

yang diungkapkan oleh Erniten kepada rnasyarakat 

8. Ketentuan Mengenai Emiten dan Perusahaan Publik 

Penawaran umum hanya dapat dilakukan oleh Emiten yang pemyataan 

pendaftarannya telah diajukan kepada Bapepam dan telah menjadi efekif. 

Penyampaian pendaftaran tersebut dimaksudkan untuk memenuhi 

persyaratan keterbukaan karena pernyataan pendaftaran rnemuat berbagai 

informasi penting mengenai Emiten; dianraranya informasi mengenai 

kegiatan usahanya, keuangan, hukum, dan manajemen. yang diperlukan 

oleh pernodal sebelum mengambil keputusan melakukan investasi. 

9. Ketentuan mengenai penipuan, manipulasi, pasar, dan perdagangan 

orang dalam 

Berbeda dengan kejaharan pada umumnya, penipuan. manipulasi dan 

perdagangan orang dalam yang terjadi pada na-ar modal mcrupakan 

kejahatan-kejahatan yang unik dan spesifik. Olen karena rtu, RL;U Pasar 

Modal menetupkun tindakan-tindakan yang dapat digolongkan vebagar 

penipuan. rnampulasr pasar, dan perdagangan orang dalam. Namun diberikan 

juga kemungkman adanya pengecualian. rnisalnya dalam hal penjualan dan 

pernbehan Efek oleh Perusahaan Efek <elaku pemberuuk pasar dalam 

rangka menciptakan likuiditax pasar. 
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I 0. Pemeriksaan dan Penyidikan serta Penerapan Sanksi 

Pembahasan L>PR memberikan penegasan rnengenai pemenksaan dan 

penyidikan, seria penerapan sanksi. RUU Pasar Modal memberikan 

kewenangan kepada Bapepam untuk melakukan pernerik saan dan 

penyidikan terhadap pelanggaran di bidang pasar modal dan membe ikan 

wewenang kepada Bapepam untuk mengenakan sanksi admmistratif atas 

pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memperoleh izin, 

persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam. 

B. Amandemen DPR dalam Pasal Demi Pasal 

Substansi dari amandemen DPR, dapat kami klasifikasi ke dalam dua 

kelompok, yaitu aspek teknis perundang-undangan dan kedua adalah masalah 

rnateri muatan atau substansi dari undang-undang tentang Pasar Modal. 

I. Masalah Teknis Perundang-undangan. 

Ada dua masalah teknis perundang-undangan yang muncul dalam 

pembahasan RUU, yaitu : 

a. Masalah Bahasa, Redaksional dan Sistematika. Bahasa Indonesia 

Hukum sarnpai saat ini merupakan salah satu persoalan yang 

kadang-kadang dapat mengganggu dan menyita waktu dalam 

pembahasan RUU. Pada dasamya bahasa hukum memiliki ciri yang 

umum berlaku untuk bahasa ilmiah. Bahasanya harus jelas dan tepat, 

harus dapat dibedakan dengan bahasa populer, selalu menekankan 

makna denotatifbukan konotatif, tidak bersifat emotif, bersifat 

rnonosermk bukan polisemik serta ekonornis dalam arti tidak bertele­ 

tele (Martinelli Imelda, I 996 : 43-44). 

Beberapa persoalan bahasa Indonesia hukum yang dapat diangkat 

dari RUU Pasar Modal adalah antara lain : 
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I )  Penulisan Nama Undang-undang 

Dalam RUU, kata "Pasar Modal" drtuhs dengan huruf kecil. 

Penulisan ini kemudian mengalami perubahan sehingga kata 

Pasar Modal, sebagaimana undang-undang ditulis dengan huruf 

besar seperti yang terlihat dalam konsiderans menimbang huruf 

(b), (c). 

2) Penulisan Kata Pembangunan Nasional 

Dalam R UU Pasar Modal, kata pembangunan nasional selalu 

ditulis dengan huruf besar, yang seharusnya ditulis dengan huruf 

kecil kecuali di awal kalimat. Hal ini dapat dilihat dalam 

konsiderans menimbang huruf (b) (d), 

3) Persoalan Redaksional Lainnya 

Penggunaan kata "maka" dalam Pasal 75 RUU, penggunaan kata 

"ataupun'' dalam Pasal 76 RUU, penggunaan kata "atau" dalam 

Pasal 79 RUU, penggunaan kata "dan" dalam Pasal 54. 

4) Penulisan Sub Judul dalam Setiap Bab 

Salah satu contoh adalah penulisan sub judul, judul. bab VII 

mengenai Profesi Penunjang Pasar Modal. Bagian kesatu RUU 

berbunyi Pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal. DPR 

mengusulkan perubahan agar kata profesi penunjang pasar modal 

dih i langkan.  Hal in i  dimaksudkan untuk menghindari 

pengulangan yang berlebihan dan mempertegas sistematika 

yang ada. 

5) Masalah Sistematika 

Salah satu aspek penting dalam pernbuatan undang-undang 

adalah masalah sistematika sesuai dengan materi muatannya 

sangat mernbantu untuk memahami undang-undang maupun 
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penghernatan dalam bahasa 

· Beberapa perubahan mendasar yang berkauan dengan vtste­ 

rnauka RUU Pasar Modal adalah : 

Pertama . ketentuan Pasal 2 RUU yang sernula dalam RUU 

merupakan bagian dari Bab II mengenai Badan Pengawasan 

Modal diubah menjadi bagian dari Bab I tentang Ketentuan 

Umum. Kedua : Ketentuan dalam Pasal 28 dan 29 UU Mo. 8 

Tahun 1995 kedua pasal tersebut dalam sistematika RUU 

Pasar Modal adalah bagian dari Bab XVI mengenai Ketentuan 

Lain-lain. 

Dalam sistematika Undang-undang No. 8/1995 kedua pasal 

tersebut dimasukkan dalam Bab III tentang Bursa Efek, Lembaga 

Klir ing dan Penjamin, serta Lembaga Penyimpanan dan 

Penyelesaian. 

b. Bagian Konsidetrans Menimbang dan Mengingat. Salah satu 

persoalan teknis perundang-undangan yang sering muncul dalam 

setiap RUU adalah mengenai pencantuman peraturan perundang­ 

undangan dalam konsiderans mengingat. Bagir Manan ( 1992 : 65-66) 

berpendapat bahwa konsiderans dasar hukum yang dibuka dengan 

kata mengingat pada dasarnya menunjukkan dua hal, yaitu pertama 

dasar kewenangan pembuat peraturan perundang-undangan bahwa 

pembuat memang berwenang), misalnya Pasal 5 ayat ( I )  dan Pasal 20 

ayat ( I )  UUD 1945 menunjukkan bahwa Presiden dan DPR berwenang 

membuat undang-undang. Kedua adalah : dasar pembuatan peraturan 

perundang-undangan yang menunjukkan bahwa obyek yang (akan) 

diatur didasarkan pada satu atau beberapa peraturan perundang­ 

undangan. 

Persoalan dasar hukum pembuatan undang-undang juga muncul 

dalam RUU ten tang Pasar Modal .  Pertama adalah RUU 
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mencantumkan GBHN sebagai salah satu konsiderans menimbang 

GBHN tidak lazim digunakan sebagai dasar pembuatan undang-undang 

karena GBHN hanya berlaku 5 (Iima) tahun. Oleh karena itu DPR 

melakukan perubahan dengan menghilangkan GBHN sebagai salah 

satu konsiderans menimbang. Dasar hukum kedua yang diusulkan 

oleh DPR untuk tidak drcantumkan dalam RUU Pasar Modal adalah 

pencantuman Undang-undang No. 8 Tahun 1981  tentang Hukum Acara 

Pidana (Lembaran Negara Tahun 1991 No 76, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3209. 

Ada pendapat yang mengusulkan bahwa sebaiknya peraturan 

perundang-undangan yang dicantumkan dibatasi pada undang­ 

undang yang benar-benar memerintahkannya. 

Apabila mencantumkan undang-undang lain yang terkait, tentu harus 

seluruh undang-undang dicantumkan dan akan menimbulkan 

permasalahan pada saat melakukan pembaruan terhadap suatu 

Undang-undang. 

2. Masalah Substansi/Materi Muatan Undang-undang. 

Beberapa materi muatan undang-undang yang diusulkan oleh DPR 
sebagai pelaksanaan hak amandemen dalam pembentukan UU tentang 

Pasar Modal adalah : 

a. Bab I tentang Ketentuan Umum 

Ketentuan Umum RUU Pasar Modal memuat 19 (sembilan belas) 

definisi atau pengertian-pengertian istilah yang digunakan dalam 

RUU. Hasil amandemen DPR, defini,si atau pengertian yang semula 

berjumlah 19 menjadi 30. Beberapa definrsi atau pengertian yang 

diusulkan oleh DPR adalah pengenian : pasar modal. manajer rnvestasi, 
menteri yang dimaksudkan dalam RUU, penjarnin emisi. perantara 
perdagangan efek, informasi atau fakta material. perseroan, ponofolio, 
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prinsip keterbukaan, dan unitpenyertaan, 

b. Tentllng Kewenangan Bapepam 

Pasal 5 RUU menetapkan 15  (lima belas) kewenangan Bapepam. 

Setelah mengalami perubahan, kewenangan Bapepam ditambah satu, 

yaitu menjadi Pasal 5 (q)" melakukan hal-hal lain yang diberikan 

berdasarkan undang-undang Pasar Modal." 

e, Ketentuan Pasal 8 RUU 

Pasal 8 ayat (3) RUU : "Rencana anggaran tahunan dan penggunaan 

keuntungan Bursa Efek wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan 

Bapepam" 

Ketentuan tersebut kemudian diatur dalam Pasal 7 ayat (3) UU No. 8/ 

1995 dengan rumusan : "Rencana anggaran tahunan dan penggunaan 

laba Bursa Efek wajib disusun sesuai dengan ketentuan yang 

ditetapkan oleh dan dilaporkan kepada Bapepam" 

d. Ketentuan Pas al 46 ayat (1) huruf c 

RUU Pasar Modal mencantumkan "Hakim". Dalam Pasal 47 ayat ( I )  

huruf c UU No. 8/1995 "hakirn" diganti dengan "Pengadilan". 

e, Ketentuan Pasal 46 ayat (2) 

RUU Pasar Modal tertulis "rekening Efek dari Kustodian". Dalam 

UU No. 8 Tahun 1995 menjadi "rekening Efek nasabah dari 

Kustodian". 

r. Pasal 57 ayat (4) RUU 

RUU Pasar Modal menggunakan "putusan pengadilan". Pasal 58 

UU No. 8/1995 "putusan pengadilan" diganti dengan "penetapan 

pengadilan". 

�· Pasal 83 RUU 
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RIJU � Modal : "Peru.Sit� Publik. alau Emu.,n yang 

diterapkan oleh Bapepam". Ketemuan lersebut dalam llll NP. �/199'> 

beruhah menjadi : "Erniten alau Perusahaan Publik �an)! 

duetapkan oleh Bapepam dan peraturan penmdang-undangan yang 

berlaku. 

h. Pasal 97 RUU 

Rumusan RUU . "Perusahaan Efek yang memiliki Informasi Orang 

Dalam mengenai Perusahaan Publik atau Erniten tersebut. apabil.: : 

. . . . . .  "  Pasal 98 UU No. 8/1995: "Perusahaan Efek yang memiliki 

informasi orang dalam mengenai Erniten atau Perusahaan Publik 

dilarang melakukan transaksi Efek Emiten atau Perusahaan Publik 

tersebut kecuali apabila: 

i. Pasal 100 ayat (4) UU No. 8/1995:" 

Setiap pengawai Bapepam yang diberi tugas atau Pihak lain yang 

ditunjuk oleh Bapepam unruk melakukan pemeriksaan dilarang 

memanfaatkan untuk diri sendiri atau mengungkapkan inforrnasi yang 

diperoleh berdasarkan Undang-undang mi kepada pihak manapun. 

selain dalam rangka mencapai tujuan Bapepam atau jika diharuskan 

oleh Undang-undang lainnya". 

Ketentuan Pasal 100 ayat (4) ini merupakan ketentuan baru yang 

tidak diatur dalam RUU Pasar Modal 

j. Pasal 101 ayat (3) huruf a:" 

Menerima laporan, pemberitahuan. atau pengaduan dari -eorung 

tentang adanya undak pidana di bidang Pasar Modal". 

Pasal 10 1  ayat (3) huruf a merupakan ketentuan barn yang belum 

tercantum dalam RUU. 

k. P•11t-1er 111 .. (7): 

42 



"Setiap pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Bapepam 

yang diberi tugas unruk melakukan penyidikan dilarang memanfuatkan 
· unruk diri sendiri atuu mengungkapkan informasi yang diperoleh 

berdasarkan Undang-undang ini kepada Pihak manapun, selain dalam 

rangka upaya untuk mencapai tujuan Bapeparn atau jika diharuskan 
oleh Undang-undang lainnya", 

Pasal IOI ayat (7) ini merupakan ketentuan baru yang belum diatur 

dalam RUU Pasar Modal. 

I. Ancaman pidana : 

dalam Pasal I02 ayat ( I )  adalah pidana penjara paling lama 3 (tiga) 

tahun, Dalam UU No. 8 ancaman pidana menjadi paling lama 5 (lima) 
tahun (Pasal 103). 

m. Masalah Usaha Kecil dan Menengah 

Salah satu perubahan atau tambahan penting yang diajukan oleh DPR 
dalam penjelasan umum adalah dimasukkannya masalah Usaha Kecil 
dan Menengah, yang dalam RUU Pasar Modal tidak disinggung secara 
eksplisit. 

C. Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Hak 
Amandemen DPR. 

Pelaksanaan hak amandemen yang dimiliki oleh DPR-RI sangat ter­ 
gantung pada beberapa hal berikut : 

I. Jadwal Pembahasan RUU 

Data yang ada di DPR menunjukkan bahwajumlah RUU yang masuk 
per tahun jumlahnya sangatlah bervariasi. Dalam masa bakti DPR 
1992 - 1997 ini misalnya, perkembangan jumlah RUU yang masuk 
cenderung meningkat dan bahkan menurupuk.Pada akhir masa bakti Dewan. 
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Pada saat menjelang akhir masa bakti Dewan, pihak Pemerintah 
masing-masing departemen cenderung berlomba-lomba untuk 
mengajukan RUU. Selama bulan November dan Desember 1996 
Pemerintah mengajukan 12  Rancangan Undang-undang (RUU). 

Dan pengajuan RUU di bawah ini dapat memberikan gambaran 
tentang perkembangan pengajuan RUU oleh Pemerintah. 

Data pengajuan RUU selama periode 1992 - 1996 

No. Tahun Jumlah RUU 

01 1992 1 

02 1993 7 

03 1994 13 
04 1995 17 

05 1996 20 

Sumber : Sekretariat Jenderal DPR RI 
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2. Penguasaan Materi oleh Anggota Dewan dan Dukungan Staf 

Harns dmkui bahwa anggota Dewan umurnnya kurang rnendalarru suatu 

bidang ilrnu tertentu, sehingga mercka bukan seorang spesialis atau ahli 

dalam bidang terteniu Kondisi tersebut dapat diatasi apabila didukung 

oleh Staf ahli yang memadai seperti yang dirniliki oleh Pemerintah. 

Sampai saat ini Sekretariat Jenderal DPR-RI secara struktural 

belum memiliki staf ahli. Sejak tahun 1990 baru dirintis suatu lembaga 

Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi yang pada saat ini diisi oleh 

24 orang peneliti, masing-masing dalam bidang Hokum, Ekonomi. 
Politik Dalam Negeri, Hubungan lnternasional dan Kesejahteraan Sosial. 

Di samping mengandalkan tenaga peneliti intern, Pusat Pengkajian 

dan Pelayanan Informasi (P3 l) rnengundang beberapa pakar sesuai 

dengan kebutuhan RUU yang sedang dibahas. Dalam proses pembahasan 

RUU Pasar Modal misalnya, menurut catatan yang ada di sekretariat, 

P31 telah menyelenggarakan 6 (enam) seminar dan diskusi panel 
dengan mengundang beberapa pakar atau praktisi seperti : Bacellius Ruru, 

S.H., LLM, Ahmad Daniri, Hasan Zein Ahmad, Basjirudin Siradj, Erwin 

Alfred Koetin dan Dr. Rizal Ramli. 

Seminar atau diskusi panel yang diselenggarakan oleh P31, baik 

secara langsung maupun tidak langsung telah berpengaruh 

terhadap pe laksanaan amandemen DPR RI dalam pembentukan 

undang-undang. 
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BABY 

PENUTUP 

Okh : Ronny Sautma Hotma Balr.o 

Kekuasaan membentuk setiap UU berada di tangan Presiden dan harus 

rnendapat persetujuan dari DPR. Kewenangan yuridis untuk rnembentuk UU ini 

diatur dalam Pasal 5 ayat (I) jo Pasal 20 ayat ( I )  UUD 1945. Berdasarkan 

ketentuan yuridis yang diatur dalam UUD 1945 jeias terlihat bahwa setiap 

RUU harus mendapat persetujuan dari DPR, termasuk dalam RUU Pasar Modal 

yang diserahkan ke DPR dengan Amanat Presiden Nomor R.04.PU/Ill/1995 

tanggal 8 Maret 1995 dan telah disahkan menjadi UU Pasar Modal tanggal 2 

Oktober 1995. 

Ketentuan yuridis yang mengatur penggunaan hak Amandemen diatur 

dalam Pasal 8 point (c) jo Pasal 23 ayat (I) Tatib DPR. Dalam Tatib DPR disebutkan 

bahwa DPR telah mengadakan perubahan terhadap setiap RUU. Jadi RUU yang 

diserahkan ke DPR, DPR tel ah melakukan hak amandernen terhadap RUU, 

termasuk RUU Pasar Modal. 

Bukti nyata penggunaan hak amandemen DPR dapat terlihat dari 

Pembicaraan tingkat II berupa Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap 

RUU Pasar Modal tanggal 29 Mei 1995. Dalam Pemandangan Umum Fraksi­ 

fraksi tersebut jelas terlihat bahwa DPR telah melakukan amandemen terhadap 

ketentuan yang diatur dalarn R UU Pasar Modal. Amandemen awal yang dilakukan 

oleh DPR in i  membuktikan bahwa DPR telah melakukan beberapa 

pertimbangan yuridis terhadap muatan yang terkandung dalam RUU Pasar 

Modal. Amandemen berikut yang dilakukan oleh DPR ketika DPR bersama 

Pernerintah melakukan Pembicaraan tingkat III dalam Tahap Panitia Khusus 

(Pansus) dan Panitia Kerja (Panja). Dalam Tingkat III ini setiap muatan yang 

terdapat dalam RUU Pasar Modal dibahas bersama untuk diambil keputusan 

terhadap setiap muatan yang terdapat dalam RUU Pasar Modal. 
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DPR telah menggunakan Hale Amandemen terhadap RUU Pasar 

Modal terlihat dari banyaknya perubahan yang terdapat dalam UU Pasar Modal. 

Banyaknya perubahan yang terdapat dalam UU Pasar Modal ini telah 

membuktikan bahwa penggunaan hak amandemen telah dilakukan DPR 

seoptimal mungkia, Kualitas penggunaan pelalcsanaan hale amandemen 

dipengaruhi oleh beberapa falctor antara lain pengaturan jadwal pembahasan 

RUU Pasar Modal, penetapan standar baku dalam RUU Pasar Modal, penguasaan 

materi Pasar Modal dan yang terpenting adalah dulcungan staf dalam 

menyiaplcan materi untulc menunjang RUU Pasar Modal. 
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PERBANDINGAN & PERUBAHAN 

RUU PASAR MODAL & UU NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL 

RIJU PASAR IIODAL UU NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR IIODAL KETERANGAN 

DENGAN AAHIIATlUHAN YANG IIAHA ESA, DENGAN IWIIIAT lUHAN YANG IIAHA ESA, 

PRESIDEN REPUIUK INDONESIA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

Menimbang . a. . ... Pembangungan Nasional ... . llenlmbang: 
. .Gans-gans Besar Haluan Negara; 

..... a . . . . . .  pembangunan nasional . 

b pasarmodal b. .. .... Puar Modal .. 

...... Pembangunan Nasional ...... ... pembangunan nascnal . 

.. .. sumber p!lllbiayaan ..... . ..... salah satu st.mber pembiayaan 

······ meda investasi ...... wahana investasi .. 

c. ..... pasar modal ... c . . . .  Pasar Modal ...... 
...... yang koi<oh yang merjamiJ dipenuh•· . . . .. yang kukuh untuk lebih menjamm ke- 

nya kewajiban pihal<-p,nak ...... pastian hukum pihak·pihal< .. 
...... � pasar modal, ...... ..... di Pasar Modal, .. 
...... perlindungan lemadap masyarakal pe- . .... melindungai kepentingan masyarakat 

modal dari praktak yang m.rugikan ka· pemodal dari praktik yang merug1k.an; 

penlingan mereka; 

d . . .  .. Pembangunan Nasional ..... d. .. pembangunan nasional .. 
e .....  -,.- .... � ..... .. .. _.,_, ___ ,_,_ ,. 

·- 
�, .. .... 

pppllhukumlhudiyalfpasar mod a! 



1 2 3 

llenimblng : 1 Menimbang : 1. 

2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 ten- 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tenlang Perseroan 

tang Hukum Acara Pidana (Lembaran Ne- Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13 

gara Tahun 1991 Nomor 76, Tambahan Tambahan lembaran Negara Nom013587); 

Lembaran Negara Nomor 3209); 

3 Undang-undang Nomor .... Tahun 1995 

tentang Perseroan Terbatas ( . .  ..) 

Dengan pe,setujuan 0..gan perlllu)u1n 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA 

IIEMIITUSKAN : IIEIIUlUSKAN : 

llenellpkan: UNDANG-tJNDANG TENTANG llenelapkan: 

PASAR MODAL UNDANG-UNDANG TENTANG PASAR MODAL 

BABI BABI 

KETENTUAN UIIUM KETENTUAN UIIUM 



1 2 3 

6 Kuslodilnaoalah ...... 6 Enilen adalah Pihak ..... 

...... yong l110lja(I nasabaVlya yong - dari ptlllSlha· 

"' Efeo, Bank Unum alau l.embaga Penyelesaian clan 
Penyimpanan 

7. Leffiba9a Klring clan Peojamm adalah .. 7 lnlormasi atau Fakta Material adalah tntoonasi atau 

lakla penlin<jdan-mengenai �. llajaclan, 

alau fakta yang dapal-n<j!ruli harga elef< pada 

B1111Elel<dan.-��. w,npomo- 

dal 1tau pihak lain yang berkepentingan alas intormasi 

atou falda lorsebt.1. 

8. L8l1'l>oga � dan Peny,losai111 adalah Kusto- 8. Kuslodan adalah Pihak yang - jasa prijp- 

dan Senlral yang meny_,_ai<M jasa sebagaj Kuslo- an efek dan ..... .. ... . ... yag maria� nasabalvlya. 

clan blgi llri�. Parusallun Elel< clan Plhal< 

lain. 

10. Penawarw, Umum adalah penawaran Elek oleh Emilen 10. Lombaga Panyimpanan dan Peny<jesaian ad�ah Pi1ak 

yq diakui<M dalam wllayah-llou kepada yang monyelenggar- � KustOhl Ser<ral IJa. 

Wwga Negara lr<lone9ia �'"' meng,iunakan meda � Bri Ku�odian. 

massa a,au di!awarlc.vl kepada lebih dari 100 (seralus) 

Pihak atau tetan diJual kepada lebih dari 50 (lima puluh) 

- Clalam ..... ,;;,; -- -.. yang dlle4Jp- 
kan dengan Peraturan Pemerinlah. 

ppplnlukurrvtludiyal/pasar modal 



1 2 3 

t 1. Penlipan Kolet<lhcllll-. ..... 11. M.anaier lnveslas1 aoalah 

12 Pemyalaan Ponclllanrt ldalalt clolurnen Ylflll wajjb 12. Menteri adalah Meoteri Keuangan Rep.i>lk Indonesia 

� kepoclallaclaft Penga,m Puar- 

oleh Perusahaan Publik. 11au Emiist "*" ""Ilka Pe· 
nlWIIS'I \mtll. 

13. Perusahast Efetaclalalt ..... 13. Pasar Modal aclaah . 

14 Parusaha51Nllt--- ...... alau 14. Penasehat lrwestasl adalM1 .... ... nasilal .......... 

sualu Jumlah yang <itetapkan clenga, Peratur-. Peme· 

nntah 

15 l'tiak aclalah pemrang,n, ...... .. 1s. Peoawa1on Umum aclllialt kogiatan penawa,m, Elelt 

yang di!akukan oleh Emiten untuk menjual Elek kepa- 

da masya1akal berdasarkan tilla cara yang <lllUr da- 

lam Undaog-lllldang mi dan peraturan pelaksanaan- 

nya 

16. Prospeldus - ......... 16 Penilipan Kdei<thcla'ah 

17 Rt1<sa On ami.. ........... 17. P,njamin Emo Elekaclalah .. . . . . .  

18. Transaksi Bursa adalitl ...... .... 18 Perantara Perdagangan Elek adalah . 



1 2 3 

19. WaliAmanat adalah . .  19. Pernyalaan Pendlflaran llclalah ... ....... �ehEmi1en 
dalam rangka Penewaran Umum atau Perusahaan Pu- 

�ik 

20. Perseroan adalah perseroan lerbat11s sebagaimana di- 

maksoo dalam Pasal 1 angka 1 keklntuan lknLIII 
Undang-und,ng Nomor 1 Tmiun 1995 lenlarg 
Peraeroan Terbelas. 

21. Ptrusahl111 Elek adalmi .................. 

22. - - - - -  ....... ... """ 

suetujumWl- snmdan model-yang 

dilelapkan dengan PtrallKIII PtmerWdl. 

23. Pilal< adalmi onrig porseorangan • ..................... 

24. Portoloio Elek adalah ......... 

25. Prinsip Kale<biJ<aan adalah ............ 

26. Prospaijus adalah ........... 
27. Reksa Dana ad�ah ......... 

ppplltlukum'hudiyal/p1sar modal 



1 2 I 

28. Transaksi Bursa adalah .... 

. 

29. Urit Penvertun adalah sualu LMUIIII yang meoLJjuk- 

kan bagian kepentingan setiai, Pihak dalam Portofolio 

iweslaslkoleklt 

BASH 

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL 30. w.Ji Amanal a<lalah Plhak ................ 

P11112 Pu2 

llenlen�menolaporl�,.,.,....di- 

bidang pasar modal. Menleri rnenelapkan kebijaksanaan umll!I di bidang Pasar 

Modal. 

Pual3 

I. P'"'1binaan. 
· · · · · ·  

. pasar modal .......•• 

2. a_.m . . . .  .  ......... pada Menleri KetJangan. BASn 

Pual4 BADAN PENGAWASA PASAR MODAL 

Perrl>lnaM, .......... dalam rangka �udkan . ......... ,.,_. 



Palls 

a memben: 

1 J  l2m usaha l<Of)ada .. _ . 

2). lzin perorangan bagi . 

3). 

b. 

2 

Pnal3 

(1). Pem�naan,. .. PasarModal .. 

(2). Bapepam .... .. .... da Manieri. 

Pall4 

Pembinaan, ,.,._, gan fflOWliud<an . 

a mentleri: 

1). lzin usaha kepada ... 

2). lzln orang pe,saorangan baagi . .  

3). 

b. ""--"""'"-""'-""' 

3 

pppl.tlukurwl'ludiyatlpasar modal 



1 2 a 

e, Meny9tujli pencalonan � mamberllenlikM Wlluk se- e. Menelapi<an pe")'I/IUn dan la1a tall l*lC8lonan dan 

mentera waktu . . .  .......... memberhenlikan unluk semenlera waklu .................. 

d. Menttapkan lata cara dan persyaratan 
""···-·· 

d. Menetapkan persya,atan clan tata cara •.... ........... 

,. 
.. .......... ........ atau penyelidil<an .. _ . .  .. ' e ... ......... . penyid,kan . ............. 

I. 
-· 

I. 
- 

1). .............. pasar modal, .. . ..... 1). . ...... ...,,,_. . Pasar Modaj, ..........•....•.. 

2), 
--- 

2) 
--- 

g. 
- i ... 

1). Setiap Perusahaan Publik alau Emtten .... . I) Setiap Em,leo otau Porusahaan P.mtik ................. 

2). Setlap Porusahaan Nilil< atau Emilen -·- 2). ................. , im ""'l P6"""'1ll" 

h. ...... .•......... Pelaksanaan fungsi Bapepam . .  .  ... _ h. .. ........... aksanaan wowenang Bapopem .................. 

I 
- 

........• ..-- ...•......... 

' 
.. 

-·--·� ·-·-· 

I, ...........•...... menghentikan Transaksr bursa atau Elek tar- j .. .............. menghonlikan Transaksi Bursa atau Elek ter- 

tentu lfll1* j�a waklu terteolu, lonlu 1111uk ir9<a waklu lortontu g\lla � l<a- 

pentingan pemodal; 



1 2 3 

I. k. 

I -sebagai lembagabandng bag, Pihak ···-······clan I. memeriksa keberatan yang diajukan oleh Pihak 

Penyelesaian, dan Penyelesaian serta membenkao keputusan memba- 

talkan alau menguatkan pengenaan sanksi d1maksud; 

m. ................ keglalan pasar modal; m. ............... kegiatan Pasar Modal; 

n. rnelakukan bndal<an tenanlu yang dl"'nukan ... n. melakukan tindakan yang diperlukan 
· · · · · - .  

o. Manr>erikan perielasan lebih te�ut aJBs lkldang-undang o. MM!benkan penjelasan lebih laniut yang beSllat teknts 

ir, din llau peraluran pelaksanaamya; clan alas Undang-undang 1ni alau peraturan pelaksanaan- 

ny� 

p. ............ yang tetell dilenlu<en dalam Pasal 1 angka 4 p. . .. ....... yang telah <ilentukan dalam Pasal 1 angka 5; dan 

Pull& q. melakukan hal·hal lain yang diberikan berdasa.rkan 

Undang-undang ini 

Seliap pegawai Bapepem yang ........... .. - 

ppplhlukulTvllucliyaUpasar modal 



1 2 3 

BABI BASii 

BURSA EFEK, LEIIBAGA KLIAING DAN BURSA EFEK, LEIIBAGA KLIA1NG DAN 

PEHJAll1NAN, DAN LEIIBAGA PENYIUPANAN PENJAIIN, SERTA LEIIBAGA PENYIIIPANAH 

DAN PENYELESAIAN DAN PENYELESAIAN 

Bagian Kellllu BagianK-. 

Buru Elek BwuEflk 

Parlglll1 ......,, 

Pwliinln e..rsa Elek 

- 
-6 

(1 ). Yang clapat """""'l\l'jlllBkan k,;aw, Usaha sebagai 

Bursa Elek ad�ah ......... . 

(2). Persyaratan ciao lala cara pe!iz.an Bursa Elek . .  

Pngrol2 

Tujuarl din Ktpomlllran 



1 2 3 

-7 -7 

(1). Yang dapat menyelenggaraksl kegialan usaha sabagai (1). Bursa Elek didrikal .................. .... 

Bursa Efei( adalah .................. 

(2) Persyaratan dan !ala cara Penzlnan Bursa Elek ... (2). Dalam llngka mer<apai 1uruan ................ .......... 

(3). RBl'<llla anggaran lahunan dan pengll\l18Bn laba 

Bursa Elei( wajib dsusum dangan ke1anluan 
Plrlglll 2 � dltelljll<an oleh clan dilaporkan kepada 8-affl. 

TujUMI don Klpllllllfrln lklna Eltk 

-· -· 
(1). BIISBIIEle<ciclli<an ........................ Ys,g clapal merjadi � - Bursa Elek adalah ...... 
(2). � llngka mencapei ltiUan ........................ 

.. ...................... 

(3). Rencana lll'IJg&llll lahunan clan penggt11ean keuntwlg- 

an Bursa Efei( waj� lallebll dahuu manclapa1 pe,,;etu- 

ruan Bapepam. 

Paol9 

Yang dapat m�ad pemagang saham Bursa Elek adalah ... 

···- 

pppllhukun"11dyal/pasar modal 



PoNI 10 

(1 ). Bona E1ak wajb _,..., ... ···········-· 
(2). Tall cara permihan Elak . 
(3). Bona E1ak dlpal . 

Poul 12 

Perallil1n yang wajb <ibual olth Bursa Elak ... 

Paul13 

(1). Bina Elek wajib mempu,yai 
(2). Pln'jinan Elal< wajb .........,,ya; -·--·- 

(3). Bursa Elak wajb menyadakan . .. . 

2 

Pnl...,811111EfllldlnSlluln- 

Paull 

(1). Bona Elak wajib "*""I*'"-, . 
(2). Tata C811 paralihan Elak . 
(3). SUISII Elak dlpal . 

(41 8iaya din km ·- _, 

Bursa Elak dilarang .... 

Pooal11 

(IJ. &rsa Elak Wlljb marnplfflai . 

(2) �- ··----------· 
(3). BursaElokwejib� . 

3 



1 2 3 

Bagiln lctdul a..,-. 

t......, Kliring din Peojlmlnan, din Lombago Ltmi>1911Cllring din Ptrjnhw,- L-., 

P111ylm- Pll1yilll- 

- din l'lnyo4un penan din� al I n 

P1raglll 1 ,......, 1 

- L.ombaga Kimg dan ""1aminan, dan lembega 
- Penyunpanan dan Penyelesaian 

Pml14 1'111113 

11, .. • • • •. peBel'OIM'l \erbalas ................ (1) ............ PerserC1111 yang te&atl . ............... 

(2). ....... �. . .... alau lembaga Pw,yi- ....... ·- . .  (2) . ...... . ........ lembag, � "" . ......... 

,.,....2 Pnp2 

PISll 15 P...i14 

(I). "" . yang lertib. wajaJ dan Blisien (1). . . . . . . . . .  yang teralur, wajar, dM efisien 

(2). . .... . . yang tertib. wajar dan elislen. (2) .. ..... .. yang teratur, wajar, dan elisien . 
(3) . ... .......• dan l.embaga PenyimpanM dan ...••.•.... (3) ............ ,erta lembega � dan ............ 

14) . keunrungan Lembaga . ...• dan Lombaga ... (4). . . .. .. . . Uba Lombaga . .. ....... Selta lombaga ........... 

ppp4,tiukum'hudfyal/pasar modal 



, .  

1 2 3 
l'INl15 

P111116 (1). .......... sena Lembaga Ptnyimpanan ... 
(1) ....... .... , dan Lembaga Penyimpanan 

. . . . . . . . . .  (2) . 
- 

(2) -·-· 
Paragraf 3 

Paragral 3 
Peraturan Lembaga Kllring dan Penjamin serta Lembaga 

Paraluran Yang w�,b Dllelapkan Lembaga Klinng dan Penylmpanan clan Penyele581an. 
Per;,mln, dan lembaga Penyimpanan dan Peoyolesaian 

Pasal 16 

Paal 17 

(1) . . . . . . . .  .  waji,  menelapkan peraluran . . ... , temiasuk 
(1( ......... . menetepkan peraturan . . . . . .  tennasli. . .  

.... . .... 

(2). .. . . ... wajib menetapkan peraluran . .. . . , lermasuk 
(2). ......... . menatapkan peraturan . lermasli:. .. . . .. . ...  

(3) 

(3). 

PIUl17 

Paul 18 
. . . . . . . . . . . .  ., lermasuk perubahannya, . . . . . . . . . . . . .  

·············· 
..termasuk perubahannya, . . . . . .  

BABIV BABIV 
REKSA DANA REKSADANA 

pppthiukum'hudiyatlpasar modal 



1 2 3 

Blgi1n Ktaatu 11ag1 .. KolllU 

llentuk H-dan Perizinon Aolc11 Dono 

-- ... - 
1'111119 , ... ,. 

(1) Reksa Dana . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  (1). Rei<sa Dana ............. 

a perser� terbatas. atau • Ptr1ll'Olll; atav 

b Konlra lovestasi Kolektif .. b. kontra mesl:U koleldil . . . .  .... 

12) (2) .... 
_,,_ 

- 
13) (3). 

(4) ... tlwlya dapat <iselenggarakar oleh Mwjor In- 14, ... ...... � dapll dluloia oleh Mnrjer- 

vestasi berdasarkan Korirak lnvastasi Kolektil. -rtr.1 konlrak. 
[5).- 

-· 
(5) --- .... , .. ,_, _____ 

P111120 1'111119 

11, (1). ·-·······-···· .. ·····-·-···· ............ _, _______ .. 

:2: (2). 
i3) _,,_, (3) 

- .. -----�-· 

a ......... portololo a. .......... portololio 

b . . . . .  portololio b ..... - portolol� 

c 
······· 

c. . ........ � ..... 

d d. 
·····--··· . . . .  - 



1 2 3 

Paoal 21 Paoal 20 

(1 ) ............. Koolrak lnvestas1 Kole kl if urut penyertaan (!). kontrak mvestasi kolektif . . . . Unit Penyertaan ...... 

(2).llllrnelalwkan (2) Unit PMyertaan melakukan . . . . .  

(3) (3) 

a . ..... ..... portol�io . a Portal��. 
· - ·  

b  .  ...... .... portololio . b .. ... Portolofio - .. -- .. 

e, 
-�""'" 

c 

d 
·-- 

d 

Baglan Kadua Bagi-, Kaduo 

Pengeloloan Rel<sa Dana Pongelolaon 

Paool 22 Paoa121 

(1) . . . .  .. porseroan lerbalas.. . Konlrak lnves!as1 Kolekt1! . (1). Perseroan .. kontrak investasi kolektf ... 
. ...... 

(2) .. . . . .  penero111 lelbalas . (2) Perseroan 

(3) ....... Konlnlk lnvoslasi Kolekhl (3) kontrak irwestasi kotektif .......... .• 

(4) .. .. .. 
-- 

(4) 

pppl/hukum/hud1yat/pasa, modal 



1 2 3 

-23 -22 

...... perseroan lel1>atas ..... Kontrak lnveslasi Koleklif ...... . ..... Perseroan . 
······ 

kontrak investasi kolektil ........... 

1'111124 -23 

... . Perseroan lerbatas .... Kontrak ,,,,.� ... Koleklil ·····. ...... "-oan ........ .. konlrak inveslasi koleldil 
........... 

-25 -24 

(1) (1) 
- 

(2) ............. Um penyellaan Reksa Dana .......... (2) ............. Um Perr,ertaa, Reksa Dana ............ 

(3) 
- 

(3). 
--- 

1'111126 -25 

(I) 
- 

(1) 
--- 

(2) (2) 
-- 

(3) (3) 
- 



1 2 I 

1'111127 Pall26 

(1). ····-···- pe"°'oan tert>atas--·· ... (1). ····-· ... Pt1S8t08/I ····- .... 

(21.·-·····-·- (2) - u,M•H•"-- 

(3) 
·-·- 

(3) 

Pall21 -27 

(1 f .•............ '*"'!l!IU'!iawab . ·····-·-· . (1 ) .......... langg<rtgjawab ...• ····- 

(2) 
-- 121·-·· 

-21 

(1). Saham Reksa Dana tetbtN betbentul< PetSe11181\ ... 

(2) Poda ,aat peodinen Reltsa Dana betbenl\Jk Petseroan. 

(3). Pelaksana.-, pen-lteian kembali saham Roksa Dana 

berbentuk Perseroan ....... ..... 

(4). o.,. yang �Qlllakan ..... betberli* Petser08/I ...... 



1 2 3 

BABY Pull29 

PERUSAHAAN EFEK, WAKIL PERUSAHAAH (1 ). Reksa Dana yang berbenltJ< Perseroan lidak diwaj,b 

EFEK DAN PENASEHAT INYESTASI kan IJ"ltu� membentt* dana cadaangan. 

- 

lllgilnKNtu (2). Dalam hal Reksa Dana membenluk cadangan. besamya 

Perfzin1n Perusahlan Eltk dana cadangan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan 

oleh Bapepam. 

Pual29 BABY 

(1 ). Yang dapal melaktJ<en kegalan .... perseroan lerbalas PERUSAHAAN EFEK, WAKIL PERUSAHAAN 

EFEK, 

..............  DAN PENASIHAT INVESTASI 

(2) Perusaheen Elek yang lelah memper�eh ,an .............. 

(3). Pihak yang melakukan kegialan ......... lllglon Knatu 

(4). Persyaralan den lala cara ... 
··-···· 

Ptrlzinln Peruah1111 Eltk 

pppllhukum/hudiyaVpesar modal 
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1 2 3 

PUll32 Poul 33 

(1). Ptrorangan ......... 11 ). Or,r,g parseorangan . . . . . . . . .  

(21 Perorangan _ ........... (2). O<ang perseorangan . 

lllglan Kellgo Bagi .. Kotiga 

---1111 
Pwlzlnln Ponaihll lnvellli 

Pall33 Pllli 34 

(1) . . . . . . . .  Penasehat lnvesll3SI .. (1) Penasihat lnvastasi 

121 . ... .. . Penasehat lnvestasi ..... (2) ....... . Penastiat lnveSlasi .. 

Blglon KNmpll lllglan K-pll 

-Pmilllnl-Elokdln- Ptdom., Pwllaku 

lnVNlui 

ppplftlukumhlud1yal/pasar modal 



-34 

• 

2  

Ptrusahaan Elek a1au - -..111,q : 

3 

b. . .. naoabnya, . 

. nasabalY!ya, ...•.. 

b. . nasabah, . 

c. .. nasablll . 

d naSlbalvlya . 

O. .. . . • . • . . •••.. .  ll&U Ageo Perjual, ... 

P ... 35 

d. .. naaablh . 

•• .• .•..•.••••..•.. 8{1111 periualan. .... 

-36 

•• 
b - . 

-36 

a 

b 
- 

-37 

Perusahaal Elek alau Penuehel lnvtstasi wajl> : 

� Elak yq menerina Elek da,I nasabalvlya 

a 

b 

Perusahaan Eltk yq rnanemia da,I nasabolrlya 

W!ljb: 

a -·- 
b 



1 2 3 

Pua137 Pull31 

Perusahaan Elek yang bertindak sebaga1 Perantara Peda- Perusahaen Elek yang berlindak sebagai Peranlara Peda· 
gang Elek gang Elek ___ 

Pual38 Pasal 39 

Penjamin Em� Bek wajb .. PenJ8IIWI Emisi Bek wajb .. 

Paaai 39 Paaal 40 

Perusahaan Elek yang bertmdak sebagai Pen}!lrmn Ermsi Perusahaan Elek yang bertindak sebagai Pen1amln Emisi 
Elek ....... _ Elek�- 

-40 -41 

O.lrn t1a1 _______ 
I ·•-•· - °""" hal ........... 

Pasaf 41 -Q 

Perusa118.an Elek . Parusahaan Elek ............ 



1 2 s 

BABYI BABYI 

LEIIBAGA PENUNJANG PASAR MODAL LBIBAGA PEHUNJANG !'ASAR IIOOAL 

IJltlanK- BlglonK- 

K- K- 

Por19m 1 .......,, 

......... ....,i KUllodan Plflllujven 

-42 Pllll43 

(1)-- (1) 
- 

12 ) - -  12) 
-- 

....... 2 ,...,,.,2 

Eltk Yong Dltlllpbn Elek Yeng D11111pkm 

Pml43 Pml44 

11i .................. dll1 ........................ (1). .. .... " ... , cm  ...... .......... 

(2).- 12) 

(3) .•..... l11Simpan ............ lercolal .................. 13) . lersimpan ...... ... lercalal ... . ............ 



-44 

Pnll45 

1'111146 

(1) mengenai rekenmg Elek 

a. 

b 

d. Pajabal Pajak. 

,. 

I. .. clan Akuntan Nlfik 

(2) menganai rakaning Elek dari Kuslodien . 

(3). .. , clan Duek\11 Jendallll Pajak . sorta alaS111 

pengajuan permohonan permmraan 

2 

1'111146 

( 1 ). .. mengenai rekri>j Elek nasabah . 

a 

b 

c. Palgadian """'�""' 

d. Pejabal Pajak, . 

,. 

... clan Akoolan Plllfik 

(2). .. mengenai rekaning Elek nasabah clan Kllilodan . 

(3) .......• arau Pajabat yang ciw!ill<, dan Direk\u' Janda!al 

Pajak , dan alasan permintaan dimaksud. 

3 

pppli1lukurwlludlyallpasar modal 



1 2 I 

lllgl1nKodlll 
....... - 

Biro Admlnlllrlll EIIII .,._Eltk 

-/fl 
Pllll41 

(1) ...... . . .  per,eroan lerbatas . .................... (1). ·-·-·· .... """"'"" ............. . ....... 

('1) 
-- 

(2). 
-- 

Pllll41 ........ 

(1) 
-·- 

(1�.-- 
(2) 

--- 
(2).,_,_ 

- 

Blglon Klllgl lllglln Kltlga 

Wiii- 
... _ 

1'111141 Pllll50 

(!)_,,_,,_ (1� ·--·-···-·- 
L 

-- 
L 

- 
b 
- 

� •M-•M-••- 

(2). ·················· pi,lk lain, ..... .......... (2). ·--·-·--- plllll lain, .......... .. .... 

(3) .. ,. ..... (3� 
--·· 

pppl/hllkumlhuOiyallpasar modal 



1 2 3 

Paul 50 Puol 51 

( 1 1 -  (1) ... 

(2�- (2) 

(3). . _.: ........•.. - dengan pemegang Elek .......... (3) . .  .  .  dan wakil pemegang Elek . -; 

(4) 
- 

(4) 

Paul 51 Pwl52 

·-· 
.. � .. 

. 

.. 
Paul52 Paul 53 

_..., .... 

-- 

a, __ .,_...,,,.,_ 

- 
. 

Paul53 Paul54 

-·---- 
..... 

- 

BABVII BABVII 

. PENYELESAJAN TIIANSAKSI BURSA DAN PENYELESAJAN llWISAKSI BURSA DAN 

PEfjmPAN KDLEKTIF. PENmPAN KOLEKTIF. 

_llagianl<tmu llagianKNMu 

Pen�T,..saulBurea Pen� T11n11kli Bursa 

ppplhlukum'llucliyal/pa11r modal 



1 2 , 

...... 54 PHii 55 

(1�----· (I} 

(2). (2} 

(31. -· .. din Llnillgl Ptnjlnpwn .......... (3}. ••••• h • .. sena lembaga P8'Tf'i'lip91111 . 
--- 

11�-- (4) 

(5). (5) 

..... Koll .. BagianK- 

...... 55 PullS& 

��- (1} 

(2).--- (2} 

P). - �Elli ... '*""'""" - (3) . . .  pollol�io Elek Unit Penyert.,.., - 

- 
ewestas 

...... kolel<til . ...... 

II�--- (4} 

(5). •""""'-Elli ...................... (5) . . . .  ,  atau Perusahaan Etolt .... 

....... Pasl/57 

·-·-··-·-······ din llllu ........................ . . dan klas1likasi . . .  
·······-· .. 



1'1111 SI 

2 

PM51 

3 

( 1 ) - -  

(2)-- 

(3). 

(4) ..•........... ,....... pulusan pengadilal) .... 

Pual 58 

(1) 

(2) 

(3) 

(4). 

. 

. .. .. . penelapan pengadilan 

Pasal 59 

(1). 

12) 

(3). 

iekenng E101<nya . .. . _ 

. atau dijarmnkan 

Aekering Elek. 

-SI 

(1) . rekernng Eleknya 

(2). . ... atau dijammkan 

(3) rekenmg Elek 

P..al60 

(1). ...•............. Eleknya .... 

(2) , saham bonus, ..••. 

-60 

Pasaf 61 

(1). . . efeknya 

(2). . . , saham bonus, 

PISll61 

Pual62 
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Pual64 

(1) 

(2). . d bidang pasar modal 

(31. . . . . . . .  dengan pasar modaJ 

(4) - · - · - -  

Bagiln Kedua 

Kewajiban Profeli Ponunjang- - 

Poul65 

Pua! Iii 

..... pasar modal 

Poul67 

........... pasar modal menyampaikan 
laporan . . .  

a. 

b . 

2 

PIAl65 

(1) 

(2). . di bidang pasar modal . 

(3) aengan Pasar Medal . 

(4) 

BagilnKedia 

Poul66 

Pasar Modal 

Poul&I 

... pasar modal mooyampaikan 
laporan _ 

a. 

b • .  

3  

ppplltlukumlhudiya.Vpasar modal 



1 2 3 

Bagian Keliga Bagiln Klliga 

Sllnd1r ai.untlnsl Sllnd1r akunllnli 

Pua! 61 Pllll 69 

(I). (I). ... 

(2). . . . . . . . .  pasar modal .. (2). .......... . ...... Pasar Modal . ....... .. ...  

BABIX BABIX 

EIITEN DAN KETElm>AN PERUSAHAAN EMITEN DAN PERUSAHAAN PUBUK 

PUBUK 

Bagian Kelllu Bagion Keoolu 

PtJnyataan Pendaftlr1n Pernylllan Ptndoflor111 

Paul69 Paul70 

(1). (1) 

(2) Ketenluml sebagaimana dimaksud dalam ayal ( I ) tijak (2). Ketentuan sebagaimana !lmaksud dalam ayat (I) tidal< 

bel1aku lagi palawaran Elek yang bersilat utang yang tienai<u lag, pihak yang melai<oon : 

jatuh lempooya Hdak lebih dari salu tahun, sel11fikat a penawaran Elek yang bersifal utang yang jatuh tem- 

depo!tto, polis asuransi, Elek yang dikeluarkanldller· ponya tidal< leb1h dari satu lehun: 

bitkan a.tau di1amin Pemerinlah Indonesia atau Elek . b. penerbitan sertilikat depo&to: 

lain c penerb�an polis asuransi. 

pppllhukumlhudiyaLlpasar modal 



1 2 3 

d. penawaran Elek yang di1erb�kan dan dijamm Peme- 

rintah Indonesia; a!au 

a penawaran Elek lain yang ditetapkan oleh Bapepam . 

Pasal70 Paul 71 

... 

Pua171 P ... 172 

(!),_,_,_,_ (11---- 
(2). .. .............. ; maka Peiiamm Pelaksana Emisi Elek 

.... (2) . .  . . . . . .  ;  Penjamin Pelaksana Emisl Elek ... 
(3).- .•..... _ (3) 

-- 

Pasa1n Pual73 

--- -·- ---·-· -- 

lllglen Koci .. Blgilll Kedua 

TWI CIII Ponyampailn Poryo1lln Pon-.. Tata Coro Penyampeian Perya1aln Pendlftnn 

pppllhukunvtludryallpasar moctal 



1 2 3 

pn,173 1'91174 

{1) .......... (1) 

!2)-- 
- 

(2) _ 
� 

(3J -- ,. (3) 
- -  

(4)- (4) 
..... -- 

l'...i74 ,-75 

(1)-- 11�--- 

12( ·- 
12) 

Pasal75 -76 
. ... ·-···""''' 

... maka penawaran stas . . . . . . . . . . .  .  ......... ........ , penaw111111 llas ... . . . . . . .  ,  •.. ___ , 

Pasal76 ,-77 

-· 
.......... ,-,_. ............ - •.. 

-- 

.. .. __ 

llagllll Ketlga 8oGlml(etlp 

Pn,tptttur dan Pengumumen .......,,.. ..... .,..._ 



1 2 a 

Pasa1 n Pllll78 
I 

(I) ...... . .  lak1a material ··-· (1) . . . . . . . . . . . .  Fakta Material . 

(2) ...... . . .. . . . .• ataupun tetah ....... (2) . .  . . . .  ,  alau telah ....... 

(3). (3). ...w ............ 

Pllll78 PIUl79 
. 

(1). ... 

············ 
. . lakta matenal . .  . . . . . . . . . . . . . .  (1) . . .  .  . . . . . .  Fakta Malarial .. 

(2) (2) 

Bagion Keempat Baglan Keempat 

Tanggung Jawab AIU lnlormool Yang Tidlk een. Tanggung Jawab Alll lnlormool Y1ng Tidlk Bans 

Atau Allu 

llenyeutluin. Manyeuttu,n. 

Pllll79 Pasal 80 

(I) ... lakla ma1eria1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (1). . . . . . . .  Fakta Matenal 

a ....... a . -•••-,.,-.,.,,.,wow,,,._-·- 

b. dlrektur atau ..... _ ... b . direklur dan . .  .  . . . . . . . .  

c 
·- 

. . . ..  c  
- 

d. 
-- 

d. 
· - - - -  



1 2 I 

(2). (2) ........ . . . .  

(3) . . . . . . . .  . . . . . . ...... . . . .  

-- 

13, ___ 
- 

(4). (4) ....... - . . . . .  
···-·· . . .  

Paal80 Pual81 

(1) .....•.... ...... .. fakta ma1erial ···�·· ........ ,, .... (1) . .  .  ........ .. ..... Fakta t.1a1ena1 ···-- .. , ........... 

(2)._ .•. (2) . . . . . . .  .  ..... . . . . . . . . .  ... 
··-···· 

Begian Kellma B1!1W1 Kell1111 

"* llomeean Elek Tarltbih Dahulu, Btnhlll Ktpen- Hall - Eltk Ttfltblh Dlhulu, Btnluk Kepen- 
..... -aren Tender, Penggabungan, ptlebur .. tingon _., Tondtr, Penggabungan, ptltburml 

., Pongambllallhan. "'"' Pengambllallhml . 

-11 "-82 
• 

(1) -·-·· ..... PerusahaanPd atau Emlen ... .......... -- (1) . .. ............ P8NSal>aanNflka1auEmilan __ .... 

(2). . . .  ... ..... Perusahaan Publ1k atau Ern�en ......... (2) . . ........ ... Perusahaan Publik al&u Emiten ... . ............... 

(3) . ...... , , ,  __ 

- 
(3) ........ - ......... 

' ' " " ' "  



1 2 3 

Pual 82 Pua183 

. . . .  membel1 Elek Perusahaan PLi>�k atau Emi1en Waj1b ..... . ..... membei Elek Emilen atau Perusahaan Pu�i< Wajil ..... 

-13 -14 

Perusahaan Pub11k atau Emden . . . .  yang liletapkan oleh Emiten atau Perusahean Publik ...... yang ditetapkan oleh 

Bapepam Bapepam dan peraturan perundang-111dangan yeng beleku. 

BABX BABX 

PEUPORAN DAN K£TERBUKAAN PEUPORAN DAN K£TERBUKAAN INFORIIASI 

Paal14 -15 

•• L •• , Penasehal lnvestasi, ................... ·- 
......... , .......... .. , Penasehat lnvestasi, ........ 

············ 

pppl,tlukumt1'1uliyalfpasar rnooal 
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I l l 

8l8ll Will 

PENIP\JAN, IWIIPOLJ.SI fAW! DAN l'l:NIPlWI, UAllll'tl!J,SI PAS&R DAN 

-AliOIWlGDAWI PEllll4GANGIIH ORANG DAUM 

Ptullll -80 

- 

• I 
- 

D 
- ·- 

b ,,_ 

' -- 
c 

- 

Pulll PIIWJI 

.... _Im llnQUIII--- ... - -··- .. � lq""'9 
- 

1'111191 P>oll2 

-- ilonglnjll'lllllln - - '*1Q8I\ '*"'t""' 

P111,0I 
-t.1 

·- - 

• _,.,,_,_M>--0-MO- • 
..,_,, __ ,M, .... , ___ , 

� b 

ppplh,ukumlhudiyaL'l)lsar mooaJ 



-93 

Pasal 90 dan Pasal 91 

a -·-·-·-·- ...... 

b 

1'111194 

..... Perusahaan l'Llllikalau Emlen ..... 

a Perusaha"1 Plillhtau Emi1en . 

b. .. ... Ponisahaafl PLlllik a\au Emi\en 

Plsll95 

Orang Datam .•..... Pasal 94 . 

-· 
(1 ) Y"'9 � Pasll 94 dan pasal 95. 

2 

-94 

......•.... -· .... Pasal 91 dan Pasal 92 

a 
b .... 

1'111195 

. E.-.tonala<JPeruoahaarl l'lbik 

b. Emilona1aul'erusah8Ml- 

-· 
Orar,g Dalam Pasal 95 . 

Pml91 

(1 ) yaog mengusallaian Pasal 95 dan pasa! 95. 

3 

(2). . yangmengusahakan Pasal 94 dan Pasal95.. .. (2) ..•.. yangmengusahakan Pasal 95 dan Pasal 96 . .  

Perusatiaan P\.tllik atau EIME!n EmHen alau Peru,nan Pitil« 

�JJV'hudiyaLlpasarmodal 



1 2 3 

-97 

-· 
Perusahaan Elek yang memifiij lnlonnasi Orang Dalem Perusahaan Elek yang memili<i lnlonnasi Orang O�am 
meng,nai-Publik alau Emlen ctai,al llllllakwn meng,nai Emlen .... - Nllik ciar.-.g - 
lrwlllksi Elek Porusahaan Publik atau Emon lerubu\ kan trw,safc,i Elek Emilon ala\J Porusahaan P1illik tersebti 
aplbia. kecuall apabila : 
a ............ a -•-•MnMow •• -.-, 

b � .. �, ..... 

·-· 
b ,-.,--,�•m•� 

-91 

-· 
... dalam Pasa, 94 rlan Pasal 9S . ........... ..... dal<m Pasar 9S rlan Pasal 96 

BAI Ill IIA8 XI 

PE11£1111(8UN PEIIERIKSAAN 

. 



1 2 3 

PMll99 1'1111100 

(1) (1) • • .  ,  

(2) (2) 

L .. 
---- 

b. ,_,,_,_ b. 
-·-··- .... , .... 

- 
c 

- 
c. 

·-· ···� 

cl d. 
-·-·-·-· 

(3) ....... ayal (1), cAalur ........•............... (3) ............ aya1 (1) diaM ........................ 

(4). Setiap pegawai Bapapam yang dlleri 1ugas a1aU Ptlllk 1 

lain yang�'* oleh Bapeprrn ""'* m- 

pemorilcsaan diarang rnarnanlaalkan unluk <iri sor,dlri atau 

mir,gll1Qkaplcan �- yang <ipemleh berdasarkan 
Undang-� i� kapada Pihak manapun, salain daiam 

rangka upaya mencapai lujuen Bapapam alau jika di-I 

haruskan oleh �-unda111 lainnya. 

BAB Xltl BABXII 

PENYIDIKAN PENYIDIKAN 



1 2 3 

Pllll 100 Pllll101 

(\). ...... 8elperoapal behwa IU8!u pelarQjaoo . 

··- 
(\). . -· befpendaj)al pelanggaran .. PasarModaL .. 

mod� ........  ,  Bapepam dapal menelaplcan ............ . . . . . , e_.m dapal mene\apl<an .. ............. 

(2) .. . . . .  kelenluan <lalMI Undang-lll<m9 nomor 8 TW"'1 (2). . ..... keleltluan dalam ilitab lJndw,g-oodlrlg tuarn 

198\ lontllflQ Hukum Acara Pidana. Acara Pidena 

�I (3). 
- 

,. melaki.lan ponaliian awkellenailn llpam alau a mBOlrima laporan. pernileliaooan, llaU pengacfuan 

klterangan berkenaan Clengan tindak pidana cibldang dari seseorang 1en1ang adanya tindai< �- dibldang 

paS81 modal; Pasar Modal; 

b melak- � lalhadap Plhlk yang cliduga b meialwka'lpenelu,ataskeoenanwllapni"8ukt- 

melai<l.*analaulelll>aldalam lildll<pm,a�lli- lorangan be�enaan dengan lindal< pidana di lli<lll1g 

dang pasar modal; paser modal; 

c memangg,I. memeriksa, dan....,.... kllelw,g,n c, malai<'*8n penelitian remadap Pihal< YllflQ cldcga me· 

dan behan bukli dan l8t8p Pihal<yang dio8,gl<a me- lak'*8n arau terilbar dalam rindal< �· clbidang 
lal<LU1 \irdalc p;dana di bidang pesor .-; pasar modal; 

d melalu.Oan pemeriksaanalaS pombllaa\.- d. memanggil.memeriksa,danmemil'lakelelangandan 

dan dokumen lain be�en,an dengen \irdalc pidena balm,g bukti dari eeiap Pihak yang �sangka meleku- 

cl bidang pasar mod�; kan, atau sebga saks daia.'n lindal< pm,a di bidang 

paS8I modal; 



1 2 3 

' 
melakukan pemenksaan osenap tempal tertentu 

' 
melakukan pemeriksaan alas pembukuan, catatan, 

dan 

yang clduga terdapat seoap bahan b'*li pemb<*uan dokumen lam berkenaan dengan tindak pidana di bi· 

pencatatan dan dokumen lain serta melakukan pe- dang Pasar Modal; 

nyitaan terhadap bahan yang dapat di1adikan bahan 

bukh dalam perllara bndak p1dana di bidang pasar 

modal; 

I. Memblokir Rekening pada bank atau lembaga ke- I. m-pen-enksaan disoliap tempat tertentu yang 

uangan lain dari Pihak yang diduga melakukan atau diduga terdapat setiap barang bukti pembu<uan, pen- 

te�ibat dalam tindak pdana di bidang pasar modal; calalan, dan dokumen laJn serta melakukan penyitaan 

dan �rdahap barang yang dapatd1adikan bahan bukti da- 

lam perkara tindak pidana di �dang Pasar Modal; 

g. meminta bantuan ahll dalam rangka pelaksanaan tu· g. mem�akir rekening pada bank atau lembaga ke- 

gas peny1dikan tindak pidana d1b1dang pasar modal; uangan lain dari Pihak yang diduga melakukan atau 

te�1bat dalam tindak pidana dibidang Pasar Modal; 

(4) . . . . . kepada Menten Keuangan .. �- 

h meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tu· 

gas penyidikan bndak pidana dibidang Pasa.r Modal, 

(5) dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 ten- dan 

lang Hukum Acara Pidana 

pppl/hukuflVhudiyaVpasar modal 



1 2 3 

I. menyatakan saat d1mulai dan dihentikannya peny1- 

kan 

(6) 
- 

(4). .... ... . .... kepada Menten . ........ 

(SJ._ .. dalam kitab Unda"l·llldang Hukum Acaro Pidana 

(6). 
--- 

(7). Seliap pejabat Pegaww Negeri Sipil terlenlu diling- 

kungan Bapepam yang diben tugas untuk malakukan 

penyidikan lilarang memanlaalkan untuk ciri seodiri 

atau mengungkapkan inlofflla!il yang diperoleh berda- 

sarkan Undang-lllda"l i� kepada �ak manap111, 

seisin dalam rangka upaya untuk mencapai lujuan Bape- 

pam atau Jika diharuska.n oleh Undang-undang lamnya 

BABXJY BABXIY 

SANKSI-TRATIF SANKSI ADIINISTRASI 

oppl/hukurwhudiyallpasar modal 



1 2 3 

1'11111101 1'11111102 

(1) 8apepam dapat mengenakan sanksi adminislratif atas (1 ). Bapepam mengenakan sanksi administrebf alas ... 

(21,-- (2). 

a. 
----- 

. . .  a. 
-- 

b 
- -  

b. 
---- 

c. c. 
--·- - 

d d. 

I. 
--- 

I. 

g. 
- 

g. 

(3) 
- - -  

(3). 
--- 

BAB XV BAB XV 

SANKSI PIDANA SANKSI PIDANA . 

pppl/hukurrvlludiyal/pasar modal 



1 2 ) 

Pml102 Pu103 

(1 ). Setiaj> Pihak yang letap meneruskan melakukan kegial- (1 ). Set1ap Pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal 
an di pasar modal lanpa izin, petselujuan alau melak� lanpa izil, pe,set""'n. atau pendal!aran set>aga,mana 

kall pendaftaran sebega:mana dimllksud dalam pasal 7, dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 13, Pasal 18, Pasal 30. 

Pasal 14, Pasal 19, Pasal 29. Pasal 33, Pasal 42, Pasal 34, Pasal 45, Pasal 48, Pasal 50, Pasal 64 

Pasal 47, Pasal 49 clan Pasa163 � lelah di- ciancam dengan peflara pidana palrg lama 5 (lvna) 

penrgati oleh Bopepam, liarcam deogM, pklana pe,ja- lahun clan i!en<1a pal11J tianyak Ap. 5000.000.000.- 

ra pahng lama 3 (tiga) tahun dan denda setinggi·linggi- Oima mllyar rupiah) 
nya Ap 5000.000,000,- (fima mi�d "-l]iah). 

(2) 
--- 

(2) . .  

Plllll 103 Pasal 104 

Sel111> PNk Y'"'!I meiangga, _ sel>ag8rllMa di- Seliap pillak yang . �maisud dalam Pasal 911_ Pasal 91 

maksud dalan Pasal 89. Pasal 90. PISal 91, Pasal 92. Pasal 92, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 ayal (1 ). clan 

Pa,al 94. Pasal 95, dan Pasal 96 1y11 (1 ). diancam dengan Pasal 98 diancam dengat1 pidana pe[lara paling lama 10 

piclana pe,jara paling lama 10 (seputit) lahu1 dan - ("""*'1) lahu1 clan dencla paling banyak Ap_ 15 000.000 

5'1inggi-linggrlya Ap. 15.000 000.000.- (Ima llel8s miya, 000.- (Lima Be1as Milyar Rupiah) 

ru�ahl 



1 2 3 

Paul104 
Paul105 

dimaksud dalam Pasal 41 diancam ........... ti,w- 

linggi· ....... dimaksud dalam Pasal (2 diancam . . . . . .  paling 

nya ····· .............. banyak 

--·�----- 

Pllll105 
Pllll1116 

(1) . . .  .,. dalam Pasal 69 mesl<ipun .... satin�· 
bnggnya_ (I) ...... ... dalam Pasal 70 meskipon ... . ... paling banyak .. 

(2) . . ... . . dalam Pasal 72 ............• sebnggo- 

ti"lQinya ___ (2) . .  ... dalam Pasal 73 -------·------ palg banyak .. 

Pual1116 Paul107 
- 

............. setinggi·bngginya ................ paling banyak 

1'1111107 1'1111108 

(I). Ancaman pidana pe�ara atau pidana kurungan dan AncMlan pidana pe�ara atau pdana kurungan dan denda 
denda sebaga"'3NI dimaksud dalam Pasal I 02, sebagajmana clmaksud dalam Pasal 103, Pasal 104, 
Pasa1103, Pasal 104, Pasal 105, dan Pasal 1116 bar· Pasal 105, Pasal 106, den Pasal 107 barlal<u pua ba� 
laku pula tiagi Pihak yang baik langsung maupun tidak Pihak yang baik langsung maupun tidek langsung, mem- 

tangsung mempenge.ruh1 Pihak lain untuk melakukan pengaruh, Plhak lain untuk metakukan pelanggaran Pasal- 

pelanggaran pasal-pasal climaksud Pasal <imaksud 

PPJ)lit1ukum/hudlyatlpasar moelat 



1 2 3 

(2) Ancaman pdana Penara arau pidana kurungan dan 

denda sebaga1mana d1maksud dalam ayat (1) lidak ber- 

laku bagi Plhak yang dapat membuktrkan bahwa 1a ti- 

dak menyebabkan ba1k langsung maupun tidak lang· 

sung, le�ad1 bndakan yang metanggar ketentuan Pasal 

102. Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, alau Pasal 106 

Pasal 106 Pmal109 

dalam Pasal 99 setmggi-tmgginya . . . .  dalam Pasal 100 . . . . . . . .  paling banyak .. ·- 

PINI 109 1'11111110 

(1). . dalam Pasal 102 ayat (2). Pasal 104 dan Pasal (1) .......... dalam Pasal 103 ayat (2). Pasal 105, dan Pasal 

104 dan Pasal 108 adalah . 109 adalah. . ........ 

(2) . .. _ . . dalam Pasar 102 ayat (I), Pasal 103, Pasal 105 (2) . . . . . .  delam Pasal 103ayat(1), pasal 104, Pasal 106 

dan Pasal 106 adalah dan Pasal 107 adalah 
· · · · · · ·  

BAB XVI 8ABXV1 

KETENTUAN LAIN·LAIN KETENTUAN LAIN-LAIN 



1 2 3 

-110 -111 

(1) Saham Reksa Dana terbuli:a berbentuk perseroan terba- Sehap Pihak yang menderita karugian sebagai akibal dari 

las diterbflka.n tanpa nilai nominal. pelanggaran etas Undang-undang 1m dan atau peraluran pe- 

laksanaan dapat menuntut ganti rugi, baik sendiri-sendiri 

(2) Pada saat pendirian Reksa Dana berbenluk perseroan maupun bersama-sama dengan Pihak lain yang mamiliki 

teroatas. paling sedktt 1% (satu porsen) dan modal tuntutan yang sorupa, torhadap Pihak atau Pihak1'hak 

Roksa Dana telah <itempa�an dan diselor. yang bortanggung jawab alas petanggaran tersebut. 

(3). Pelakswan pembaJian kembali Saham Reksa Dana 1'11111112 

berbentuk perseroan terbatas dan pengalihan lebih Ian- 

jli sallam te"8but cllakukan tanpa mondapat perset�uan Bapepam dan Bank lnclonesia wajb mengadakan konsulta- 

Rapa! Umum Pemegang Saham. si dan atau koordinasi sesua1 dengan lung51 masing-masing 

dalam mengawa51 kegiatan Kustodian dan Wali Amanat 

(4). Dana yang digunakan untuk membeh kembali saham serta kegiatan lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan 

Reksa Dana berbentuk perseroan lerbalas berasal dari perundang-undangan yang dilakukan oleh Bank Umum di· 

kekayaan Roksa Dana Pasar Modal. 

ppplJhukumlhudryallpasar modal 



1 2 3 

Plllli 111 

(1) Reksa Dana yang berbentuk perseroan terbatas tidak 

diwajlbkan untuk membeotuk dana cadangan. 

(2). Dalam hal Reksa Dana mombenluk daro cadangan, 

maka besamya dana cadangan sesuai dengan ke1entu- 

an yang diletapken �eh Bapepem. 

Pasal 112 

Seliap Pihak yang mendarila ke�an sebagai akibal dari 

pelanggaran atau l.kldang-undang m1 dan atau peraturan 

pelaksanaannya, dapat menunlul ganli rugi, baik sendiri· 

sendin maupun bersama·sama dengan Pihak lain yang me- 

m1lila tuntutan yang serupa, terhadap Pihak atau Pihak-pi· 

hak yang bertanggungjawab alau pelanggaran lersebul. 

ppplhlukumlhudryatlpasar modal 



2 

1'1111113 

Bapepam dan Bank lndones� wajib meogadakan konSl!fa· 

<lldanga,, Y"'l dilakulcsl oleh Bal* lJmun di pasar modol. 

3 

a 

IIAIIXW 

KETENlUANPERAUHAN 

1'1111114 

1'1111115 

. . .  � Iii, dinyalaloan a 

IIAIIXW 

KETeNTUAN PERAUHAN 

--�iri.<lrri- 

b. 

cl. 

- ,. izil pen:,rangan, din _ .. , 

... per181�uan dan . 

......... �- Efok dan .. 

b. .. izin """I perseorang-, dan . 

c. .. ... persel�uan. dan .. 

cl. �ansaksi Ellt. dan . 

pppVhukunvhudiyal/pasar 1nodal 



1 2 3 

. 
BAB XVIII BAB XVII 

KEl9l1IWI PB«/IUP IC£T9ITIWj PEHUlUP 

-11' PMll115 

-117 -111 



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLik INDONESIA 

RANCANGAN UNDANG-UNDANG 

TENTANG 

PASAR MODAL 

BESERTA 

PENJELASAN 

JAKARTA,PEBRUARl1995 



RANCANGAN 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR . . . .  TAHUN . . . . .  

TENTANG 
PASARMODAL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

Menimbang a, bahwa tujuan Pembangunan Nasional adalah terciptanya suatu 
masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, Undang- 
undang Dasar 1945 dan Garis-garis Besar Haluan Negara; 

b. bahwa pasar modal mempunyai peran yang strategis dalam 
Pembangunan Nasional sebagai sumber pembiayaan bagi dunia 
usaha dan sebagai media investasi bagi masyarakat; 

�- bahwa agar pasar modal dapat berkembang dibutuhkan adanya 
landasan hukum yang kokoh yang menjamin dipenuhinya 
kewajiban pihak-pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal, 
serta perlindungan terhapda masyarakat pemodal dari praktek 
yang merugikan kepentingan mereka. 

d bahwa sejalan derigan hasil-hasil yang dicapai Pembangunan 
Nasional serta dalarn rangka antisipasi atas globalisasi 
ekonomi, Undang-undang Nomor 15 1952 tentang penetapan 
"Undang-Undang Darurat tentang Bursa" (Lembaran Negara 
Tahun 1951 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran 

Negara Tahun 1952 Nomor 67) dipandang sudah tidak sesuai 
lagi dengan keadaan; 

e, bahwa berdasarkan penimbangan tersebut di atas, dipandang 
perlu rnembentuk Undang-undang tentang Pasar Modal. 

Mengingat I.  Pasal 5 ayat (I), Pasal 20 ayat (I) dan Pasal 33 Undang-Undang 
Dasar 1945; 

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 



Pidana (Lembaran Negara tahun 1981 Nomor 76, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3209); 

3. Undang-undang Nomor . . . . .  Tahun 1995 tentang Perseroan 
Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor , Tarnbahan 
Lembaran Negara Nomor ); 

Dengan persetujnan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan UNDANG-UNDANG TENTANG PASAR MODAL 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalarn Undang-undang ini yang dimaksud dengan : 

I .  Afiliasi adalah : 

a. hubungan keluarga karena perkawinan clan keturunan sarnpai derajat kedua, baik 

secara horizontal maupun vertikal; 

b. hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari Pihak 

tersebut; 

c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota 

direksi atau dewan komisaris yang sama; 

d. hubungan antara perusahaan dengan Pihak baik langsung maupun tidak langsung 

mengendalikan ataud dikendalikan oleh perusahaan tersebut; 

e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikcndalikan baik langsung maupun 

tidak langsung oleh Pihak yang sarna, atau 

f. hubungan antara perusahaan dengan pemegang sahara utama 

2. Biro Administrasi Efek adalah Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Emiten 

melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan 
dengan Efek. 



3. Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau 
sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-pihak lain 
dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka. 

4 Efek yang dikenal pula sebagai surat berharga adalah surat pengakuan utang, surat 
berharga komersial, saham obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan Kontrak 
lnvestasi Kolektif, kontrak berjangka alas Efek dan setiap derivatif dari Efek seperti 
hak memesan Efek terlebih dahulu, waran dan opsi. 

5. Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum. 

6. Kustodian adalah Pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang 
berkaitan dengan Efek serta jasa lain termasuk mencrima dividen, bunga dan hak­ 
hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewak:ili pemegang rekening yang 
menjadi nasabahnya yang terdiri dari perusahaan Efek, Bank Umum atau 
Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan. 

7. Lembaga Kliring dan Penjarninan adalah Pihak yang menyelenggarakan jasa 
kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa. 

8 Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Kustodian sentral yang 
menyelenggarakan jasa sebagai Kustodian bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek 
dan Pihak lain. 

9. Penasehat lnvestasi adalah Pihak yang memberi nasehat kepada Pihak lain 
mengenai penjualan atau pembelian Efek dengan memperoleh imbalan jasa. 

IO. Penawaran Umum adalah penawaran Efek oleh Emiten yang dilakukan dalam 
wilayah Indonesia atau kepada Warga Negara Indonesia dengan menggunakan media 
massa atau ditawarkan kepada lebih dari 100 (seratus) Pihak atau telah dijual 
kepada lebih dari 50 (lima puluh) Pihak dalam batas nilai serta batas waktu yang 
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 

1 1 .  Penitipan Kolektif adalah jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersarna oleh 
lebih dari satu Pihak yang berkepentingannya diwakili oleh Kustodian. 

12. Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajid disampaikan kepada Badan 
Pengawas Pasar Modal oleh Perusahaan Publik, atau Emiten dalarn rangka 
Penawaran Umum. 



13. Pcrusahaan Efck adalah Pihak yang melalcukan kcgiatan usaha sebaaai Penjamin 

Emisi Efek. Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi, 

14. Perusahaan Publik adalah perscroan terbatas yang sahamnya telah dimiliki 

sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal 

disetor sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000,00 (tiga milyar rupiah) atau suatu 

jumlah yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 

15. Pihak adalah perorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau k.elompok 

yang terorganisasi. 

16. Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum 

dengan tujuan agar Pihalc lain membeli Efek. 

17. Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari 

masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalarn portofolio Efek oleh 

Manajer Jnvestasi. 

18. Transaksi Bursa adalah kontrak yang dibuat oleh anggota Bursa Efek sesuai 

persyaratan yang ditentukan oleh Bursa Efek mengenai jual beli Efek, pinjam 

meminjam Efek, atau konttalc lain mengenai Efek atau harga Efck. 

19. Wali Amanat adalah Pihak yang mewalcili kepentingan pemegang Efek bersifat 

utang. 

BABU 

BADAN PENGAWASAN PASAR MODAL 

Paul2 

Menteri Keuangan menetapkan kebijaksanaan umum di bidang pasar modal. 

Pasal 3 

( I) Pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal dilalcukan 

oleh Badan Pengawas Pasal Modal yang selanjutnya disebut Bapeparn. 

(2) Bapepam berada di bawah dan bertanggung jaw ab kepada Mcnteri Keuangan. 



Pasal 4 

Pembinaan, pengaturan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilaksa­ 

nakan oleh Bapepam dalam rangka mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang 

teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepenlingan pemodal dan masyarakat, 

Pasal S 

Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalarn Pasal 3 dan Pasal 4, 

Bapeparn diberi kewenangan untuk : 

a. memberi: 

(I) izin usaha kepada Bursa Efek, Lem bag a Kliring dan Penjamin, Lembaga 

Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasehat 

Investasi dan Biro Administrasi Efek; 

(2) izin perorangan bagi Wakil Penjarnin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang 

Efek dan Wakil Manajer lnvestasi dan 

(3) persetujuan bagi Bank Kustodian, 

b. mewajibkan pendaftaran Profesi Penunjang Pasal Modal dan Wali Amanat; 

c. menyetujui pencalonan dan memberitahukan untuk sementara waktu komisaris dan 

atau direktur serta menunjuk manajemen sementra Bursa Efek. Lembaga Kliring dan 

Penjamin, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sampai dengan dipilihnya 

komisaris dan atau direktur yang baru; 

d. menetapkan tata cara dan persyaratan Pemyataan Pendaftaran serta menyatakan, 

menunda atau membatalkan efektifnya Pemyataan Pendaftaran; 

e. mengadakan pemeriksaan atau penyelidikan terhadap setiap Pihak dalam hal 

lerjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang ini 

dan peraturan pelaksanaannya; 

f. mewajibkan setiap Pihak untuk : 

I) menghentikan atau memperbaiki iklan atau promosi yang berhubungan dengan 

kegiatan di pasar modal; atau 

2) mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi akibat yang 

tirnbul dari iklan atau promosi dimaksud; 



g. melakukan pemeriksaan lerhadap : 

I) setiap Perusahaan Publik atau Emiten yang telah atau diwajibkan menyam­ 

paikan Pemyataan Pendaftaran kepada Bapepam; atau 

2) Pihak yang dipersyaratkan memiliki izin usaha, izin perorangan, persetujua, atau 

pendaftaran profesi berdasarkan Undang-undang ini; 

h. menumpuk Pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka 

pelaksanaan fungsi Bapepam sebagaimana dimaksud dalam huruf g; 

1. mengumumkan hasil pemeriksaan ; 

j. membekukan atau membatalkan pencatatan suatu Efek pada Bursa Efek, atau 

menghentikan Transaksi Bursa atas Efek tertentu untuk jangka waktu tertentu; 

k. menghenlikan kegiatan perdagangan Bursa Efek untukjangka waktu tertentu dalam 

ha! keadaan darurat; 

I. bertindak sebagai lembaga banding bagi Pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa 

Efek atau Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan 

Penyelesaian; 

m. menetapkan biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pemeriksaan dan 

penelitian serta biaya lain dalam rangka kegiatan pasar modal; 

n. melakukan tindakan tertentu yang diperlukan untuk mencegah kerugian 

masyarakat sebagai akibat pelanggaran atas ketentuan di bidang pasar modal; 

o. memberitahukan penjelasan lebih lanjut atas Undang-undang ini dan atau peraturan 

pelaksanaannya; dan 

p. menetapkan instrumen lain sebagi Efek selain yang telah ditentukan dalam 

Pasal I angka 4. 

Pasal6 

Setiap pegawai Bapepam yang diberi tugas untuk melakukan pemeriksaan atau penyi­ 

dikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dan setiap Pihak yang ditujuk oleh 

Bapepam untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

huruf h, dilarang memanfaatkan untuk diri sendiri atau mengungkapkan informasi yang 

diperoleh berdasarkan Undang-undang ini kepada Pihak manapun, selain dalam rangka 



upaya untuk mencapai tujuan Bapepam atau jika diharuskan oleh Undang-undang 

lainnya. 

BABIII 

BURSA EFEK, LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN, 

DAN LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN 

Bagian Kesatu 

Bursa Erek 

Paragraf l 

Perizinan Bursa Efek 

Pua17 

(I) Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Bursa efek adalah 

perseroan terbatas yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam. 

(2) Persyaratan dan tata cara perizinan Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(I) diatur lebih Ian jut dengan Peraturan Pemerintah. 

Paragraf2 

Tujuan dan Kepemilikan Bursa Efek 

(l) Bursa efek didirikan dengan tujuan menyelcnggarakan perdagangan Efek yang 
tertib, wajar dan efisien. 

(2) Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (I), Bursa Efek 

wajib menyediakan sarana pendukung dan mengawasi kegiatan anggota Bursa cfck. 

(3) Rencana anggaran tahunan dan penggunaan keuangan Bursa efek wajib terlcbih 

dahulu mendapat persctujuan Bapepam. 

Pasal 19 

Yang dapat menjadi pemegang saham Bursa Efek adalah Perusahaan Efek yang telah 

memperoleh izizn usaha untuk melakukan kegiatan sebagaimana Perantara Pedagang 
bftl:.. - 



Paragnf3 

Peratunn Bursa Elek dan Satuan Pemuiksa 

hallO 

( I)  Bursa efek wajib menetapkan peraturan mengenai keanggotaan, pencatatan, 

perdagangan, kcsepakatan Efek, kliring dan penyclcsaian Transaksi Bursa dan 

lain-lain yang berkaitan dengan kegiatan Bursa Efck. 

(2) Tata cara peralihan efck schubungan dcngan Transaksi Bursa ditetapkan olch 

Bursa Efek. 

(3) Bursa Efek dapar menctapkan biaya pencatatan Efek, iuran keanggotaan, biaya 

transaksi dan biaya Jain berkenaan dcngan jasa yang dibcrikan. 

(4) Biaya dan iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disesuaikan menurut 

kebutuhan pe)aksanaan fungsi Bursa efek. 

Pasal 11 

Bursa efck dilarang membuat ketentuan yang mcnghambat anggotanya menjadi anggota 

Bursa Efck lain atau mcnghambat adanya persaingan yang wajar. 

Pasal 12 

Peraturan yang wajib dibuat oleh Bursa Efek tcrmaksud perubahannya mulai berlaku 

setelah mcndapat persetujuan Bapepam. 

Pasal 13 

( I)  Bursa Efck wajib mempunyai satuan pemeriksaan yang bertugas menjalankan 

pemeriksaan scwaktu-waktu tcrhadap anggotanya serta terhadap kegiatan Bursa 

Efck. 

(2) Pimpinan satuan pemcriksaan wajib melaporkan secara langsung kepada direksi, 

dewan komisaris Bursa efek dan Bapepam tentang masalah-masalah material yang 

ditemuinya yang dapat mempengaruhi suatu Perusahaan Efek anggota Bursa 

Efek atau Bursa Efek yang bersangkutan. 

(3) Bursa efek wajib menyediakan semua laporan satuan pemeriksaan setiap saat 

apabila diperlukan oleh Bapepam. 



Bagian Kedua 

Lembega Kliring dan Penjamin, dan Lembaga 

Penyimpanan dan Penyelesaian 

Paragraf I 

Perizinao Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan 

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian 

Pasal 14 

( I )  Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Lembaga Kliring dan 

Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah perseroan 

terbatas yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam. 

(2) Persyaratan dan tata cara perizinan Lembaga Kliring dan Penjaminan atau 

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (I)  

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

Paragraf2 

Tujuan dan Kepemilikan Lembaga Kliring dan 

Penjamin, dan Lembaga Penyimpanan dao Peoyelesaian 

Passi IS 

( I !  Lembaga Kliring dan Penjamin didirikan dcngan tujuan menyediakan jasa kliring 

dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa yang tertib, wajar dan efisien. 

(2) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian didirikan dengan tujuan menyediakanjasa 

ustodian sentral dan penyclesaian transaksi yang tertib, wajar dan efisien. 

(3) Lembaga Kliring dan Penjamin, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dapai 

memberikan jasa lain berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam. 

(4) Rcncana anggaran tahunan dan pcnggunaan keuntungan Lembaga Kliring dan 

Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, wajib terlebih dahulu 

mendapat persetujuan Bapepam. 



Pmall6 

(I) Yang dapat menjadi pemegang saham Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga 

Penyimpanan clan Penyelesaian adalah Bursa Efek, Perusahaan Efek, Biro Administrasi 

Efek, Bank Kustodian atau Pihak lain alas persetujuan Bapepam. 

(2) Mayoritas saham Lembaga Kliring dan Penjamin wajib dimiliki oleh Bursa Efek. 

Paragraf3 

Peraturan Yang Wajib Ditetapkan Lembaga Kliring dan Penjamin, dan Lembaga 

Penyimpanan dan Penyelesaian 

Pasal 17 

( I) Lembaga Kliring dan Penjamin menetapkan peraturan mengenai kegiatan kl iring dan 

penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa termasuk ketentuan mengenai biaya 

pemakaian jasa. 

(2) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian menetapkan peraturan mengenai jasa 

Kustodian sentral danjasa penyelesaian transaksi Efek termasuk ketentuan mengenai 

biaya pemakaian jasa. 

(3) Penentuan biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (]) dan ayat (2) disesuaikan 

menurut kebutuhan pelaksanaan fungsi Lembaga Kliring dan Penjamirran atau 

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. 

Pasal 18 

Peraturan yang wajib ditetapkan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga 

Penyimpanan dan Penyelesaian termasuk perubahannya, mulai berlaku setelah mendapat 

persetujuan Bapepam . .  



BABIV 

REKSADANA 

Bagian Kesatu 

Bentuk Hukum clan Perlzinan 

ReksaDan1 

Pasal 19 

( I ) Reksa Dana dapat berbentuk : 

a. Perseroan terbatas; atau 

b. Konlrak lnvestasi Kolektif. 

(2) Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) huruf a, apat bersifat terbuka 
atau tertutup, 

(3) Yang dapat menjalankan usaha Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(I) huruf a adalah perusahaan yang telah mempcroleh izin usaha dari Bapepam. 

(4) Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam ayat ( I )  huruf b hanya dapat 

diselenggarakan oleh Manajer lnvestasi berdasarkaa Kontrak lnvestasi Kolektif. 

(5) Persayaaatan dan tata cara perizinan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

Pasal 20 

( I )  Pemegang saharn Reksa Dana terbuka dapat menjual kembali sahamnya kepada 
Reksa Dana 

<2) Dalarn hal pcmegang saharn melakukan pcnjualan kembali, Reksa Dana terbuka 

wajib membeli saham-saham tersebut. 

(3) Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat 
dilakukan apabila : 

a. Bursa Efek sebagian besar portofolio Efek Reksa Dana diperdagangkan 
ditutup; 



b. perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Eick Reksa Dana di Bursa 

Efek dihentikan; 

c. keadaan darurat; atau 

d. terdapat hal-hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi 

setelah mendapat persetujuan Bapeparn. 

Pasal 21 

( I)  Manajer lnvestasi sebagai pengelola Reksa Dana terbuka berbentuk Kontrak 

Investasi Kolektif dapat menjual dan membeli kembali unti penyertaan secara terus 

menerus sarnpai dengan jumah unit penyertaan yang ditetapkan dalarn kontrak. 

(2) Dalarn hal pemegang unit melakukan penjuaan kembali, Manajer lnvestasi wajib 

kembali unit penyertaan tersebut. 

(3) Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat 

dilakukan apabila : 

a. Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek Reksa Dana diperdagangkan 

ditutup; 

b. perdagangan Efek alas bagian besar portofolio Efek Reksa Dana di Bursa Efek 

dihentikan; 

c. keadaan darurat; atau 

d. terdapat hal-hal lain yang ditetapkan dalam konlrak pengelolaan investasi 

setelah mendapat persetujuan Bapepam. 

Bagian Kedua 

Pengelolaan Reksa Dana 

( 1 1  Pengelolaan Reksa Dana, baik yang berbentuk perseroan terbatas maupun yang 

berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dilakukan oleh Manajer Jnvesasi ber­ 

dasarkan kontrak. 

(2 l Kontrak pengelolaan Reksa Dana berbentuk perseroan terbatas dibuat oleh direksi 

dengan Manajer Investasi, 



(3) Konuak pengelolaan Reksa Dana terbuka berbentuk Konlrak Jnvestasi Kolektif 

dibuat antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian. 

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut 

oleh Bapepam. 

Pllllll23 

Manajer Reksa Dana terbuka berbentuk perseroan terbatas dan Kontrak Jnvestasi 

Kolektif wajib menghitung nilai pasar wajar dari Efek dalam portofolio setiap hari bursa 

berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam. 

PIIIIII 24 

Nilai saham Reksa Dana terbuka berbentuk perseroan terbatas dan nilai unit penyertaan 

Kontrak Investasi Kolektif ditentukan berdasarkan nilai aktiva bersih. 

(I) Reksa Dana dilarang mcnerima dan atau memberikan pinjaman secara langsung. 

(2) Reksa Dana dilarang membeli saharn atau unit pemyertaan Reksa Dana lainnya. 

(3) Pembatasan investasi Rcksa Dana diatur lebih lanjut oleh Bapepam. 

Pual 26 

( I ) Scmua kekayaan Reksa Dana wajib disimpaan pada Bank Kustodian. 

(2) Bank Kustodian scbagaimana dimaksud dalam ayat (I) dilarang terafiliasi dengan 

Manajer lnvestasi yang mengclola Reksa Danar. 

(3) Reksa Dana wajib mcnghitung nilai aktiva bersih dan mengumurnkannya. 

PIIIIII '1:1 

( I)  Kontrak penyimpanan kekayaan Rcksa Dana berbentuk perseroan terbatas dibuat 

oleh direksi Reksa Dana dengan Bank Kustodian. 

(2) Kontrak penyimpnan kckayaan investasi kolcktif dibuat antara Manajer lnvcstasi 

degan Bank Kustodian. 



(3) Ketenuan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( I) dan ayat (2) diatur lebih lanjut 
oleh Bapepam. 

Pua.128 

(I) Manajer Investasi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jaw ab menjalankan 
tugas sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan Reksa Dana. 

(2) Dalam hat Manajer Investasi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimanya 
dimaksud dalam ayat (I), maka Manajer Investasi tersebut wajib benanggung jawab 
atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya. 

BABV 

PERUSAHAAN EFEK, WAKIL PERUSAHAAN EFEK 

DAN PENASEHATA INVESTASI 

Bagian Kesatu 

Perizinan Perusahaan Efek 

Pual 29 

()) Yang dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Perusahaan Efek adalah perseroan 
terbatas yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam. 

(2) Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam 
ayat ())  dapat melakukan kegiatan sebagaia Penjamin Emisi Efek, Perantara 
Pedagang Efek dan atau Manjer Invesasi serta kegiatan Jain sesuai dengn ketentuan 
yang ditetapkan oleh Bapepam. 

(3) Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara 
Pedagang Efek dan atau Manajer lnvestasi hanya untuk Efek yang bersifat utang 
yang jatuh temponya idak lebih dari satu tahun, senifikat deposito, polis asuransi, 
Efek yang diterbitkan atau dijamin Pemerintah Indonessia atau Efek lain yang 
ditetapkan oleh Bapepam, tidak diwajibkan untuk memperoleh izin usaha sebagai 
Perusahaan Efek. 



(4) Pcrsyaratan dan tata cara perizinan Perusahaan Efek diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Pemeri ntah. 

Pual30 

Perusahaan Efek benanggung jawab tcrhadap scgala kegiatan yang berkaitan degan 

Efek yang dilakukan oleh direktur, pcgawai serta Pihak lain yang bekerja untuk 

pcrusahaan tersebut. 

Bagiao Keclua 

Perizinan Wakil Pen111b•an Efek 

Pasal 31 

(I) Yaang dapat melakukan kegiatan sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil 

Perantara Pedagang Efek atau Wakil Manajer Jnvestasi hanya pcrorangan yang 

telah mempcroleh izin dari Bapeparn. 

(2) Persyaratan dan tata cara pcrizinan Wakil Perusahaan Efek diatur lebih lanjut 

dengan Peraturan Pcmerintah. 

Pasal 32 

(I) Perorangan yang memiliki izin untuk bertindak sebagai Wakil Penjarnin Emisi 

Efek dapat bcrtindak scbagai Wakil Perantara Pedagang Efck. 

(2) Perorangan yang memiliki izin untuk bertindak sebagai Wakil Penjarnin Emisi 

Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek atau Wakil Manajer Investasi dilarang 

bekerja pada lebih dari satu Perusahaan Efek. 

Bagiao Ketiga 

Perizinan Penasebat Jnvcstasi 

Pasal 33 

( I )  Yang dapat melakukan kegiatan sebagai Penasehat Jnvestasi adalah Pihak yang 

Lelah memperoleh izin usaha dari Bapepam. 



(2) Persyaratan clan tata cara perizinan Penasehat Invcstasi diatur lebih lanjut dcngan 
Peraturan Pemerintah. 

Bagian Keempat 

Pedoman Perillku Perusabaan Elek clan Penasebat 

Inveswi 

Pasal 34 

Perusahaan Efek atau Penasehaat Investasi dilarang : 

a. menggunakan pengaruh ataau mengadakan tekanan yang bertentang dengan 
kepentingan nasabah; 

b. mengungkapkan narna atau kegiatan nasabahnya, kecuali diberi instruksi secara 
teertulis oleh nasabahnya atau diwajibkan menurut peraturan perundang­ 
undangan yang berlaku; 

c. mcngemukakan secara tidak benar atau tidak mengemukakan fakta yang macrial 
kepada nasabahnya mcngenai kemarnpuan usaha atau keadaan keuangannya; 

d. merekomendasikan pada nasabahnya untuk membeli atau menjual Efek tanpa 
memberiahukan adanya kepentingan Perusahaan Efek dan Penasehat Investasi 
dalarn Efek tersebut; atau 

e. membeli atau memiliki Efek untuk rekening Perusahaan Efek itu scndiri atau 
untuk rekening Pihak terafiliasi, jika terdapat kelebihan permintaan beli dalam 

Penawaran Umum dalam hal Perusahaan Efek tersebut bertindak sebagai 
Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjual, kecuali apabila pesanan Pihak yang 
tidak terafiliasi telah terpenuhi seluruhnya. 

Pasal 35 

Perusahaan Efek atau Penasehat Investasi wajib : 

a. mcngetahui latar belakang, keadaan keuangan dan tujuan investasi nasabahnya; dan 

b. membuat dan menyimpan catatan dengan baik mengenai pesanan, transaksi dan 
kondisi keuangannya. 



Pasal 36 

Perusahaan Efek yang mencrima Efek dari nasabahnya wajib : 

a. menyimpan Efek tersebut dalam rekening yang terpisah dari rekening Perusahaan 

Efek; dan 

b. menyelenggarakan pembukuan secara terpisah untuk setiap nasabah dan menyediakan 

tempat penyimpanan yang aman atas harta nasabahnya; 

sesuai dengan tatacara yang ditetapkan oleh Bapepam. 

Pasal 37 

Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Perantara Pedagang Efek dilarang 

melakukan transaksi atas Efek yang tercatat pada Bursa Efek, apabila nasabah yang tidak 

teralifiasi dari Perusahaan Efek tersebut telah memberikan instruksi untuk membeli 

dan atau menjual Efek yang bersangkutan dan Perusahaan Efek tersebut belum 

melaksanakan instruksi tersebut. 

Pasal 38 

Penjamin Emisi Efek wajib mematuhi semua ketentuan dalam kontrak penjaminan 

emisi Efek sebagaimana dimuat dalam Pemyataan Pendaftaran. 

p..,.139 

Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek harus mengungkapkan 

dalam Prospektus adanya hubungan Afiliasi atau hubungan lain yang bersifat material 

antara Perusahaan Efek dengan Emiten. 

Pasal 40 

Dalam hal Perusahaan bertindak sebagai Manajer lnvestasi dan juga sebagai Perantara 

Pedagang Efek, atau Pihak terafiliasi dari Perusahaan Efek tersebut bertindak sebagai 

Perantara Pedagang Efek untuk Reksa Dana, perusahaan Efek atau Pihak teralifiasi 

dimaksud dilarang rnemungut komisi atau biaya dari Reksa Dana yang lebih tinggi dari 

komisi atau biaya yang dipungut oleh Perantara Pedagang Efek yang tidak terafiliasi. 



Pasal 41 

Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Manajer Investasi atau Pihak terafiliasinya 

dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun baik langsung maupun tidak 

langsung yang dapat mempengaruhi Manajer lnvestasi yang bersangkutan untuk membeli 

atau menjual Efek untuk Reksa Dana. 

BABVI 

LEMBAGA PENUNJANG PASAR MODAL 

Bagi.an Kesatu 

Kustodian 

Paragrar I 

Persetujuan Sebagai Kustodian 

Pasal 42 

(I) Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian adalah 

Lembaga Pcnyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Efek, atau Bank Umum yang 

lelah mendapat persetujuan Bapepam. 

(2) Persyaratan dan tata cara pemberian persetujuan bagi Bank Umum sebagai 

. Kustodian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

Paragraf2 

Efek Yang Dititipkan 

Pasal 43 

(I) Kustodian yang menyelenggarakan kegiatan penitipan bertanggung jaw ab untuk 

menyimpan Efek milik pemegang rekening, dan memenuhi kewajiban lain sesuai 

dengan kontrak antara Kustodian dan pemegang rekening dimaksud. 

(2) Efek yang dititipkan wajib dibukukan dan dicatat secara lcrsendiri. 

(3) Efck yang tersimpan atau tercatat pada rekening Efek Kustodian bukan merupakan 

bagian dari harta Kustodian tersebut. 



Paul44 

Kustodian hanya dapat mengeluarkan cfek atau dana yang tercatat pada rekening Efck 

atas perintah tcrtulis dari pemegang rekcning atau Pihak yang diberi wewenang untuk 
bertindak atas namanya. 

PISll 45 

Kustodian wajib membcrikan ganti rugi kcpada pemegang rckening alas setiap 
kcrugian yang timbul akibat kesalahannya. 

( I )  Kustodian atau Pihak terafiliasinya dilarang memberikan keterangan mengenai 
rekening cfek kepada Pihak manapun, kecuali kepada : 

a. Pihak yang ditunjuk sccara tertulis olch pemegang rekening atau ahli waris 
pemegang rekcning; 

b. Polisi, Jaksa atau Hakim untuk kepentingan peradilan perkara pidana; 

c. Hakim untuk kepentingan peradilan perkara perdaa atas permintaan Pihak­ 
pihak yang betperkara; 

d. Pcjaba Pajak untuk kepentingan pcrpajakan; 

e. Bapcpam, Bursa Efek, Lcmbaga Kliring dan Penjaminan, Emiten, Biro 
Administrasi Efek atau Kustodian lain dalam rangka melaksanakan fungsinya 
masing-masing; atau 

f. Pihak yang mcmberikan jasa kepada Kustodian termasuk konsultan, 
Konsultan Hukum dan Akuntan Publik. 

(2) Setiap Pihak sebagaimana dimaksud dalama ayat ( I )  huruf a sampai dengan huruf f 
yang memperoleh kelerangan mengenai rekcning Efek dari Kustodian atau Afiliasinya 
dilarang memberikan keterangan dimaksud kepada Pihak manapun, kecuali 
dpcrlukan dalam pelaksanaan fungsinya masing-masing. 

(3) Permintaan untuk memperoleh keterangan mengenai rekening Efek nasabah 
sebagairnana dimaksud dalam ayat ( I )  huruf b, huruf c, dan huruf d diajukan oleh 
Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung atau 



-Direk1uF Jenderal Pajak kepada Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, 
Ketua Mahkamah Agung atau Direktur Jenderal Pajak kepada Bapepam untuk 
memperoleh persetujuan dengaan menyebutkan nama danjabatan polisi,jaksa, hakim 
atau pejabat pajak, dan nama atau nomor pemegang rekening serta sebab-sebab 
keterangan diperlukan serta alasan pengajuan permohonan permintaan. 

Bagian Kedua 

Biro Administrasi Efek 

Pasal 47 

( I )  Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Biro Administrasi Efek 
adalah perseroan terbatas yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam. 

(2) Persyaratan dan tata cara perizinan Biro Administrasi Efek sebagaimana 
dimaksudkan dalam ayat (I)  diatur lebih Jan jut dengan Peraturan Pemerintah. 

Pasal 48 

(I) Pendaftaran pemilikan Efek dalam buku daftar pemegang Efek Emiten dan 
pembangian hak yang berkaitan dengan Efek dapat dilakukan oleh BiroAdministrasi 
Efek berdasarkan kontrak yang dibuat oleh Emiten dengan Biro Administrasi Efek 
dimaksud. 

(2) Kontrak sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) wajib secara jelas memuat hak dan 
kewajiban Biro Administrasi Efek dan Emiten, termasud kewjiban kepada pemegang 
Efek. 

Bagian Ketiga 

WaliAmanat 

Pasal 49 

(I)  Kegiatan usaha sebagaimana Wali Aman at dapat dilakukan oleh : 

a. Bank Umum; dan 

b. Pihak lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 



(2) Untuk dapat menyelenggaraan kegiatan usaha sebagai Wali Amanat. Bank Umum 

atau Pihak lain. sehagaimana dimaksud dalam ayat ( I )  wajih terlehih dahulu terdaftar 

di Bapepam. 

(3) Persyaratan dan tata cara pendaflaran Wali Amanat diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Pemerintah. 

Pasal 50 

( I )  Wali Amanat dilarang mempunyai hubunganAfiliasi dengan Emiten, kecuali hubungan 

Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah. 

(2) Wah Amanat mewakili kepentingan pemegang Efek bersifat utang baik di dalam 

maupun di luar pengadilan. 

(3) Wali Amanat dilarang mempunyai hubungan kredit dengan Emiten dalarn jumlah 

sesuai dengan ketentuan Bapepam yang dapat mengakibatkan benturan kepentingan 

antara Wali Amanat sebagai kreditur dengan pemegang Efek bersifat utang. 

( 4) Penggunaan jasa Wali Amanat ditentukan dalam peraturan Bapeparn. 

Pasal 51 

Emiten dan Wali Amanat wajib membuat kontrak perwaliamanatan sesuai dengan 

ketentuan yang ditetapkan oleh Bapeparn. 

Pasal 52 

Wali Arnanat wajib memberikan ganti rugi kepada pemegang Efek bersifat utang atas 

kerugian karena kelalaiannya dalarn pelaksanaan tugasnya sebagaimana diatur dalam 

Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya serta kontrak perwaliamanatan. 

Pasal53 

Wali Amanat dilarang merangkap sebagai penanggung dalam emisi Efek bersifat 

utang yang sarna 



BAB VII 

PENYELESAIAN TRANSAKSI BURSA DAN 

PENITIFAN KOLEKTIF 

Bagian Kesatu 

Penyelesaian Transaksi Bursa 

Pasal54 

( 1) Penyelesaian Transaksi Bursa dapat dilaksanakan dengan penyelesaian pembukuan, 
penyelesaian fisik atau cara lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 

(2) Lembaga Kliring dan Penjamin wajib menjamin penyelesaian Transaksi Bursa. 

(3) Tata cara dan jaminan penyelesaian Transaksi Bursa sebagaimana dimaksud dalam 
ayat ( I)  dan ayat (2) didasarkan pada kontrak antara Bursa Efck. Lembaga Kl iring 
dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. 

(4) Untuk menjamin penyelesaian Transaksi Bursa sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(2), Lembaga Kliring dan Penjaminan dapat menetapkan dana jaminan yang wajib 
dipenuhi oleh pemakai jasa Lembaga Kliring dan Penjaminan. 

(5) Kontrak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan penetapan dana jaminan 
sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (4) mulai berlaku setelah mendapatkan 
persetujuan Bapepam. 

Bagian Kedua 

Penitipan Kolektif 

Pasa155 

( I )  Efek dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian 
dicatat dalam buku daftar pemegng Efek Emiten atas nama Lembaga Penyimpanan 
dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada lembaga Penyim­ 
panan dan Penyelesaian yang bersangkutan. 

(2) Efek dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang 
dicatat dalarn rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat 



atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek termaksud untuk kepentingan 

pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersehut. 

(3) Apabila Efek dalam Pemtipan Kolektifpada Bank Kustodian merupakan bagian dari 

portofolio Efek dari suatu Kontrak lnvestasi Kolektif dan tidak termaksud dalam 

Penitpan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Efek 

tersebut dicatat dalam buku daftar pemegang Efek Emiten alas nama Bank 

Kustodian untuk kepentingan pemilik unit penyertaan dari Kontrak lnvestasi 

Kolektif tersebut. 

(4) Emiten wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan 

dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat ( I )  atau Bank Kustodian 

sebagaimana dimaksud dalarn ayat (3) sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku 

daftar pemegangg Efek Emiten. 

(5) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek 

wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti 

pencatatan dalam rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam ayat ( I )  dan ayar (2). 

Pasal 56 

Dalam Penitipan Kolektif, Efek dari jenis dan kelas yang sama yang diterbitkan oleh 

Emiten tertentu dianggap sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain. 

Pasal 57 

(I) Kustodian wajib mencatat mutasi kepemilikan Efek dalam Penitipan Kolektif 

dengan menanbah dan mengurangi Efek pada masing-masing rekening Efek. 

(2) Emiten wajib memutasikan Efek dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas 

narna Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dalam buku 

daftar pemegang Efck Emiten menjadi alas nama Pihak yang ditunjuk oleh 

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian. 

(3) Emiten wajib menolak pencatatan Efck ke dalam Penitipan Kolektif apabila 

Efek tcrsebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang menerima mutasi dimaksud 

memberikan bukti dan atau jarninan yang cukup bagi Emiten. 

(4) Emiten wajib mcnolak pencatatan Efek masuk kedalarn Penitipan Kolektif apabila 



Efek tersebut dijamin berdasarkan putusan pengadilan atau disita untuk kepentingan 
pemeriksaan perkara pidana. 

( I)  Pemegang rekening sewaktu-waktu berhak menarik dana dan atau Efek dari 
rekening Efeknya pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. 

(2) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dapat menolak penarikan dana dan atau 

pemutasian Efek dari rekening Efek sebagaimana dimaksud diblokir, dibekukan 
atau dijaminkan. 

(3) Pemblokiran Rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat 
dilakukan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas perintah tertulis dari 
Bapeparn, atau berdasarkan permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Daerah, 
Kepala Kejaksaan Tinggi atau Ketua Pengadilan Tinggi untuk kepentingan 
peradilan dalam perkara perdata atau pidana. 

Pasal 59 

(I) Pemegang rekening yang Effeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak 
mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Efek. 

(2) Emiten, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan 
Efck wajib segera menyerahkan deviden, bunga, saham bonus atau hak-hak Jain 
sehubungan dengan pemilikan Efek dalam Penitipan Kolektif kcpada pemegang 
rckening. 

Pasal 60 

Efek dalam Penitipan Kolektif, kccuali Efek atas rekening Reksa Dana dapat di­ 
pinjamkan atau dijaminkan. 

Pasal61 

Anggaran dasar Emiten wajib memuat ketentuan mengenai Penitipan Kolektif. 

Pasal 62 

Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif diatur lebih lanjut oleh Bapepam. 



BAB VIII 

PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL 

Bagian Kesatu 

Pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal 

Pasal 63 

( I )  Profesi Penunjang Pasar Modal terdiri alas : 

a. Akuntan; 

b. Konsultan Hukum; 

c. Penilaian; 

d. Notaris; dan 

e. Profesi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 

(2) Untuk dapat melakukan kegiatan di bidang pasar modal. Profesi Penunjang Pasar 
Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (I)  wajib terlebih dahulu terdaftar di 
Bapeparn. 

(3) Ketentuan mengenai pendaftaran Profesi Penunjang Pasal Modal ditetapkan dengan 
Peraturan Pemerintah. 

Pasal64 

( 1) Pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal di Bapeparn menjadi batal apabila izin 
profesi yang bersangkutan dicabut.oleh instansi yang berwenang. 

(2) Jasa dari Profesi Penunjang Pasar Modal di bidang pasar modal yang telah 

diberikan sebelumnya tidak menjadi batal karena batalnya pendaftaran profesi, 
kecuali apabila jasa yang diberikan tersebut merupakan sebab dibatalnya pen­ 
daftaran atau dicabutnya izin profesi yang bersangkutan. 

(3) Dalam hal pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal dibatalkan. Bapepam dapat 

melakukan pemeriksaan atau penilaian atas jasa lain berkaitan dengan pasar modal 
yang telah diberikan sebelumnya oleh Profesi Penunjang Pasar Modal dimaksud 
untuk menentukan berlaku atau tidak berlakukan jasa tersebut. 



(4) Dalam hal rnemutuskan bahwa jasa yang diberikan oleh Profesi Penunjang Pasar 
Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak berlaku, Bapepam dapat 
mewajibkan perusahaan yang menggunakan jasa Pn:,fesi Pcnunjang Pasar Modiu 
lain untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian atas perusahaan dima)mid. 

Bagian Kedua 

Kewajiban Proresi Penunjang Pasar Modal 
I 

Pasal 65 

Setiap Profesi Penunjang Pasar Modal wajib rnentaati kodc etik dan standar profesi yang 
ditetapkan oleh asosiasi profesi masing-masing scpanjang tidak bertentangan dengan 
Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya. 

Pasal 66 

Dalam melakukan kcgiatan usaha di bidang pasar modal. Profsi Penunjang Pasar Modal 
wajib memberikan pendapat atau penilaian yang independcn. 

Pasal 67 

Akuntan yang terdaflar pada Bapepam yang memeriksa laporan keuangan Emitcn, 
Bursa Efek, Lernbaga Kliring dan Penjarninan, Lernbaga Penyimpanan dan Pcnyelcsaian 
dan Pihak lain yang mclakukan kegiatan di bidang pasar modal wajib menyarnpaikan 
laporan yang sifatnya rahasia kepada Bapepam selambat-Iarnbatnya dalam waktu 3 

(tiga) hari kcrja sejak ditemukan adanya hal-hal sebagai berikul : 

a. pelanggaran yang dilakukan terhadap keientuan dalam Undang- Undang ini dan 
atau peraturan pelaksanaannya; atau 

b hal-hal yang dapat membahayakan kcadaan keuangan Jambaga termaksud, atau 

kepenungan para nasabahnya. 



Bagian Ketiga 

Standar Akuntansi 

Pasal 68 

( ])  Laporan keuangan yang disampaikan kepada Bapepam wajib disusun berdasarkan 

prinsip akuntansi yang berlaku umum. 

(2) Tan pa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalarn ayat (I)  Bapeparn dapat 

menentukan ketentuan akuntasi di bidang pasar modal. 

BABIX 

EMITEN DAN PERUSAHAAN PUBLIK 

Bagian Kesatu 

Pernyataan Pendaftaran 

Pasal 69 

(I)  Yang dapat melakukan Penawaran Umum hanyalah Emitcn yang tclah menyarnpaikan 

Persyaratan Pendaftaran kepada Bapeparn untuk mcnawarkan atau menjual Efek 

kepada masyarakat dan Pemyataan Pendaftaran tersebut telah efektif. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalarn ayat (I) tidak berlaku bagi penawaran 

Efek yang bersifat utang yang jatuh temponya tidak lebih dari satu tahun, 

sertifikat deposito, polis asuransi, Efek yang dikeluarkan/diterbitkan atau dijarnin 

Pemerintah Indonesia atau Efek lain yang ditetapkan oleh Bapeparn. 

Pasal 70 

Tidak satu Pihakpun dapat menjual Efek dalam Penawaran Umum, kecuali pembeli 

atau pemesan menyatakan dalarn formulir pemesanan Efek bahwa pembeli atau pemesan 

lelah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektur berkenan 

dengan Efek yang bersangkutan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. 

Pasal 71 

( I )  Penjarnin Pelaksana Emisi Efek ditunjuk oleh Emiten 



(2) Dalam hal Penjamin Pelaksana Emisi Efek lebih dari satu: maka Penjamin Pelaksana 

Emisi Efek bertanggung jawab baik sendiri-sendiri maupun bersarna-sama alas 

penyelenggaraan Penawaran Umum. 

(3) Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Emiten benanggung jawab alas kebenaran dan 

kelengkapan Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan kepada Bapepam. 

Pasal 72 

Setiap Perusahaan Publik wajib mcnyarnpaikan Pemyataan Pendaftaran kepada Bapepani. 

Bagion Kedua 

Tata Cara Penyampaian Pernyataan Pendaftaran 

Pasal 73 

(\) Pemyataan Pendaftaran mcnjadi efektif pada hari ke-45 (empal puluh lima) sejak 

diterimanya Pernyataan secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika 

dinyatakan efektif oleh Bapcparn. 

(2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat ()), Bapeparn dapat 

menerima perubahan dan atau tambahan informasi dari Emiten atau Perusahaan 

Publik. 

(3) Dalarn hal Perusahaan Publik atau Emiten menyampaikan perubahan atau tarn­ 

bahan informasi, Pernyataan Pendaftaran tersebut dianggap telah disampaikan 

kembali pada tanggal diterimanya perubahan atau tambahan informasi tersebut. 

( 4) Pernyataan Pendaftaran tidak dapat menjadi efektif sampai saai informasi tambahan 

atau perubahan atau perubahan sebagaimana dimaksud dalarn ayat (2) diterima 

dan telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Bapepam, 

Pasal 74 

(I) Bapepam wajib memperhatikan lcelengkapan, kecukupan, onjektivias, kemudahan 

untuk dimengerti dan keje lasan dokumen Pernyataan Pendaftaran untuk 

memastikan bahwa Pernyataan Pendaftaran memenuhi prinsip keterbukaan. 

(2) Bapepam tidak memberikan penilaian alas keunggulan dan kelemahan suatu Efek. 



"-17S 

Jika dalarn.Pernyataan Pendaftaran dinyatakan bahwa Elek akan dicatatkan pada Bursa 

Efek dan ternyata persyaratan pencatatan tidak dipenuhi, maka penawaran atas Efek 

batal demi hukum dan pembayaran pesanan Elek dimaksud wajib dikembalikan kepada 

pemesan. 

Pasal 76 

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penyampaian Pernyataan Pendaftaran 

diatur lebih lanjut oleh Bapeparn. 

Bagian Ketiga 

Prospektus dan Pengumuman 

Pasal 77 

( I )  Setiap Prospektus dilarang memuat keterangan yang tidak benar tentang fakta 

material, atau tidak memuat keterangan yang benar tentang fakta material yang 

diperlukan agar Prospektus tidak memberikan garnbaran yang menyesatkan. 

(2) Setiap Pihak dilarang menyatakan baik langsung maupun tidak langsung bahwa 

Bapeparn telah menyetujuimengizinkan atau mengesahkan suatu Efek, ataupun telah 

melakukan penelitian atas berbagai segi keunggulan atau kelemahan dari suatu 

Elek. 

(3) Ketentuan mengenai Prospektus diatur lebih lanjut oleh Bapeparn. 

Pasal78 

( I )  Setiap pengumuman, dalam media massa yang berhubungan dengan suatu 

Penawaran Umum dilarang memuat keterangan yang tidak benar tentang fakta 

material dan atau tidak memuat persyaratan tentang fakta material yang diperlukan 

agar keterangan yang dimuat di dalam pcngumumantersebut tidak memberikan 

garnbaran yang menyesatkan. 

(2) Hal-ha! yang diumumkan dan isi serta persyaratan pengumuman sebagaimana 

dimaksud dalam ayat ( I )  diatur lebih lanjut oleh Bapepam. 



Bagiao Keempal 

Tanggung Jawab Alas lnformasi Yang Tidak Benar Atau Menyesatkan 

Pasal 79 

(I)  Jika Pemyataan Pendaftaran dalarn rangka Penawaran Umum memuat informasi 

yang tidak benar tentang fakta material atau tidak rnemuat informasi fakta material 

sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan atau pcraturan pclaksanaannya 

schingga informasi dimaksud mcnycsatkan, maka : 

a. setiap Pihak yang menandatangani Pernyataan Pendaftaran: 

b. dircktur atau komisaris Emiten pada waktu Pernyataan Pcndaftaran menjadi 

efelr.tif; 

c. Penjarnin Pclaksana Emisi Efck; dan 

d. Profesi Penunjang Pasar Modal atau Pihak lain yang mcmberilr.an pendapat 

atau keterangan dan atas persctujuannya dimuat dalam Pemyataan Pendaftaran. 

wajib bertanggung jawab baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama alas kerugian 

yang timbul akibat pcrbuatan dimaksud. 

(2) Pihak sebgaimana dimaksud dalarn ayat ( I)  huruf d, hanya benanggung jaw ab atas 

pendapat atau keterangan yang diberikannya, 

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat {I) tidak berlaku dalam hal Pihak 

sebagairnana dimaksud dalarn ayat (I) huruf c dan huruf d dapat membuktikan 

bahwa Pihk yang bersangkutan telah bertindak secara profesional dan telah 

mengarnbil langkah-langkah yang cukup untuk memastikan bahwa : 

a. persyaratan atau keterangan yang dimuat dalam Pemyataan Pendaftaran adalah 

benar; dan 

b. tidak ada fakta material yang dikctahuinya yang tidak dirnuat dalam 

Pernyataan Pendaftaran yang diperlukan agar Pcrnyataan Pendaftaran 

tersebut tidak menyesatkan. 

(4) Tuntutan ganti rugi dalam hal tcrjadi pelanggaran sebagaimana dimaksudkan 

dalam ayat ( I ) ,  hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak 

Pemyataan Pendaftaran efektif. 



Pasal 80 

( I )  Setiap.Pihak yang menawarkan atau mcnjual Efck dengan menggunakan Prospektus 
atau dengan cara lain baik tertulis maupun lisan yang mernuat informasi yang 

tidak benar tentang fakta material atau tidak memuat infonnasi tentang fakta material 
dan Pihak tersebut mengetahui atau sepatutnya mengetahui mengenai hak tersebut, 
wajib bertanggungjawab alas kerugian yang timbul akibat Perubahan dimaksud. 

(2) Pembeli Efek yang telah mengetahui bahwa infonnasi tersebut tidak benar dan 
menyesatkan sebelum melaksanakan pembelian Efek tersebut tidak dapat mengajukan 
tuntutan ganti rugi terhadap kerugian yang timbul dari transaksi Efek dimaksud. 

Bagian Kelima 

Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Benturan 

Kepentingan, Penawaran Tender, Penggabungan, 

Peleburan dan Pengambilalihan 

Pasal 81 

( 1 )  Bapeparn dapat mewajibkan Perusahaan Publik atau emiten untuk memberikan Hak 
Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada sctiap pemegang saharn secara protesional. 

apabila Perusahaan Publik atau Erniten tersebut menerbitkan saharn atau Efek yang 
dapat ditukar dengan saharn Perusahaan Publik atau Emiten tersebut. 

(2) Bapeparn dapat mewajibkan Perusahaan Publik atau Emiten untuk memperoleh 
persetujuan mayoritas pcmegang saharn independen, apabila Perusahaan Publik atau 
Emiten tersebut melakukan transaksi dimana kepentingan ekonomis Perusahaan 

Publik atau Emiten tersebut berbenturan dengan kepentingan ekonomis pribadi 

direktur, komisaris atau pemegang saham utama Perusahaan Publik atau Emiten 
dimaksud. 

(3) Persyaratan dan tata cara penerbitan hak memesan Efek terlebih dahulu dan transaksi 
yang mempunyai benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalarn ayat (I) dan 

ayal (2), diatur lebih lanjut oleh Bapeparn. 

Pasal 82 

Setiap Pihak yang melakukan Penawaran Tender untuk membeli Efek Perusahaan Publik 



atau Emiten wajib mengikuti ketentuan mengenai keterbukaan, kewajaran dan pelaporan 

yang ditetapkan oleh Bapepam. 

Pasal 83 

Perusahaan Publik atau Emiten yang melakukan penggabungan, peleburan, atau 

pengarnbilalihan perusahaan lain, wajib mengikuti ketentuan mengenai keterbukaan, 

kewajaran dan pelaporan yang ditetapkan Bapepam. 

BABX 

PELAPORAN DAN KETERBUKAAN INFORMASI 

Pasal 84 

Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, 

Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasehat lnvestasi, Biro Administrasi Efek, Bank 

Kustodian, Wah Amanat serta Pihak lainnya yang telah memperoleh izin, persetujuan 

atau pendaftaran dari Bapeparn wajib menyampaikan laporan kepada Bapepam, 

Pasal85 

(I) Emiten yang Persyaratan Pendaftaran telah menjadi efektif atau Perusahaan Publik 

wajib: 

a. menyarnpaikan laporan secara berkala kepada Bapeparn dan mengumumkan 

laporan tersebut kepada masyarakat; dan 

b. menyampaikan laporan kepada Bapepam dan menggumumkan kepada 

masyarakat tentang material yang dapat mempengaruhi harga efek selambat­ 

larnbatnya pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya peristiwa tersebut. 

(2) Perusahaan Publik atau emiten yang Persyaratan Pendaflarannya telah menjadi 

efektif dapat dikecualikan dari kewajiban untuk menyarnpaikan laporan sebagimana 

dimaksud dalarn ayat (I) berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapeparn. 

Pasal 86 

(I) Direktur atau komisaris Perusahaan Publik atau Emiten wajib melaporkan kepada 



Bapepam alas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham 

perusahaan tersehut. 

12) Setiap Pihak yang memiliki sekurang-kurangnya 5% (lima perseratus) saham 
Perusahaan Publik atau Emiten wajibmclaporkankepada Bapepam atas kepemilikan 

danscuapperubahan kepemilikannya atas saham perusahaan tersebut. 

(3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayal (] )  dan ayat (2) wajib disampaikan 
selambal--Jamhalnya a 10 (sepuluh) hari sejak lerjadinya kepemilikan alas saham 
Perusahaan Publik atau Emiten tersebut, 

Pasa187 

Ketentuan dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 84, 

Pasal 85 dan Pasal 86 diatur lebih lanjut oleh Bapepam. 

Passi 88 

(]) lnformasi yang wajib disampaikan oleh setiap Pihak kepada Bapepam berdasarkan 

ketentuan Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya, lersedia untuk 

umum. 

(2) Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( I )  hanya dapat 
dilakukan oleh Bapepam. 

BABXI 

PENIPUAN, MANIPULASI PASAR DAN 

PERDAGANGAN ORANG DALAM 

Passi 89 

Dalam kegiatan perdagangan Efek, setiap Pihak dilarang secara langsung atau tidak 

langsung: 

a. menipu atau mengelabui Pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apapun; 

b. turul serta menipu atau mengelabui Pihak lain; dan 

c. rnembuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengun­ 

gkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan 



mengenai keadaan yang terjadi pada saat pemyataan dibuat dengan maksud untuk 
mengutungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau Pihak lain atau 
dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli atau menjual Efek. 

Pasa190 

Setiap Pihak dilarang melakukan tindakan baik langsung maupu tidak langsung dengan 
tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan 
perdagangan, keadaan pasar atau harga Efek di bursa Efek. 

Pasal 91 

Setiap Pihak baik sendiri-sendiri maupun bersamadengan Pihak lain, dilarang melakukan 
2 (dua) lransaksi Efek atau lebih baik langsung maupun tidak langsung sehingga 
menyebabkan harga Efek di Bursa Efek tetap, naik atau turun dengan tujuan mern­ 
pengaruhi Pihak lain untuk membcli, menjual atau menahan Efek. 

Pasal 92 

Setiap Pihak dilarang, dengan cara apapun, mcmbuat pemyataan, atau memberikan 
keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi 
harga Efek di Bursa Efek, apabila pada saal pemyataan dibuat atau keterangan diberikan : 

a. Pihak yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pemyataan 
atau keterangan tersebut secara material tidak benar atau menyesatkan; atau 

b. Pihak yang bersangkutan tidak cukup berhati-hati dalam menetukan kebenaran 
material dari pernyataan atau keterangan tersebut. 

Pasal93 

Bapepam dapat menetapkan tindakan tertentu yang dapat dilakukan oleh Perusahaan 
Efek yang bukan merupakan tindakan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 90 dan Pasal 91 .  

Pasal 94 

Orang Dalarn dari Perusahaan Publik atau Emiten yang mempunyai Informasi Orang Dalam 
dilarang melakukan pembelian atau penjualan alas Efek : 



a. Perusahaan Publik atau Emiten dimaksud; atau 

b. perusahaan lain yang melakukan trunsaksrdengan Perusahaan Puhlik atau Enuten 

yang hersangkutan. 

Orang Dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dilarang : 

a. mempengaruhi Pihak lain untuk melakukan pemhelian atau pcnjualan atas Efek 

dimaksud; atau 

b. memberi lnformasi Orang Dalam kepada Pihak manapun yang patut diduganya dapat 

menggunakan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan atas 

Efek. 

Pasal 9fi 

(l ) Setiap Pihak yang mengusahakan untuk memperolch Informasi Orang Dalam dari 
Orang Dalam secara melawan hukum dan kemudian memperolchnya, dikenakan 

larangan yang sama dengan larangan yang berlaku bagi Orang Dalam scbagaimana 

dimaksud dalam Pasal 94 dan Pasal 95 

(2) Pihak yang mengusahakan untuk memperolch Infonnasi Orang Dalam dan 
kemudian memperolehnya tanpa melawan hukum tidak dikenakan larangan yang 

berlaku bagi Orang Dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dan Pasal 

95, sepanjang infonnasi tersebut discdiakan olch Pcrusahaan Publik atau Emiten 

tanpa pembatasan. 

Pasal 97 

Perusahaan Efek yang memiliki lnfonnasi Orang Dalam mengenai Perusahaan Publik 

atau Emiten dapat mclakukan transaksi Efek Perusahaan Publik atau Emiten tersebut, 

apabila: 

a. transaksi tersebut dilakukan bukan atas tanggungannya sendiri tetapi nasabahnya; 

dan 

b. Perusahaan Efek tersebut tidak memberikan rekomendasi kcpada nasabahnya 

rnengenai Efek yang bersangkutan. 



Pual !18 

Bapepam dapat menetapkan transaksi Efek yang tidak terrnasuk lransaksi Efek yang 

dilarang sebagimana dimaksud dalam Pasal 94 dan Pasal 95 

BABXII 

PEMERIKSAAN 

(I) Bapepam dapat mcngadakan pemeriksaan terhadap setiap Pihak yang diduga 

mclakukan terlibat dalarn pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan 

pelaksanaannya. 

(2) Dalam rangka pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( I )  Bapepam 

mempunyai wewenang untuk : 

a. meminta keterangan dan atau konfinnasi dari Pihak yang diduga melakukan 

atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau 

peraturan pelaksanaannya atau Pihak lain apabila dianggap perlu; 

b. mewajibkan Pihak yang diduga melakukan atau terlibst dalam pelanggaran 

lerhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk melakukan 

atau tidak melakukan kegiatan tertentu: 

c. memeriksa dan atau membuat salinan terhadap catatan, pembukuan, dan atau 

dokumen lain baik milik Pihak yang diduga melakukan atau terlihat dalam 

peraturan pelaksanaannya maupun milik Pihak lain apabila dianggap perlu; 

dan atau 

d. menetapakan syarat dan atau mcngizinkan Pihak yang diduga melakukan atau 

terlihat dalarn pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan 

pelaksanaannya untuk melakukan tindakan tertentu yang diperlukan dalam rangka 

penyelesaian kerugian yang timbul. 

(3) Pengaturan mengenai tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( I) ,  

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 



BAB XIII 

PENYIDIKAN 

Pasal 100 

( 1 )  Dalam hal Bapepam berpendapat bahwa suatu pelanggaran terhadap Undang­ 

undang ni dan atau peraturan pelaksanaannya mengakibatkan kerugian bagi 

kepentingan pasar modal dan atau membahayakan kepentingan pemodal atau 

masyarakat. Bapepam dapat menetapkan dimulainya tindakan penyidikan. 

(2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Bapepam diberi wewenang 

khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang 

pasar modal, berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 

tentang Hukum AcaraPidana. 

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berwenang: 

a. melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan 

tindak pidana di bidang pasar modal; 

b. melakukan penelitian terhadap Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam 

tindak pidana di bidang pasar modal; 

c. memanggil, memeriksa, dan meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap 

Pihak yang disangka melakukan tindak pidana di bidang pasar modal; 

d. melakukan pemcriksaan alas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan 

dengan tindak pidana di bi dang pasar modal; 

e. melakukan pemeriksaan di setiap tempat tenentu yang diduga terdapat setiap 

bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain sena melakukan penyitaan 

terhadap bahan yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana 

di bidang pasar modal; 

f. memblokir Rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari Pihak yang 

diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang pasar modal; 

g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana 

di brdang pasar modal. 

(4) Dal am rangka pelaksanaan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( I J 



Bapepam dapat mengajukan pennohonan izin kepada Menteri Keuangan untuk 

memperoleh keterangan dari hank tentang keadaan keuangan tersangka pada bank 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan. 

(5) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memberitahukan dimulainya 

penyidikan dan menyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai 

dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Hukum acara Pidana. 

(6) Dalam rangka pelaksanaan kewewenang penyidikan sebagairnana dirnaksud dalam 

ayat (I), Bapepam dapat merninta bantuan aparat penegak hukum lain. 

BAB XIV 

SANKSI ADMINISTRATIF 

P8581101 

(I) Bapepam dapat mengenakan sanksi administratif alas pelanggaran Undang­ 

undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh setiap Pihak 

yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari Bapepam. 

(2) Sanksi administratif sebagaimana dirnaksud dalam ayat (I)  dapat berupa : 

a. peringatan tertulis; 

b. denda yaitu kewajiban untuk rnembayar sejumlah uang tertentu; 

c. pembatasan kegiatan usaha; 

d. pernbekuan kegiatan usaha; 

e. pencabutan izin usaha; 

f. pembatalan persetujuan: dan 

g. pernbatalan pendaftaran. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (I) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 



BAB XV 

SANKS) PIDANA 

P-1102 

( I )  Setiap Pihak yang tetap meneruskan mclakukan kegiatan di pasar modal tanpa izin, 

persetujuan atau melakukan pendaftaran sebagaunana dimaksud dalarn Pasal 7, 

Pasal 14, Pasal 19, Pasal 29, Pasal 33, Pasal 42, Pasal 47, Pasal 49, dan Pasal 63 

meskipun tclah diperingatkan oleh Bapepam, diacam dengan pidana penjara 

paling lama 3 (tiga) tahun dan denda sctingi-lingginya Rp. 5.000.000.000,00 (lima 

milyar rupiah). 

(2) Setiap Pihak yang tetap mencruskan mclakukan kegiatan tanpa mcmperoleh izin 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 meskipun telah diperingatkan oleh Bapepam, 

diancam dengan pinada kurungan paling lama I (satu) tahun dan denda setinggi­ 

tingginya Rp. I .000.000.000,00 (satu milyar rupiah) 

Pasal 103 

Setiap Pihak yang mclanggar ketentuan scbagaiman dimaksud dalam Pasal 89, Pasal 90, 

Pasal 91, Pasal 92, Pasal 94 dan Pasal 96 ayat ( I )  diancam dcngan pidana penjara 

paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda sclinggi-tingginya Rp. 15.000.000,00 

(lima bclas milyar rupiah) 

Pua! 104 

Manajer lnvestasi dan atau Pihak terafiliasinya yang melanggar ketentuan sebagaiarnana 

dimaksud dalarn Pasal 41 diancam dengan pidana kurungaan paling lama I (satu) tahun 

dan denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,00 (satu milyar rupiah). 

Paul 105 

(() Setiap Pihak yang tetap mclakukan pelanggaran alas ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 69 meskipun tclah dipcringatkan oleh Bapepam, diancam 

dengan pidana pcnjara paling lama IO (sepuluh) tahun dan denda sctinggi-tingginya 

Rp. 15.000.000.000,00 (lima bclas milyar rupiah). 

(2) Setiap Pihak yang tetap mclakukan pelanggaran atas ketentuan scbagaimana 



dimaksud dalam Pasal 72 meskipun telah diperingalkan oleh Bapepam, diancam 
dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 
5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). 

Pasal 106 

Setiap Pihak yang dengan sengaja berytujuan menipu atau merugikan Pihak lain atau 
menyesatkan Bapepam, menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah, 
mengaburkan, menyembunyikan atau memalsukan catatan dari Pihak yang memperoleh 
izin, persetujuan atau pendaftaran tennaksud Emiten dan Perusahaan Publik, diancam 
dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda setinggi-tingginya 
Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). 

Pasal 107 

(I) Ancaman pidana penjara atau pidana kurungan dan denda sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 102, Pasal I03, Pasal 104, Pasal 105, dan Pasal 106 berlaku pula bagi 
Pihak yang baik langsung maupun tidak langsung mempengaruhi Pihak lain untuk 
melakukan pelanggaran pasal-pasal dimaksud. 

(2) Ancaman pidana penjara atau pidana kurungan dan denda sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (I) tidak berlaku bagi Pihak yang dapat membuktikan bahwa ia tidak 
menyebabkan baik langsung maupun tidak langsung terjadinya tindakan yang 
melanggar ketentuan Pasal I 02, Pasal I03, Pasal I 05 atau Pasal I 06. 

Pasal 108 

Setiap Pihak yang tidak mematuhi atau menghambat pelaksanaan ketentuan sebagai­ 
mana dimaksud dalam Pasal 99, diancam dengan pidana kurungan paling lama I (satu) 
tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 

Pasal 109 

(I) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2), Pasal 104 dan 
Pasal '108 adalah pelanggaran. 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat ( 1) ,  Pasal 103, 
Pasal I05 dan Pasal I06 adalah kejahatan. 



BAB XVI 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 110 

( I )  Saham Reksa Dana terbuka berbentuk perseroan terbatas diterbitkan tanpa nilai 

nominal. 

(2) Pada saat pendidrian Reksa Dana �erbePluk perscroan terbatas, paling sedikit I% 

(satu per seratur) dari modal dasar Reksa Dana telah ditcmpatkan dan disetor. 

(3) Pclaksanaan pembclian kembali saham Reksa Dana berbentuk perscroan terbatas dan 

pengalihan lebih Ian jut saham tersebut dapat dilakukan tanpa rnendapat pcrsctujuan 

Rapat llmum Pemegang Saham. 

( 4) Dana yang digunakan untuk mcmbeli kembali saham Reksa Dana berbentuk perseroan 

tcrbatas berasal dari kekayaan Recksa Dana. 

Pasal Ill 

(I )  Reksa Dana yang berbentuk pcrseroan terbatas tidak diwajibkan untuk mcmbentuk 

dana cadangan. 

(2) Dalam ha! Reksa Dana mcmbentuk dana cadangan, maka besarnya dana cadangan 

sesuai dengan ketntuan yang ditetapkan oleh Bapcpam. 

Pasal 112 

Setiap Pihak yang mendcrita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran atas Undang­ 

undang ini dan atau pcraturan pelaksanaannya, dapat menuntul ganti rugi, baik sendiri­ 

sendiri maupun bersarna-sama dengan Pihak lain yang mcmiliki tuntutan yang serupa, 

terhadap Pihak atau Pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut. 

Bapepam dan Bank Indonesia wajib mengadakan konsultasi sesuai dcngan fungsinya 

rnasing-rnasing dalam rnengatasi kegiatan Kustodian dan Wali Arnanat, atau kegiatan lain 

yang ditetapkan berdasarlcan peraturan perundang-undangan, yang dilakukan oleh Bank 

Umum di pasar modal. 



BABXVU 

KETENTIJAN PERALIHAN 

Pasal 114 

Setiap perusahaan yang telah memenuhi kriteria sebagai Perusahaan Publik sebagaimana 
diatur dalam Undang-undang ini dan belum menyampaikan Pernyataan Pendaftaran 

kepada Bapepam sampai dengan tanggal diundangkannya Undang-undang ini wajib 

memenuhi ketentuan dalam Undang-undang ini selarnbat-larnbatnya 2 (dua) tahun setelah 
Undang-undang ini diundangkan. 

Pasal 115 

Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka: 

a. semua peraturan yang telah dikeluarkan sebelum Undang-undang ini, dinyatakan tetap 

berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini atau belurn diatur 
yang baru berdasarkan Undang-undang ini; 

b. semua izin usaha, izin perorangan, persetujuan dan pendaftaran yang telah dikeluarkan 

sebelum berlakunya Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku; 

c. Pernyataan Pendaftaran dan Permohonan izin usaha, persetujuan dan pendaftaran 

yang telah diajukan sebelum berlakunya Undang-undang ini diselesaikan berdasarkan 
kelentuan yang berlaku sebelum berlakunya Undang-undang ini; dan 

d. Kegiatan kliring, penyelesaian transaksi Efek dan penyimpanan Efek yang selarna 

ini dilaksanakan oleh satu perusahaan berdasarkan izin usaha sebagai Lembaga Kliring 
Penyimpanan dan Penyelesaian, tetap dapat dilaksanakan untuk jangka waktu 
sebagaimana ditetapakan oleh Bapeparn. 

BAB XVIII 

KETENTIJAN PENUTIJP 

Pasal 116 

Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka Undang-undang Nomor 15 Tahun !052 
tentang penetapan "Undang-Undang Darurat tentang Bursa" (Lembaran Negara Tahun 



1951 Nomor 79) sebagai Undan,-Undang (Leinbaran Negara Tahun 1952 Nomor 67) 
dinyarakan tidak berlaku lagi. 

.....iu1 

Undang-undang ini mulai berlaku pada taagal J Januari 1996 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini 
dengan penempstannya dalarn Lembaran Negara Republik Indonesia. 

Disahkan di Jakarta 
pada tanggal '" . 

PRESIDEN REPUBLIK INOONESIA 

SOEHAllTO 

Diundangkan di Jakana 

pada tanggal .. ' 
MENTER! NEGARA SEKRETARIS NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 

MOERDIONO 



RAN CAN GAN 
PENJELASAN 

ATAS 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR .......•.••.. TAHUN . 
TEN TANG 

PASAR MODAL 

UMUM 

DalamGaris-garis Besar Haluan Negara ditegaskan bahwa sasaran umum 
Pembangunan Jangka Panjang Kedua adalah "Terciptanya kualias manusia dan kualitas 
masyarakat Indonesia yang maju dan mandiri dalarn suasana tenterarn dan sejahtera lahir 
dan batin, dalam tata kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, yang berdasarkan 
Pancasila, dalam suasana kehidupan bangsa Indonesia yang serba berkesinambungan 
dan selaras dalam hubungan antara sesama manusia, manusia dengan masyarakat, manusia 

dengan alarn dan lingkungannya, manusia dengan "Tuhan Yang Maha Esa". Sedangkan di 
bidang ekonomi sasaran Pembangunan yang mandiri dan andal, dengan peningkatan 
kemakmuran yang makin merata, pertumbuhan yang cukup tinggi dan stabilitas yang 
man tap. 

Untuk mencapai sasaran tersebut dipcrJukan berbagai sarana penunjang, antara lain, 
tatanan hokum yang mendorong, menggerakkan, dan mengendalikan berbagai 
kegiatan pembangunan di bidang ekonomi. 

Salah satu tatanan hokum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan 
ekonomi adalah ketentuan di bidang pasar modal yang pada saat ini masih didasarkan 
pada Undang-undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang penetapan "Undang-undang 
Darurat tentang Bursa (Lembaran Negara Tahon 1951 Nomor 79) sebagai Undang­ 
undang (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 67). Dengan lahimya Undang-undang 
tentang Pasar Modal diharapkan pasar modal dapat memberikan kontribusi yang lebih 
besar dalam pembangunan ekonomi sehingga sasaran Pembangunan Jangka Panjang 
Kedua di bi dang ekonorni dapat tercapai. 

Pasar modal mempunyai peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional 
karena pasar modal di satu sisi adalah wahana sumber pembiayaan bagi dunia usaha untuk 



pembangunan usahanya, sedangkan di sisi lain pasar modal adalah juga merupakan 

sasaran berinvestasi bagi masyarakat. 

Ketentuan yang mengatur tentang kegiatan pasar modal yaitu Undang-undang 

Nomor 15 Tahun 1952 tentang penetapan "Undang-undang Darurat tentang Bursa 

(Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 79) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara 

Tahun 1951 Nomor 67) tersebut dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkcmbangan 

yang ada pada saat ini oleh karena ketentuan yang ada dalarn Undang-undang tersebut 

tidak mengatur hal-hal yang sangat penting dalarn kegiatan pasar modal yaitu kcwajiban 

pihak-pihak dalam suatu penawaran umum untuk memenuhi persyaratan transparasi, serta 

tcrutarna keientuan-ketentuan yang mengatur tentang perlindungan kepada masyarakat 

umum. Selain itu, dengan perkembangan yang sangat pesat di bidang ekonomi, ditambah 

lagi dengan globalisasi ekonomi yang semakin sulit dihindarkan, maka kiranya sudah 

pada tempatnyalah apabila ketentuan-ketentuan tentang pasar modal diatur dalarn suatu 

Undang-undang Dasar 1945 serta Garis-garis Besar Haluan Negara. 

Di dalarn Undang-undang ini diatur lentang adanya kewajiban bagi perusahaan yang 

melakukan penawaran umum, atau perusahaan yang memenuhi persyaratan sebagai 

perusahaan publik, untuk menyarnpaikan informasi mengenai keadaan usahanya, baik 

dari segi keuangan, manajemen, produksi dan lain-lain yang berkaitan dengan kegitan 

usahanya kepada masyarakal. Informasi tersebut mempunyai arti yang sangat penting 

bagi masyarakat sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan investasi. Oleh karena 

itu, dalam Undang-undang ini diatur mengenai adanya ketentuan yang mewajibkan pihak 

yang melakukan penawaran umum dan memperdagangkan Efeknya di pasar sekunder 

untuk memenuhi persyaratan keterbukaan dalam rangka transparasi. Kegagalan atas 

kewajiban tersebut mengakibatkan pihak yang melakukan atau yang terkait dengan 

penawaran umum bertanggungjawab atas kerugian yang dideri masyarakat, dan atau dapat 

dituntut secara pidana apabila temyata unsur penipuan. Dalam kaitannya dengan itu, di 

dalarn Undang-undang ini diatur pula kewajiban-kewajiban yang melindungi pihak­ 

pihak yang berkaitan dengan penawaran umum seperti Penjamin Emisi, Akuntan, 

Konsultan Hukum, Motaris, Penilai, dan profesi lainnya, untuk mematuhi kewajiban­ 

kewajiban yang harus mereka penuhi, disertai dengan ancaman sanksi berupa ganti rugi 

dan atau sanksi pidana alas kegagalan mematuhi kewajiban yang ada berdasarkan 

Undang-undang ini. 



Di dalam Undang-undang ini juga diatur tenlang adanya sistem penlagangan di 
pasar sekunder agar Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjamin, dan Lembaga 
Penyimpanan dan Penyelesaian dapat menjalankan fungsi masing-masing agar petdagangan 
dapat dilakukan secara aman, wajar dan efisien 

Selanjutnya, agar kegiatan di paw modal dapat berjalan dan dilaksanbn secara 
teratur, serta agar masyarakat pemodal dapat terlindungi dari praktek-praktek yang 
merugikan dan tidak sejalan dengan ketentuan yang ada dalam Undang-undang ini, maka 
Badan Pengawas Pasar Modal diberi kewenangan untuk melaksanakan dan menegakkan 
ketentuan yang ada dalam Undang-undang ini. Kewenangan unluk melakukan penyidikan, 
yang pelaksanaannya didasarkan pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana. 



PASAL DEMI PASAL 

Pasal I 

Angka I 

Huruf a 

Yang dimaksud dcngan : 

I) hubungan keluarga karena "perkawinan" yaiw hubungan anwa 

seseorang dcngan : 

(a) suami alau istri 

(b) orang wa dari suami/istri dan swni/istri dari anak (derajat 

I vcrtikal); 

( c) kakek dan nenek dari suami/istri dan suami/istri dari cucu 

(derajat II vcrtikal); 

(d) saudara dari suami/istri beserta suami/istrinya dari saudara 

yang bersangkulan (derajat II horizontal); dan 

(e) suami/istri dari saudara orang yang bersanggkutaan 

(dcrajat II horizontal). 

2) hubungan keluarga karena "keturunan" yaitu hubungan antra 

seseorang dcngan : 

(a) orang tua dan anak (derajat I vertikal); 

(b) kakek dan ncoek serta cucu (dcrajat II vertikal); 

(c) saudaradari orang yang bersangkutan (derajat II horizontal). 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan "pegawai" dalam huruf ini dan ketentuan lain dalam 

Undang-undang ini adalah seseorang yang bekerja pada Pihak lain. dimana 

Pihak lain tersebut mempunyai kewenangan unwk mcngendalikan dan 

mengarahkan orang dimaksud untuk mclakukan pekerjaan dengan 

mempcroleh upah atau gaj i secara berkala. 



Hurufc 

Sebagai contoh hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat I (satu) 

atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama adalah 

sebagai berikut : 

Tuan A menduduki jabatan rangkap sebagai direktur PT. X dan PT. Y 

atau komisaris P. X dan PT. Y atau direktur PT. X dan komisaris PT. Y. 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan "Pengendalian" dalam huruf ini dan ketentuan lain 

dalam Undnag-undang ini adalah kemampuan untuk menentukan baik 

langsung maupun tidak langsung dengan cara apapun pengelolaan dan 

atau kebijaksanaan perusahaan. 

sebagai contoh hubungan antara perusahaan dengan pihak yang langsung 

mengendalikan perusahaan tersebut adalah sebagai berikut: 

Tuan A mcngendalikan PT. X. 

Sebagai contoh hubungan antara perusahaan dengan Pihak yang tidak 

langsung mengendalikan perusahaan tersebut adalah sebagai berikut: 

Tuan A mengendalikan PT. X dan PT. Y dan PT. X mengendalikan PT. Y. 

Dengan demikian Tuan A mengendaikan secara tidak langsung PT. Y. 

Sebagai contoh hubungan antara perusahaan dengan Pihak yang 

dikendalikan secara langsung oleh Perusahaan tersebut adalah sebagai 

berikut: 

PT. Y dikendalikan oleh PT. X. 

Sebagai contoh hubungan antara perusahaan dengan Pihak yang 

dikendalikan secara tidak langsung oleh perusahaan tersebut adalah sebagai 
berikut: 

PT. Z dikendalikan oleh PT. Y dan PT. X dikendalikan oleh PT. X. Dengan 

demikian PT. X dikendalikan secara tidak langsung oleh PT. X. 

Huruf e 

Sebagai contoh hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan 



secara langsung oleh pihak yang sama adalah sebagai berikut: 

PT. X dan Y dikendailan oleh Tuan A. 

Sebagai contoh hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan 

secara tidak langsung oleh Pihak yang sama adalah sebagai berikut: 

PT. X I dikendalikan olch PT. X 2 dan PT. Y I dikcndalikan oleh PT. Y2 

dan selanjutnya PT. X 2 dan PT. Y 2 dikendalikan oleh Tuan A. Dengan 

demikian PT. X I dan PT. Y I dikendalikan secara tidak langsung olch 

Tuan A. 

Huruf f 

Yang dimaksud denga "Pemegang saham utama" dalam huruf ini dan 

ketentuan lain dalam Undang-undang ini adalah Pihak yang secara langsung 

maupun tidak Jangsung rnemiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh 

perseratus) hak suara dari seluruh saham yang mcmpunyai hale suara yang 

dikeluarkan oleh suatu perseroan terbatas atau jumlah yang leibh kecil 

dari itu sebagaimana ditetapkan olch Badan Pengawas Pasar Modal. 

Sebagai contoh hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham 

utarna adalah sebagai bcrikut: 

Tuan A memiliki 20% (dua puluh per seratus) hak suara dari seluruh 

saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh PT. X. 

Angka 2 

Cukup jelas. 

Angka 3 

Pengertian ini mencakup pula sistem dan atau sarana untuk mempertemukan 

penawaran jual dan beli Efek, meskipun sistem dan atau sarana tersebut tidak 

mencakup sistem dan atau sarana untuk memperdagangkan Efek. 

Angka 4 

Cukup jelas 

Angka 5 

Cukupjelas 



Angka 6 

Penitipan Efek sebagaimana dimaksud dalm angka ini terrnaksud pula Penitipan 
Kolektif. 

Yang dimaksud dengan "pemcgang rekening" dalam angka ini dan ketentuan 

lain dalam Undang-undang ini adalah Pihak yang namanya tercatal pada rekening 

Efek berdasarkan kontrak yang dibuat dcngan Kustodian, Pemegang rekening 

dapat merupakan pemilik atau wakil pemilik Efek yang lercatal dalam rekening 

Efek. Sebagai contoh, pemilik Efek rnenitipkan Efek dalam rekening Efek alas 

namanya Perusahaan Efek. Kemudian, Perusahaan Efek ini menitipkan Efek 

tersebut dalam rekening Efek alas nama Perusahaan Efek dimaksud pada Bank 
Kustodian. Selanjutnya, Bank Kustodian menitipkan Efek tersebut dalam 
rekening Efek alas nama Bank Kustodian dimaksud pada Lembaga Penyimpanan 

dan Penyelesaian. Dalam hal ini Bank Kustodian tercatat sebagai pemegang 
rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian selaku wakil substitusi 
Perusahaan Efek yang dalam hal ini mewakili pemilik Efek. 

Yang dimaksud dengan "Rekening Efek" dalam penjelsan angka ini dan ketentuan 
lain dalam Undang-undang ini adalah catatan yang menunjukkan posisi Efek 
dan dana nasabah pada Kustodian. 

Angka 7 

Yang dimaksud dengan "Kliring Transaksi Bursa" dalam angka ini dan ketentuan 
lain dalam Undang-undang ini adalah proses penentuan hak dan kewajiban 
yang timbul dari Transaksi Bursa. 

Yang dimaksud dengan "penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa" dalam angka 

ini dan ketentuan lain dalam Undang-undang ini adalah pemberian kepastian 
dipenuhinya hak dan kewajiban bagi anggota Bursa Efek yang tirnbul dari 
Transaksi Bursa. 

Angka 8 

Cukupjelas 

Angka 9 

Pemberian nasehat kepada Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam angka ini 



mencakup pemberian nasehat yang dilakukan secara lisan atau tertulis 

terrnaksud melalui penerbitan dalam media massa. 

Angka 10 

Media massa adalah surat kabar, majalah, film, televisi, radio dan media 

elektronik lainnya, atau surat, brosur dan bamg cetak lain yang dibagikan 

kepada lebih dari 100 (seratus) Pihak. 

Angka 1 1  

Yang dimaksud dengan "Efek yang dimiliki bersama" dalam angka ini adalah 

Efek yang dimiliki oleh lebih dari satu Pihak dan tercatat alas nama Kustodian. 

Sebagai contoh Efek dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Peyimpanan dan 

Penyelesaian yang terdaftar dalam buku daftar pemegang Efek Emiten atas 

nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, tetap diakui oleh Emiten bahwa 

Efek tersebut dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang diwakili oleh 

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Efek dalam Penitipan Kolektif pada 

Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada 

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesain, tetap diakui oleh Lembaga 

Penyimpanan dan Penyelesaian bahwa Efek tersebut dimiliki bersama oleh 

ebih dari satu Pihak yang diwakili oleh Bank Kustodian atau Perusahaan 

Efek tersebut. 

Angka 12 

Cukup jelas 

Angka 13 

Yang dimaksud dengan "Penjamin Emisi Efek" dalam angka ini dan ketentuan 

lain dalam Undang-undang ini adalah Pihak yang membuat kontrak dengan 

Emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Erniten dengan 

atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual. 

Yang dimaksud dengan "Perantara Pedangang Efek" dalam angka ini dan 

keentuan lain dalam Undang-undang ini adalah Pihak yang melakukan kegiatan 

usahajual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain. 

Yang dimaksud dengan "Manajer lnvestasi" dalam rangka ini dan ketentuan 



lain dalam Undang-undang ini adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola 

portofolio Efek unluk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif 

untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun dan bank 

yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang­ 

undangan yang berlaku. 

Angka 14 

Cukup jelas 

Angka 15 

Cukupjelas 

Angka 16 

Cukupjelas 

Angka 17 

Cukupjelas 

Angka 18 

Pinjam meminjam Efek dapat terjadi dalam hal anggota Bursa Efek tidak 

memiliki Efek yang mencukupi untuk menyelesaikan kewajibannya yang timbul 

akibat jual beli Efek yang dilakukannya di Bursa Efek. 

Kontrak lain mengenai harga Efek mencakup antara lain opsi terhadap 
indeks harga saham. 

Angka 19 

Cukupjelas 

Pasal 2 

Cukupjelas 

Pasal 3 

Ayat (I) 

Mengingat pasar modal merupakan sumber pembiayaan dunia usaha dan berbagai 

media investasi bagi para pernodal yang memiliki peranan yang strategis untuk 

menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, maka kegiatan paar modal 



perlu mendapatkan pengawasan agar dapat dilaksanakan secara teratur, wajar 

dan efisien. Untuk itu, secara operasional Bapepam diberi kewenangan dan 

kewajiban unluk membina, mengatur dan mengawasi setiap Pihak yang 

melakukan kegiatan di pasar modal. Pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan 

menempuh upaya-upaya baik yang bersifat preventif dalam bentuk aturan, 

pedoman, bimbingan dan pengarahan maupun secara represif dalam bentuk 

pemeriksaan, penyidikan dan pengenaan sanksi. 

Ayat (2) 

Cukupjelas 

Pasal 4 

Cukup jelas 

Pasal 5 

Huruf a 

Anglea I) 

Cukup jelas 

Angka 2) 

Cukupjelas 

Angka 3) 

Persyaratan dan tata cara pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah sesuai dengn 

ketentuan dalam Pasal 42 ayat (2). 

Huruf b 

Cukup jelas 

Huruf c 

Mengingat Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga 

Penyimpanan dan Penyelesaian mempunyai arti dan peran yang penting dalam 

kegiatan pasar modal, maka keti gaa lembaga ini harus dipimpin oleh orang­ 

orang yang mempunyai dedikasi, integritas dan keahlian yang diperlukan untuk 



penyelenggaraan Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga 

Penyimpanan dan Penyelesaian. 

Apabila Bapepam me nila, tindakan atau perilaku komisaris dan atau direktur 

Bursa Efek, Lembaga Kiliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan 

dan Penyelesaian dapat membahayakan kegiatan masing-masing lembaga 

tersebut. maka Bapepam dapat memberhentikan sementara komisaris dan atau 

direktur tersebut sarnpai dengan dipilihnya komisaris dan atau direktur yang 

baru. 

Apabila anggota direksi Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan atau 

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian seluruhnya berhenti karena sebab 

apapun sehingga terjadi kevakuman, maka untuk menjaga i.:c;, , /"Ll·,g,:1u 

kegiatan operasional Bursa Efek, Lembaga Kl iring dan Penjaminan, dan Lembaga 

Penyimpanan dan Penyelesaian, Bapeparn dapat menunjuk manajemen sementara 

sarnpai terpiJihnya manajemen sementara sampai terpilihnya manajemen yang 

baru. 

Huruf d 

Pemyataan efektif dalarn hal ini menunjukan lengkap atau dipenuhinya seluruh 

prosedur dan Persyaratan atas Pemyataan Pendaftaran yang diwajiban dalarn 

Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya. Pernyataan efektif 

tersebut bukan merupakan izin untuk melakukan Penawaran Umum dan juga 

bukan berarti bahwa Bapepam menyatakan informasi yang diungkapkan. 

Perusahaan Puhlik atau Emiten tersebut adalah benar atau cukup. Perusahaan 

Publik atau Emien yang mengajukan Pemyataan Pendaftaran bertanggungjawab 

bahwa seluruh informasi dan pemyaratan yang dibuat adalah benar dan tidak 

menyesatkan. Bapepam tidak menjamin kebenaran dan kelengkapan informasi 

yang disampaikan dalarn Pemyataan Pendaftaran. Sesuai dengan kewenangan 

yang ada pada huruf ini, Bapepam dapal menunda efektifnya Persyaratan 

Pendaftaran dalam hal tata cara dan atau persyaratan Pemyataan Pendaftaran 

belum dipenuhinya Persyaratan Pcndaflaran dalam pelanggaran terhadap 

Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya. 

Huruf e 

Cukupjelas 



Huruf f 

Angka I )  

Apabila suatu Pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal 

menyampaikan informasi melalui iklan atau promosi yang tidak sesuai 

dengan Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaanya, maka untuk 

·melindungi kepenlingan pemodal dan atau pasar modal, Bapepam memiliki 

kewenangan untuk menghentikan iklan atau promosi tersebut dan 

mewajibkan Pihak yang bersangkutan untuk meluruskannya dengan cara 

memperbaiki iklan atau promosi dimaksud. 

Angka 2) 

Apabila iklan atau promosi tersebut pada angka I)  di alas mengakibatkan 

kerugian kepada Pihak lain termaksud pemodal, maka Bapepam memiliki 

kewenangan untuk mewajibkan Pihak tersebut untuk mengambil langkah­ 

langkah seperlunya untuk mengatasi akibat yang ditimbulkan, antara lain 

berupa pembayaran ganti rugi. 

Huruf g 

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf ini adalah pemeriksaan rulin 

lerhadap Perusahaan Publik, Emiten dan Pihak yang memperoleh izin, 

persetujuan atau pendaftaran dari Bapepam. Pemeriksaan tersebut dapat 

dilakukan oleh Bapepam dengan mewajibkan para Pihak dimaksud unuk 

menyampaikan laporan tertentu atau merneriksa kantor dan catatan seperti 

rekening, pembukuan, dokumen, atau kertas kerja yang disusun secara manual, 

mekanis, elektronik atau dengan cara lain. 

Huruf h 

Penugasan kepada Pihak lain oleh Bapepam sebagimana dimaksud dalam huruf 

ini misalnya adalah penugasan Bapepam kepada Bursa Efek untuk melakukan 

pemeriksaan terhadap Perusahaan Efek yang menjadi anggota Bursa Efek. 

Penugasan tersebut dapat pula diberikan kepadaAkuntan Publik untuk melakukan 

pemeriksaan atas penjatahan Efek yang dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek 

dalam rangka Penawaran Umum. 



Huruf i 

Dalam ha! Bapepam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf 

e dan huruf g dan hasil pemeriksaan tersebut dipandang perlu untuk diketahui 

oleh masyarakat dalam rangka menjaga integritas pasar dan kepatuhan seiap 

Pihak terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya, maka 

Bapepam dapat mengumumkan hasil pemeriksaan tersebul berdasarkan 

kewenangan dalarn huruf ini. 

Huruf j 

Pembekuan ataupernabatalan pencatatan suatu Efek pada Bursa Efek atau 

penghentian Transaksi Bursa alas Efek tertentu, dapat dilakukan oleh Bapepam 

bilamana terdapat hal-hal atau kejadian yang membahayakan kepentingan 

pemodal atau keadaan yang tidak memungkinkan diselenggarakannya Transaksi 

Bursa atas Efek tertenlu secara wajar, misalnya diketahui bahwa Erniten tidak 

mengungkapkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. 

Huruf k 

Penghentian kegiatan perdagangan Bursa Efek sebagimana dimaksud dalarn huruf 

ini dilakukan karena adanya keadaan darurat yaitu suatu keadaan memaksa di 

luar kemarnpuan para pelaku pasar modal sebagai akibat antara lain adanya 

perang, peristiwa alam seperti gempa bumi atau banjir, pemogokan, sabotase 

atau huru hara. 

Huruf I 

Jika suatu Pihak dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan 

Penjamin atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan yang bersangkutan 

tidak menerima keputusan tersebut, maka Pihak dimaksud dapat mengajukan 

banding kepada Bapepam. Bapepam dapat mengabulkan permohonan banding 

tersebut apabila berdasarkan hasil penelaahan Bapepam sanksi dimaksud tidak 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan membatalkan atau mengubah 

keputusan Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga 

Penyelesaian. Sebaiknya Bapepam dapat memolak permohonan banding tersebut 

dengan menguatkan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian apabila 

permohonan banding lersebut tidak beralasan. 



Huruf m 

Cukup jelas 

Huruf n 

Tindakan tertentu yang dapat di lakukan oleh Bapepam guna mencegah 

kerugian masyarakat sebagimana dimaksud dalam huruf ini misalnya adalah 

mcnetapkan penyelesaian transaksi Bursa dengan cara clan pcrs�at:m tertentu 

dalam hal terdapat kegagalan Lembaga Kliring dan Penjamin untuk membcrikan 

jaminan alas penyelesaian Transaksi Bursa. 

Huruf o 

Cukupjelas 

Hurufp 

Penetapan surat bcrharga yang dimaksud dalam huruf ini dilakukan dengan 

memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta 

kewenagan intansi lain, misalnya Bank Indonesia. 

Pasal 6 

Pegawai Bapepam sebagimana dimaksud dalam pasal ini adalah pegawai negeri sipil 

di lingkungan Bapepam termasuk pegawai yang mendudulci jabatan struktural dan 

fungsional. 

Pasal 7 

Ayat (I) 

Kerugian Bursa Efek pada dasamya adalah menyelenggarakan dan menyediakan 

sistem dan atau sarana perdagangan Efek bagi para anggotannya dan masyarakat. 

Meningat perdagangan dimaksud menyangkut dana masyarakat yang 

diinvestasikan dalam Efek, maka perdagangan tersebut harus dilaksanakan secara 

tertib, wajar dan efisien, Oleh karena itu penyelenggaraan kegiatan Bursa Efek 

hanya dapat dilaksanakan setelah mcmperoleh izin usaha dari Bapepam. 

Ayat (2) 

Persyaratan dan tata cara perizinan sebagairnana dimaksud dalam ayat ini 

antara lain mcngenai : 



a. izin prinsip dan izin usaha; 

b. ketentuan yang wajib diatur dalam anggaran dasar; 

c. ir.epengurusan; 

d. pennodalan; dan 

e. latar bel�g ekonomis pendirian Bursa efek. 

Pasal 8 

Ayal (I) 

Perdagangan Efek yang tertib, wajar dan efisien adalah suatu perdagangan yang 
diselenggarakanm berdasarkan suatu aturan yang jelas dan dilaksanakan secara 
konsislen. Dengan demikian harga yang lerjadi adalah mencerminkan mekanisme 
pasar berdasarkan ketentuan pennintaan dan penawaran. Perdagangan Efek 
yang efisien tercennin dalam penyclesaian transaksi yang cepat dengan biaya 
yang relatif murah. 

Ayat (2) 

Bursa Efek didirikan untuk menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau 
sarana perdagangan Efek. Dengan tersedianya sistem dan atau sarana yang baik, 
para anggota Bursa Efek yang sekaligus pemegang saham Bursa Efek yang 
bersangkutan dapat melakukan penawaranjual dan beli Efek secara tertib, wajar 
dan efisien. Disamping itu tersedianya sistem dan atau sarana dimaksud 
memungkinkan Bursa Efek melakukan pengawasan terhdap anggotanya dengan 
lebih efektif. 

Ayal (3) 

Persetujuan Bapepam atas rencana anggaran tahunan adalah untuk memastikan 
bahwa rencana anggaran tahunan tersebut sesuai dengan tujuan Bursa Efek 

dalarn rangka penyelenggaraan perdagangan Efek yang teratur, wajar dan 
efisien. Sedangkan persetujuan Bapeparn atas penggunaan keuntungan Bursa 
Efek adalah unuk memastikan bahwa keuntungan Bursa Efek tersebut semata­ 

mata dipergunakan untuk tujuan pengembangan pasar modal dan Bursa Efek. 



Pasal 9 

Oleh karena Lujuan Bursa Efek adalah untuk menyediakan sistern dan atau sarana 

perdagangan Efek dan yang melakukan perdagangan Efek di Bursa Efek hanya 
Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai Peraruara Pedagang Efek, maka 

pemegang saham Bursa Efek dibatasi hanya pada Perusahaan Efek yang telah 

memperoleh izin usaha dari Bapeparn sebagai Perantara Pedagang Efek. 

Pasal 10 

Ayat (I) 

Bursa Efek merupakan lembaga yang diberi kewenangan untuk mengatur 

pelaksanaan kegiatannya. Oleh karena itu ketentuan yang dikeluarkan oleh 

Bursa Efek mempunyai kekuatan menikat yang wajib ditaati oleh semua Pihak 
yang mempergunakan jasa Bursa Efek. 

Kendatipun demikian dalarn ha! pernbuatan peraturan mengenai kliring dan 
penyelesaian Transaksi Bursa, peraturan tersebut perlu dibuat bersarna-sarna 
dengan Lembaga Kliring dan Penjarninan. 

Ayat (2) 

Dalarn rangka menetapkan ketentuan mengenai peralihan Efek sebagaimana 

dimaksud dalarn pasal ini Bursa Efek wajib memperhatikan kelaziman praktek 
yang berlaku di pasar modal. 

Ayat (3) 

Pendapatan Bursa Efek pada dasarnya berasal dari pungutan berupa iuran anggota, 
biaya transaksi, dan biaya pencatatan Efek. Penggunaan pungutan dirnaksud 

diperkenankan untuk membiayai pelaksanaan fungsinya agar perdagangan 

efek di Bursa Efek yang dilakukan oleh para angootanya dapat terlaksana dengan 
tertib, wajar dan efisien. 

Ayat (4) 

Besarnya biya dan iuran yang ditetapkan oleh Bursa Efek harus didasarkan pada 
kebutuhan bagi pcnyelenggaraan dan pengembangan bursa. Dalarn ha) dana 

yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan dan pengembangan bursa sudah 
mencukupi, maka biaya dan iuran dimaksud dapat diturunkan. 



Pasal 1 1  

Larangan dalam pasal ini dimaksudkan untuk menghindari timbulnya persaingan yang 

tidak wajar.di antara Bursa Efek, Oleh karena itu suatu Perusahaan Efek dapat menjadi 

anggota lebih dari satu Bursa Efek. 

Pasal 12 

Agar peraturan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek sesuai dengan ketentuan dalarn 

Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya, maka peraturan dimaksud 

wajib mendapat persetujuan Bapeparn terlebih dahulu sebelum dinyatakan berlaku. 

Pasal 13 

Ayat (I) 

Pembentukan satuan pemeriksa pada setiap Bursa Efek dimaksud agar 

pengawasan terhadap anggota Bursa Efek dan manajemen Bursa Efek dapat 

dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan bahwa setiap anggota Bursa 

Efek dan manajemen Bursa Efek melakukan kegiatannya sesuai dengan Undang­ 

undang ini, peraturan pelaksanaannya dan atau ketentuan Bursa Efek. 

Ayat (2) 

Pelaporan dalarn ayat ini dimaksudkan agar direksi dan dewan komisaris Bursa 

Efek serta Bapeparn dapat mengarnbil tindakan atau langkah-langkah yang 

diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah yang ditemukan baik pada anggota 

Bursa Efek maupun Bursa Efek. 

Ayat (3) 

Ketentuan ini dimaksud agar Bursa efek mengadministrasikan semua laporan 

satuan pemeriksa secara baik sehingga selalu tersedia apabila sewaktu-waktu 

diperlukan oleh Bapeparn. 

Pasal 14 

Ayat (I)  

Kegiatan Lembaga Kliring dan Penjarninan pada dasamya merupakan kelanjutan 

dari kegiatan Bursa Efek dalarn rangka penyelesaian Transaksi Bursa. Meningat 

kegiatan tersebut menyangkut dana masyarakat yang diinvestariskan dalarn Efek, 



maka Lembaga Kliring dan Penjaminan harus memenuhi persyaratan leknis 

tertentu agar penyelesaian Transaksi Bursa dapat dilaksanakan secara tertih, wajar 

dan efisien. 

Demikian pula halnya dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang 

melaksanakan fungsi sebagai Kustodian sentral yang aman dalam rangka 

penitipan Efek juga diwajibkan memenuhi persyaratan teknis tertentu. 

Sehubungan dengan itu kedua lembaga tersebut wajib memperoleh izin usaha 

dari Bapeparn. 

Ayat (2) 

Persyaratan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam ayat ini antara lain 

mengenai: 

a. persetujuan izin prinsip dan izin usaha; 

b. ketentuan yang wajib diatur dalam anggaran dasar; 

c. kepengurusan; dan 

d. permodalan. 

Pasal 15 

Ayat ( ] )  

Kegiatan kliring pada dasarnya merupakan suatu proses yang digunakan untuk 

menetapkan hak dan kewajiban para anggota Bursa Efek atas transaksi yang 

mereka lakukan, sehingga merekamengetahui hak dan kewajiban masing-masing. 

Ayal (2) 

Cukup jelas 

Ayat (3) 

Cukup jelas 

Ayat (4) 

Persetujuan Bapepam alas rencana anggaran tahunan adalah uniuk memastikan 

bahwa rencana anggaran tahunan tersebui sesuai dengan tujuan Lembaga Kliring 

dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dalam rangka 



penyelenggaraan kegiatan kliring, penjaminan, penyimpanan dan penyelesaian 

transaksi Efek yang teratur, wajar dan efisien. Sedangkan persetujuan Bapepam 

alas penggunaan keuntungan Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga 

Penyimpanan dan Penyelesaian adalah untuk memastikan bahwa keuntungan 

Lembaga Kliring dan Penjarninan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian 

tersebut semata-mata dipergunakan untuk tujuan pengembangan pasar modal 

dan pengembangan fungsi, peran, serta sarana kedua lembaga tersebut. 

Pasal 16 

Ayat (I) 

Kegiatan Lembaga Kliring dan Penjarninan, dan Lembaga Penyimpanan dan 

Penyelesaian sangat erat hubungannya dengan penyelesaian transaksi yang 

terjadi di Bursa Efek, oleh karena itu pemilikan saham Lembaga Kliring dan 

Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian diutamakan 

kepada lembaga-lembaga yang menggunakan jasa kedua lembaga tersebut 

seperti Bursa Efek, Perusahaan Efek, Biro Administrasi Efek dan Bank 

Kustodian. Narnun demikian, jika kebutuhan dana penyelenggaraan Lembaga 

Kliring dan Penjarninan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dirasakan 

tidak dapat terpenuhi oleh lembaga-lembaga tersebut, maka dimungkinkan 

dibolehkannya Pihak lain untuk turut serta sebagai pemegang saharn berdasarkan 

persetujuan Bapeparn. 

Ayat (2) 

Kegiatan kliring dan penjarninan penyelesaian Transaksi Bursa merupakan satu 

kesatuan dengan kegiatan Bursa Efek. Sehubungan dengan itu, dalam rangka 

menjamin keselarasan antara pelaksanaan kegiatan kliring dan penjaminan 

penyelesaian Transaksi Bursa dengan kegiatan Bursa Efek, maka dalam ayat ini 

ditentukan bahwa mayoritas saham Lembaga Kliring dan Penjaminan dimiliki 

oleh Bursa Efek. 

Pasal 17 

Ayat(IJ 

Agar kilimg dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa dapat terlaksana 

secara tertib, wajar dan efisien, maka perlu suatu aturan yang jelas yang dapat 



melindungi kepentingan para pemakai jasa. Untuk itu kepada Lembaga Kliring 

�an Penjaminan, diherikan kwenangan untuk menetapkan peraturan-peraturan 

yang rnengikai dan wajib ditaati oleh para pemakai jasa tersebut, 

Ayat (2) 

Agar kepentingan para Pihak yang terkait dengan kegiatan Lembaga 

Penyimpanan dan Penyelesaian terlindungi, maka Lembaga Penyimpanan dan 

Penyelesaian wajib rnenerbitkan peraturan mengenai hak dan kewajiban pemakai 

jasa Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. 

Ayat (3) 

Sebgai suatu lembaga yang tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan, 

maka besarnya biaya atas pemakai jasa Lembaga Kliring dan Penjarninan atau 

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus clisesuaikan dengan kebutuhan 

dana penyelenggaraan dan pengembangan Lembaga Kliring dan Penjarnianan 

atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian setelah mempertimbangkan 

kepentingan pemakai jasa. 

Pasal 18 

Agar peratura yang dikeluarkan oleh Lembaga Kliring dan Penjarnian atau Lembaga 

Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan Undang-undang ini dan atau peraturan 

pelaksanaanya maka pearaturan tersebut wajib mendapat persetujuan Bapeparn terlebih 

dahulu sebelum dinyatakan berlaku. 

Pasal 19 

Ayat (I) 

Huruf a 

Reksa Dana berbentuk perseroan terbatas adalah Emiten yang kegiatan 

usahanya menghimpun dana dengan menjual saharn, dan selanjutnya dana 

dari penjualan daham lersebut diinvestasikan pada berbagaijenis Efek yang 

diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang dalarn bentuk portofolio. 

Huruf b 

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak Manajer Investasi dan Bank 

Kustodian yang mengikal pemegang unit penertaan dimana Manajer 



Jnvcstasi diberi wewenang untuk mengclola ponofolio invcstasi kolektif 

dan Bank Kustodian dibcri wewenang untuk mclaksanakan Penitipan 

Kolcktif. 

Reksa Dana bcrbentuk Kontrak lnvestasi Kolektifmenghimpun danadengan 

menerbitkan unit penyenaan kepada masyarakat pemodal, dan selanjutnya 

dana tersebut diinvestasikan dalarn portofolio Efek. 

Ayat (2) 

Reksa Dana terbuka adalah Reksa Dana yang dapa menawarkan dan membeli 

kembali saham-sahamnya dari pemodal dengan sejumlah modal yang telah 

dikeluarkan, sedangkan Reksa Dana tenutup adalah Reksa Dana yang tidak dapat 

membcli kembali saham-saham yang telah dijual kepada pemodal. 

Ayat (3) 

Cukupjelas 

Ayat (4) 

Agar pengelolaan dana Kontrak Investasi Kolektif dapat dilakukan secara 

profesional, maka pengelolaannya hanya dapat dilakukan oleh Manajer lnvestasi. 

Ayat (5) 

Persyaratan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam ayat ini antara lain 

mengenai: 

a. persetujuan prinsip dan izin usaha; 

b. ketentuan yang wajib diatur dalam anggaran dasar; 

c. kepengurusan; dan 

d. permodalan. 

Pasal 20 

Ayat (I) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 

Cukupjelas 



Ayat (3) 

Huruf a 

Dalam keadaan Bursa Efek dituup atau perdagangan dimana sebagai besar 

portofolio Efek Reksa Dana diperdagangkan, Reksa Dana kemungkinan 

mengalami kesulitan dalam menjual Efek dalam ponofolio sehingga tidak 

cukup dana untuk menjual kembali sahamnya yang telah dikeluarkan. 

Huruf b 

Cukupjelas 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan keadaan darurat addalah suatu keadaan memaksa 

di luar kemampuan Reksa Dana sebagai akibat antara lain adanya perang, 

peristiwa alam sepeni gempa bumi atau banjir, pemogokan, sabotase atau 

huru hara. 

Huruf d 

Cukup jelas 

Pasal 21 

Ayat (I) 

Pembelian kembali unit penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak lnvestasi 

Kolektif dilakukan oleh Manajer Investasi dan dibebankan kepada rekening Reksa 

Dana. Dana yang dipergunakan untuk membeli kembali unit penyenaan yang 

dilakukan oleh Manajer lnvestasi berasal dari kekayaan Reksa Dana. Unit 

penyenaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap 

Pihak dalam portofolio investasi kolektif. 

Ayal (2) 

Cukup jelas 

Ayat (3) 

Huruf a 

Dalam keadaan Bursa Efek ditutup dimana sebagian besar ponofolio Efek 

Reksa Dana diperdagangkan, Reksa Dana kemungkinan mengalami 



kesulitan dalam menjual Efek dalam portofolio sehingga tidak cukup dana 
untuk memheli kemhali sahamnya yang telah dikeluarkan. 

Hurufb 

Cukup jelas 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan keadaan darurat adalah suatu keadaan memaksa 
di luar kemarnpuan Manajer lnvestasi sebagai akibat antara lain adanya 
perang, peristiwa alam seperti gempa bumi atau banjir, pemogokan, sabotase 

atau huru hara. 

Huruf d 

Cukupjelas 

Pasal 22 

Ayat (I) 

Cukupjelas 

Ayat (2) 

Kontrak sebagaimana dimaksud dalarn ayat ini sekurang-kurangnya memuat 

hal-hal sebagai berikut : 

a. rencana diinvestasi portofolio di pasar uang dan di pasar modal; 

b. rencana diinvestasi Efek dalarn obligasi dan saham; 

c. rencana diinvestasi dalarn bidang-bidang tertentu. 

Ayat (3) 

Kontrak sebagaimana dimaksud dalam ayat ini sekurang-kurangnya memuat 

hal-hal sebagai berikut : 

a. rencana diinvestasi portofolio di pasar uang dan di pasar modal; 

b. rencana diinvestasi Efek dalam obligasi dan saharn; 

c. rencana diversifikasi diinvestasi dalam bidang industri; dan 

d. larangan investai dalam bidang-bidang tertentu. 



Aya1 (4) 

Hal-ha] yang diatur oleh Bapepam antara lam mengenai : 

a. pedoman penyusunan kontrak pengelolaan investasi; dan 

b. tata cara penyampaian rancangan kontrak pengelolaan investasi .. 

Pasal 23 

Nilai pasar wajar suatu Efek adalah kurs Efek itu sendiri apabila Efek tersebut secara 

aktif diperdagangkan di bursa Efek. Namun demikian nilai pasar wajar dapat dibeda 

dengan nilai kurs apabila transaksi atas Efek tersebul tidak aktif atau tidak 

ditransaksikan dalam kurun waktu tertentu. Dalam ha! demikian, maka kriteria 

penetuan nilai pasar wajar diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan 

oleh Bapepam. 

Yang dimaksud dengan "hari bursa" adalah hari dimana bursa melakukan kegiatan. 

Pasal 24 

Nilai aktiva bersih adalah nilai pasar wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari 

Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya. 

Pasal 25 

Ayat ( 1) 

Larangan dalam ketentuan ini tidak termaksud dalam ha! Reksa Dana membeli 

obligasi dan atau menyimpan dana di bank atau menerima dan atau memberikan 

pinjarnan secara tidak langsung. 

Ayat (2) 

Cukupjelas 

Ayat (3) 

Hal-hal yang berkaitan dengan pembatasan investasi antara lain mengenai : 

a. jumlah investasi dalam satu jenis Efek; 

b. batasan dalam investasi pada Efek di luar negeri; dan 

c. jenis-jenis instrumen yang dilarang dibeli oleh Reksa Dana. 



Pasal 26 

Ayat ( I )  

Cukup jelas 

Ayat (2) 

Untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan dalam pengelolaan dana 

Reksa Dana, maka kewenangan Manajer Invesasi dan Bank Kustodian perlu 

dibatasi. Manajer lnvestasi hanya benindak sebagai pengelola, sedangkan 

Bank Kustodian menyimpan dan mengadministrasikan Kekayaan Reksa Dana. 

Untuk menjamin hal tersebut Manajer lnvestasi dilarang lerafiliasi dengan 

Bank Kustodian. 

Ayat (3) 

Nilai Aktiva bersih Reksa Dana tersebut dihitung dan diumumkan setiap hari 

bursa. 

Nilai Aktiva bersih Reksa Dana tertutup dihitung dan diumumkan sekurang­ 

kurangnya sekali dalam seminggu. 

Pasal 27 

Ayat ( I )  

Direksi Reksa Dana bertindak mengawasi pelaksanaan pengelolaan Reksa 

Dana tcnnaksud penyimpanan kekayaan Reksa Dana. Oleh karena itu, direksi 

wajib membuat kontrak penyimpanan kekayaan Reksa Dana dengan Bank 

Kustodian. 

Ayal (2) 

Kontrak sebagaimana dimaksud dalam ayat ini sekurang-kurangnya memuat : 

a. pemisahan Efek Rekssa Dana dari Kustodian; 

b. pencatatan mutasi kekayaan Reksa Dana; 

c. larangan penghentian kegiatan Kustodian sebelum ditujuk Kustodian 

pcngganti; dan 

d. pembuatan dan penyampaian laporan kepada direksi Reksa Dana, Manajer 

lnvestasi dan Bapepam. 



Ayat (3) 

Hal-hal yang diatur oleh Bapepam antara lain mengenai : 

a. pedoman penyusunan kontrak penyimpanan; dan 

b. tata cara penyampaian rancangan kontrak penyimpanan kekayaan invcstasi 

kolektif. 

Pasal 28 

Ayat (I) 

Mengingal semua dana yang dikelola oleh Manajer Investasi adalah dana 

masyarakat, maka perlu adanya pengamanan maksimal dengan mewajibkan 

Manajer Investasi untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin 

untuk kcpenlingan Reksa Dana. 

Ayat (2) 

Sebagai konsckuesi dari pelaksanaan tugas Manajer Investasi, maka Manajcr 

Investasi berdasarkan ayat ini dibebani tanggung jawab alas segala kerugian 

Reksa Dana yang timbul karena kesalahannya mengelola portofolio Reksa 

Dana. 

Pasal 29 

Ayat (I) 

Untuk melaksanakan kegiatan sebagai Perusahaan Efek diperlukan berbagai 

persyaratan diantaranya keahlian dan permodalan yang cukup. Untuk 

memaslikan ha! tersebut sebelum melakukan kegiatannya, maka Perusahaan 

Efek diwajibkan terlebih dahulu memperoleh izin usaha dari Bapepam. 

Ayat (2) 

Kegiatan Perusahaan Efek meliputi kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek, 

Perantara Pedagang Efek dan Manajer lnvestasi. Suatu Perusahaan Efek 

dapat memperoleh izin untuk melakukan satu kegiatan saja atau lebih. 

Ayat (3) 

Walaupun Pihak yang melakukan kegialan sebagai Penjamin Emisi Efek, 

Perantara Pedagang Efek atau Manajer Investasi alas Efek sebagaimana dimaksud 



dalam ayat ini tidak diwajibkan memperuleh izin usaha dari Bapepam, tetapi 

apahila kegiatan tersebut merugikan pemodal dan helum ada badan pemenntah 

yang. mengatur dan mengawasi maka Bapepam dapal melaksanakan 

kewenangannya berdasarkan Undang-undang ini dan atau peraturan 

pelaksanaannya. 

Ayal (4) 

Persyaratan dan tata cara sebagimana dimaksud dalam ayat ini antara lain 

mengcnai: 

a. persyaratan kepengurusan, permodalan dan tenaga ahli; dan 

b. tata cara perizinan usaha. 

Pasal 30 

Pihak lain yang bekcrja untuk Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud dalam pasal 

ini adalah Pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Efek untuk melakukan tugas tertentu, 

meskipun Pihak tersebut bukan karyawan Perusahaan Efek dimaksud, 

Pasal 31 

Ayat(l) 

Wakil Penjamin Emisi Efek bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek 

untuk kegiatan yang bersangkutan dengan pelaksanaan penjaminan Emisi Efek, 

Wakil Perantara Pedagang Efek bertindak mewakili kepentingan Perusahaan 

Efek untuk kegiatan yang bersangkutan dengan pelaksanaan perdagangan Efek. 

Wakil Manajer Investasi bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek untuk 

kegiatan yang bersangkutan dengan pengelolan portofolio Efek. 

Ayat (2) 

Persyaratan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam ayat ini antara lain 

mengenai: 

a. keahlian dan pengalaman; dan 

b. tata cara pengajuan permohonan izin. 



Pasal 32 

Ayat (I J 

Perorangan yang memiliki izin untuk bertindak sebagai Wakil Penjamin 

Emisi Efek dianggap telah memiliki izin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek. 

Oleh karena itu perorangan ini dapat mewak.ili kepentingan Perusahaan Efek 

yang melakukan kegiatan sebaga, Penjamm Emisi Efek dan Perantara Pedagang 

Efek. Sedangkan perorangan yang memiliki izin sebagai Wakil Perantara 

Pedagang Efek hanya dapat mewakili kepentingan Perusahaan Efek yang 

melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek. 

Ayat (2) 

Perorangan scbagaimana dimaksud dalam ayat ini bekcrja untuk kepentingan 

perusahaan dan nassabah perusahaan yang diwakilinya. Untuk menjaga agar 

tidak terjadi benturan kepentingan, maka Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil 

Perantara Pedagang Efek atau Wak.il Manajer Investasi hanya boleh bekerja pada 

satu Perusahaan Efek. 

Pasal 33 

Ayat (I )  

Kegiatan Penasehat Investasi adalah memberikan nasehat mengenai penjualan 

atau pembelian Efck dengan memperoleh imbalan jasa. Oleh karena itu 

Penesehat lnvestasi harus memenuhi persyaratan tertentu seperti keahlian 

dalarn bidang analisa Efek. Untuk memastikan ha] tersebut sebelum melakukan 

kegiatannya, maka Penasehat Investasi diwajibkan terlebih dahulu memperoleh 

izin usaha dari Bapeparn. 

Ayat (2) 

Persyaratan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam ayat ini antara lain 

mengenai: 

a. persyaratan yang wajib dipenuhi oleh penasehat lnvestasi; 

b. tata cara pengajuan pennohonan menjadi Penasehai Investasi: dan 

c. memiliki izin perorangan sebagai ahli investasi. 



Pasal 34 

Huruf a 

Kegiatan usaha Perusahaan Efek atau Penasehat lnvestasi pada dasarnya dilandasi 

oleh adanya kepercayaan dari nasabah. Oleh karena itu, dalam melaksanakan 

kegiatanya Perusahaan Efek atau Penasehat lnvestasi harus mendahulukan dan 

menjaga kepentingan nasabahnya, dan wajib menghindarkan segala tindakan 

yang bertentangan dengan kepentingan nasabah yang bersangkutan. 

Sebagai contoh, pegawai pemasaran Perusahaan Efek dilarang mempcngaruhi 

nasabahnya yang mempunyai dana terbatas untuk diinvestasikan terhadap Efek 

yang mempunyai resiko tinggi. 

Hurufb 

Karena hubungan antara nasabah dan Perusahaan Investasi didasarkan pada 

kepercayaan yang diberikan oleh nasabah, maka nasabah sudah sewajarnya 

mengharapkan bahwa pemberian jasa oleh Perusahaan Efek atau Penasehat 

lnvestasi dilakukan secara profesional. Salah satu indikator tingkat 

propesionalisme adalah kemampuan Perusahaan Efek atau Penasehat Investasi 

untuk "merahasiakan" nama maupun kegiatan investaris tennaksud keadaan 

keuangan dari nasabah dan tidak mengungkapkan hal-hal tersebut kepada Pihak 

lain tanpa izin nasabah. 

Narnun demikian "kerahasiaan" tersebut tidak tanpa batas, karena dalarn hal­ 

hal tertentu Perusahaan Efek atau Penasehat Investasi, wajib mengungkapkan 

hal-hal mengenai nasabahnya, misalnya antara lain untuk kepentingan penyidikan 

atau penuntutan perkara tindak pidana, atau untuk kepentingan perpajakan. 

Huruf c 

Sebagai Pihak yang memperoleh "kepercayaan" dari nasabahnya, maka 

Perusahaan Efek atau Penasehat Investasi wajib secara benar dan jujurnya 

mengungkapkan fakta meterial untuk diketahui oleh nasabah mengenai 

kemarnpuan profesi serta keadaan keuangannya. 

Huruf d 

Dalam memberikan rekomendasi kepada nasabahnya untuk membeli atau 

menjuaJ suatu efek, Perusahaan Efek aiau Penasehat lnvestasi wajib 



mengungkapkan segala kepentingannya dalam Efek yang bersangkutan untuk 

menghindarkan kemungkinan terjadi benturan kepentingan. Hal ini tidak berarti 

hahwa Perusahaan efek atau Penasehat lnvestasi tidak dapat mempunyai 

kepentingan dalarn suatu Efek bersamaan dengan nasabahnya, tetapi Perusahaan 

Efek atau Penasehat lnvestasi wajib memberitahukan hal tersebut kepada 

nasabahnya sebelum memberikan rekomendasi. Apabila Perusahaan Efek atau 

Penasehat Investasi tidak ingin memberitahukan tentang adanya kepentingan 

dalam Efek, maka Perusahaan Efek atau Penasehat Investasi dilarang memberikan 

rekomendasi apapun kepada nasabahnya mengenai Efek yang bersangkutan 

Kcpentingan dalam Efek timbul antara lain apabila : 

I .  Pihak baik langsung maupun tidak langsung, secara sendiri-sendiri atau 

bersama-sama dengan Pihak lain, memiliki efek atau berhak atas deviden, 

bunga atau hasil penjualan dan atau penggunaan Efek; 

2. Pihak telah terkait dalam kesepakatan atau perjanjian untuk membeli Efek, 

atau rnernpunyai hak untuk mengalihkan atau memindahtangankan Efek, 

atau memiliki hak memesan Efek terlebih dahulu, atau waran yang berkaitan 

dengan Efek; 

3. Pihak yang diwajibkan membeli sisa Efek yang tidak habis terjual dalarn 

Penawaran Umum; 

4. Pihak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak lain 

mengendalikan Pihak sebagaimana dimaksud dalam angka I, angka 2 atau 

angka 3. 

Huruf e 

Selain merupakan sarana pengarahan dana masyarakat, Penawaran Umurn 

dimaksudkan untuk menciptakan likuiditas bagi Efek yang bersangkutan, 

sehingga penyebaran Efek kepada sejumlah pemodal merupakan hal yang sangat 

penting. Penguasaan Efek yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum 

oleh sebagian kecil pelaku di pasar modal akan mampu menciptakan likurditas 

bagi Efek yang bersangkutan, dan dilain pihak menciptakan peluang bagi Pihak­ 

pihak tersebut untuk memanfaatkan keadaan pasar terhadap Efek tersebut untuk 

memperkaya diri sendiri. 



Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dalam hal terjadi kelebihan perrruntaan 

dalam Penawaran Umum, Perusahaan Efek yang hertindak sebagai Penjamin 

Emisi Efek wajib mendahulukan kepentingan pihak lain yang tidak terafiliasi 

yang memesan Efek daripada pesanan Penjamin Emisi Efek sendiri, Agen 

Penjualan maupun semua Pihak yang terafilasi. 

Pasal 35 

Huruf a dan huruf b 

Karena hubungan antara nasabah dengan Perusahaan Efek atau Penasehat Onvestasi 

didasarkan pada kepercayaan, maka sudah sepatutnya Perusahaan Efek atau Penasehal 

Investasi mengetahui kcinginan, kemarnpuan serta latar belakang dari nasabah, Dengan 

mengetahui hal-hal tersebut, maka Perusahaan Efek atau Penaseha Invesasi dapat 
menentukan arah dalarn pemberianjasanya sesuai dengan keaadaan nasabah, sehingga 

dapat dihindarkan keadaan dimana Perusahaan Efek atau Penasehat Investasi 

menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan untuk kepenlingan sendiri untuk 
kcpentingan sendiri dcngan mengorbankan kepentingan nasabahnya, 

Selain itu, Perusahaan Efek atau Penasehat Investasi wajib menyimpan dengan baik 
segala catatan yang berhubungan dengan pesanan, transaksi maupun kegiatan investasi 
nasabah sehingga wajar sewaktu-waktu diketahui oleh nasabah untuk kepentingan 
pembuktian, 

Pasal 36 

Huruf a 

Efek nasabah yang dikelola oleh Perusahaan Efek merupakan titipan nasabah, 
dan bukan merupakan bagian kekayaan dari Perusahaan Efek. 

Oleh karena itu, Efek nasabah tersebut harus disimpan dalam rekening yang 

erpisah dari rekening Perusahaan Efek, Selanjutnya, karena nasabah tersebut 
bukan merupakan bagian dari kekayaan Perusahaan Efek, maka dalam hal 
Perusahaan Efek yang bersangkutan pailit atau dilikuidasi, maka Efek nasabah 
tersebut bukan merupakan bagian dari harta kepailitan ataupun harta yang 
dilikuidasi. dengan demikian, semua kreditur atau Pihak lain yang mempunyai 
hak tagih terhadap Perusahaan Efek, tidak mempunyai hak untuk menuntut 
Efck nasabah yang dikelola oleh Perusahaan Efek. 



Huruf b 

Disampmg kewajiban untuk memisahkan Efek nasabah dari kekayaan Perusahaan 

Efek, maka Perusahaan Efek juga wajib menyelenggarakan pembukuan secara 

terpisah untuk masing-masingnasabahnya agar tidak terjadi pencarnpuran Efek 

diantara nasabahnya, serta menyediakan tempat penntimpanan yang aman atas 

harta nasabah agar terhindar dari kemungkinan hilang, rusak atapun resiko 

kecurian. 

Dengan pembukuan secara terpisah tersebut, maka masing-masing nasabah 

Perusahaan Efek dapat mudah mengetahui jumlah Efeknya, dan dapat 

menggunakannya untuk kepentingan pembuktian. 

Pasal 37 

Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Perantara Pedagang Efek wajib 
mendahulukan kepentingan nasabahnya yang tidak terafiliasi, sehingga apabila 

nasabah tersebut telah menginstruksikan Perusahaan Efek untuk menjual dan atau 

membeli suatu Efek yang tercatat pada Bursa Efek, maka Perusahaan Efek yang 

bersangkutan tidak dapat membeli dan atau menjual Efek tersebut alas perintah 

nasabahnya yang terafiliasi atau untuk kepentingan sendiri. Hal ini diperlukan untuk 

menghindarkan terjadinya benturan kepentingan antara nasabah Perusahaan Efek yang 

tidak terafiliasi dengan nasabah yang terafiliasi atau Perusahaan Efek itu sendiri. 

Pasal 38 

Apabila Penjamin Emisi Efek dan Emiten telah sepakat untuk melaksanakan 

Penawaran Umum bedasarkan jenis kontrak yang ditentukan, maka Pihak tersebut 

wajib melakukan Penawaran Umum tersebut sesuai dengan kontrak yang dibuat dan 

untuk itu harus dicantumkan dalam Propektus. 

Kontrak penjaminan emisi Efek dapat berbentuk kesanggupan penuh (full 

commitment) atau kesanggupan terbaik (best effort). Dengan full commitment, 

Penjamin Emisi Efek benanggung jawab mengambil sisa Efek yang tidak terjual, 

sedangkan dengan best effort, Penjarnin Emisi Efek tidak benanggungjawab terhadap 

sisa Efek yang tidak terjual, tetapi hanya berusaha sebaik mungkin untuk menjualkan 

Efek Emiten. 



Pasal 39 

Dengan dimuatnya dalam Prospektus adanya hubungan sebagaimana dimaksud dalam 

pasal ini pemodal dapat mengetahui dan menilai sejauhmana tingkat indcpendensi 

dari Perusahaan Efek dimaksud yang bertindak selaku Penajamin emisi Efek atas 
Efek yang ditertibkan oleh Emiten. 

Pasal40 

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi Rcksa Dana dari pengenaan komisi 

secara tidak wajar oleh Perusahaan Efek yang bertindak sekaligus sebagai Manajer 
Investasi dan sebagai Perantara Pedagang Efek untuk Reksa Dana, atau oleh Perantara 

Pedagang Efek yang terafiliasi dengan Perusahaan Efek yang bersangkutan. 

Pasal 41 

Mengingat keputusan investasi harus dilakukan semata-mata untuk kepentingan 
pemegang saham Reksa Dana berbentuk perseroan terbatas atau pemegang unit 
penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, maka Manajer Investasi dilarang menerima 
imbalan dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi keputusan dalam melakukan 
pembelian atau penjual Efek untuk Reksa Dana. 

Komisi yang diperoleh Pcrusahaan Efek dalam rangka pemberian jasa sebagai 
Perantara Pedagang Efek dengan idak melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 40 dan imbalan lain yang berkaitan dengan pengelolaan dana investasi 
sebagimana dituangkan dalam kontrak pengelolaan dana investasi bukan merupakan 
imbalan yang dilarang berdasarkan ketentuan ini. 

Pasal 42 

Ayat (I) 

Kegiatan penitipan adalah salah satu kegiatan Bank Umum sebagaimana 

dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbankan. Oleh 

karena itu Bank Umum tidak lagi memerlukan izin untuk melakukan kegiatan 
penitipan. Namun untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian yang merupakan 

kegiatan yang lebih luas dari kegiatan penitipan dan terkait dengan kegiatan 
lembaga lainnya seperti Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan 
Efek, dan Reksa Dana, maka Bank Umum tetap memerlukan persetujuan 
Bapepam. 



Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Perusahaan Efek tidak 
memerlukan izin atau persetujuan secara terpisah untuk melakukan kegiatan 
sebagai Kustodian, oleh karena izin yang telah diberikan sebagai Lembaga 
Penyimpanan dan Penyelesaian atau Perusahaan Efek sudah mencakup kegiatan 
Kustodian. 

Ayat(2) 

Persyaratan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam ayat ini antara lain 
mengcnai: 

a. kesiapan penyediaan sarana; 

b. tenaga ahli; dan 

c. penaggung jawab kegiatan Kustodian pada Bank Umum tersebut. 

Pasal 43 

Ayat (I) 

Cukupjelas 

Ayat (2) 

Cukupjelas 

Ayat (3) 

Oleh karena Efek yang tersimpan atau tercatat pada rekening Efek bukan 
merupakan harta Kustodian, maka Efek tersebut tidak dapat diarnbil atau disita 
oleh krebitur. Dalarn ha! Kustodian mengalarni kepailitan, semua Efek yang 
dititipkan pada Kustodian tersebut tidak dimasukkan dalarn harta kepaiLitan dan 

wajib dikembalikan kepada pemegang rekening yang bersangkutan. 

Pasal 44 

Bentuk perintah tertulis sebagaimana dima.ksud dalarn pasal ini dapat berupa surat 
yang ditandatangani atau bentuk perintah lainnya sesuai dengan kontrak yang dibuat 
antara Kustodian dengan Pemegang rekening. 

Pasal 45 

OLeh karena Efek dalam rekening Efek dititipkan dan diadministrasikan pada 
Kustodian, maka sudah sepatutunya pemegang rekening perlu mendapatkan 



perlindungan dari kerugian yang timbul akibat kesalahan Kustodian, antara lain 

karena : 

I .  hilang atau rusaknya harta atau catatan mengenai harta dalarn penitipan; 

2. keterlambatan dalam penyerahan harta keluar dari penitipan; atau 

3. kegagalan pemegang rekening menerima keuntungan berupa deviden, bunga 

atau hal-hal lain alas harta dalam penitipan. 

'Pasal 46 

Ayat (]) 

Pada prinsipnya, keserasian diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat 

yang menginvestasikan atau akan menginvestasikan dananya melalui pasar 

modal. Mcskipun demikian, pemberian keterangan mengenai Rekening Efek 

oleh Kustodian atau Pihak terafiliasinya kepada Pihak sebagaimana dimaksud 

dalarn huruf a sarnpai dengan f ayat ini memungkinkan dalam rangka pelaksanaan 

fungsinya masing-masing. 

Dengan berlakunya ketentuan dalam ayat ini bagi Pihak Kusodian, maka berarti 

ketentuan dalam ayat ini menyimpangi ketentuan mengenai kerahasiaan Bank 

sebagaimana diatur dalarn Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 

Peyimpanagan ini diperlukan agar Bapepam dapat melaksanakan fungsi 

pengawasan sesuai dengan wewenang yang ditentukan dalam Undang­ 
undang ini. 

Penyimpangan ini juga diperlukan, antara lain untuk memungkinkan pelak­ 

sanaan penerapan sistern perdagangan efek, dan kliring, penjaminan dan 

penyelesaian alas Transaksi Bursa serta penyimpanan Efek, dimana lembaga­ 

lembaga yang terkait sating memerlukan keterangan mengenai rekening Efek 

dan Lembaga Kliring dan Penjaminan perlu diberi kesempatan untuk memperoleh 
keterangan mengenai Efek pada Kustodian, terrnaksud Bank Kustodian. 

Disamping itu, dalam rangka penyelenggaraan daftar pemegang Efek dan 

pembagian hak-hak yang berkaitan dengan Efek, terrnaksud deviden, Biro 
Administrasi Efek juga perlu diberikan kesempatan untuk memperoleh 

keterangan mengenai rekening Efek pada Kustodian, termaksud Bank 

Kustodian. 



Ayat (2) 

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi jaminan bahwa keterangan yang 

diperoleh Pihak tersebut ada ayal (I) huruf a s/d f tidak di salah gunakan. Dengan 

adanya ketentuan tersebut ditegaskan bahwa Pihak-pihak tersebut harus 

memegang teguh kerasihaan Rekening Efek yang diperolehnya. 

Ayat (3) 

Cukupjelas 

Pasal 47 

Ayat (I) 

Cukupjelas 

Ayat (2) 

Persyaratan dan tatacara sebagaimana dimaksud dalam ayat ini antara lain 

mengenai : 

a. kesiapan penyediaan sarana � 

b. tenaga ahlai ; dan 

c. permodalan, 

Pasal 48 

Ayat (I) 

Cukupjelas 

Ayal (2) 

Cukupjelas 

Pasal 49 

Ayat (I) 

Oleh karena Efek bersifat utang adalah merupakan surat pengakuan utang yang 

sifatnya sepihak dan para pemegangnya tersebar luas, maka untuk mengurus 
dan rnewakilimereka selaku kreditur, perlu dibent'll< J,embaga perwaliarnanatan. 
Agar Walai Amanat dapat mewakili kepentingan parapeinegang Efek bersifat 
utang tersebut, maka ditctapkan Bank Umum sebagai Pihak yang dapat 



menyelenggarakan kcgiatan perwaliamanatan karena mempunyai jaringan 

kegiatan usaha yang luas. Namun demikian, untuk rnengannsipasi perkembangan 

Pasar Modal, maka dimungkinkan Pihak lain, selain Bank Umum; untuk 

melakukan kegiatan sebagai Wali Arnanat berdasarkan Peraturan Pemerintah. 

Ayal (2) 

Kegiatsn usaha sebagai Wali Amanat adalah merupakan salah satu kegiatan Bank 

Umum sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang 

perbankan. Oleh karcna itu Bank Umum tidak lagi memerluksan izin untuk 

melakukan kegiatan Wali Amanat. Namun untuk melakukan kegiatan tersebut, 

Bank Umum tetap mcmerlukan pendaftaran di Bapeparn. 

Ayat (3) 

Cukupjelas 

Pasal 50 

Ayat (I) 

Ketentuan ayat ini dimaksudkan untuk menghindari adanya bcnturan kepentingan 

antara Wali Amanat selaku wakil pemegang Efek bcrsifat utang dengan 

kepentingan Erniten dimana Wali Amanat mempunyai hubungan Afiliasi. 

Ayat (2) 

Sejak ditandatangani kontrak perwaliamanatan antara Emiten dengan Wali 

Amanat maka sejak saat itu Wali Amanat terlah sepakat dan rnengikatkan diri 

untuk mewakili pemegang Efek bersifat utang, tetapi perwakilan tersebut akan 

bcrlaku epektif pada saat Efek bcrsifat utang telah dialokasikan kepada para 

pemodal. Dalarn hal ini, Wali Amanal dibcri kuasa bcrdasarkan Undang-undang 

ini untuk rnewakili pemegang Efek bcrsifat utang dalam melakukan tindakan 

hukum yang berkaitan dengan kepentingan pemegang Efek bersifat utang tersebut 

termasuk melakukan penuntutan hak-haknya pemegang Efek bcrsifat utangbaik 

didalam maupun diluar pengadilan tanpa memcrlukan surat kuasa kusus dari 

pemegang Efek bersifat utang dimaksud. 

Aya1 (3) 

Ketentuan ayat ini dimaksudkan sama dcngan maksud ayat ( l) pasal ini yaitu 



untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan antara Wali Amanat selaku 
wakil pemegang Efek bersifat utang dengan kepentingan Wali Amanat sebagai 

'Kreditur atau debitur dari Emiten. 

Ayat (4) 

Cukupjelas 

Pasal 51 

Kontrak perwaliamanatan harus memuat antara lain ketentuan mengenai : 

a. uang pokok dan bunga serta manfaat lain dari Emiten;. 

b. jatuh tempo; 

c. jaminan (jika ada); 

d. agen pembayaran; dan 

e. tugas dan fungsi Wali Amanat. 

Pasal 52 

Ketentuan dalam pasal ini memberikan hak kepada pemegang Efek bersifat utang 
untuk menuntut ganti rugi kepada Wah amanat yang lalai dalam melaksanakan 
tugasnya sehingga mengakibatkan kerugian kepada pemegang Efek bersifat utang 
dimaksud. 

Pasal 53 

Larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dimaksudkan untuk menghindari 
terjadinya benturan kepentingan dari Wali Amanat selaku wakil pemegang Efek 
bersifat utang dengan kepentingan Wali Amanat selaku penanggung yangjustru wajib 

memenuhi kewajiban Emiten terhadap pemegang Efek bersifat utang dalam hal 

terjadi wanprestasi. 

Pasal 54 

Ayat(l) 

Yang dimaksud dengan "penyelesaian pembukuan" (book entry settlement) 

adalah pemenuhan hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat adanya 

Transaksi Bursa yang dilaksanakan dengan cara mengurangi Efek dari 



rekening Efek yang satu dan menambahkan Efek dimaksud pada rekening Efek 
yang lain pada Kustodian. 

Peralihan hale atas Efek terjadi pada saat penycrahan Efek atau pada waktu Efek 

dimaksud dikurangkan dari Rekening Efek yang satu dan kemudian ditambahkan 
pada rekening Efek yang lain. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan "kliring" adalah proses penentuan hak dan kewajiban 

anggota bursa yang timbul sebagai akibat adanya Transaksi Bursa. 

Setiap Transaksi Bursa wajib diselesaikan oleh para Pihak yang melakukan 

Transaksi Bursa oleh karena Transaksi Bursa merupakan rangkaian transaksi 

yang saling terkait dari waktu ke waktu dimana transaksi yang terjadi terlebih 

dahulu dipergunakan sebagai dasar transaksi berikutnya, sehingga pembatalan 

Transaksi Bursa awal akan mempengaruhi Transaksi Bursa berikutnya. 

Oleh karena itu Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib menjamin penyelesaian 

Transaksi Bursa dengan merealisasikan pemenuhan hak dan kewajiban masing­ 

masing anggota Bursa Efek yang melakukan Transaksi Bursa. 

Ayat (3) 

Oleh karena kegiatan Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjamin, dan 
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian merupakan satu kesatuan kegiatan yang 

saling berkaitan mulai dari kegiatan transaksi sampai dengan penyelesaian 
transaksi, maka ketiga lembaga dimaksud wajib menjamin terlaksananya kegiatan 
terse but secara efisien dan aman. Untuk menjami pelaksanaan kegiatan tersebut, 

maka ketiga lembaga dimaksud wajib membuat kontrak tertulis diantara mereka 
yang antara lain memuat penentuan waktu dan tahap-tahap penyelesaian transaksi, 
jumlah dan cara pemenuhan dana jaminan yang wajib dipenuhi oleh anggota 

Bursa Efek dan penentuan biaya transaksi dan penyclesaian transaksi. 

Ayat (4) 

Cukupjelas 

Ayat (5) 

Cukupjclas 



Pasal 55 

Ayat.t l ) 

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa para pemegang rekening 

pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian berdasarkan Undanng-undang 

ini diakui sebagai pemihk Efek atau Pihak yang berhak atas Efek dimana 

kepentingannya diwakili oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan 

mencatatkan narna Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut dalarn 

buku daftar pemegang Efek Emiten. 

Ayat (2) 

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa berdasarkan Undang­ 

undang ini pemilik atau Pihak yang berhak atas Efek yang tercatat pada rekening 

Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah para pemegang 

rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek, meskipun narna yang 

tercatat pada rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah 

narna Bank Kustodian atau Perusahaan Efek, 

Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dalam hal ini mewakili kepentingan 

pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud. 

Ayat (3) 

Ketentuan ini dimaksudkan bahwa berdasarkan Undang-undang ini ke­ 

seluruhan pemilik unit penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak lnvestasi 

Kolektif adalah Pihak yang memiliki atau berhak atas Efek yang termasuk dalarn 

portofoho Reksa Dana dimaksud. Kepemilikan tersebut diwakih oleh Bank 

Kustodian dengan mencatatkan nama Bank Kustodian tersebut dalarn buku daftar 

pemegang efek Emiten. Bank Kustodian dalarn hal ini sernata-rnata bertindak 

selaku wakil dari keseluruhan pemilik unit penyertaan Reksa Dana dimaksud. 

Ayat (4) 

Konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dapat berupa keternagan 

tertulis atau bentuk lain yang menerangkan jumlah Elek yang tercatat dalarn 

buku daftar pemegang Efek Emiten atas narna Lembaga Penyimpanan dan 

Penyelesaian yang mewakili kepentingan pemegang rekening atau Bank 



Kustodian yang mewakili kepentingan unit penyenaan Reksa Dana berbentuk 
Kontrak Investasi Kolektif. 

Ayat (5) 

Ketenluan dalam ayat ini mewajibkan Lembaga Penyimpanan dan 
Penyelesaian, Bank Kustodian atau perusahaan Efek untuk memberikan tanda 
bukti pencatatan sebagai konfirmasi kepada pemegang rekening dari Lembaga 
Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud. 

Pasal 56 

Dalam rangka meningkatkan efisiensi penyelesaian transaksi Efek, Efek dalam 
Penitipan Kolektif dianggap sepadan. 

Dalam ha! ini Efek dianggap memiliki sifat yang sama dengan uang, misalnya apabila 
seseorang hendak mencairkan uang, dari rekeningnya pada bank, maka yang 
bersangkutan tidak dapat menuntul atau mensyaratkan kepada bank agar uang yang 
dicairkan tersebut adalah fisik uang yang dahulu disetorkan nasabah tersebut 
kepada bank. 

Dengan demikian pemegang rekening Efek tidak dapat menuntut pemilikan suatu 
Efek berdasarkan nomor Efek atau seri tenentu berdasarkan jumlah, jenis dan 
kelasnya. 

Pasal 57 

Ayat (I) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 

Walaupun Lembag Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian tercatat 
dalam buku daftar pemegang Efek Emiten, namun pemegang rekening pada 
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dapat 
menginstruksikan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian 
agar namanya atau Pihak lain yang ditunjuk oleh yang bersangkutan dicatat 
dalam buku daftar pemegang Efek Emiten. Lembaga Penyimpanan dan 
Penyelesaian atau Bank Kustodian yang menerima instruksi tersebut wajib 
melaksanakannya dengan memerintahkan Emiten agar mencatatkan nama Pihak 



tersebut atau Pihak lain yang ditunjuk oleh yang bersangkutan dalam buku daftar 

pemegang Efek Emiten, Erruten yang menerima instruksi tersebut, wajib 

melaksanakannya sesuai dnegan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 

1n1. 

Ayat (3) 

Ketentuan ayat ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa efek yang dimaksukkan 

dalam Penitipan Kolektif adalah Efek yang baik dalam arti bebas dari 

permasalahan termasuk dari gugatan Pihak manapun yang menyatakan berhak 

atas Efek dimaksud. Hal ini diperlukan agar efek yang masuk dalarn Penitipan 

Kolektif benar-benar Efek yang siap untuk diperjualbelikan. Oleh karena itu 

Efek yang hilang atau musnah dianggap Efek yang bermasalah, sehingga tidak 

dapat dimasukkan dalarn Penitipan Kolektif. Narnun demikian apabila terdapat 

bukti dan atau jarninan yang cukup, Emiten dapat menerima pencatatan Efek 

dimaksud ke dalam Penitipan Kolektif dan mengarnbil alih tanggung jawab 

terhadap pencatatan Efek dimaksud ke dalam Penitipan Kolektif. 

Ayat (4) 

Efek yang dijaminkan, diletakkan dalam sita jaminan berdasarkan putusan 

pengadilan atau disita untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana juga 

diaggap Efek yang bermasalah sebagaimana halnya dengan penjelasai ayat (3) 

pasal ini. Alas dasar itu Efek tersebut tidak dapat dimasukkan dalarn Penitipan 

Kolektif berdasarkan ketentuan ayat ini. 

Pasal 58 

Ayat (I) 

Oleh karena dana dan atau Efek dalam rekening Efek pada Lembaga 

Penyimpanan dan Penyelesaian merupakan milik dari pemegang rekening, maka 

pemegang rekening yang bersangkutan dapat menarik dana dan atau Efek tersebut 

sewaktu-waktu berdasarkan ketentuan ayat ini, 

Ayat (2) 

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dapat membekukan rekening Efek 

untuk pemenuhan Transaksi Bursa yang dilakukan untuk kepentingan pemegang 

rekening atau dijarninkan oleh pemegang rekening untuk suatu perildanan. 



Pasal 59 

Ayal(I) 

Oleh karcna pemegang rckening adalah Pihak yang memiliki atau bcrhak atas 
rekening Efek, maka sudah dengan sendirinya Pihak tersebut mempunyai hak 
suara atau Efek yang tercatat dalam rekening Efek yang bersangkutan. Untuk 
itu bcrdasarkan ketentuan ayat ini ditegaskan bahwa pemegang rckening adalah 
Pihak yang berhak untuk hadir dan memberikan hak suara dalam Rapat Umum 
Pemegang Efek walaupun Efek tersebut tercatat atas nama Lembaga 
Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dalam buku daftar 
pemegang Efek Emiten. Fungsi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan 
Bank Kustodian dalam hal ini adalah selaku Kustodian yang mewakili 
kepentingan pemegang rekening. 

Ayat (2) 

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk menjamin agar hak pemegang 
rekening berupa dividen, bunga, saham bonus atau hak lain dapat segera diterima 
oleh pemegang rekcning yang bersangkutan. Hal ini diperlukan untuk 
menghindari kcrugian yang mungkin timbul yang diderita oleh pemegang 
rekening akibat keterlambatan penyerahan hak dimaksud. 

Pasal 60 

Ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencgaskan bahwa pemegang rekening 
sewaktu-waktu dapat meminjamkan atau menjarninkan Efek yang tercatat dalam 
rekening Efek tanpa mengeluarkan Efek tersebut dari Penitipan Kolektif. Hal ini 
diperlukan agar peminjaman atau penjamin Efek itu terlaksana dengan arnan dan 
efisien. Perninjarnan atau penjarninan Efek dilakukan dengan pemberitahuan secara 
tertuhs oleh pemegang rekening kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian 
atau Bank Kustodian yang mencrangkan jumlah, jenis Efek yang dipinjarnakan atau 
dijarninkan, Pihak yang menerima pinjaman atau penjamin dan persyaratan 
peminjaman atau penjaminan. 

Pasal 61 

Ketentuan mengenai Peniupan Kolektif wajib dimasukkan dalam anggaran dasar 
Erniten agar ketcntuan anggaran dasar dimaksud sesuai dengan ketentuan Undang- 



undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya. Hal ini diperlukan agar pemegang 

Efek khususnya pemegang saham secara jelas mengetahui dan dapat melaksanakan 

hak-haknya alas Efek yang tercatat dalam Penitipan Kolektif. Adapun hal-hal yang 

wajib diatur dalarn anggaran dasar, antara lain meliputi : 

a. kesepadan Efek; 

b. kewajiban untuk menerbitkan sertifikal atau konfirmasi kepada Lembaga 

Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian; 

c. hak suara, hak-hak atau dividen dan hak-hak lain yang dimiliki oleh pemegang 

rekening atas saham dalam Penitipan Kolektif; dan 

d. pengalihan kepemilikan dalam Penitipan Kolektif. 

Pasal 62 

Cukupjelas 

Pasal 63 

Ayat (I) 

Huruf a 

Akuntan adalah Akuntan Negara atau Akuntan Publik yang telah 

memperoleh izin dari Menteri Keuangan yang tugasnya memberikan 

pendapat alas laporan keuangan suatu perusahaan. 

Hurufb 

Konsultan Hukum adalah ahli hukum yang memberikan pendapat hukum 

kepada Pihak lain. 

Huruf c 

Penilai adalah Pihak yang memberikan penilaian atas aset perusahaan. 

Hurud d 

Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang membual akte olentik. 

Huruf e 

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menarnpung kemungkinan diperlukannya 



jasa profesi lain untuk memberikan pendapai atau penilaian sesuai dengan 

perkembangan pasar modal di rnasa mendarang. 

Ayal (2) 

Karena pendapat dan atau penilaian Profesi Penunjang Pasar Modal sangat 

penting bagi pemodal dalam mengambil keputusan investasinya, maka kegiatan 

profesi tersebut di pasar modal perlu diawasi dengan mewajibkannya mendaftar 

di Bapepam. 

Ayat (3) 

Persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat ini antara lain 

mengenai: 

a. sarana dan prasarana; 

b. kualifikasi pendidikan; dan 

c. izin profesi yang memerlukan izin dari instansi yang berwenang. 

Pasal 64 

Ayat ( l)  

Karena izin profesi merupakan salah satu persyaratan bagi pendaflarannya di 

Bapepam, rnaka apabila izin profesi tersebut dicabut dengan sendirinya 

pendaftaran di Bapepam menjadi batal. 

Ayal (2) 

Cukup jelas 

Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan "jasa lain" adalah jasa yang bukan menjadi penycbab 

dibatalkannya pendaftaran atau dicabutnya izin profesi yang bersangkutan 

scbagaimana dimaksud dalam ayai (2) 

Ayat (4) 

Cukup jclas 

Pasal 65 

Cukupjelas 



Pasal 66 

Ketentuan ini dimaksudkan agar pendapat atau penilaian yang diberikan oleh 

Profesi Penunjang Pasar Modal dilakukan secara profesional dan bebas dari 

pengaruh Pihak yang memberikan tuags dan menggunakan jasa Profesi Penunjang 

Pasar Modal tersebut dan atau afiliasinya, sehingga pendapat atau penilaian yang 

diberikan objektif dan wajar. 

Pasal 67 

Ketentuan tentang kewajiban untuk melaporkan adanya pelanggaran dalam jangka 

waktu 3 (tiga) hari dimaksudkan agar Bapepam dapat mengetahui hal tersebut 

sedini mungkin dan dapat segera mengambil tindakan yang diperlukan untuk 

mengurangi atau mcncegah kemungkinan kerugian yang lebih besar bagi 

masyarakat pemodal. 

Pasal 68 

Ayal (1) 

Yang dimaksud dengan "prinsip akuntansi yang berlaku umum" adalah Prinsip 

Akuntansi Indonesia yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. 

Ayat (2) 

Meskipun pengaturan suatu hal tertentu sudah diatur dalam Prinsip Akuntansi 

Indonesia, tetapi apabila belum mencakup hal-hal yang dibutuhkan di pasarmodal 

seperti dalam menetapkan ketentuan mengenai hal tersebut secara khusus untuk 

melindungi kcpentingan publik. 

Pasal 69 

Ayat ( 1 )  

Kegiatan pcnawaran Umum merupakan salah satu cara untuk menghimpun 

dana masyarakat. Untuk itu kepentingan masyarakat yang akan menanamkan 

dananya pada Efek perlu mendapalkan perlindungan. Oleh karena itu setiap Pihak 

yang bermaksud menghimpun dana melalui Penawaran Umum diwajibkan 

terlebih dahulu menyampaikan Pemyataan Pendaftaran kepada Bapepam dan 

Penawaran Umum tersebut baru dapat dilakukan setelah Pemyataan Pendaftaran 

dimaksud efeklif. 



Ayal (2) 

Cukup jclas 

Pasal 70 

Dengan ketentuan ini, pemodal mempunyai kesempatan memahami isi Prospektus 

sebagai dasar untuk mengarnbil keputusan investasinya. 

Pasal 71 

Ayat (I) 

Cukupjelas 

Aya1 (2) 

Ketentuan ayat ini dimaksudkan untuk memberikan hale kepada pemodal untuk 

menuntut ganti rugi kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek baik sendiri-sendiri 

maupun bersarna-sama. 

Ayal (3) 

Cukup jelas 

Pasal 72 

Untuk melindungi kepentingan pemegang saham perusahaan yang telah memenuhi 

persyaratan sebagai Perusahaan Publik maka perusahaan yang bersangkutan wajib 

menyarnpaikan Pemyataan Pendaftaran. 

Pasal 73 

Ayat (I) 

Ketentuan ini dimaksudkan agar Emitcn memperoleh kepastian bahwa dalarn 

hal Pemyataan Pendaftaran yang disampaikannya kepada Bapeparn telah lengkap 

dan memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditetapkan, maka Pemyataan 

Pendaftaran terse but menjadi efektif dengan sendirinya pada hari-45 (empat puluh 

limat) apabila Bapepam tidak melakukan sesuatu. 

Ayat (2) 

Cukup Jelas 



Aya1 (3) 

. Dalam hal Bapepam merninta perubahan dan atau tambahan infonnasi dari 

Emiten atau Perusahaan Publik maka penghitungan waktu untuk efektifnya 

Pemyataan Pendaftaran dihitung sejak tanggal diterimanya tambahan informasi 

atau perubahan dimaksud. 

Aya1 (4) 

Cukupjelas 

Pasal 74 

Ayat ( I )  

Cukupjelas 

Ayal (2) 

Bapepam tidak melakukan penilaian atas kualitas Efek yang ditawarkan. Yang 

menjadi lcewajiban Bapeparn dalarn rangka Penawaran Umum adalah pemenuhan 

persyaratan keterbukaan infonnasi oleh Emiten yang dicantumkan dalam 

prospektus, oleh karena itu keputusan untuk melakukan investasi sepenuhnya 

ada pada pemodal. 

Pasal 75 

Rencana pencatatan Efek di Bursa Efek merupakan salah satu hal penting yang 

dijadikan dasar pertimbangan keputusan untuk melakukan investasi oleh pemodal. 

Oclah karena itu apabila janji tersebut tidak dapat dipenuhi maka penawaran um urn 

tersebut menjadi batal demi hukum dan Emiten serta Penjamin Emisi Efelr. wajib 

mengembalikan uang pesanan Efek kepada pemesan. 

Pasal 76 

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini antara lain mengenai : 

a. bentuk dan isi Pemyataan Pendaftaran; dan 

b. bentuk dan isi Prospektus, 



Pasal 77 

Ayat ( 1 )  

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan agar masyarakat memperolch keterangan 

atau informasi yang scbenamya mengenai Emiten yang diperlukan sebagai dasar 

penimbangan untuk menetapkan kcputusan investasinya. 

Ayat (2) 

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menccgah adanya Pihak-pihak yang 

menggunakan keterangan yang tidak benardengan rnenyebutkan bahwa Bapepam 

telah rnemberikan persetujuan, atau izin atau pengesahan atau penelitian atau 

penilaian alas berbagai segi keunggulan suatu Efek dengan maksud untuk 

mempengaruhi masyarakat agar mcmbeli Efck yang ditawarkan. 

Ayat (3) 

Ketentuan yang diatur lebih lanjut olch Bapepam antara lain mcngcnai bentuk 

dan isi Prospektus serta penetapan infonnasi tertulis yang bukan merupakan 

Prospektus. Hal-hal yang dimuat dalam Prospektus antara lain mcngenai : 

a. uraian tentang Pcnawaran Umum; 

b. tujuan dan penggunaan dana Pcnawaran Umum; 

c. analisis dan pembahasan mengenai kegiatan dan kcuangan; 

d. resiko usaha; 

e. data kcuangan; 

f. kctemagan dari segi hukum; 

g. infonnasi mengenai pemesanan pembelian Efek; dan 

h. kcterangan tentang anggaran dasar. 

Pasal 78 

Ayat (l) 

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan agar masyarakat mcmperoleh keterangan 

atau informasi yang sebenamya mengenai Emiten yang diperlukan sebagai dasr 

pertimbangan untuk menetapkan investasinya. 



Ayat (2) 

Ketentuan dalarn ayat ini dimaksudkan untuk memungkinkan agar pengumuman 

yang dibual dalam rangka Penawran Umum tidak menycsalkan. H.al-hal yang 

diumumkan antara lain mengcnai : 

a. nama Emiten; 

b. jenis Efek yang ditawarkan; 

c. jenis industri Emiten; 

d, nama dan alamat Agen Penjual; dan 

e. narna Penjarnin Emisi Efek. 

Pasal 79 

Ayat(I) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 

Tanggung jawab masing-masing Profesi Penunjang Pasar Modal terbatas pada 

pendapat atau keternagan yang dibcrikannya dalam rangka Pernyataan 

Pendaftaran. Olah karena itu pemodal hanya dapat menuntut ganti rugi atas 

kerugian yang timbul akibat dari pendapat atau penilaian yang dibcrikan Profesi 

Penunjang Pasar Modal. 

Ayat (3) 

Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Profesi Penunjang Pasar Modal tidak 

dapat dituntur ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh pemodal apabila 

Penjamin Pelaksana EmiSI Efek atau Profesi Penunjang Pasar Modal tersebut 

telah melakukan penilaian atau memberikan pendapatnya secara profesional 

dalarn arti pckerjaannya telah dilaksanakan sesuai dengan norma pemeriksaan, 

prinsip-prinsip dan kode etik masing-masing profesi, dan l?"ndapatnya atau 

penilaiannya itu telah diberikan secara independen. Selain itu Penjarnin Pelaksana 

Ernisi Efek atau Profesi Penunjang Pasar Modal telah melakukan langkah­ 

langkah konkrit yang diperlukan untuk memastikan kebenaran dari pernyataan 

atau keternagan yang diungkapkan dalam Pernyataan Pendaftaran. 



Ayat (4) 

Cukupjelas 

Pasal 80 

Ayat(I) 

Cukupjelas 

Ayat (2) 

Cukupjelas 

Pasal 81 

Ayat (I) 

Yang dimaksud "hak memesan Efek terlebih dahulu" adalah hak yang melekat 

pada saham yang mcmberikan kesempatan bagi pemegang saham yang 

bersangkutan untuk membeli Efek baru sebelum ditawarkan kepada Pihak lain. 

Ayat (2) 

Untuk melindungi kcpcntingan pemcgang saham indepcnden yang umumnya 

merupakan pemegang saham minoritas dari kcmungkinan adanya penetapan 

harga yang tidak wajar atas transaksi yang dilakukan olch Emitcn disebabkan 

adanya benturan kcpentingan antara pribadi direktur, komisaris atau pcmegang 

saham utama, maka Bapepam dapat mcwajibkan Emiten untuk tcrlebih dahulu 

mempcroleh pcrsetujuan mayoritas dari pcmegang saham indcpenden. 

Ayat (3) 

Persyaratan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam ayat ini antara lain 

mcngenai: 

a. bentuk dan isi Pcrnyataan Pendaftaran dalam rangka pcnerbitan hak 

memcsan Efek terlebih dahulu; 

b. dokurnen-dokumen yang wajib disampaikan dalam Pemyataan Pcndaftaran 

terse but; 

c. bentuk dan isi Prospektus dalam rangka penerbiatan hak rnemesan Efck 

terlebih dahulu; dan 



d. tata cara pelaksanaan penentuan korum dan suara dalam Rapat Umum 
Pemegang Saham untuk memperoleh persetujuan pemegang saham 

independen. 

Pasal 82 

Yang dimaksud dengan "penawaran tender" adalah penawaran melalui media massa 

untuk memperoleh saham atau Efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham 

dengan cara pembelian atau pertukaran. 

Pasal 83 

Mengingat penggabungan, peleburan atau pengambilalihan dapat mcnimbulkan 
kerugian bagi pemegang saharn publik dan kemungkinan adanya penilaian yang tidak 

wajar atas asset Perusahaan Publik atau Emiten, maka Perusahaan Publik atau Emiten 
wajib memenuhi ketentuan mengenai keterbukaan, kewajaran dan pelaporan yang 

ditetapkan oleh Bapeparn. 

Pasal 84 

Yang dimaksud dengan "laporan" adalah laporan berkala maupun laporan insidentil 

lainnya. 

Pasal 85 

Ayat ( I )  

Oleh karena informasi mengenai Perusahaan Publik atau Emiten mempunyai 

peranan yang penting bagi pemodal, maka disamping untuk efektivitas 
pengawasan oleh Bapeparn, kewajiban untuk menyarnpaikan dan mengumumkan 

laporan bagi Perusahaan Publik atau Emiten dimaksudkan juga agar informasi 
mengenai jalannya usaha perusahaan tersebut selalu tersedia bagi masyarakat. 

Huruf a 

lnformasi berkala tentang kegiatan usaha dan keadaan keuangan Perusahaan 
Publik dan Emiten diperlukan oleh Pemodal sebagai dasar pengambilan 
keputusan investasi atas Efek. Oleh karena itu Perusahaan Publik atau 
Emiten wajib menyarnpaikan laporan berkala untuk setiap akhir periode 

lertenu kepada Bapepm dan laporan tersebut terbuka untuk umum. 



Huruf b 

Se lain tambahan dari laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam huruf 
a di atas, maka apabila terjadi peristiwa yang sifatnya material, Perusahaan 
Pubhk dan Emiten wajib menyampaikan laporan kepada Bapepam dan 
mengumumkannya kepada masyarakat selambat-lambatnya dua hari setelah 
terjadinya peristiwa yang sifatnya material tersebut. 

Ayat(2) 

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk memberikan kewenangan kepada 
Bapeparn untuk rnenetapkan persyaratan tertentu dimana Perusahaan Publik atau 
Emiten yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektiftidak diwajibkan 
meyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) .  Persyaratan 
dimaksud antara lain berupa penentuan maksimal jumlah pemegang saharn dan 
modal disetor Perusahaan Publik yang tidak diwajibkan untuk menyampaikan 
laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (I).  Ketentuan ini lidak berarti bahwa 
Perusahaan Publik yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif tidak 
wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) mesk.ipun 
tidak memenuhi persyaratan sebagai Perusahaan Publik. 

Pasal 86 

Ayat (I) 

Karena kedudukannya yang penting tersebut, maka direktur atau komisaris 
Perusahaan Publik atau Emiten wajib mengungkapkan perubahan kepemilikan 
Efeknya. 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Ayat (3) 

Jangka waktu laporan kepemilikan atau perubahan kepemilikan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat ini dihitung sejak lerjadinya transaksi. 

Pasal 87 

Ketentuan dan tata cara pcnyampaian laporan yang akan diatur oleh Bapepam 
rnemuat antara lain : 



a. bentuk dan isi laporan; 

b. pihak yang dapat menandatangani laporan; 

c. batas waktu penyampaian laporan; dan 

, d. cara penyampaian laporan. 

Pasal 88 

Ayat (I) 

lnformasi sebagaimana dimaksud dalam ayat ini antara lain berupa Prospektus, 

Pernyataan Pendaftaran, permohonan izin usaha.izin perorangan, persetujuan 

dan pendaftaran profesi, laporan berkala dan laporan lainnya, tersedia untuk 

um um. 

Ayat (2) 

Sesuai dengan prinsip keterbukaan yang berlaku di pasar modal, maka pada 

dasarnya informasi atau keterangan yang dimuat dalam Pemyataan Pendaftaran 

termasuk Prospektus atau permohonan izin usaha, izin perorangan, persetujuan 

dan pendaftaran profesi serta informasi lainnya yang wajib disampaikan oleh 

setiap Pihak kepada Bapepam adalah terbuka untuk umum. Hal ini disebabkan 

karena informasi atau ketemagna tersebut penting artinya bagi masyarakat dalam 

rnelakukan investasi ataupun kegiatan usaha di pasar modal. Namun demikian 

terdapat informasi atau keterangan tertentu yang tidak terbuka untuk umum 

karena alasan tertentu antara lain adanya kemungkinan informasi tersebut akan 

digunakan oleh Pihak lain terutarna pesaing sehingga merugikan Pihak yang 

menyampaikan informasi atau keterangan tersebut. Oleh karena itu Bapepam 

alas permintaan dari Pihak yang diwajikban untuk menyarnpaikan informasi 

atau ketemagan tersebut dapat mempertimbangkan untuk pengecualian terhadap 

ketentuan dalam ayat (I) pasal ini. 

Pengecualian keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalarn ayat ini antara 

lain formula rahasia produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. 

Pasal 89 

Perkembangan pasar modal sangat tergantung dari keyakinan dan kepercayaan 

masyarakat pemodal untuk melakukan investasi dalam Efek. Keyakinan dan 



kepercayaan tersebut dapat terpengaruh oleh adanya undak pidana berupa penipuan 

atau pengelabuan yang merugikan masyarakat pemodal. Sehubungan dengan itu, maka 

tindak pidana dimaksud perlu diancam dengan sanksi yang relatif berat berdasarkan 

Undang-undang ini. 

Kegiatan perdagangan Efek melipuu kegiatan penawaran, pembelian dan atau 

penjualan Efek yang lerjadi dalarn rangka Penawaran Umum, atau terjadi di Bursa 

Efek, maupun kegiatan penawaran, pembelian dan atau penjualan Efek diluar bursa 

atas Efck Emiten atau Perusahaan Publik. 

Pasal 90 

Masyarakat pemodal sangat memerlukan informasi mengenai kcgiatan perdagangan, 

kcadaan pasar atau harga Efek di Bursa Efek yang tercermin dari kckuatan penawaran 

jual dan penawaran beli Efek sebagai dasar untuk mcngarnbil keputusan investasi 

dalarn Efek. Sehubungan dengan itu ketentuan ini melarang adanya tindakan yang 

dapat mcniciptakan gambaran semua inengcnai kcgiatan perdagangan, keadaan pasar 

atau harga Efek, seperti : 

a. melakukan transaksi Efek yang tidak mengakibatkan perubahan kepemilikan; 

a tau 

b. melakukan penawaranjual atau penawaran beli Efek pada harga tenentu, dimana 

Pihak tersebut juga tclah bcrsekongkol dengan Pihak lain yang melakukan 

penawaran beli atau penawaran jual Efek yang sama pada harga yang kurang 

lebih sarna. 

Pasal 91 

Ketentuan ini melarang dilakukannya serangkaian transaksi Efck oleh satu Pihak 

atau beberapa Pihak yang bersekongkol, sehingga menciptakan harga Efek yang semua 

di Bursa Efek karena tidak didasarkan pada kekuatan permintaan jual atau beli Efek 

yang sebenamya dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau Pihak lain. 

Pasal 92 

Pihak seperti halnya juru bicara Emiten, pers, atau Pejabat Pemerintah sesuai dengan 

fungsi atau jabatannya masing-rnasing, sering mcmbuat pemyataan atau mcmberikan 

keterangan kepada masyarakat yang berpengaruh terhadap harga Efek di Bursa Efek. 

Scsuai dcngan ketcntuan pasal ini, Pihak tersebut dilarang mcmbuat pemyataan 



atau memberikan keterangan yang secara material berpengaruh terhadap harga Efek 

di Bursa Efek, apabila yang bersangkuran mengetahui atau sepatutnya mengetahui 
bahw·a pemyataan atau keterangan tersebut tidak benar atau menyesatkan atau yang 
bersangkutan tidak cukup berhati-hati untuk menentukan kebenaran pemyataan atau 

keterangan tersebut. 

Pasal 93 

Tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal ini antara lain menyangkut : 

a. stabilisasi harga Efek dalarn rangka Penawaran Umum sepanjang hal tersebut 

dicantumkan dalarn Prospektus; dan 

b. penjualan dan pembelian Efek oleh Perusahaan Efek selaku pembentuk pasar 

untuk rekeningnya sendiri secara terus menerus untuk menjaga likuidilas 

perdagangan Efek. 

Pasal 94 

Orang Dalarn adalah : 

a. komisaris, direktur atau pegawai Perusahaan Publik atau Emiten; 

b. Pemegang saham utarna Perusahaan Publik atau Emiten; 

c. perorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan 
usahanya dengan Perusahaan Publik atau Emiten memungkinkan orang tersebut 

memperoleh Informasi Orang Dalam; atau 

d. perorangan yang dalarn waktu 6 (enarn) bulan terkahir tidak lagi menjadi Pihak 
sebagaimana dimaksud dalarn huruf a, huruf b, atau huruf c di atas. 

Sebagai contoh penjelasan huruf d adalah Tuan A berhenti sebagai direlaur pada 
tanggal I Januari. Narnun demikian Tuan A masih dianggap sebagai Orang Dalarn 

sarnpai dengan tanggal 30 Juni pada tahun yang bersangkutan. 

Yang dimaksud dengan "kedudukan" dalarn penjelasan huruf c ini adalah jabatan 
pada lembaga, institusi atau badan Pemerintah. 

Yang dimaksud dengan "hubungan usaha" dalarn penjelasan huruf c ini adalah 
hubungan kerja atau kemitraan dalam kegiatan usaha antara lain hubungan kerja atau 
kemitraan dalarn kegiatan usaha antara lain hubungan nasabah, pemasok, kontraktor, 
pelanggan dan kreditur. 



Yang dimaksud dengan "Infonnasi Orang Dalam" dalam penjelasan hurufc ini dan 
ketentuan Jain dalam Undang-undang ini adalah infonnasi material yang l)el!lm tersedia 
untuk umum. Sedangkan yang dimaksud dengan "infonnasi material" dalam hal ini 
adalah infonnasi penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian atau fakta yang 
dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan atau keputusan untuk melakukan 
investasi. 

Sebagai contoh infonnasi material adalah antara lain infonnasi mengenai : 

I .  penggabungan usaha (merger), pengambilalihan (acquistion), peleburan usaha 
(consolidation) atau pembentukan usaha patungan; 

2. pemecahan saham atau pembagian dividen saham (stock dividen); 

3. pendapatan dan dividen yang luar biasa sifatnya; 

4. perolehan atau kehilangan kontrak penting; 

5. produk atau penemuan baru yang berarti; 

6. perubahan tahun buku perusahaan; dan 

7. perubahan dalam pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen; 

sepanjang infonnasi tersebut dapat mempengaruhi harga Efek dan atau keputusan 
untuk melakukan investasi atas Efek. 

Huruf a 

Orang dalam dari suatu Perusahaan Publik atau Emiten yang mempunyai 
Infonnasi Orang Dalam dilarang melakukan kegiatan penjualan atau pembelian 
Efek dari Perusahaan Publik atau Emiten, karena pada dasamya kedudukan Orang 
Dalam menimbulkan kewajiban untuk selalu mendahulukan kepentingan 
Perusahaan Publik atau Emiten dan secara tidak Jangsung kepentingan para 
pemegang saharn secara keseluruhan, tennasuk di dalarnnya kewajiban untuk 
tidak menggunakan infonnasi atau fakta material yang belum lerbuka untuk 
umum mengenai Perusahaan Publik atau Emiten untuk kepentingan sendiri atau 
pihak Jain. Apabila Orang Dalarn mempunyai Infonnasi Orang Dalam ingin 
melakukan penjualan dan atau pembelian Efek dari Perusahaan Publik atau 
Emiten terse but, maka Orang Dalarn wajib mengungkapkan atau mengumumkan 

informasi tersebut sesuai dengan persyaratan keterbukaan yang berlaku. 



Sehubungan dengan itu, maka pengungkapan atau pengumuman infonnasi 

kepada umum tersebut pada dasarnya hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan 

Publik atau Emiten itu sendiri, kecuali apabila Orang Dalam yang bersangkutan 

diberikan kewenangan khusus untuk melakukan hal tersebut untuk kepentingan 

Perusahaan Publik atau Emiten. 

Huruf b 

Disamping larangan di atas, maka Orang Dalam dari suatu Perusahaan Publik 

atau Emiten yang mempunyai Jnfonnasi Orang dalam mengenai perusahaan lain 

yang melakukan transaksi dengan Perusahaan Publik atau Emiten yang 

bersangkutan, dikenakan larangan yang sama. Artinya, meskipun yang 

bersangkutan bukan Orang Dalam dari perusahaan lain tersebut, tetapi karena 

informasi mengenai perusahaan lain tersebut lazimnya diperoleh karena 

kedudukannya pada Perusahaan Publik atau Emiten yang melakukan transaksi 

dengan perusahaan lain tersebut, maka apabila Orang Dalam melakukan 

pembelian atau penjualan Efek dari perusahaan lain tersebut, ha! itu berarti Orang 

Dalam yang bersangkutan telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan 

kepadanya oleh Perusahaan Publik atau Emiten tersebut. 

Yang dimaksud dengan "transaksi" dalam huruf ini adalah semua bentuk transaksi 

yang terjadi antara Perusahaan Publik atau Emiten dengan perusahaan lain, 
termasuk transaksi atas Efek dari perusahaan lain tersebut yang dilakukan oleh 

Perusahaan Publik atau Emiten yang bersangkutan. 

Pasal 95 

Orang Dalam sebagairnana dimaksud dalam Pasal 94 dilarang mempengaruhi Pihak 

lain untuk melakukan pembelian dan atau penjualan atas Efek dari Perusahaan Publik 

atau Emiten yang bersangkutan walaupun Orang Dalam dimaksud tidak memberikan 

Infonnasi Orang Dalam kepada Pihak lain, karena ha! itu berarti membuka kesempatan 

bagi Pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan Efek berdasarkan lnfonnasi 

Orang Da!am. Dalam hal demikian, 0�5_Dalam tersebut telah menyalahgunakan 

kepercayaan yang diberikan kepadanya�h Perusahaan Publik atau Emiten. sElain 

larangan tersebut, Orang Dalam dilarang memberikan Infonnasi Orang Dalam kepada 

Pihak lain yang diduga akan menggunakan infomrasi tersebut untuk melakukan 

pembelian dan at.au penjualan Efek, karena Orang Dalam mempunyai kewajiban untuk 



tidak menyalahgunakan informasi yang dipercayakan kcpadanya. Hal ini berarti pula, 

hahwa Orang Dalam mempunyai kewajiban untuk berhati-hau agar Informasi Orang 

Dalam tidak tersebar sehingga dapat disalahgunakan oleh Pihak lain. 

Pasal 96 

Ayat ( I )  

Setiap Pihak yang dengan sengaja berusaha secara melawan hukum untuk 

memperoleh dan pada akhimya memperoleh Jnformasi Orang Dalarn mengcnai 

Perusahaan Publik atau Erniten.juga dikenakan larangan yang sama seperti yang 

bcrlaku bagi Orang Dalarn sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dan Pasal 95. 

Artinya, mcreka dilarang untuk melakukan transaksi alas Efek yang bersangkutan, 

serta dilarang mempengaruhi Pihak lain untuk melakukan pcmbelian dan atau 

penjualan alas Efek tersebut atau memberikan Jnformasi Orang Dalarn tersebut 

kepada Pihak lain yang patut diduga akan menggunakan infonnasi tersebut untuk 

melakukan pembelian dan penjualan Efek. 

Ayat (2) 

Larangan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 94 dan Pasal 95 tidak berlaku 

bagi Pihak selain Orang Dalarn yang rnempcroleh Informasi Orang Dalarn tanpa 

melawan hukum apabila informasi tersebut disediakan bagi siapa pun yang 

meminta tanpa pembatasan, 

Sebagai contoh, apabila seseorang yang bukan Orang Dalam meminta 

infomrasi dari Perusahaan Publik atau Emiten dan kemudian mempcrolehnya 

dengan mudah tanpa pembatasan, maka orang tersebut tidak dikenakan 

larangan yang berlaku bagi Orang Dalam. 

Narnun dcmik.ian, apabila pcmberian Jnformasi Orang Dalam disertai dengan 

persyaratan untuk merahasiakannya atau persyaratan lain yang bersifat 

pembatasan, maka terhadap Pihak yang memperoleh Infomrasi Orang Dalarn 

berlaku larangan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 94 dan Pasal 95. 

Pasal 97 

Dengan ketentuan ini. Perusahaan Efek yang memiliki Informasi Orang Dalam 

mengenai Perusahaan Publik atau Emitcn dilarang melakukan transaksi alas Efek 

dari Perusahaan Publik atau Emiten tersebut apabila dilakukan atas tanggungannya 



sendm. Selain itu, Perusahaan Efek yang bersangkutan dilarang memberikan 
rekomendasi kepada nasabahnya mengenai Efek dimaksud 

Pasal 98 

Transakst Efek tertentu tidak termasuk dalam transaksi Efek sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 94 dan Pasal 95 ditetapkan dengan peraturan Bapepam. Sebagai contoh, 
transaksi Efek tenentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini adalah transaksi Efek 
antar Orang Dalam. 

Pasal 99 

Ayat ( I )  

Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan fungsi scbagai badan pcngawas terhadap 
kegiatan di pasar modal, Bapepam pcrlu diberikan kewenangan untuk melakukan 
pemeriksaan terhadap setiap Pihak yang diduga telah, sedang atau mencoba 
melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan 
atau peraturan pelaksanaannya. Dengan kewenangan ini Bapepam dapat 
mengumpulkan data, Informasi, dan atau keternagna lain yang dipcrlukan sebagai 
bukti alas pelanggaran tcrhadap Undang-undang ini dan atau peraturan 
pelaksanaannya. 

Ayat (2) 

Dalam rangka pcmeriksaan, Bapepam dapat meminta keterangan dan atau 
konfirmasi, dan memeriksa catatan, pembukuan dan atau dokumen lain dari Pihak 
yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terbadap Undang-undang 
ini dan atau peraturan pelaksanaannya, ataupun Pihak lain apabiladianggap perlu. 

Disamping itu, Bapepam dapat memerintahkan dihentikannya suatu kegiatan 
yang merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan 
pelaksanaannya Sebaliknya, Bapepam dapat memerintahkan dilakukannya suatu 
kegiatan tertentu apabila dipandang perlu untuk mengurangi kerugian yang timbul 

dan atau mencegah kerugian lebih lanjut. Bapepam dapat pula menetapkan syarat 
dan atua mengizinkan dilakukannya penyelesaian tertentu atas kerugian yang 
ditimbulkan dari kegiatan yang merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang 
im dan atau pcraturaan pelaksanaannya. Penyelesaian dimaksud antara lain berupa 
penyelesaian secara perdata diantara para Pihak. 



Data, infonnasi, bahan, dan atau keterangan lain yang dikumpulkan dalam rangka 

"pemeriksaan, terse but dapat digunakan oleh Bapepam untuk menetapkan sanksi 

administrasi. Apabila Bapcpam menetapkan untuk meneruskan "pemeriksaan" 

yang dilakukan ke tahap "penyidikan", maka data, infonnasi, bahan, dan atau 

keternagan lain tcrsebut dapal digunakan sebagai bukti awal dalam tahap 

"penyidikan". 

Hal ini tidak berarti bahwa tindakan "penyidikan" harus didahului oleh tindakan 

"pemcriksaan". Artinya, apabila Bapepam berpendapat bahwa suatu kegiatan 

yang dilakukan itu merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan 

atau peraturan pelaksanaannya dan mengakibatkan kerugian terhadap 

kepentingan pasar modal dan atau membahayakan kepentingan pemodal dan 

masyarakat, maka tindakan "penyidikan" dapat mulai dilakukan. 

Ayat (3) 

Cukupjclas 

Pasal 100 

Ayat (I) 

Pelanggaran yang terjadi di pasar modal sangat beragam dilihat dari segi jenis, 

modus operandi maupun kerugian yang mungkin ditimbulkannya. Kepada 

Bapepam perlu diberikan wewenang untuk menimbang konsekuensi dari 

pelanggaran yang terjadi, dan wewenag untuk meneruskannya ke tahap 

"penyidikan" berdasarkan pertimbangan dimaksud. 

Tidak semua pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan 

pelaksanaannya di bidang pasar modal harus dilanjutkan ke tahap "penyidikan", 

karena hal tersebut justru dapat menghambat kegiatan penawaran dan atau 

perdagnagan Efek secara keseluruhan. 

Apabila kerugian yang ditimbulkan membahayakan sistem pasar modal atau 

kepentingan pemodal dan atau masyarakat, atau apabila tidak tercapai 

penyelesaian atas kerugian yang telah timbul, maka Bapepam dapat memulai 

tindakan "penyidikan" dalam rangka penuntutan tindak pidana. 



Ayat (2) 

Penyidikan di bidang pasar modal adalah serangkaian tiftdakan ponyidik untuk 
mencari sena mellllumpulkan bukti yang diporlukan, sebingga dapat membuat 
terang tentang tindak pidana di bidang pasar modal yang tcrjadi, clan guna 
menemukan tersangka serta mengelahui besarnya kerugian yang ditimbulkannya. 
Penyidik di bidang pasar modal adalah Pejabal Pegawa Negeri tertentu di 
lingkungan Bapeparn Y"!'i diangkat oleh Menteri Kehakiman sesuai dengan 
ketentuan perturan penmdang-undangan yang berlalru. 

Ayat (3) 

Hurufa 

Cukupjelas 

Hurufb 

Cukupjelas 

Hurufc 

Cukupjelas 

Hurufd 

Cukupjelas 

Hurufe 

Cukupjelas 

Huruff 

Cukupjelas 

Huruf g 

Cukupjelas 

Ayat (4) 

Cukup jelas 

Ayat (5) 

Cukupjelas 



Ayat (6) 

Aparat penegak hukum lain yang dimaksud dalam ayat ini antara lain dari 

Kepolisian Republik Indonesia, Direktorat Jenderal lmigrasi Departemen 

Kehakiman, dan Kejaksaan. 

Pasal IOI 

Ayat (I) 

Pihak yang dimaksud dalam Ayat ini adalah Emiten, Perusahaan Publik, Bursa 

Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan 

Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasehat lnvestasi, Wakil Penjamin 

Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, Wakil Manajer lnvestasi, Biro 

Administrasi Efek, Kustodian, Wali Amanat, Profesi Penunjang Pasar Modal 

dan Pihak lain yang telab memperoleh izin persetujuan atau pendaftaran dari 

Bapepam. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Cukupjelas 

Hurufb 

Cukupjelas 

Hurufc 

Cukupjelas 

Huruf d 

Cukupjelas 

Hurufe 

Cukupjelas 

Huruf f 

Cukupjelas 

Huruf g 

Cukup jelas 



Pasal 102 

Ayat (IJ 

Cukupjelas 

Ayat (2) 

Cukupjelas 

Pasal 103 

Cukupjelas 

Pasal 104 

Cukupjelas 

Pasal IOS 

Ayat(I) 

Cukupjelas 

Ayat(2) 

Cukupjelas 

Pasal 106 

Cukupjelas 

Pasal 107 

Ayat (I) 

Cukupjelas 

Ayat (2) 

Cukupjelas 

Pasal 108 

Cukup jelas 

I 



Pasal 109 

Aya1 ( I  l  

Cukup jelas 

Ayal (2) 

Cukup jelas 

Pasal 1 1 0  

Ayal ( I )  

Nilai saham Reksa Dana adalah cennin dari nilai bersih ponofolionya, karena 

asset Reksa Dana hanya portofolio itu. Nilai aktiva bersih (Net Asset Value) 

Reksa Dana sama dengan nilai bersih ponofolionya. Net Asset itu sendiri 

sebenarnya sama dengan nilai nominal. Perubahan Nilai aktiva bersih berjalan 

terus, berani nilai nominal berubah pula. Oleh karena itu saham Reksa Dana 

diterbitkan tanpa nilai nominal. 

Ayal (2) 

Penyetoran modal pada waklU pendirian Rcksa Dana berbentuk perseroan terbatas 

oleh pcndiri hanya dimaksudkan untuk merintis pendirian Reksa Dana dimaksud. 

Untuk itu pcndiri cukup diwajibkan untuk melakukan pemenuhan modal 

ditempatkan dan disetor pada waktu Reksa Dana tersebut didirikan sekurang­ 

kurangnya I% (satu per seratus) dari modal dasar Reksa Dana. Pemenuhan modal 

selanjutnya akan dilakukan oleh pemodal yang telah membeli saham Reksa Dana 

tersebut pada waktu Penawaran Umum. 

Ayat (3) 

Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saharn tidak diperlukan karena pembelian 

kembali saham-sahamnya yang lelah dikeluarkan oleh Reksa Dana dan 

pengalihan lebih lanjut saham tersebut dapat terjadi setiap saat dalam hal 

pemegang saham Reksa Dana menjual kembali saham dimaksud. 

Ayal (4) 

Dana dimaksud antara lain kas dan hasil penjualan portofolio Reksa Dana. 



Pasal 1 1 1  

Ayat (·I) dan Ayat (2) 

Pada dasarnya seluruh keuntungan Reksa Dana dibagikan kepada pemegang 

saham, namun Reksa Dana dapat membentuk dana cadangan untuk di­ 

investasikan kembali sehingga meningkatkan nilai aktiva bersih Reksa Dana. 

Besarnya dana cadangan tersebut wajib mengikuti ketentuan sebagaimana 

ditetapkan Bapepam. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari pembentukan dana 

cadangan yang merugikan pemegang saharn. 

Pasal 112 

Ketentuan pasal ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa setiap Pihak yang 

melakukan pelanggaran wajib mengganti kerugian kepada Pihak-pihak yang 

dirugikan sebagai akibat pelanggaran yang dilakukannya. Tuntutan ganti rugi 

tersebut dapat dilakukan oleh setiap Pihak yang dirugikan baik sendiri-sendiri 

maupun bersama-sarna. 

Pasal 1 1 3  

Cukupjelas 

Pasal 1 14  

Cukupjelas 

Pasal 1 15  

Huruf a 

Cukupjelas 

Hurufb 

Cukup jelas 

Huruf c 

Cukup jelas 

Huruf d 

Cukupjelas 

• 
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�nr·, �.!!•,Tl!WJiA,RAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONE.51A NOMOR •....... 



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 8 TAHUN 1995 

TENTANG 
PASARMODAL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

Menimbang : 

a. bahwa tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya suatu masyarakat adil 

dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; 

b. bahwa Pasar Modal mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan nasional 

sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi 
bag, masyarakat; 

c. bahwa agar Pasar Modal dapat berkembang dibutuhkan adanya landasan hukum 

yang kukuh untuk lebih menjarnin kepastian hukum pihak-pihak yang melakukan 

kegiatan di Pasar Modal serta melindungi kepentingan masyarakat pemodal dari 
praktek yang merugikan; 

d. bahwa sejalan dengan hasil-hasil yang dicapai pembangunan nasional serta dalam 

rangka antisipasi alas globalisasi ekonomi, U ndang-undang Nomor 15 Tahun 1952 

tentang penetapan "Undang-undang Darurat tentang Bursa" (Lembaran Negara Tahun 

1951  Nomor 79) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1952 

Nomor 67) dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu membentuk 

Undang-undang tentang Pasar Modal; 

Mengingat: 

I .  Pasal 5 ayat (I), Pasal 20 ayat (I) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; 

2. Undang-undang Nomor I Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara 

Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587); 



Dellpll penelujwm 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : 

UNDANG-UNDANG TENTANG PASAR MODAL 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : 

l .  Afiliasi adalah : 

a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai deraja { kedua, 

baik secara horizontal maupun vcnikal; 

b. hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari Pihak 

tersebut; 

c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota 

direksi atau dewan komisaris yang sama; 

d. hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak 

langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; 

e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun 

tidak langsung, oleh Pihak yang sarna, atau 

f. hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama, 

2. Anggota Bursa Efek adalah Perantara Efek yang telah memperoleh izin usaha dari 

Bapepam dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan atau sarana Bursa 

Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek. 

3. Biro Admmistrasi Efek adalah Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Emiten 



melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan 

Efek. 

4. Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistern dan atau 

sarana untuk memperlemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-pihak lain 

dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka. 

5. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, 

saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, 

kontrak berjangka atas Efek, dan setiap dari vatif dari Efek. 

6. Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum. 

7 Informasi atau Fakta Material adalah informasi atau fakta penting dan relevan 

mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek dan 

Bursa Efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain yang 

berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut. 

8 Kustodian adalah Pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang 

berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, clan hak­ 

hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang 

menjadi nasabahnya. 

9. Lembaga Kliring danPenjaminan adalah Pihak yang menyelenggarakan jasa kliring 

dan penjamin penyelesaian Transaksi Bursa. 

l 0. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah pihak yang menyelenggarakan 

kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain. 

1 1 .  Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek 

untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok 

nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri 

kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

12. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. 

I 3. Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan 

perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang 

diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek. 

14. Penasihat lnvestasi adalah Pihak yang memberi nasehat kepada Pihaklain mengenai 



penjualan atau pembelian Efek dengan memperoleh imbalan jasa. 

15. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten 

untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam 
Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya. 

16. Penitipan Kolektif adalah jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh 

lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian. 

17. Penjarnin Emisi Efek adalah Pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk 

melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban 
untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual. 

18. Penawaran Pedagang Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli 
Efek untuk kepenungan sendiri atau Pihak lain. 

19. Pemyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada Badan 
Pengawas Pasar Modal oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum atau 
Perusahaan Publik. 

20. Perseroan adalah perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal I angka I 
Ketentuan Umum Undang-undang Nomor I Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. 

21 .  Perusahaan efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjarnin 
Ernisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer lnvestasi. 

22. Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang­ 
kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor 

sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah 
pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 

23. Pihak adalah orang pcrseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok 
yang terorganisasi. 

24. Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh Pihak. 

25. Prinsip Keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan Emiten, Perusahaan 
Publik, dan pihak lain yang tunduk pada Undang-undang ini untuk menginformasikan 
kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh Infonnasi Material mengenai 
usahanya atau Efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal 
terhadap Efek dimaksud dan atau harga dari Efek tersebut. 



26. Prospektus adalah setiap infonnasi tenulis sehubungan dengan Penawaran Umum 

dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek. 

27. Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari 

masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio Efek oleh 

Manajer Investasi. 

28. Transaksi Bursa adalah kontrak yang dibuat oleh Anggota Bursa Efek sesuai 

persyaratan yang ditentukan oleh Bursa Efek mengenai jual beli Efek, pinjam 

meminjam Efek, atau kontrak lain mengenai Efek atau harga Efek. 

29. Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan 

setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif. 

JO. Waii Amanat adalah Pihak yang mewakili kepentingan pemegang Efek yang bersifat 

uang. 

Pasal 2 

Menteri menetapkan kebijaksanaan umum di bidang Pasar Modal. 

BABII 

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL 

Pasal3 

( I )  Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal 

dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal yang selanjutnya disebut Bapepam. 

(2) Bapepam berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri. 

Pasal 4 

Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

dilaksanakan oleh Bapepam dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar 

Modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan 

masyarakat. 



PualS 

(I)  Dalam melaksanakan Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, 
Bapepam berwenang untuk : 

a. memberi: 

I) izin usaha kepada Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjamin, 

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan 
Efek, Penasehat Investasi, dan Biro Administrasi Efek; 

2) izin orang perseorangan bagi Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil 

Perantara Pedagang Efek, dan Wakil Manajer Investasi; dan 

3) persetujuan bagi Bank Kustodian; 

b. mewajibkan pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal danWali Amanat; 

c. menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan dan memberhentikan untuk 

sementara waktu komisaris dan atau dircktur serta menunjuk manajemen 

sernentara Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjamin, .sena Lembaga 

Penyimpanan dan Penyelesaian sampai dengan dipilihnya komisaris dan atau 
direktur yang baru; 

d. menetapkan persyaratan dan tata cara Pemyataan Pendaftaran serta menyatakan, 
menunda, atau membatalkan efektifnya Pemyataan Pendaftaran; 

e. mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap Pihak dalam hal 
terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap Undang­ 
undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya; 

f. mcwajibkan setiap Pihak untuk : 

I) mcnghentikan atau memperbaiki iklan atau promosi yang bcrhubungan 
dengan kegiatan di Pasar Modal; atau 

2) mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mcngatasi akibat 
yang timbul dari iklan atau promosi dimaksud; 

g. melakukan pemeriksaan terhadap : 

I) setiap Emiten Perusahaan Publik yang telah atau diwajibkan mcnyampaikan 
Pemyataan Pendaftaran kepada Bapepam; atau 



2) Pihak yang disyaratkan memiliki izm usaha, izin orang perseorangan, 

persetujuan. atau pendaftaran profesi herdasarkan Undang-undang ini: 

h menunjuk Pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka 

pelaksanaan wewenang Bapepam sebagarmana dimaksud dalam huruf g; 

1. mengumumkan hasil pemeriksaan; 

J- membekukan atau mernbatalkan pencatatan suatu Efek pada Bursa Efek atau 

menghentikan Transaksi Bursa Efek tertentu untuk jangka waktu tertentu guna 

melindungi kepentingan pemodal; 

k. menghentikan kegiatan perdagangan Bursa Efek untuk jangka waktu tertentu 

gun a melindungi kepentingan pernodal: 

I. memeriksa keberadaan yang diajukan oleh Pihak yang dikenakan sanksi oleh 

Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan 

Penyelesaian dan Pelaksanaan serta memberikan keputusan membatalkan 

atau menguatkan pengenaan sanksi dimaksud; 

m. menetapkan biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pemeriksaan dan 

penelitian serta biaya lain dalam rangka kegiatan pasar modal; 

n. melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat 

sebagai akibat pelanggaran atas ketentuan di bidang pasar modal; 

o. memberikan penjelasan lebih lanjut yang bersifat tehnis alas Undang­ 

undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya; 

p. menetapkan instrumen lain sebagai efek selain yang telah ditentukan dalam 

Pasal I angka 5 ; dan 

q. melakukan hal-hal lain yang diberikan berdasarkan Undang-undang ini. 



BABII 

BURSA EFEK, LEMBAGA KL.IRING DAN PENJAMINAN, SEllTA 

LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN 

BapmKesatu 

Bursa Eftk 

Parqn,f I 

P e r i z i n a n  

Pasal 6 

I I Yang dapat menyelenggarakan kegiaran usaha sebagai Bursa Efek adalah 

Perorangan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam. 

2) Persyaratan dan tata cara perizinan Bursa Efek sebagaimana dirnaksud dalam ayat 

( I )  diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

Paragraf 2 

Tujuao dao Kepedulian 

Pasal 7 

( I )  Bursa Efck didirikan dcngan tujuan mcnyelenggarakan perdagangan efek yang 

teratur, wajar, dan efisicn. 

(2) Dalarn rangka mcncapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( I )  Bursa Efek 

wajib mcnyediakan sarana pendukung dan mengawasi kegiatan Anggota Bursa 

Efek. 

(3 J Rene an a anggaran tahunan dan penggunaan laba Bursa Efek wajib disusun scsuai 

dengan ketentuan yang ditetapkan oleh dan dilaporkan kepada Bapepam. 

Passi 8 

Yang dapat menjadi pemegang saham Bursa Efek adalah perusahaan Efek yang Lelah 

mcmpcmlch i,.m usaha untuk melakukan kegiatan sebagai Pcrantara Pedagang El"ek. 



Paragraf J 

Peraturan Bursa Efek dan Saluan Pemeriksa 

Pasal9 

( I )  Bursa Efek wajib rnenetapkan peraturan mengenai keanggotaan pencatatan, 

perdagangan, kesepakatan Efek, kliring dan penyelesaian Transaksi Bursa, dan hal­ 

hal lain yang berkaitan dengan kegialan Bursa Efek. 

(2) Tata cara peralihan Efek sehubungan dengan Transaksi Bursa ditetapkan oleh Bursa 

Efek 

(3) Bursa Efek dapat menetapkan biaya pencatatan Efek, iuran keanggotaan dan biaya 

transaksi berkenaan dengan jasa yang berkaitan. 

( 4) Bia ya dan iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disesuaikan menurut 

kebutuhan pelaksanaan pelaksanaan fungsi Bursa Efek. 

Pasal 10 

Bursa Efek dilarang rnembuat ketentuan yang menghambat anggotanya menjadi Anggota 

Bursa Efek lain atau menghambat adanya persaingan yang sehat 

Pasal 11 

Peraturan yang wajib dibuat oleh Bursa Efek, termasuk perubahannya, mulai berlaku 

setelah rnendapat persetujuan Bapeparn. 

Pasal 12 

(I) Bursa Efek wajih mempunyai satuan pemeriksa yang bertugas rnenjalankan 

pemeriksaan berkala atau pemeriksaan sewaktu-waktu terhadap anggotanya serta 

terhadap kegiatan Bursa Efek. 

(2) Pimpinan satuan pemeriksa wajib melaporkan secara langsung kepada direksi, 

dewan komisaris Bursa Efek, dan Bapeparn tentang masalah-rnasalah material yang 

ditemuinya serta yang dapat mempengaruhi suatu Perusahaan Efek Anggota 

Bursa Efck atau Bursa Efck yang bersangkutan. 

(3) Bursa Efek wajib menyediakan semua laporan satuan pemeriksa setiap saat apabila 

diperlukan oleh Bapepam. 



&.puKed• 

!Ambap K6rin1 dan Pelllaminan serta Lembaga 

Penyimpanan an Penyelesailln 

Paragrap I 

Periz inan  

Pasal 13 

( I) Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Lembaga Kliring dan 

Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Perseroan yang 

telah memperoleh izin usaha dari Bapepam. 

(2) Persyaratan dan tata cara perizinan Lembaga Kliring dan Penjaminan serta 

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat ( I)  

diatur lebih Ian jut dengan Peraturan Pemerintah. 

Pa...,.rl 

Tujun daa Kepemilibn 

Pasal 14 

( I)  Lembaga Kliring dan Penjaminan didirikan dengan tujuan menyediakan jasa kl iring 

dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa yang teratur, wajar, dan efisien. 

(2) Lembaga Penyimpanan dan Pcnyelesaian didirikan dcngan tujuan menyediakan 

jasa Kustodian sentral dan penyediaan transaksi yang teratur, wajar, dan efisien. 

(3) Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian 

dapat memberikan jasa lain berdasarkan ketentuan yang ditctapkan oleh Bapepam. 

(4) Rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba Lembaga Kliring dan Penjaminan 

serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib disusun sesuai dengan 

ketentuan yang ditetapkan oleh dan dilaporkan kepada Bapepam. 

Pasal IS 

( I )  Yang dapat menjadi pemegang saham Lembaga Kliring dan Penjaminan serta 

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Bursa Efek, Perusahaan Efek, Biro 



Adminisuasi Efek, Bank Kustodian, atau Pihak lain alas persetujuan Bapepam. 

(2) Mayoruas saham Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib dimiliki oleh Bursa 

Efek. 

Paragraf 3 

Peraturan Lembaga Kliring don Penjaminan serta Lembaga 

Penyimpaoan dan Penyelesaian 

Pasal 16 

( I )  Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib menetapkan paraturan mengenai kegiatan 

klinng dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa, termaksud ketentuan mengenai 

biaya pemakaian jasa. 

(2) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib menetapkan peraturran mengenai 

jasa Kustodian sentral dan jasa penyelesaian transaksi Efek, termaksud ketentuan 

mengenai biaya pemakaian jasa. 

(3) Penentuan biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (I)  dan ayat (2) disesuaikan 

menurut kebutuhan pelaksanaan fungsi Lembaga Kliring dan Penjaminan atau 

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, 

PISll17 

Peraturan yang wajib ditetapkan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga 

Penyimpanan dan Penyelesaian, termaksud perubahannya, mulai berlaku setelah mendapat 

persetujuan Bapepam. 

BABIV 

REKSADANA 

Bagian Kesatu 

Benluk Hokum clan Perizinan 

( I ) Reksa Dana dapat berbentuk : 

a. Perseroan; atau 

b. Kontrak investasi kolektif. 



(2) Reksa Dana sebagannana dimaksud dalam ayat ( I)  huruf a dapat bersifat terbuka 

atau tertutup. 

(3) Yang dapat menjalankan usaha Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam ayat ( I )  

huruf a adalah Perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam. 

( 4) Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam ayat ( I )  huruf b hanya dapat dike Iola oleh 

Manajer Investasi berdasarkan kontrak, 

(5) Persyaratan dan tata cara perizinan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(3) dratur lebih Ian jut dengan Peraturan Pemerintah. 

Pasal 19 

(I) Pemegang saham Reksa Dana terbuka dapat menjual kembali sahamnya kepada 

Reksa Dana. 

(2) Dalam ha! pemegang saham melakukan penjualan kembali, Reksa Dana terbuka 

wajib membeli saham-saham tersebut. 

(3) Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat 

dilakukan apabila; 

a. Bursa Efek di mana sebagian besar Portofolio efek Reksa Dana diperdagangan 

ditutup. 

b. perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek Reksa Dana di Bursa 

Efek dihentikan; 

c. keadaan darurat; atau 

d. terdapat hal-hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi 

setelah mendapatkan persetujuan Bapepam. 

Pasal 20 

( I)  Manajer Investasi sebagai pengelola Reksa Dana terbuka berbentuk kontrak 

investasi kolekuf dapat menjual dan membeli kembali Unit Penyenaan secara terus­ 

menerus sampai dengan jumlah Unit Penyenaan yang ditetapkan dalam kontrak. 

(2) Dalam ha! pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali, Manajer 

lnvesrasi wajib membeli kembali Unit Penyenaan tersebut. 



C l )  Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat 

dil.,kukan apabila : 

a. Bursa Efek di mana sebagian besar Portofolio Efek Bursa Dana diperda­ 

gangkan ditutup; 

b. perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek Reksa Dana di Bursa 

Efek dihenlikan; 

c. keadaan darurat; atau 

cl. terdapat hal-hal yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi setelah 

mendapat persetujuan Bapepam. 

BqianKedua 

Pengelolaan 

Pm21 

( I )  Pengelolaan Rcksa Dana, baik yang bcrbcntuk Perseroan maupun yang berbentuk 

kontrak investasi bcnlasarkan kontrak. 

(2) Kontrak pengclolaan Rcksa Dana bcrbcntuk kontrak investasi kolcktif dibuat 

antara Manajer Jnvcstasi dan Bank Kustodian. 

(3). Kontrak pengclolaan Reksa Dana tcrbuka berbentuk kontrak investasi kolektif 

dibuat antara Manajer lnvestasi dan Bank Kustodian. 

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut 

oleh Bapepam. 

Pm22 

Manajer Jnvestasi Reksa Dana terbuka berbentuk Perseroan dan kontrak investasi 

kolektif wajib menghitung nilai pasar wajar dari Efek dalam portofolio setiap hari 

bursa bcrdasarkan ketentuan yang ditetapkan olch Bapepam. 

Nilai saham Reksa Dana tcrbuka berbentuk Perseroan dan nilai unit penyertaan kontrak 



investasi kolektif ditentukan berdasarkan nilai aktiva bersih. 

Pasal 24 

( I )  Reksa Dana dilarang menerima dan atau memberikan pinjaman secara langsung; 

(2) Reksa Dana dilarang membeli saharn atau Unit Penyenaan Reksa Dana lainnya; 

(3) Pernbatasan investasi Reksa Dana diatur lebih lanjut oleh Bapepam. 

Pasal 25 

(I) Semua kekayaan Reksa Dana wajib disimpan pada Bank Kustodian 

(2) Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) dilarang terafiliasi dengan 
Manajer lnvestasi yang mengelola Reksa Dana. 

(3) Reksa Dana wajib menghitung nilai akti ,a bersih dan mengumumkannya. 

( I)  Kontrak penyimpanan kekayaan Reksa Dana berbentuk Perseroan dibuat oleh 
Direksi Reksa Dana dengan Bank Kustodian 

(2) Kontrak penyimpanan kekayaan investasi kolektif dibuat antara Manajer 
Investasi dan Bank Kustodian. 

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalarn ayat (I) dan ayal (2) diatur lebih lanjut oleh 
Bapepam. 

Pasal 27 

( I )  Manajer Investasi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab 
menjalankan tugas sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan Reksa Dana. 

(2) Dalarn Manajer lnvestasi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (I), Manajer lnvestasi tersebut wajib bertanggung jawab atas segala 
kerugian yang timbul karena tindakannya. 

Pasal 28 

( I )  Saham Reksa Dana terbuka berbentuk Persoalan diterbitkan tanpa nilai nominal. 



(2) Pada saat pendinan -Relsa Dana berben1uk Perseroan, paling sedikit I•;; (satu 

perseratus I dan modal dasar Rcksa Dana lclah Ji1emratkan dan d1 setor. 

(.,) Pelaksanaan pembelian kemhali lillham Relsa Dana berberuuk Perseroan Jan 

pengalihan lebih lanjut saharn rersebut dapat dilakukan Lanpa mendapat 

persetujuan Rapa1 Umum Pemegang Sahara. 

(4) Dana yang digunakan untuk membeli kemhali sanam Reksa Dana berbentuk 

Perseroan bcrasal dari kekayaan Reksa Dana. 

Paa! 29 

( I )  Reksa Dana yang berbentuk Perseroan tidak diwajibkan untuk rnembentuk Jana 

cadangan, 

(2) Dalam hal Reksa Dana mernbentuk dana cadangan, besarnya dana cadangan sesuai 

dengan ketentuan yang diLetapkan oleh Bapepam. 

BABV 

PERUSAHAAN EFEK, WAKIL PERUSAHAAN EFEK, 

DAN PENASEHAT INVESTASI 

BagianKesatu 

Perizinan Perusahaan Efek 

Pasal 30 

( I )  Yang dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Perusahaan Efek adalah Perseroan 

yang Lelah memperoleh izin usaha dari Bapepam. 

(2) Perusahaan Efek yang Lelah memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam 

ayal ( I )  dapal melakukan kegiatan sebagai Pcnjamin Emisi Efek, PeranlaraPedagang 

Efek, dan atau Manajer Investasi serta kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang 

ditetapkan oleh Bapepam 

(3) Pihak yang melakukan kegialan usaha sebagai Penjamin Emisi efek, Perantara 

Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi hanya uruuk Efek yang bersifat utang 

yang jatuh lemponya tidak lebih dari satu tahun. sertifikat deposito, polis asuransi, 

Efek yang diterbitkan atau dijamin Pemerintahan Indonesia. atau Efek lam yang 



dicecapkan oleh Bapepan1 lidak diwajibkan uncalr. me,npe,olch izill usaha scbapi 

Peru<ahaan Efck. 

(4) Persyaratan dan lata cara perizinan Perusahaan Efek diatur lebih lanjut dengan 

Peracuran Pemerin1ah. 

1"1111131 

Perusahaan Efek bertanggung jawab cerhadap sepia kegiatan yang berkailan dengan 

Efek yang dilakukan oleh direktur, pegawai, dan Pihak lain yang bekerja untuk 

perusahaan tersebut. 

Bagian Kedua 

Perizinan Wakil Perusahaan Efek 

Pasal 32 

( I )  Yang dapat melakukan kegiatan sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara 

Efek, atau Wakil Manajer lnvestasi hanya orang perseorangan yang telah memperoleh 

izin dari Bapeparn. 

(2) Persyaratan dan tata cara perizinan untuk bertindak sebagai Wakil Penjamin 

Emisi Efek diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

Pasal 33 

( I )  Orang perseorangan yang memiliki izin untuk bertindak sebagai Wakil Penjamin 

Emisi Efek dapat bertindak sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek. 

(2) Orang Perseorangan yang memiliki izin untuk bertindak sebagai Wakil Penjamin 

Emisi Efck, Wakil Perantara Pedagang Efek, atau Wakil Manajer lnvestasi dilarang 

bekerja pada lebih dari satu Perusahaan Efek. 



llapia Kelip 

Perizimn Panaalw In •• stasi 

( I J Yang dapat melakukan kegiatan sebagai Penasehai lnvestasi adalah Pihak yang 

telah memperoleh izin usaha dari Bapepam. 

(2) Persyaratan dan tata cara perizinan Pcnasehat lnvestasi diatur lehih lanjut dengan 

Peraturan Pemcrintah. 

....Kl I  I  

Ped- l'erllllku 

Pasal 35 

Perusahaan Efek atau Penasehat lnvestasi dilarang : 

a. menggunakan pengaruh atau mengadakan tekanan yang bertentangan dengan 

kepentingan nasabah: 

b. mengungkapkan nama atau kegiatan nasabah, kecuali diberi instruksi secara tertulis 

oleh nasabah atau diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan yang bcrlaku; 

c. mengemukakan secara tidak benar atau tidak mcngemukakan fakta yang material 

kepada nasabah mengenai kemampuan usaha atau keadaan keuangannya; 

d. merekomendasikan kepada nasabah untuk membeli atau menjual Efek tanpa 

memberitahukan adanya kepentingan Perusahaan Efek dan Penasehat Investasi 

dalarn Efek tersebut: atau 

e. membeli atau memiliki Efek untuk rekening Perusahaan Efek itu sendiri atau untuk 

rekening Pihak terafiliasi jika terdapat kelebihan permintaan beli dalam Penawaran 

Umum dalam hal Perusahaan Efek tersebut bcrtindak sebagai Penjamin Emisi Efek 

atau agen penjualan, kecuali pesanan Pihak yang tidak terafiliasi telah terpenuhi 

seluruhnya. 



Paw36 

Perusuhaan Efek atau Pcnasehat Investasi wajib: 

a. rnengetahui latar bclakang, keadaan keuangan, dan tujuan investasi nasabahnya; dan 

b. membual dan menyimpan catatan dengan baik mengenai pcsanan, transaksi, dan 

kondisi keuangannya. 

Pasa137 

Perusahaan Efek yang menerima Efek dari nasabahnya wajib : 

a. menyimpan Efek tersebut dalam rekening yang terpisah dari rekening Perusahaan 

Efek; dan 

b. menyelenggaraan pembukuan sccara lcrpisah untuk seriap nasabah dan menyediakan 

ternpat penyimpanan yang aman atas harta nasabahnya sesuai dengan tatacara 

yang ditetapkan oleh Bapeparn. 

Paw38 

Pcrusahaan Efek yang ditindak sebagai Perantara Pcdagang Efek dilarang melakukan 

transaksi alas Efek yang tercatat pada Bursa Efek untuk Pihak terinfinilasi atau 

kcpentingan sendiri apabila nasabah yang tidak terafiliasi dari Perusahaan Efek tersebut 

telah memberikan intruksi untuk membcli dan atau mcnjual Efek yang bcrsangkutan dan 

Pcrusahaan Efek tersebut belum mclaksanakan instruksi tersebut. 

l'llsaJ 39 

Menjamin Emisi Efek wajib mematuhi semua ketentuan dalam kontrak pcnjaminan 

Emisi Efek sebagaimana dimuat dalam Pemyataan Pendaftaran. 

Paw40 

Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek harus mengungkapkan 

dalarn prospektus adanya hubungan Afiliasi atau hubungan Jain yang bersifat material 

antara Perusahaan Efek dengan Emiten. 



hul41 

Dalam hal Perusahaan Efek bertindak sebagai Manajer lnvestasi dan juga sebagai 

Perantara Pedagang Efek atau Pihak terafiliasi dari Perusahaan Efek tersebut benindak 

sebagai Perantara Pedagang Efek untuk Reksa Dana Perusahaan Efek atau Pihak terafiliasi 

dimaksud dilarang mcmungut komisi atau biaya dari Reksa Dana yang lebih tinggi dari 

komisi atau biaya yang dipungut oleh perantara Pedagang Efek yang tidak terafiliasi. 

Pasal 42 

Perusahaan Efek yang benindak sebagai Manajer lnvestasi atau pihak tcrafiliasinya 

dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun, baik langsung maupun tidak 

langsung yang dapat mempengaruhi Manajer Investasi yang bersangkutan untuk 

membeli atau menjual Efek untuk Reksa Dana. 

BAB VI 

LEMBAGA PENUNJANG PASAR MODAL 

Bagiaa keoatu 

Kustodian 

P1ragrap I 

Persetujuan 

PasaI 43 

( I )  Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian adalah Lembaga 

Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Efek, atau Bank Umum yang telah 

mendapat persetujuan Bapeparn. 

(2) Persyaratan dan tata cara pemberian persetujuan bagi Bank Umum sebagai Kustodian 

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 



Paragrar2 

Erek yanc dititipkan 

Pasal 44 

( I )  Kustodian yang menyelenggarakan kegiatan penitipan bertanggung jawab untuk 

mcnyimpan Efek pemilik pemegang rekening, dan memenuhi kewajiban lain 

sesuai dengan kontrak antara Kustodian dan pemegang rekening dimaksud. 

(2) Efek yang dititipkan wajih dibukukan dan dicatat secara tersendiri 

(31  [fel- yang disimpan arau dicatat pada rekemng Efek Kusodtan bukan merupakan 

hagian dari hana Kustodrs« tersebut. 

Pasal 45 

Kustodian hanya dapat mengeluarkan Efek atau dana yang tercatat pada rekening Efek 

atas perintah tcnulis dari pemcgang rekening atau pihak yang diberi wewenang untuk 

bertindak atas namanya. 

Pual46 . 

Kustodian wajib memberikan ganti rugi kcpada pemegang rekening atau setiap 

kerugian yang timbul akrbat kesalahannya. 

Pual 47 

( I)  Kustodian atau pihak terafiliasinya dilarang memberikan keterangan rnengenai 

rckening Efek nasabah kepada Pihak manapun, kecuali kepada : 

a Pihak yang ditunjuk secara tertulis oleh pemegang rekening atau ahli waris 

pemegang rekening ; . 

b. Polisi, Jaksa, atau Hakim untuk kepcntingan pcngadilan perkara pidana; 

c Pengadilan untuk kepentingan pcngadilan perkara perdata atas perrnintaan 

Pihak-pihak yang berperkara: 

d. Penjabat Pajak untuk kepentingan perpajakan; 

e. Bapepam, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan. Emiten, Biro 

Administrasi Efek. atau Kustodian lain dalam rangka melaksanakan 

fungsinya masing-rnasing atau 



f. Pihak yang memberikanjasa kepada Kustodian, termasuk konsultan, Konsuhan 

Hukum dan Akuntan. 

(2) Setiap pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat ( I )  huruf a sampai dengan huruf f 

yang memperoleh keterangan mengenai rekening Efek nasabah dari Kustodion atau 

afiliasinya dilarang memberikan keterangan dimaksud kepada Pihak manapun, 

kecuali diperlukan dalam pelaksanaan fungsinya masing-masing. 

(3) Pemerintah untuk memperoleh keterangan mengenai rekening Efek nasabah 

sebagaimana dimaksud dalarn ayat ( I )  huruf b. huruf c. dan huruf diajukan oleh 

kepala Kcpolisian Rcpublik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, atau 

Pejabat yang ditunjuk, dan Direktur Jendral Pajak kepada Bappam untuk 

memperolch pcrsctujuan dengan mcnyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa, 

hakim atau pejabat pajak, nama atau nomor pemegang rekenin, sebab-sebab 

keterangan diperlukan, dan alasan permintaan dimaksud. 

Bagian kedua 

Biro Administrasi Efek 

Pasal 48 

( I)  Yang dapat menyclenggarakan kegiatan usaha sebagai BiroAdministrasi Efek adalah 

yang telah mcmperolch izin usaha dari Bapepam. 

(2) Persyaratan dan tata cara perizinan Biro Administrasi Efek sebagaimana dirnaksud 

dalarn ayat (I) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

PasaJ 49 

(I )  Pendaftaran pemilikan Efek dalarn buku daftar pemegang Emiten dan pembagian 

hak yang berkaitan dengan Efek dapat dilakukan oleh Biro Administrasi efek 

berdasarkan kontrak yang dibuat oleh Emiten dengan Biro administrasi Efek 

dimaksud. 

(2) Kontrak sebagaimana dimaksud dalam ayat ( I )  wajib secara jclas memuat hak dan 

kewajiban Biro Administrasi Efek dan Erniten, terrnaksud kewajiban kepada 

pemegang Efek. 



,. 
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Bagian Ketiga 

WaliAmanat 

( I) Kegiatan usaha sebagai Wali Amanat dapal dilakukan oleh : 

a. Bank Umum; dan 

b, Pihak lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerinrah. 

(2) Untuk dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Wah Amanat, Bank Umum 

atau Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat ( I )  wajib terlebih dahulu 

terdaftar di Bapepam, 

(3) Pcrsyaratan dan tata cara pcndaftaran Wali Amanat diatur lebih lanjut dengan 

Pcraturan Pemerintah. 

Pasal 51 

( 1 )  Walt Amanat dilarang mernpunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten, kecuali 

hubungan Aftliasi tersebut terjadi karcna kepemilikan atau penyenaan modal 

Pemerintah. 

(2) Wah Amanat mewakih kepentingan pemegang Efek bersifat utang baik di dalam 

maupun di luar pengadilan. 

(3) Wali Amanat dilarang mempunyai hubungan kredit dengan Emiten dalam jumlah 

sesuai dengan ketentuan Bapepam yang dapat mengakibatkan benturan Kepentingan 

antara Wali Amanat sebagai kreditur dan wakil pemegang Efek bersifat utang. 

( 4) Penggunaan jasa Wali Amanat ditentukan dalarn peraturan Bapepam. 

Pasal 52 

Emiten dan Wali Amanat wajib mernbuat kontrak perwaliamanatan sesuai dengan 

ketentuan yang ditetapkaa oleh Bapeparn. 



Puu53 

Wali Amanat wajib membcrikn ganti rugi kepada pcmcgang Eick bcrxilu; utun g 

al;.i� kerugian karena kelalaiannya dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana diarur 

Jalam Undang-undang ini dan arau peraturan pelaksanaannya serta kontr.ik 

perwahamanatan. 

Paal54 

Wali Amanat dilarang merangkap sebagai penanggung dalam Emist Efek bersitat utang 

yang sama. 

BAB VU 

PENYELESAIAN TRANSAKSI BURSA DAN PENITIPAN 

KOLEKTIF 

Bagian Kesatu 

Penyelesaian Transaksi Bursa 

PasalSS 

( l )  Penyelcsaian Transaksi Bursa dapat dilaksanakan dengan penyelesaian pembukuan, 

penyelesaian fisik, atau cara lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 

(2) Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib menjamin penyelesaian Transaksi Bursa. 

(3) Tata cara dan jaminan penyelesaian Transaksi Bursa sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (I) dan ayat (2) didasarkan pada kontrak antara Bursa Efek, Lembaga Kl iring 

dan Penjamin, sena Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. 

(4) Untuk menjamin penyclesaian Transaksi Bursa sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(2), Lembaga Kliring dan Penjaminan dapal menetapkan dana jaminan yang wajib 

dipenuhi olch pemakai jasa Lcmbaga Kliring dan Penjaminan. 

(5) Konlrak scbagaimna dimaksud dalam ayal (3) dan penetapan dana jaminan 

scbagaimana dimaksud dalam ayat ( 4) mulai berlaku sctclah mcndapat persetujuan 

Bapcpmn. 



.... Ked ... 

l'enillpllD Kolekdf 

Pual56 

( I )  Efek dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian 

dicatat dalam buku daftar pemegang Efek Emiten atas nama Lembaga 

Penyimpanan dan penyelesaianuntuk kepentingan pemegang rekening pada 

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang bersangkutan, 

(2) Efek dalam Penitipan Kolekuf pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang 

dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian 

dicatat alas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan 

pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut. 

(3) Apabila Efek dalam Penjaminan Kolektifpada Bank Kustodian merupakan bagian 

dari portofolio Efek dari suatu kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam 

Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Efek 

tersebut dicatat dalam buku daftar pemegang Efek Emiten atas nama Bank 

Kustodian untuk kepentingan pemilik unit Penyertaan dari kontrak investasi 

kolektif tersebut. 

(4) Emiten wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lernbaga Penyimpanan 

dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat ( I )  atau Bank Kustodian 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku 

daftar pemegang Efek Emiten. 

(5) Lembaga Penyimpanan clan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek 

wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda buku 

pencatatan dalam rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam ayat ( I )  dan ayat (2)- 

Pasal 57 

Dalam Penitipan Kolektif, Efekdarijenis dan klasifikasi yang samaditerbitkan oleh Emiten 

tertentu dianggap sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dan yang Iain. - 



PasalSH 

I I J Kustodian wajib rnencatat rnutasi kepcmimpinan Efck dalam Pcnitipan Kolcktit 

Jcngan rnenambah dan mcngurangi Efek pada masing-masing rekenmg Etck. 

(21 Emiten wajib memuLasikan Efek dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar alas 

nama Lembaga Penyimpanan dan Penyclesaian atau Bank Kustodian dalam buku 

daftar pemegang Efck Emiten menjadi atas nama Pihak yang rneminta mutasi 

dimaksud memberikan bukti clan atau jaminan yang cukup bagi Erniten. 

(3) Emiten wajib memolak pencatatan Efek ke dalam Penitipan Kolektif apabila Efek 

tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud 

memberikan bukti dan atau jaminan yang cukup bagi Emiten. 

(4 Emiten wajib menolak pcncatatan Efek ke dalam Penitipan Kolektif apabila Erck 

tersebut dijaminkan, diletakan dalam sitajaminan berdasarkan penetapan pengadilan 

atau sita untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana. 

PualS9 

( I )  Pemegang rekening sewaktu-waktu berhak menarik dana dan atau Efek dari 

rekening Efeknya pada Lcmbaga Penyimpanan dan Penyelesaian. 

(2) Lcmbaga Penyimpanan dan Penyelesaian dapat memolak penarikan dana dan 

atau pemutasian Efek dari rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam ayat ( I )  

jika rekening Efek dimaksud diblokir, dibekukan, atau dijaminkan. 

(3) Pembloltiran rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya 

P-1611 

Akuntan yang terdaftar pada Bapepam yang memeriksa laporan keuangan Emiten, 

Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penyimpanan dan Penyelesaian, dan Pihak lain yang 

melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal wajib menyampaikan pemberitahuan yang 

bersifat rahasia kepada Bapepam selambat-Iambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja 

sejak ditemukan adanya hal-hal sebagai berikut : 

a. pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan Undang-undang ini dan atau peraturan 

pelaksanaannya;dan 

h. hal-hal yang dapat membahayakan keadaan keuangan lembaga dimaksud atau 

kepentingan para nasabahnya. 



BapuKetiga 

Stanclar Akuntaosi 

( 1) Laporan keuangan yang disampaikan kepada Bapepam wajib disusun berdasarkan 

prinsip akuntansi yang berlaku umum. 

(2) Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( I). Bapepam dapat 

menentukan ketentuan akuntasi di bidang Pasar Modal. 

BAB IX 

EMITEN DAN PERUSAHAAN PUBLIK 

Bqian kesatu 

Pernyataan Pendaftaran 

Pasal 70 

(I) Yang dapat melakukan Penawaran Umum hanyalah Emiten yang tel ah menyampaikan 

Pemyataan Pendaftaran kepada Bapepam untuk menawarkan atau menjual Efek 

kepada masyarakat dan Pemyataan Pendaftaran tersebut telah efektif. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) tidak berlaku bagi Pihak yang 

melakukan: 

a. penawaran Efek yang bersifat utang yang jatuh temponya tidak lebih dari satu 
tahun; 

b. penerbitan sertifikat deposito; 

c. penerbitan polis asuransi; 

d. penawaran Efek yang diterbitkan dan dijamin Pemerintah Indonesia; atau 

e, penawaran Efek yang ditetapkan oleh Bapepam. 



Posa171 

Tidak satu Pihak pun dapal mcnjual Efek Penawuran Umum, kccuali pembcli utau pemcsan 

menyarakan dalam formulir pemcsanan Efck bahwa pembeli atau pcrncsan telah 

mencnma atau memperoleh kesernpatan umuk rnernbaca Prospektus berkenan dengan 

Efek yang bersangkutan sebelum atau pada saai pemesanan dilakukan. 

Posa) 72 

( 11 Penjamin Pelaksana Emisi Efek ditunjuk olch Emiten. 

(2) Dalam hal Penjamin Pelaksanaan Emisi Efek lebih dari satu, Pcnjamin Pclaksana 

Emisi Efek bertanggung jawab baik sehari-hari maupun bersama-sama atas 

penyclenggaraan Penawaran Umum 

(3) Pcnjarnin Pelaksana Emisi Efek dan Emiten bertanggung jawab atas kebenaran dan 

kelengkapan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam. 

Pasal73 

Setiap Perusabaan Publik wajib menyarnpaikan Pendaftaran kepada Bapepam 

Bagian Kedua 

Tala Cara Penyampaian Pernyataan Pendaftaran 

Pasal 74 

( I) Pemyataan Pendaftaran menjadi efektif pada hari ke-45 (keempat puluh lima) sejak 

diterimanya pemyataan Pendaftaran sccara lengkap atau pada tanggal yang lcbih 

awal jika dinyatakan efektif oleh Bapepam. 

(2) Dalarnjangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (I), Bapepam dapat meminta 

perubahan dan atau tarnbahan infonnasi dari Emiten atau Perusahaan Publik. 

(3) Dalam hal Emiten atau Pcrusahaan Publik menyampaikan perubahan atau tambahan 

infonnasi, Pemyataan Pendaftaran tersebut dianggap telah disampaikan kembali 

pada tanggal diterimanya pcrubahan atau tambahan infonnasi tersebut. 

Pasal 75 

( I) Bapepam wajib rnemperhaukan kelengkapan. kecukupan, objektivitas, kemudahan 



untuk dimengcni, dan kejelasan dokumcn Pcrnyataan Pendaftaran untuk mema:..ikan 

hahwa Pernyataan Pcndaflaran mcmenuhi Prinsip Keterhukaan, 

(2) Bapepam tidak memberikan penilaian alas keunggulan dan kclemahan suatu Efek . 

..... 7, 

Jika dalarn Pemyataan Pendaftaran dinyatakan bahwa Efek akan dicatatkan pada Bursa 

Efek dan iernyata persyaratan pencatatan 1idak dipenuhi, penawaran atas Efck batal demi 

hukum dan pembayaran pesanan Efck dimaksud wajib dikembalikan kepada pemesan. 

Pasal77 

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penyampaian Pemyataan Pendaftaran 

diatur lebih lanju1 oleh Bapepam. 

Bagian Ketiga 

Prospektus dan Pengumuman 

Pasal 78 

(I)  Setiap Prospektus dilarang rnernuat kererangan yang tidak benar tentang Fakta 

Material atau lidak memuat keterangan yang benar tentang Fakta Material yang 

diperlukan agar Prospektus tidak mcmberikan gambaran yang menyesatkan. 

(2) Setiap Pihak dilarang menyatakan, baik langsung maupun tidak langsung, bahwa 

Bapeparn telah mcnyetujui, mcngizinkan, atau mcngesahkan suatu Efek, atau telah 

melakukan penelitian atas berbagai segi keunggulan atau kelemahan dari suatu Efck. 

(3) Ketentuan mengenai Prospektus diatur lebih lanjut oleh Bapepam. 

Pasal 79 

( I )  Setiap pengumuman dalam media massa yang berhubungan dengan suatu Penawaran 

Umum dilarang memuat keterangan yang tidak benar tentang Fakta Material dan 

atau tidak mernuat pernyataan tentang Fakta Material yang diperlukan agar 

ketcrangan yang dimuat di dalarn pcngumuman tersebut tidak memberikan 

gamharan yang menyesatkan. 



(2) Hal-hal yang diumumkan dan isi serta persyaratan pengumuman sebagaimana 

drmaksud dalam ayat ( I )  diatur lehih Ian jut oleh Bapepam 

Bagian Keempat 

Tanggung Jawab Alas lnformasi Yang 

Tidak Benar Atau Menyesatkan 

Pasal 80 

( I )  Jika Pemyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum rnernuat informasi 

yang tidak benar tentang Fakta Material atau tidak memuat informasi tentang Fakta 

Material sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini dan atau peraturan 

pelaksanaannya sehingga infonnasi dimaksud menyesatkan, maka : 

a. setiap Pihak yang menandatangani Pemyataan Pendaftaran; 

b. direktur dan komisaris Emiten pada waktu Pernyataan Pendaflaran menjadi 

efektif 

c. Penjarnin Pelaksana Emisi Efek; dan 

d Profesi Penunjang Pasar Modal atau Pihak lain yang memberikan pendapat 
atau keterangan dan atas persetujuannya dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran 

wajib bertanggung jawab, baik sehari-hari maupun bersama-sama, atas 

kerugian yang timbul akibat perbuatan dimaksud. 

(2) Pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat ( I )  huruf d hanya bertanggung jawab ala, 
pendapat atau keterangan yang diberikannya. 

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (I)  tidak berlaku dalam hal Pihak 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (I)  huruf c dan huruf d dapat membukukan 
bahwa pihak yang bersangkutan telah bertindak secara profesional dan telah 
mengambil langkah-langkah yang cukup untuk memastikan bahwa: 

a. pernyataan atau keterangan yang dimuat dalam pernyataan Pendaftaran adalah 

benar; dan 

b. tidak Fakta Material yang diketahuinya yang tidak dirnuat dalarn Pernyataan 

Pendaftaran yang diperlukan agar Pernyataan Pendaftaran tersebut udak 
menyesatkan. 



(41 Tuntutan gann rugi dalam hal terjadi pclanggaran sebagannana dimaksud dalam 
ayal f, I l hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Pemyalaan 
Pendaftaran cfektif 

Pasal 81 

( I )  Setiap pihak yang menawarkan atau menjual Efek dengan menggunakan Prospektus 
atau dengan cara Jain, baik tertulis maupun lisan, yang rnemuat mformasi yang 
tidak benar lentang Fakta Material atau tidak memuat inforrnasi tentang Fakta 
Matenal dan pihak tersebut mcngctahui atau sepatutnya mengetahui mengenai hal 

tersebut wajib bertanggung jawab alas kerugian yang timbul akibat perbuatan 
dirnaksud. 

(2) Pernbeh Efek yang telah rnengetahui bahwa informasi tersebut tidak benar dan 
menyesatkan sebelum melaksanakan pembelian Efek tersebut tidak dapat mengajukan 

tuntutan ganti rugi terhadap kerugian yang tirnbul dari transaksi Efek dimaksud. 

Bagian Kelima 

Hak Memesan Erek Terlebib Dabulu, Benturan Kepenlingan, 

Penawaran Tender, Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilaliban 

Pasal 82 

( I )  Bapepam dapat mewajibkan Emiten atau Perusahaan Publik untuk memberikan hak 
memesan Efek terlebih dahulu kepada setiap pemegang saharn secara profesional 

apabila Emiten atau Perusahaan Publik tersebut menerbitkan saharn atau Efek yang 
dapat ditukar dengan saharn Emiten atau Perusahaan Publik tersebut. 

(2) Bapepam dapat mewajibkan Emiten atau Perusahaan Publik untuk memperoleh 
persetujuan mayoritas pemegang saham independen apabila Emiten atau 
Perusahaan Publik tersebut melakukan transaksi dimana kepentingan ekonomis 
Emiten atau Perusahaan Publik tersebut berbenturan dengan kepentingan ekonomis 
pribadi direktur, komisaris, atau pedagang saham utarna emiten atau Perusahaan 
Publik dimaksud. 

{ 3) Persyaratan dan tata cara penerbiran hak memesan Efek terlebih dahulu dan transaksi 



yang mempunyai bantuan kepenungan sebagarrnana dimaksud dalam ayat ( I )  dan 

ayat (2) diatur lehih lanjut oleh Bapepam 

Pasal 83 

Setiap Pihak yang melakukan penawaran tender untuk membeli Efek Emiten atau 

Perusahaan Publik wajib mengikuti ketentuan mengenai keterbukaan, kewajiban, dan 

pelaporan yang ditetapkan oleh Bapepam. 

Pasal 84 

Emiten atau Perusahaan Publik yang melakukan penggabungan. peleburan, atau 

pengarnbilalihan perusahaan lain wajib mengikuti ketentuan mengena, keterbukaan, 

kcwajaran, dan pelaporan yang ditetapkan oleh Bapepam dan peraturan perundang­ 

undang lainnya yang berlaku. 

BABX 

PELOPORAN DAN KETENTUAN INFORMASI 

Pasal 85 

Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, 

Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasehat Investasi, Biro Administrasi Efek. Bank 

Kustodian, Wali Amanat, dan Pihak lainnya yang telah memperoleh izin, persetujuan, 

atau pendaftaran dari Bapepam wajib menyampaikan laporan kepada Bapepam. 

Pasal 86 

( I)  Emiten yang Persyaratan Pendaftarannya telah menjadi efektif atau Perusahaan 

Publik wajib : 

a. menyampaikan laporan secara berkala kepada Bapepam dan mengumumkan 

laporan tersebut kepada masyarakat; dan 

b. menyampaikan laporan kepada Bapepam dan mengumumkan kepada masyarakat 

tentang peristiwa material yang dapat mempengaruhi harga Efek selarnbat­ 

lambatnya pada akhir hari kerja ke-Z (kedua) setelah terjadinya peristiwa tersebut. 



(2) Emiten atau Perusahaan Publik yang Pemyataan Pendaftarannya tclah menjadi 
efektif dapat dikecualikan dari kcwajiban untuk menyampaikan laporan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh 
Bapepam. 

Pasal87 

(I)  Direktur atau komisaris Emiten atau Perusahaan Publik wajib melaporkan kepada 
Bapepam atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham 
perusahaan tersebul. 

(2) Setiap Pihak yang memiliki sekurang-kurangnya 5% (lima perseratus) saharn Emiten 
atau Perusahaan Publik wajib melaporkan kepada Bapepam atas kepemilikan dan 
setiap perubahan kepemilikannya atas saharn perusahaan tersebut. 

(3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) dan ayat (2) wajib disampaikan 
selarnbat-lambatnya IO (sepuluh) hari sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan 
kepemilikan atas saharn Emiten atau Perusahaan Publik terscbut. 

Pasal 88 

Ketentuan dan tata cara penyarnpaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, 
Pasal 86 dan Pasal 87 diatur lebih lanjut oleh Bapeparn. 

Pasal 89 

(I) lnformasi yang wajib disarnpaikan oleh setiap Pihak kepada Bapepam berdasarkan 
ketentuan Undang-undang ini dan atau pcraturan pelaksanaannya tersedia untuk 
umum. 

(2) Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( I )  hanya dapat 
dilakukan oleh Bapeparn. 



BABXI 

PENIPUAN, MANIPULASI PASAR, DAN 

PERDAGANGAN ORANG DALAM 

Pasal 90 

Dalam kcgiatan perdagangan Efek, scuap Pihak dilarang secara langsung atau udak 
langsung : 

a. menipu atau mengelabui Pihak lain dengan mcnggunakan sarana dan atau cara apapun. 

b turut serai menipu atau mengelabui Pihak lain; dan 

c. membuat pernyataan tidak benar menganai fakta yang materia_l atau tidak 
mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan 
mengenai keadaan yang terjadi pada saai pemyataan dibuat dengan maksud untuk 
menguntungkan arau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau Pihak lain 

atau dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli atau menjual Efek. 

Pasal 91 

Setiap Pihak dilarang melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung. 
dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai 
kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek di Bursa Efek. 

Pasal92 

Setiap Pihak, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak lam dilarang 
melakukan 2 (dua) transaksi Efek atau lebih, baik langsung maupun tidak lang,ung, 

sehingga menyebabkan harga Efek di Bursa Efek tetap, nark atau turun dengan tujuan 

mempengaruhi Pihak lain untuk membeli, menjual atau menahan Efek. 

Pasal 93 

Seuap Pihak dilarang, dengan cara apapun membuat pernyataan atau memberikan 

keterangan yang secara material udak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi 

harga Efek di Bursa Efek apabrla pada saar pemyataan dibuat atau kererangan diberikan . 

a Pihak yang bersangkutan mengetahui atau sepatulnya mengetahui bahwa pernyataan 

atau keterangan tersebut secara material tidak benar atau menyesatkan; atau 

b. Pihak yang bersangkutan tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kehenaran 
material dari pernyataan atau keterangan tersebut 



Bapepam dapat menetapkan tindakan tertentu yang dapat dilakukan oleh Perusahaan 
Efek yang bukan merupakan tindakan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
91 dan Pasal 92 

Pasal 95 

Orang dalam dari Emiten atau Perusahaan Publik yang mempenyai informasi orang 
dalam dilarang melakukan pembelian atau penjualan alas Efek : 

a. Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud; atau 

b. perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Emiten atau Perusahaan Publik 
yang bersangkutan. 

Pasal 96 

Orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dilarang : 

a. mempengaruhi Pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan alas Efek 
dimaksud; atau 

b. memberi informasi orang dalarn kepada Pihak mana pun yang patut diduganya 
dapat menggunakan informasi dimaksud unuk melakukan pembelian atau penjualan 
atas Efek. 

Pasal '¥'/ 

( I)  Setiap Pihak yang berusaha untuk memperoleh informasi orang dalam dari orang 

dalarn secara melawan hukum dan kemudian memperolehnya dikenakan larangan 
yang sama dengan larangan yang berlaku bagi orang dalam sebagaiamana dimaksud 
dalam Pasal 95 dan Pasal 96 

(2) Setiap Pihak yang berusaha untuk memperoleh informasi orang dalam dan kemudian 
memperolehnya tanpa melawan hukum tidak dikenakan laragan yang berlaku bagi 
orang dalam sebagaiman dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96, sepanjang informasi 
tersebut disediakan oleh Emiten atau Perusahaan Publik tanpa pernbatasan. 



Pasal 98 

Pcrusahaan Efek yang mernilik: informasi orang dalam rncngcnai Emucn aiau 

Pcrusahaan Publik dilarang melakukan transaksi Efek Emiten atau Pcrusahann 

Publik tersebut, kecuali apabila: 

J. rransaks: tersebut dilakukan bukan aras tanggungannya sendin, tetapi atas peumah 

nasahahnya; dan 

b. Perusahaan Efek tersebut tidak memberikan rekomendasi kepada nasabahnya 

mengenai Efek yang bersangkutan 

Bapepam dapat menetapkan transaksi Efek yang tidak termaksud transaksi Efek yang 

dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96 

BAB XII 

PEMERIKSAAN 

Pasal 100 

( 1 )  Bapepam dapat mengadakan perneriksaan ierhadap setiap Pihak yang diduga 
melakuakn atau terlibat dalam pelanggaran tcrhadap Undang-undang 101 Jan arau 

peraturan pelaksanaannya. 

(2) Dalarn rangka pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 1  Bapepam 

mempunyai wewenang uniuk : 

a meminta keterangan dan atau konfirmasi dari Pihak yang diduga mclakukan 

atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang 1n1 dan aiau 

peraturannya atau Pihak lain apabila dianggap perlu; 

b. mewajibkan Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran 

terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksananya unruk melakukan 

atau tidak melakukan kegiatan tertentu; 

c. merneriksa dan atau membuat salinan tcrhadap catatan, pembukuan. dan ayat 

dokumen lain. baik milik Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam 

pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya 



maupun milik pihak lain. apabila dianggap perlu; dan atau 

J. meuctapkan syarat dan atau mengrzinkan Pihak yang diduga melakukan aiau 

terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan 

pelaksanaannya untuk melakukan tindakan tertentu yang diperlukan dalam 

rangka penyelesaian kerugian yang timbul. 

(3) Pengaturan mengenai tata cara pemeriksaan sehagaimana dimaksud dalam ayat 

( I), diatur Jehih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

(4) Setiap Pegawai Bapepam yang diberi tugas atau Pihak lain yang ditunjuk oleh 

Bapepam untuk melakukan pemeriksaan dilarang memanfaatkan untuk diri sendiri 

atau mengungkapkan informasi yang diperoleh berdasarkan Undang-undang ini 

kepada Pihak mana pun, selain dalarn rangka upaya mencapai tujuan Bapepam atau 
' jika diharuskan oleh Undang-undang Jainnya. 

BAB Xlll 

PENYIDIKAN 

Pasal 101 

( I )  Dalarn hal Bapepam berpendapat pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau 

peraturan pelaksanaannya mengakibatkan kerugian bagi kepentingan Pasar 

Modal dan atau membayangkan kepentingan pemodal atau masyarakat, Bapepam 

mcnetapkan dimulainya tindakan penyidikan. 

(2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Bapeparn diberi wewenang 

khusus sebagai penyidik untuk rnelakukan penyidikan tindak pidana di bidang 

Pasar Modal berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara 

Pidana. 

0) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berwenang: 

a. menerima Japoran, pemberitahuan, atau pengaduan dari seseorang tentang adanya 

tmdak pidana di bidang Pasar Modal; 

b. ,nelakukn pcnelitian atas kebenaran laporan atau keteranganberkenan dcngan 

tindak pidana di bidang Pasar Modal; 

c. melakukan penelitian terhadap Pihak yang diduga melakukan atau terlibat 



dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal. 

J. memanggil, memeriksa, dan meninta keterangan dan harang bukti Jari ""ti.ip 

Pihak yang disangka melakukan, atau sebagai sanksi dalam indak pidana Ji 

bidang Pasar Modal; »: 

c melakukan pcmcriksaan at.as pembukuan, Catalan, dan dokumen lain berkenan 

dengan tindak pidana di bidang Pasar Modal; 

f. melakukan pemeriksaan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap 

barang bukti pembukuan. pencatatan, dan dokumen lain sorta melakukan 

penyitaan terhadap barang yang dapatdijadikan bahan bukti dalam perkara tindak 

pidana di bidang Pasar Modal; 

g. memblokir Rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari Pihak yang 

diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal; 

h rneminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana 

di bidang Pasar Modal; dan 

1. menyatakan saar dimulai dan dihentikannya penyidikan. 

(4) Dalam rangka pelaksanaan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( I ) .  

Bapepam mengajukan permohonan izin kepada Menteri untuk memperoleh 

keterangan dari bank tentang keadaan kcuangan tersangka pada bank sesuai 

dengan peraturan pcrundang-undangan di bidang perbankan. 

(5) Penyidikan sebagimana dimaksud dalam ayat (2) memberitahukan dimulainya 

penyidikan dan pcnyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai 

dengan ketentuan yang diatur dalarn Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. 

(6) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (I), Bapeparn dapat meminta bantu aparat penegak hukum lain. 

(7) Setiap pejabat Pegawa, Negeri Sipil tertentu di lingkungan Bapepam yang dibcn 

tugas untuk melakukan penyidikan dilarang memanfaatkan untuk diri sendiri atau 

mengungkapkan informasi yang diperoleh berdasarkan Undang-undang ini kepada 

Pihak manapun, selain dalam rangka upaya untuk mencapai tujuan Bapeparn atau 

jika diharuskan oleh Undang-undang lainnya. 



, 

BAB XIV 

SANGS! ADMINISTRATD' 

Pua! 102 

( I )  Bapepam mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran Undang-undang ini 

dan atau peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh setiap Pihak yang mem­ 

pcroleh izin, perserujuan, atau pendaftaran dari Bapepam. 

(2) Sanksi adminisratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) dapat bcrupa: 

a. peringatan tertulis; 

b. denda yaitu kcwajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; 

c. pembatasan kegiatan usaha; 

d. pcmbckuan kegiatan usaha; 

e. pencabutan izin usaha; 

f. pembatalan persetujuan; dan 

g. pembatalan pendaftaran. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam 

ayat ( I )  dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 

BAB XV 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal 103 

( I )  Setiap Pihak yang melakukan Kegiatan di Pasar Modal tanpa izin, persetujuan, atau 

pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 13, Pasal 18, Pasal 30, Pasal 

34, Pasal 43, Pasal 48, Pasal 50, dan Pasal 64 diancam dengan pidana penjara paling 

lama 5 (lima) tahun dan denda paling ban yak Rp 5.000.000.000,00 (lima mi liar rupiah). 

(2) Setiap Pihak yang melakukan Kegiatan tanpa memperoleh izin sebagimana dimaksud 

dalam Pasal 32 diancam dengan pidana kurungan paling lama I (satu) tahun dan 

denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 



Pasal104 

Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 

9 1 .  Pasal 92, Pasal 93, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97. ayat ( I ) .  dan Pasal 98 diancam dengan 

pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 

Rp. I 5.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). 

Pasal 105 

Manajer lnvestasi dan atau Pihak treafiliasinya yang melanggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 42 diancarn dengan pidana kurungan paling Jama I ( satu) tahun 

dan denda paling banyak Rp. I .000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

Pasal 106 

( I )  Setiap Pihak yang melakukan pelanggaran alas ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 70 diancam dengan pidana penjara paling Jama JO (sepuluh) tahun dan 

denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). 

PasaJ 107 

Setiap Pihak yang dengan sengaja bertujan menipu atau merugikan Pihak Jain atau 

menyesatkan Bapepam, menghilangkan, rnemusnahkan, menghapuskan, mengubah, 

mengaburkan, menyembunyikan, atau memalsukan catatan dari Pihak yang memperoleh 

izin, perserujuan, atau pendaftaran lermasuk Emiten dan Perusahaan Pubhk diancam dengan 

pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 

(lima miliar rupiah). 

Pasal108 

Ancaman pidana penjara atau pidana kurungan dan denda sebagaimana dimaksud dalarn 

Pasal 103, Pasal J04, Pasal J05, Pasal 105, Pasal 106, dan Pasal 107 berlaku pula bagi 

Pihak yang, baik langsung maupun tidak langsung, mempengaruhi Pihak lain untuk 

melakukan pelanggaran Pasal-Pasal dimaksud. 

Pasal 109 

Setiap Pihak yang tidak mengetahui atau menghambat pelaksanaan ketentuan sebagaimana 



dimaksud dalam Pasal 100, diancam dengan pidana kurungan paling lama I (satu) tahun 

dan denda paling hanyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu mi liar rupiah). 

( I )  Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2). Pasal 105.dan Pasal 

I 09 adalah pelanggaran. 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 aya1 (I), Pasal 104, Pasal 

106, dan Pasal 107 adalah kejahatan, 

BAB XVI 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 111 

Setiap Pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran alas Undang­ 

undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti rugi, baik sendiri­ 

sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak lain yang memiliki tuntutan yang serupa, 

terhdap Pihak atau Pihak-Pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut. 

Passi 112 

Bapepam dan Bank Indonesia wajib mengadakan konsultasi dan atau kordinasi sesuai 

dengan fungsi masing-masing dalam mengawasi kegiatan Kustidion dan Wali Amanat 

serta Kegiatan lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

dilakukan oleh Bank Umum di Pasar Modal. 

BABXVD 

KETENTUAN PERALIHAN 

Passi 113 

Setiap perusahaan yang telah memenuhi kriteria sebagai Perusahaan Publik 

Sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan belum menyampaikaan Pemyataan 

Pendaftaran Pada Bapepam sarnpai dengan tanggal diundangkannya Undang-undang ini 

wajib memenuhi ketentuan dalarn Undang-undang ini selambat-lambatnya 2 (dua) tahun 



setelah Undang-undang ini diundangkan 

Pasal 114 

Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka : 

a. semua peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya 

teLap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini atau belum 

diatur yang baru berdasarkan Undang-undang mi; 

b. semua izm usaha, izin orang perorangan, persetujuan, dan pendaftaran yang telah 

dikeluarkan sebelum berlakunya Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku; 

c. Pemyataan Pendaftaran dan permohonan izin usaha. persetujuan, dan pendaftaran 

yang telah diajukan sebelum berlakunya Undang-undang ini dinyatakan diselesaikan 

berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelum berlakunya Undang-undang ini; dan 

d. kegiatan kliring, penyelesaian transaksi Efek, dan penyimpanan Efek yang selama 

ini dilaksanakan oleh satu perusahaan berdasarkan izin usaha sebagai Lembaga Kliring 

Penyimpanan dan Penyelesaian tetap dapat dilaksanakan untuk jangka waktu 

sebagaimana ditetapkan oleh Bapepam. 

BAB XVIII 

KETENTUANPENUTUP 

Pasal 115 

Dengan berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang 

penetapan "Undang-undang Darurat tentang Bursa" (Lernbaran Negara Tahun 1951 Nomor 

79) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 67) dmyatakan tidak 

berlaku Jagi 

Pasal 116 

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal I Januan 1996 

Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan perundangan Undang-undang in, dengan 

penempatannya dalam Lembara Negara Repubhk Indonesia. 
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PENJELASAN 
ATAS 

lJNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 8 TAHUN 1995 

TENTANG 
PASARMODAL 

UMUM 

Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus-rnenerus 

meningkatkan kesejahteran dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, 

serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan 

demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pencerminan kehendak 

ini antara lain dituangkan dalarn Garis-garis Besar Haluan Negara yang menegaskan hahwa 

"Sasaran Umum Pembangunan Jangka Panjang Kedua adalah terciptanya kualitas manusia 

dan kualitas masyarakat Indonesia yang maju dan mandiri dalam suasana tenteram dan 

sejahtera lahir dan batin. dalam tata kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang 

berdasarkan Pancasila, dalam suasana kchrdupan bangsa Indonesia yang serba 

berkeseirnbangan dan seralas dalam hubungan anrara sesama manusia, manusia dengan 

masyarakat, manusia dengan alam dan dilingkungannya, manusia dengan Tuhan Yang 

Maha Esa", Sedangkan di bidang ekonomi sasaran Pembangunan Jangka Panjang Kcdua, 

antara lain, adalah terciptanya perekonomian yang mendiri dan andal, dengan peningkatan 

kemakmuran rakyat yang makin merata, pertumbuhan yang cukup tinggi, dan stabilitas 

nasional yang mantap. 

Dalarn rangka mencapai sasaran tersebut diperlukan berbagai sarana penunjang, antara 

lain berupa tatanan hukum yang mendorong, menggerakkan, dan mengendalikan berbagai 

kegiatan pembangunan di bidang ekonomi. 

Salah satu tatanan hukum yang diperlukan dalarn menunjang pembangunan ekonomi 

adalah ketentuan di bidang Pasar Modal yang pada saat ini masih didasarkan pada Undang­ 

undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang penetapan "Undang-undang Darurat tentang Bursa" 

(Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 79) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara 

Tahun 1952 Nomor 67) Dengan lahimya Undang-undang tentang Pasar Modal diharapkan 

Pasar Modal dapat memberikan kontrubusi yang lebih besardalam pembangunan sehingga 

sasaran pembangunan di bidang ekonomi dapal tercapar, 

.. / 



Pasar Modal benujuan mcnunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka 

meningkatkan pemerataan, pcrtumbuhan, dan stabilitas ekonomi nastonal kc arah 

peningkatan kesejateraan rakyat. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Pasar Modal 

mempunyai peran strategis sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha, 

termaksud usaha menengah dan kecil untuk pembangunan usahanya, sedangkan di sisi 

lain Pasar Modal juga merupakan wahana invcstasi bagi masyarakat, termaksud pemodal 

kecil dan menegah. 

Ketentuan yang mengatur ten tang kcgiatan Pasar Modal yaitu Undang-undang Nomor 

15 Tahun 1952 tentang penetapan "Undang-undang Darurat tentang Bursa" (Lcmbaran 

Negara Tahun 1951 Nomor 79) sebagai Undang-undang (Lcmbaran Negara Tahun 1952 

Nomor 67) tersebut dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan pcrkembangan yang ada 

pada saat ini oleh karena ketentuan yang ada daJam Undang-undang tersebut tidak mengatur 

hal-hal yang sangat penting dalam kcgiatan Pasar Modal, yaitu kewajiban Pihak-pihak 

dalam suatu Penawaran Umum untuk memcnuhi Prinsip Keterbukaan, sena terutama 

ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perlindungan kepada masysrakat umum. 

Selain itu, dengan perkcmbangan yang sangat pesat di bidang ckonomi ditambah lagi 

dengan globalisasi ckonomi, maka sudah saatnya apabila ketentuan-ketentuan tentang 

kegiatan Pasar Modal diatur dalam suatu Undang-undang yang baru, dengan tetap mengacu 

pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

Di dalam Undang-undang ini diatur tentang adanya kewajiban bagi perusahaan yang 

melakukan penawaran Umum atau perusahaan yang memenuhi persyaratan sebagai 

Perusahaan Publik untuk menyampaikan informasi mengenai keadaan usahanya, baikdari 

segi keuangan, manajemen. produksi maupun hal yang berkaitan dengan kegiatan usahanya 

kepada masyarakat. lnformasi tersebut mempunyai ani yang sangat penting bagi masyarakal 

sebagai bahan penimbangan untuk melakukan investasi. Oleh karena itu dalam Undang­ 

undang ini diatur mengenai adanya ketcntuan yang mewajibkan Pihak yang melakukan 

Penawaran Umum dan memperdagangkan efeknya di pasar sekunder untuk memenuhi 

Prinsip Kelerbukaan. Kegagalan alas kewajiban tersebut mengakibatkan Pihak yang 

melakukan atau yang lerkait dengan Penawaran Umum bertanggung jawab atas kerugian 

yang diderita masyarakat dan dapat dituntut secara pidana apabila ternyara terkandung 

unsur mcnipuan Dalam kauannya dengan itu, di dalam Undang-undang 101 diatur pula 



kew_ajiban-kcwajiban_ yang me nngkup! Pihak-Pihak yang berkaitan dengan Penawaran 

Umum sepert,PenjaminanEmisi Efek, Akootan, Konsultan Hukum, Notaris, Penilai, dan 
profesi lainnya, untuk mematuhi kewajiban-kewajiban yang harus mereka penuhi, disertai 
dengan ancaman berupa sanksi ganti rugi dan atau ancaman pidana atas kcgagalan mematuhi 
kewajiban yang ada berdasarkan Undang-undang ini. 

Didalam Undang-undang inijuga diatur tentang_ adanya sitem perdagangan di pasar 
sekender agar Bursa Efek, Lembaga Kl iring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan 
dan Penyelesaian dapat mcnjalankan fungsi masing-masing agar perdagangan dapat 

dilakukan sccara teratur, wajar, dan cfisicn. 

Sela.ijutnya, agar kegiatan di Pasar Modal dapat berjalan dan dilaksanakan secara 

teratur dan wajar, scrta agar masyarakat pemodal terlindungi dari praktek yang merugikan 
dan tidak scjalan -dcngan ketentuan yang ada dalarn Undang-undang ini, maka Badan 

Pengawas Pasar Modal diberi kcwcnangan untuk mclaksanakan dan menegakkan ketentuan 
yang ada dalam Undang-undang ini. Kewenangan tersebut antara lain kewenangan untuk 

melakukan penyidikan, yang pelaksanannya didasarkan pada Kitab Undang-undang Hukum 

Acara Pidana, 

PASAL DEMI PASAL 

Pasal I 

Angka I 

Hurufa 

Yang dimaksud dalarn huruf ini dengan : 

I)" hubungan keluarga karena perkawinan" adalah hubungan seseorang 

dengan: 

a) suami atau istri 

b) orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak 

(derajad I vertikal); 

c) kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari 
cucu (derajad II vertikal); 

d) saudara dari suami atau istri berserta suami atau istrinya dari 



saudara yang bersangkutan (derajed II honzontal); 

e) suami atau ostri dari suami saudara orang yang bersangkutan 

(derajad II horizontal). 

2) "hubungan keluarga karena keturunan" adalah hubngan seseorang 

dengan: 

a) orang tua dan anak (derajat I verttikal); 

b) kakek dan nenek serat cucu (derajat II vertikal); dan 

c. saudara dari orang yang bersangkutan (derajal JI horizontal). 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan "Pegawai" dalarn huruf ini adalah seseorang yang 

bekerja pada Pihak lain, di mana Pihak lain tersebut mempunyai kewenangan 

untuk mengcndalikan dan mengarahkan orang dima.ksud untuk rnelakukan 

pekerjaan dengan memperoleh upah atau gaji secara berkala. 

Huruf c 

Sebagai contoh, hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat I 

(satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama 

adalahsebagai berikut : 

Tuan A menduduki jabatan rangkap sebagai Direktur PT. X dan PT. Y. 

Komisaris PT X dan Komisaris PT Y. 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan "pengendalian "dalarn huruf ini adalah kemarnpuan 

untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa 

pun pengelolaan dan atau kcbija.ksanaan perusahaan. 

Sebagai contoh, hubungan perusahaan dengan Pihak yang langsung 

mengendalikan perusahaan tersebut adalah sebagai berikut : 

Tuan A mengendalikan PT X. 

Sebagai contoh, hubungan perusahaan dengan Pihak yang tidak langsung 

mengendalikan perusahaan tersebut adalah sebagai berikut : 



Tuan A mcngendalikan PT X dan PT X mengendalikan PT Y. 

Dengan demikian, Tuan A mengendalikan secara tidak langsung PTY. 

Sebagai contoh, hubungan antara perusahaan dan Pihak yang dikendalikan 
secara langsung oleh perusahaan tersebut adalah sebagai berikut : 

PT Y dikendalikan oleh PT X. 

Sebagai contoh, hubungan antara perusahaan dan Pihak yang dikendalikan 
secara tidak langsung oleh perusahaan tersebut adalah sebagai berikut : 

PT Z dikendalikan oleh PT Y dan dikendalikan oleh PT X. 

Dengan demikian, PT Z dikendalikan secara tidak langsung oleh PT X. 

Huruf e. 

Sebagai contoh, hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan 
secara langsung oleh Pihak yang sama adalah sebagai berikut : 

PT. X dan P. Y dikendalikan oleh Tuan A 

Sebagai conoh, hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan 
secara tidak langsung oleh Pihak yang sama adalah sebagai berikut : 

PT. X I dikendalikan oleh PT. X 2 dan PT. Y I dikendalikan oleh PT. Y 2, 
selanjutnya PT. X 2 dan PT. Y 2 dikendalikan oleh Tuan A, Dengan 
demikian, PT. X I dan PT. Y I dikendalikan secara tidak langsung oleh 
Tuan A. 

Huruff 

Yang dimaksud dengan "pemegang saham utama" dalarn huruf ini adalah 
Pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki 
sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) hak suara dari seluruh 
saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan 
atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh Badan 
Pengawas Pasar Modal. 

Sebagai contoh, hubungan antara perusahaan dan pemegang saharn utarna 
adalah sebagai berikut : 



Tuan A memililu 20% (dua puluh perseratus) hak suara dari seluruh saham 

yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh PT. X. 

Angka 2 · 

Cukupjelas 

Angka 3 

Cukupjelas 

Angka 4 

pengertian ini mcncakup pula sistem dan acau sarana untuk mempertemukan 

pcnawaran jual dan beli Efek, mcskipun sistem dan atau sarana tersebul tidak 

mcncakup sistem dan atau sarana untuk mempcrdagangkan Efek, 

Angka 5 

Yang dimaksud dcngan "dcrivaif dari Efck" dalam angka ini adalah lurunan dari 

Efek, baik yang bersifat utang maupun yang bersifat ekuitas, sepcrti opsi dan 

waran 

Yang dimaksud dengan "opsi" dalam pcnjelasan angka ini adalah hak yang 

dimiliki oleh Pihak untuk mcmbeli dan menjual kcpada Pihak lain atas scjumlah 

Efck pada harga dan dalam waktu tertenu. 

Yang dimaksud dcngan "waran" dalarn penjelsan angka ini adalah Efek yang 

diterbitlcan olch suatu pcrusahaan yang memberi hak kepada pemegang Efek 

untuk mcmesan saham dari pcrusahaan tersebut pada harga tertcntu setelah 6 

(enam) bulan atau lebih sejak Efek dimaksud ditcrbilkan. 

Angka 6 

Cukupjclas 

Angka 7 

Sebagai contoh, lnformasi atau Fakta Material, adalah antara lain informasi 

mcngcnai: 

a. penggabungan usaha (merger), pengarnbilalihan (acquisition) pclcburan 

usaha (consolidation) atau pcmbentukan usaha patungan: 



b. pemecahan saham atau pembagian dividen saham (stock dividend); 

c. pendapatan dan dividen yang luar biasa sifatnya; 

d. perolehan atau kehilangan konlrak penting: 

e, produk atau penemuan baru yang berarti; 

f. perubahan tahun buku perusahaan; dan 

h. perubahan dalam pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen; 

sepanjang informasi terse but dapat mempengaruhi harga Efek dan atau keputusan 

pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi 

atau fakta tersebut. 

Angka 8 

Penitipan Efek sebagaimana dimaksud dalam angkaini termaksud pula Penitipan 

Kolektif. 

Yang dimaksud dengan "pemegang rekening" dalam angka ini adalah Pihak 

yang namanya tercatat pada rckening Efek berdasarkan kontrak yang dibuat 

dengan Kustodian. Pemegang rekening dapat merupakan pemilik atau wakil 

pemilik Efek yang tercatat dalam rekening Efek. 

Sebagai contoh, pemilik menitipan Efek dalam rekening Efek atas namanya pada 

Perusahaan Efek. Kemudian, Perusahaan Efek ini menitipkan Efek tersebut dalam 

rekening Efek alas narna Perusahaan Efek dimaksud pada Bank Kustodian. 

Selanjutnya, Bank Kustodian menitipkan Efek tersebut dalam rekening Efek 

atas nama Bank Kustodian dimaksud pada Lembaga Penyimpanan dan 

Penyelesaian. Dalam hal ini, Bank Kustodian tercatat sebagai pemegang reking 

pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian selaku wakil subtitusi Perusahaan 

Efek yang dalam hal ini mewakili pemilik Efek. 

Yang dimaksud dengan "rckcning Efek" dalarn penjelsan angka ini adalah catatan 

yang menunjukkan posisi Efck dan dana nasabah pada Kustodian. 

Angka 9 

Yang dimaksud dengan "kliring Transaksi Efek" dalarn angka ini adalah proses 

pcncntuan hak dan kewajiban yang timbul dari Transaksi Bursa. 



Yang dimaksud dengan "pcnjaminan pcnyelesaian Transaksi Bursa" dalam angka 

ini adalah kepastian dipcnuhinya hak dan kewajiban bagi Anggota Bursa Efek 

yang timbul dari Transaksi Bursa. 

Angka 10 

Cukupjelas 

Angka 1 1  

Cukupjelas 

Angka 12 

Cukupjelas 

Angka 13 

Cukup jelas 

Angka 14 

Pemberian nasehal kepada Pihak lain sebegaimana dimaksud dalam angka ini 

mencakup pcmberian nasehal yang dilakukan secara lisan atau tertulis, termaksud 

melalui pcnerbilan dalam media massa. 

Angka 15 

Penawaran Umum dalam angka ini meliputi penawaran Efek oleh Emiten yang 

dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia atau kepada warga negara Indonesia 

dengan menggunakan media massa atau dilawarkan kepada lebih dari I 00 

(seratus) Pihak atau telah dijual kepada lebih dari 50 (Iima puluh) Pihak dalam 

batas nilai serta batas waktu tertentu, 

Penawaran Efek di wilayah Republik Indonesia meliputi pcnawaran Efek yang 

dilakukan oleh Emiten dalam negeri atau asing, baik kepada pemodal Indonesia 

maupun asing, yang dilakukan di wilayah Republik Indonesia melalui pemenuhan 

Prinsip Keterbukaan. 

Ketentu�n Penawaran Umum bcrlnku Iuue boil Em!si d,110111 nc�ori Y•ng 
rnelakuknn rctl.J."1.imn umum tJ, llhU nt:i?t'l'I kcp.idil w11rpu nc:gllllt t.nJone.'iJD. 

H,11 Int d1p<:1lul,Jln dnlom rnngka mc,hnduni• ""'�" nofttr• lndonc11m vnng 
mtlakuknn 1n, e,.t.11.>1 d4lwn Erck )'MR d1111war n aid, Plh•I tcr,,cl>ullh luar 

wilayah Rebuplik Indonesia. 



Penawaran Efek kepada lebih dari I 00 (seratus) Pihak tersebut tidak dikaitkan 

dengan apakah Penawaran tersebut diikuti dengan pembelian Efek atau tidak. 

Sedangkan penjualan Efek kepada lebih dari 50 lima puluh) Pihak tersebut lebih 

ditekankan kepada realisasi penjualan Efek dimaksud tanpa memperhatikan 

apakah penjualan tersebut dilakukan mclalui penawaran atau udak, 

Yang dimakud denganb "media massa" dalam penjelasan angka ini adalah surat 

kabar, majalah, film, televisi, radio dan media elektronik lainnya, serta surat, 

brosur dan barang cetak lain yang dibagikan kepada lebih dari I 00 (sertus) Pihak. 

Jumlah I 00 (seratus) Pihak dalam penawaran Efek dan 50 (lima puluh) Pihak 

dalarn penjual Efek sebagaimana dimaksud dalarn angka ini dapat berubah sesuai 

dengan perkembangan Pasar Modal. Perubahan tersebut ditetapkan lebih Ian jut 

oleh Bapeparn 

Angka 16 

Yang dimaksud dengan "Efek yang dimiliki bersama" dalam angka ini adalah 

Efek yang dimiliki oleh lebih dari satu Pihak yang tercatat atas narna Kustodian. 

Sebagai contoh, Efek dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan 

dan Penyelesaian yang terdaftar dalam buku daftar pemegang Efek Emiten atas 

nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tetap diakui oleh Emiten bahwa 

Efek tersebut dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang diwakili oleh 

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Efek dalarn Penitipan Kolektif pada 

Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada 

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tetap diakui oleh Lembaga 

Penyimpanan dan Penyelesaian bahwa efek tersebut dimiliki bersama oleh lebih 

dari satu Pihak yang diwakili oleh Bank Kustodian atau Perusahaan Efek terse but. 

Angka 17 

Cukup jelas 

Angka 18 

Cukup jelas 

Angka 19 

Cukupjelas 



0 

Angb20 

Cukupjelas 

Angka 21 

Cukupjelas 

Angb22 

Culrup jelas 

Angka 23 

Culrup jelas 

Angka24 

Culrup jelas 

Angka 25 

Cukupjelas 

Angka26 

Culrup jelas 

Angka27 

Cukupjelas 

Angka 28 

Pinjam-meminjam efek dapal tcrjadi dalam hal Anggota Bursa efek tidak 

memiliki Efek yang mencukupi untuk menyelesaikan kewajibannya yang timbul 

akibat jual beli Efek yang dilakukannya di bursa Efek. 

Konuak lain mengenai harga Efek mencakupi, anwa lain opsi terhadap indeks 

harga saham. 

Angka 29 

Cukupjelas 

Angka 30 

Cukupjelas 



Pasal 2 

Kebijaksanaan umum adalah kebijaksanaan di bidang Pasar Modal yang secara 

langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kebijaksanaan fiskal, moneter, dan 

kebijiksanaan ekonomi makro pada umumnya. 

Pasal 3· 

Ayat (]) 

Mengingat Pasar Modal merupakan sumber pembiayaan dunia usaha dan sebagai 

wahana investasi bagi para pemodal yang dimiliki peranan yang strategis untuk 

menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, kegiatan Pasar Modal perlu 

mendapatkan pengawasan agar dapat dilaksanakan secara teratur, wajar, dan 

efisien. Untuk itu, secara operasional Bapepam diberi kewenangan dan kewajibn 

untuk membina kegiatan di Pasar Modal. Pengawaan tersebut dapat dilakukan 

dengan menempuh upaya-upaya, baik yang bersifat preventif dalam bentuk 

aturan, pedoman, pembimbingan, dan pengarahan maupun secara represif dalam 
bentuk pemeriksaan, penyidikan, dan pengenaan sanksi. 

Ayat (2) 

Cukupjelas 

Pasal 4 

Cukupjelas 

Pasal 5 

Huruf a 

Angka I 

Cukupjelas 

Angka 2 

Cukup jelas 

Angka 3 

Cukupjelas 



Huruf b 

Cukc:, jelas 

Huruf c 

Calon anggota direksi atau komisaris Bursa Efek, Lembaga Kliring dan 

Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib memenuhi 

persyaratan yang ditetapkan oleh Bapepam. 

Persyaratan tersebut meliputi, antara lain : 

I . orang perorangan warga negara Indonesia dan cakap melakukan perbuatan 

hukum, 

2. tidak pemah dinyatakan pailit atau menjadi direktur atau komisaris yang 

dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; 

3. tidak pemah dihukum karena melakukan tindak pidana; 

4. tidak pemah melakukan perbuatan perbuatan tercela di Pasar Modal pada 

khususnya dan di bidang keuangan pada umumnya; 

5. memiliki akhlak dan moral yang baik; 

6. memiliki keahlian di bidang Pasar Modal; dan 

7. tidak pernah melakukan pelanggaran yang material atas kctentuan peraturan 

perundang-undangan Pasar Modal. 

Tata cara pencalonan anggota direksi atau komisaris Bursa Efek, Lcmbaga Kliring 

dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah sebagai 

bcrikut: 

I. calon ditcliti direksi atau komisaris diajukan kepada Bapepam untuk diteliti 

sesuai dcngan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Bapeparn. 

2. apabila calon anggota direksi atau komisaris dimaksud telah memenuhi 

persyaratan, Bapepam wajib memberikan persetujuannya. Apabila 

berdasarkan hasil penelitian Bapeparn. calon dimaksud tidak memenuhi 

persyaratan, Bapepam menolak pencalonan tersebut; dan 

3. calon anggota direksi atau komisaris yang telah disetujui Bapepam diangkat 

oleh rapat UmumPemegang Saharn. 



0 

Bapcpam dapal memberhentikan untuk >ementara wall.tu ang""8 direksi atau 

komisaris Bursa l'tek. l.cml>aga Khnng dan Peniaminan. serta l.embaga 
Pcnyimpanan dan Pcnyclcsaian apabila anno1a direksi atau komisan, 

tersebut, antara lain : 

I .  kehilangan kewarganegaraan Indonesia atau tidak cakap melakukan 

perbuatan hukum; 

2. dmyatakan pailit; 

3. dihukum karena mclakukan udak pidana; 

4. melakukan perbuatan terccla di bidang Pasar Modal pada khususnya dan di 

bidang keuangan pada umumnya; 

5. tidak memiliki akhlak dan moral yang bark: dan 

6. mclakukan pelanggaran yang cukup rnaterila alas ketentuan peraturan 

perundang-undangan Pasar Modal. 

Dalam hal Bapepam memberihen1ikan sementara seluruh anggota direksi, 

Bapepam dapal menunjuk Pihak yang berasal, baik dari dalam maupun 

luar Bursa efek, Lembaga Kliring dan Penjami•an sena Lcmbaga Penyimpanan 

dan Penyelcsaian sebagai manajemen sememara, Selanjutnya, Bursa 

Efck. Lembaga Klirm� dan Penjaminan serta Lcmbaga Penyimpanan 

dan Penyelesaian wajih menyelenggarakan Rapal Umum Pemegang Saham 

untuk mengangkat anggola direksi atau komisaris yang baru. 

Huruf d 

Pernyataan efektif dalam hal iru menunjukan lengkap atau dipenuhinya 

se1uruh prosedur dan persyaratan atas Pernyataan Pendaflaran yang di­ 

wajibkan dalam Undang-undang 101 dan arau peraturan pelaksanaannya. 

Pernyataan efckuf tcrsebut bukan merupakan izm untuk melakukan Penawaran 

Urnurn dan juga hukan berarti bahwa Bapcpam menyatakan mforrnasi 

yang diungkapkan Emiten atau Perusahaan Publik iersebut adalah benar 

atau cukup. 

Ernuen atau Perusahaan Puhlik yang rnengajukan Pernyataan Pendaftaran 
bertanggung jawab hahwa scluruh infonnasi dun pernyataan, yang dibuat 

adalah hcnar clan udnk ,nenycsatkan Bapcpam udak mcnjnmin kebenaran dan 

kelengkapau informasr yang chsampaikan dalam Pcrnyataan Pcndaftaran. 



Sesuai d�ngan kcwenangan yaf!g ada pada huruf inJ,. .Bapepa,n dapat mcnunda 

efektifnya Pernyataan Pcndaftaran dalam hal tata earn dan atau pc, syararan 

Pernyataan Pendaftaran bclum dipenuhi. Disamping uu, Bapcpam dapat 

membatalkan efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam hal dipcroleh informasi 

baru yang menunjukan adanya pclanggaran tcrhadap Undang-undang jni dan 

atau peraturan pclaksanaannya. 

Huruf e 

Cukupjclas 

Huruf f 

Angka I 

Apabila suatu Pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal 

menyampaikan informasi melaluai iklan atau promosi yang tidak sesuai 

dengan Undang-undang ini dan atau peraturan pclaksanaannya, untuk 

melindungi kepentingan pemodal dan atau pasar modal. Bapepam memiliki 

kewcnangan untuk menghcntikan iklan atau promosi tersebut dan 

mewajibkan Pihak yang bersangkutan untuk mcluruskannya dengan cara 

memperbaiki iklan atau promosi dimaksud. 

Angka 2 

Apabila iklan atau promosi tersebut pada angka I) di atas mengakibatkan 

kcrugian kepada Pihak lain termasuk pemodal, Bapepam memiliki 

kewenangan untuk mewajibkan Pihak tersebut mengarnbil langkah-langkah 

yang diperlukan untuk mengatasi akibat yang ditimbulkan, antara lain berupa 

pembayaran ganti rugi. 

Huruf g 

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalarn huruf ini adalah pemeriksaan rutin 

terhadap Emiten, Perusahaan publik, dan Pihak yang memperoleh izin, 

persetujuan atau pendaftaran dari Bapepam. 

Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan oleh Bapepam dengan mewajihkan para 

Pihak dimaksud untuk menyampaikan laporan tertentu atau memeriksa kamor 

dan catatan seperu rekening. pemhukuan. dokumen. atau kertas kerja yang 



dis us un secara manual, rnekanis. elektronik aiau dengan cara lain. 

Huruf h 

Penugasan kepala Pihak lain oleh Bapeparn sebagaimana dimaksud dalam hurul 

ini, misalnya, adalah penegasan Bapepam kepada Bursa Efek untuk melakukan 

pemeriksaan terhadap Perusahaan Efek yang menjadi Anggota Bursa Efek. 

Penugasan tersebut dapat pula diberikan kepada Akuntan atau Pihak lain untuk 

melakukan pemeriksaan dalam kasus tertentu di rnana jasa Akuntan atau Pihak 

lain yang bersangkutan diperlukan. 

Huruf i 

Dalam ha] Bapepam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf 

e dan huruf g dan hasil pemeriksaan tersebut dipandang perlu untuk diketahui 

oleh masyarakat dalam rangka menjaga integritas pasar dan kepatuhan setiap 

Pihak terhadap Undang-undang ini dan atau peraaturan pelaksanaannya. Bapepam 

dapat mengumurnkan basil pemeriksaan tersebut berdasarkan kewenangan dalam 

huruf ini. 

Huruf j 

Pernbekuan atau pembatalan pencatatan suatu Efek pada Bursa Efek atau 

penghentian Transaksi Bursa Efek tertentu dapat dilakukan oleh Bapepam bila 

mana terdapat hal-hal atau kejadian yang membahayakan kepentingan pemodal 

atau keadaan yang tidak memungkinkan diselenggarakannya Transaksi Bursa 

atas Efek tertentu secara wajar, misalnya diketahui bahwa Emiten tidak 

mengungkapkan 1$eadaan perusahaan yang sebenarnya. 

Hurufk 

Yanz dimaksud dengan "keadaan darurat" dalam huruf ini adalah suatu keadaan 

. · !uar kemampuan Pihak sebagai akibat, antara lain, adanya perang, 

perisuwa alam seperti gempa burni atau banjir, pemogokan. sabotase atau huru­ 

hara, turunnya sebagaimana besar atau keseluruhan harga Efek yang tercatat di 

Bursa Efek sedernikian besardu maaterial sifatnya yang terjadi secara mendadak 

(crash), atau kegagalan sistem pcrdagaasan atau penyelsaian transaksi . 

• 



Huruf I 

Jika suatu Pihak dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan 

penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan yang 

bersangkutan tidak menerima sanksi tersebut, maka Pihak dimaksud dapat 

mengajukan keberatan alas pengenaan sanksi tersebut kepada Bapepam. 

Bapepam dapat mengabulkan permohonan tersebut apabila berdasarkan basil 

penelaahan Bapepam sanksi dimaksud tidak sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku dengan membatalkan atau mengubah keputusan Bursa Efek, Lembaga 

kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. 

Sebaiknya, Bapeparn dapat menolak permohonan tersebut dengan menguatkan 

keputusan Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga 

Penyimpanan dan Penyelesaian apabila keberatan alas pengenaan sanksi tcrsebut 

tidak beralasan. 

Hurufm 

Yang dimaksud dengan " biaya perizinan" dalam huruf ini adalah biaya-biaya 

yang dipungut dalarn rangka pemberian izin yang dikeluarkan Bapeparn kcpada 

Pihak-Pihak yang akan melakukan kegiatan di Pasar Modal, misalnya pemberian 

izin kepada Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga 

Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Efek, Wakil Penjarnin Emisi Efek, 

Wakil Perantara Pedagang Efek, Wakil Manajer Jnvestasi, dan Penasehat 

lnvesasi. 

Yang dimaksud dengan "biaya persetujuan" dalarn hurufini adalah biaya-biaya 

yang dipungut dalarn rangka pemberian persetujuan yang dikeluarkan oleh 

Bapeparn kepada Pihak-Pihak yang akan melakukan kegiatan di Pasar Modal 

seperti pemberian persetujuan kepada bank yang akan bertindak sebagai 

Kustodian. 

Yang dimaksud dengan "biaya pendaftaran" dalam huruf ini adalah biaya-biaya 

yang dipungut dalarn rangka pendaftaran Wali Amanat dan Profesi Penunjang 

Pasar Modal yang meliputi pendaftaran Akuntan, Penilai, Notaris, dan Konsullan 

Hukum. 

Yang dimaksud dengan "biaya pemeriksaan dan penelitian" dalam huruf ini, 



antara lain, biaya-biaya yang dipungut dalam rangka penelaahan dokumen 

Pernyataan Pendaftaran dan pemeriksaan yang melibatkan Pihak lain dalam 

rangka pemeriksaan khusus yang dilakukan oleh Akuntan. 

Yang dimaksud dengan "biaya lain" dalam huruf ini, antara lain biaya-biaua 

yang dipungut dalam pemberian informasi yang dibutuhkan oleh pemodal. 

Semua penerimaan dari pungutan biaya-biaya yang ditetapkan berdasarkan 

ketentuan dalam huruf ini merupakan penerimaan negara dan disetor ke kas 

negara. 

Mengingat cakupan tugas Bapepam yang cukup luas tennasuk mengantisipasi 

perkembangan masa datang, kepada Bapepam perlu disediakan anggaran yang 
memadai dari Anggaran dan Pendapat Belanja Negara (APBN) agar dapat 

melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. 

Hurufn 

Yang dimaksud dengan "tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian 

masyarakat" dalarn huruf ini adalah tindakan-tindakan yang bersifat pen ting dan 

segera harus diarnbil untuk melindungi masyarakat dari pelanggaran Undang­ 
undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya, antara lain mencakup : 

I. memutuskan cara penyelesaian transaksi dalam ha] Lembaga Kliring dan 

Penjarninan tidak marnpu menyelesaikan transaksi tertentu; 

2. mengarnbil tindakan-tindakan penting dalarn ha] terjadi pemalsuan saharn 

seperti pengusulan pencekalan terhadap Pihak tertentu kepada Direktur 

Jenderal Imigrasi. Departemen Kehakiman melalui Jaksa Agung; 

3. mewajibkan Bursa Efek untuk mengubah peraturan yang dibuatnya apabila 

peraturan tersebut bertentangandenganperaturan Pasar Modal yang berlaku; 

4. mewajibkan Emiten untuk menggunakan dana hasil emisi sesuai dengan 

tujuan yang telah diungkapkan dalam Prospektus; dan 

5. menyetujui dilakukannya perubahan atas penggunaan dana hasil emisi 

dengan syarat bahwa hal tersebut telah memperoleh putusan Rapat Umum 

Pemegang Saham. 



Hurul o 

Cukupjelas 

Hurufp 

Dalam menetapkan instrumen lain sebagai Efek dalam huruf ini dilakukan dengan 

memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sena 

kewenangan instansi lain, misalnya Bank Indonesia. 

Huruf q 

Yang dimaksud dengan "melakukan hal-hal lain" da]am huruf ini adalah 

kewenangan selain yang ditetapkan pada huruf a sampai dengan huruf p. 

Kewenangan lam yang diberikan kepada Bapepam, antara lain mengenai : 

I .  rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba Bursa Efek wajib disusun 

sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh dan drlaporkan kepada 

Bapepam sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (3); 

2. persetujuan atas peraturan yang wajib dibuat oleh Bursa Efek. termasuk 

perubahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 ;  

1. penetapan jasa lain yang dapat diberikan oleh Lembaga Kliring dan 

Penjamman sorta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana 

ditelapkan dalam Pasal 14 ayat (3); dan 

4. rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba Lembaga Klirmg dan 

Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang wajib 

disusun sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh dan dilaporkan kepada 

Bapepam sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 14 ayat *4). 

Pasal 6 

Ayat ( I) 

kegiatan Bursa Efek padadasarnya adalah menyelenggarakan dan menyediakan 

sistern dan atau sarana perdagnagan Efek bagi para anggotanya. Mengingai 

perdagangan dimaksud menyangkut dana masyarakat yang diinvestasikan dalam 

Efek, perdagangan tersehut harus dilaksanakan secara ieratur, wajar, dan efisien. 

Oleh karena itu, penyelenggaraan kegratan Bursa Efek hanya dapat dilaksanakan 

setelah memperoleh izin usaha dari Bapepam 



Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan "persyaratan dan tata cara perizinan" dalam ayai ini 

adalah ketentuan mengenai, antara lain : 

a. izin usaha; 

b. ketentuan yang wajib diatur dalam anggaran dasar; 

c. kepengurusan; 

d. pennodalan; dan 

e. latar belakang ekonomis pendirian Bursa Efek. 

Pasal 7 

Ayat(l) 

Perdangan Efek secara teratur, wajar, dan efisien adalah suatu perdangan yang 

diselenggarakan berdasarkan suatu aturan yang jelas dan dilaksanakan secara 

konsisten, Dengan demikian, harga yang terjadi mencerminkan mekanisme pasar 

berdasarkan kekuatan pennintaan dan penawaran. Perdagangan Efek yang efisien 

tercermin dalarn penyelesaian transaksi yang cepat dengan biaya yang relatif 

murah. 

Ayat (2) 

Bursa Efek didirikan untuk menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan 

atau sarana perdagangan Efek. Dengan tersedianya sistem dan atau sarana yang 

baik, para Anggota Bursa Efek yang sekaligus pemegang saharn Bursa Efek 

yang bersangkutan dapat melakukan penawaran jual dan beli Efek secara 

teratur, wajar, dan efisien. Disamping itu, tersedianya sistem dan atau sarana 

dimaksud memungkinkan Bursa Efek melakukan pengawasan terhadap 

anggotanya dengan lebih efektif. 

Ayat (3) 

Dalam menysusun rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba, Bursa Efek 

wajib berpedomen pada prinsip efisien Pasar Modal dan memperhatikan 

ketentuan yang ditetapkan oleh Bapeparn yang menyangkut, antara lain, hal-hal 

sebagai berikut : 



a. meningkatkan sistem atau sarana perdagangan Efek; 

b. meningkatkan sistem pembinaan dan pengawasan terhadap anggota Bursa 
Efek; 

c. mcngembangkan sistem pencatatan Efek yang efisien; 

d. mengembangkan sistem kliring dan penyelesaian Transaksi Bursa dan hal­ 
hal lain yang bcrkaitan dengan Bursa Efek; 

e. meningkatkan sistem pelayanan informasi; 

f. melakukan kegiatan pengembangan Pasar Modal melalui kegiatan promosi 
dan penelitian; dan 

g. meningkatkan kcmampuan sumbcr daya manusia. 

Rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba Bursa Efek diputuskan oleh 
Rapat Umum Pemegang Saharn dan diajukan kepada Bapepam. 

Apabila bcrdasarkan hasil penclitian Bapepam rencan anggaran tahunan dan 
penggunaan laba Bursa Efek tidak sesuai dengan hal-hal tersebut diatas, 
Bapepam dapat menolak rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba 
tersebut. Dalam ha Bapepam menolak rencana anggaran tahunan dan penggunaan 
laba dimaksud, Direksi Bursa Efek wajib melakukan penyesuaian dan memmta 
persetujuan komisaris Bursa Efek sebelum diajukan kembali kepada Bapepam 
untuk memperoleh persetujuan. Rencana anggaran tahunan dan penggunaan 
laba dimaksud dilaksanakan setelah memperoleh persctujuan Bapepam. 

Pasal 8 

Oleh karena tujuan Bursa Efek adalah untuk menyediakan sistem dan atau sarana 
perdagangan Efek dan yang dapat melakukan perdagangan Efek di Bursa Efek hanya 
Pcrusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek, 
pemegang saham Bursa Efek dihatasi hanya pada Perusahaan Efck yang telah 
memperoleh izin usaha dari Bapepam sebagai Perantaran Pcdagang Efek. 

Pasal 9 

Ayat (I) 

Bursa Efck merupakan lembaga yang diberi kewenangan untuk mengatur 
pelaksanaan kegiatannya. Oleh karena itu, ketentuan yang dikeluarkan oleh Bursa 



D 

Efek mempunyai kekuatan mengikat yang wajib ditaati oleh Anggola Bursa Efek, 

Emiten yang Efeknya tercatat di Bursa Efek tersebut, Lembaga Kliring dan 

Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Kustodian atau Pihak 

lain yang mempunyai hubungan kerja secara kontraktual dengan Bursa Efek. 

Kendatipun demikian, dalam hal pembuatan peraturan mengenai kliring dan 

penyelesaian Transaksi Bursa peraturan tersebut perlu dibuat bersama-sama 

dengan Lembaga Kliring dan Penjaminan. 

Yang dimaksud dengan "hal-hal lain" dalam ayat ini adalah kewenangan Bursa 

Efck untuk menetapkan aturan tentang pemeriksaan terhadap Anggota Bursa 

Efek, aturan yang berkaitan dengan mekanisme koordinasi pelaksanaan fungsi 

Bursa Efek dengan Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga 

Penyimpanan dan Penyelesaian, dan untuk mengantisipasi perkembangan di masa 
yang akan datang. · 

Kcsepadanan Efek adalah sifat dari Efek yang dapat dipertukarkan dengan Efek 
sejenis yang mempunyai nilai yang sama dan diterbitkan oleh Emiten yang sarna. 

Ayat (2) 

Dalam rangka menetapkan ketentuan mengenai peralihan Efek sebagaimana 
dimaksud dalam ayat ini, Bursa Efek wajib memperhatikan kelaziman praktik 
yang berlaku di Pasar Modal. Peralihan Efek yang dimaksud dalam ha! ini 
adalah peralihan hak yang melekat pada Efek. 

Ayat (3) 

Pendapatan Bursa Efek pada dasarnya berasal dari pungutan berupa iuran 
anggota, biaya transaksi, dan biaya pencatatan Efek. Penggunaan pungutan 
dimaksud diperkenankan untuk membiayai pelaksanaan fungsinya agar 

perdagangan Efek di Bursa Efek yang dilakukan oleh para anggotanya dapat 
terlaksana dengan teratur, wajar, dan efisien. 

Ayat (4) 

BesarnyJl biaya dan iuran yang ditetapkan oleh Bursa Efek harus didasarkan 
pada kebutuhan bagi penyelenggaraan dan pengembangan Bursa Efek. Dalarn 
hal dana yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan dan pengembangan Bursa Efek 
sudah mencukupi, biaya dan iuran dimaksud dapat diturunkan. 

D 



Pasal IO 

Larangan dalam Pasal ini dimaksudkan unluk menghindari timbulnya persaingan yang 
lidak sehat diantara Bursa Efek. Oleh karena itu suatu Perusahaan Efek dapal menjadi 
anggota lebih dari satu Bursa Efek. 

Pasal 1 1  

Agar peraturan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek sesuai dengan ketentuan dalam 
Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya, peraturan dimaksud wajib 
mendapal persetujuan Bapepam terlebih dahulu sebelum dinyatakan berlaku. 

Pasal 12 

Ayat ( I )  

Pembentukan satuan pemeriksa pada setiap Bursa Efek dimaksudkan agar 
pengawasan terhadap Anggota Bursa Efek dan manajemen Bursa Efek dapat 
dilakukan secara terus-mcnerus untuk memaslikan bahwa setiapAnggota Bursa 
Efek dan manajemen Bursa Efek melakukan kegiatannya sesuai dengan Undang­ 
undang iru, peraturan pelaksanaannya dan atau ketentuan Bursa Efek. 

Ayat(2) 

Pelaporan dalam ayal ini dimaksudkan agar direksi dan dewan komisaris Bursa 
Efek serta Bapepam dapal mengambil tindakan atau langkah-langkah yang 
diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah yang ditemukan, baik pada 
Anggota Bursa Efek maupun Bursa Efek. 

Ayat (3) 

Ketentuan ini dimaksudkan agar Bursa Efek mengadministrasikan semua laporan 
satuan perneriksa secara baik sehingga selalu tersedia apabila sewaktu-waktu 
diperlukan oleh Bapepam. 

Pasal 13 

A.yat I 1 1  

Kegiatan I .embaga Kliring dan Penjaminan pada dasarnya merupakan kelanjulan 
dari kegiatan Bursa Efek dalam rangka penyelesaian Transaksi Bursa. Mengingat 
kegratan tersebut menyangkut dana masyarakat yang diinvestasikan dalam 

,. 
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Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan harus memenuhi persyaratan teknis 
tenentu agar penyelesaian Transaksi Bursa dapat dilaksanakan secara teratur, 

wajar, dan efisicn. 

Demikian pula halnya dengan Lcmbaga Penyimpanan dan Penyclesaian yang 
melaksanakan fungsi sebagai Kustodian sentral yang aman dalam rangka 

peniupan Efek juga diwajibkan memenuhi persyaratan tcknis tertentu, 

Sehubungan dcngan itu, kedua lembaga tersebut wajib memperoleh izin usaha 

dari Bapepam. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan "persyaratan dan tata cara perizinan" dalarn ayat ini adalah 

ketentuan mengcnai, antara lain : 

a. izin usaha: 

b. kctentuan yang wajib diatur dalarn anggaran dasar; 

c. kcpengurusan; dan 

d. permodalan. 

Pasal 14 

Ayat (I) 

Kcgiatan kliring pada dasarnya mcrupakan suatu proses yang digunakan untuk 
mcnetapkan hak dan kewajiban para Anggotan Bursa Efck atas transaksi 
yang mercka lakukan schingga mcrcka mengetahui hak dan kewajiban masing­ 

masing. 

Ayat (2) 

Cukupjelas 

Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan "jasa lain" dalam ayat ini diantaranya adalahjasa yang 

berhubungan dengan hale pemodal, seperti distribusi dokumen mengenai kuasa 
dalarn pemberian hale suara, distribusi laporan tahunan, pemroscsan hale memesan 
Efek terlebih dahulu, penerimaan Efek dalarn rangka penawaran tender, serta 

pemberian jasa penyelesaian terhadap Kustodian sentral asing. 



Ayat (4) 

Dalarn rnenyusun rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba, Lembaga 

Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib 

berpedoman pada prinsip efisiensi Pasar Modal dan memperhatikan ketcntuan 

yang ditetapkan oleh Bapepam yang menyangkut, antara lain, hal-hal sebagai 

berikut : 

a. menyelenggarakan peningkatan pelayanan kliring dan penjaminan serta 

penyelcsaian Transaksi Bursa secara teratur, wajar, dan efisien; 

b. menyelenggarakan peningkatan pelayanan jasa Kustodian Sentral dan 

penyelesaian transak.si secara teratur, wajar, dan efisien; 

c. meningkatkan kegiatan penyelesaian Transaksi Bursa secara pembukuan 
yang aman; dan 

d. mengembangkan sistern keamanan penyimpanan Efek. 

Rencana anggaran tahunan dan penggunaan Jaba Lembaga Kliring dan 
Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian diputuskan oleh Rapat 
Umum Pemegang Saham dan diajukan kepada Bapepam. 

Apabila berdasarkan basil penelitian Bapepam, rencana anggaran tahunan dan 
penggunaan laba l.embaga Kliring dan Penjmainan serta Lembaga Penyimpanan 
dan Penyelesaian tidak sesuai dengan hal-hal tersebut diatas, Bapepam dapat 
menolak rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba tersebut. Dalam hal 
bapepam menolak rencana anggaran tahunandan penggunaan laba dimaksud, 
maka direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan 
dan Penyelesaian wajib melakukan penyesuaian dan meminta persetujuan 

Komisaris Lernbaga Klriing dan Penjmainan serta Lembaga Penyimpanan dan 
Penyelesaian sebelum diajukan kembali kepada Bapepam untuk memperoleh 
persetujuan. Rencana anggaran tahunan dan penggunaan Jaba dimaksud dapat 
dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan Bapepam. 

Pasal 1 5  

Ayat (I )  

Kegiatan Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan 



Penyelesaian sangat erat hubungannya dengan penyelesaian transaksi yang terjadi 
di Bursa Efek. Oleh karena itu, pemilikan saham Lembaha Kliring dan 
Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian diutamakan kepada 
lembaga-lembaga yang menggunakanjasa kedua lembaga lersebut, seperti Bursa 
Efek, Perusabaan Efek, Biro Administrasi Efek, dan Bank Kustodian. Namun, 
jika kebutuhan dana penyelenggaraan Lembaga Kliring dan Penjaminan serta 
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dirasakan tidak dapal terpcnuhi oleh 
lembaga-lembaga tersebut, dimungkinkan Pihak lain turut serta sebagai 
pemegang sabarn berdasarkan persetujuan Bapeparn. 

Ayat (2) 

Kegiatan kliring dan penjaminan penyclesaian Transaksi Bursa merupakan 
satu kesatuan dengan kegiatan Bursa Efek Sehubungan dengan itu, dalam 
rangka menjmain keselarasan antara pelaksanaan kegiatan kliring dan penjaminan 
penyelesaian Transaksi Bursa dengan kegiatan Bursa Efek, dalam ayat ini 
ditentukan bahwa mayoritas saham Lernbaga Kliring dan Penjaminan 
dimiliki oleh Bursa Efek. 

Mayoritas saham adalah pemegang saham yang memiliki lebih dari 50% 
(lima puluh perseratus) dari modal yang ditempatkan dan disetor perusabaan. 

Pasal 16 

Ayat(I) 

Agar kliring dan penjarninan penyelesaian Transaksi Bursa dapat terlaksana 
secara teraturs, wajar, dan efisien, perlu suatu aturan yang jelas yang dapat 
melindungi kepentingan para pemakai jasa. Untuk itu, kepada Lembaga Kliring 
dan Penjaminan diberi kewenangan untuk menetapkan peraturan-peraturan 
yang mengikat dan wajib ditaati oleh para pemakai jasa tersebut. 

Ayat (2) 

Agar kepentingan para Pihak yang terkait dengan kegiatan Lembaga 
Penyimpanan dan Penyelesaian terlindungi, Lembaga Penyimpanan dan 
Penyelesaian wajib menerbitkan peraturan mengenai hak dan kewajiban pemakai 
jasa Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. 



Ayal (3) 

Sebagai suatu lembaga yang tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan, 
besarnya biaya alas pemakaian jasa Lembaga Kliring dan Penjaminan atau 
lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus disesuaikan dengan kebutuhan 
dana penyelenggaraan dan pengembangan Lembaga Kliring dan Penjmainan 

atau lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian setelah mempertimbangkan 
kepenringan pemakai jasa. 

Pasal 17 

Agar peraturan yang dikeluarlcan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga 
Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan Undang-undang ini dan atau peraturan 
pelaksanaannya, peraturan tersebut wajib mendapat persetujuan Bapepam lerlebih 
dahulu sebelum dinyatakan berlaku. 

Pasal 18 

Ayat (I) 

Huruf a 

Reksa Dana berbentuk Perseroan adalah Emiten yang kegiatan usahanya 

menghimpun dana dengan menjual saham, dana selanjutnya dana dari 
penjualan saham tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis Efek yang 
diperdagangkan di Pasar Modal dan pasar uang. 

Huruf b 

Kontrak investasi kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank 
Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan dimana Manajer 
Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif 
dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan 
Kolektif, 

Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif meghimpun dana dengan 
menerbitkan Unit Penyertaan kepada masyarakat pemodal dan selanjutnya 
dana tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis Efek yang diperdagangkan 
di Pasar Modal dan di pasar uang. 

Ayat (2) 



Reksa Dana terbuka adalah Reksa Dana yang dapat menawarkan dan membcli 

kembali saham-sahamnya dari pemodal sampai dengan sejumlah modal yang 

telah dikeluarkan, sedangkan Reksa Dana tertutup adalah Reksa Dana yang tidak 

dapat membeli kernbali saharn-saham yang telah dijual kepada pemodal. 

Ayat (3) 

Cukupjelas 

Ayat (4) 

Agar pengelolaan dana kontrak invcstasi kolektif dapat dilakukan secara 

profesional, pengelolaannya hanya dapat dilakukan oleh Manajer Investasi. 

Ayat (5) 

Yang dirnaksud dengan"'persyaratan dan tata cara perizinan" dalarn ayat ini adalah 

ketentuan mengenai, antara lain : 

a. izin usasa; 

b. ketentuan yang wajib diatur dalarn anggaran dasar; 

c. kepengurusan;dan 

d. permodalan. 

Pasal 19 

Ayat (]) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Ayat (3) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan "sebagian besar" dalam huruf ini adalah sejumlah 

nilai tertentu yang dapat mempengaruhi secara material perhitungan nilai 

protofolio dan nilai aktiva bcrsih per saham Rcksa Dana. Perhitungan nilai 

portofolio dan nilai aktiva bcrsih per saharn bcrdasarkan harga Efek-Efek 



di Bursa Efek di mana portofolio Reksa Dana diperdagangkan. Apabila 

Bursa Efek tersebut ditutup, tidak ada harga bagi Efek yang menjadi dasar 

perhitungan nilai portofolio dan nilai akti- bersih per saham dari Reksa 

Dana. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan "sebagian besar" dalarn huruf ini adalah sebagaimana 

dimaksud dalarn huruf a. Apabila suatu Efek yang menjadi bagian portofolio 

Reksa Dana dihentikan perdagangannya di Bursa Efek, maka tidak ada 

harga bagi Efek tersebut. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan "keadaan darurat" dalam huruf ini adalah 

sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 5 huruf k. 

Huruf d 

Ketentuan dalam huruf ini dimaksudkan untuk mengantisipasi 

perkembangan Pasar Modal yang memungkinkan adanya situasi di luar 

huruf a, huruf b, dan huruf c yang lazimnya diatur berdasarkan kontrak 

para Pihak berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak sebagaimana diatur 

dalarn Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hokum Perdata. Oleh karena itu, 

bila ada hal-hal lain di luar huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut, perlu 

persetujuan terlebih dahulu dari Bapeparn sebelum kontrak berlaku dan 

mengikat para Pihak. 

Pasal 20 

Ayat(l) 

pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk kontrak investasi 

kolektif dilakukan oleh Manajer Investasi dan dibebankan kepada rekening Reksa 

Dana. Dana yang dtpergunakan untuk membeli kembali Unit Penyertaan yang 

dilakukan oleh Manajer Investasi berasal dari kekayaan Reksa Dana. 

Ayat (2J 

Cukupjelas 



Ayal (3) 

Huruf a 

Yang dimaksud dnegan 'sebagian besar" dalarn huruf ini adalah sejumlah 
nilai tertentu yangdapat mempengaruhi secara material perhitungan nilai 

porlofolio dan nilai aktiva bersih per Unit Penyertaan Reksa Dana. 

Perhitungan nilai portofolio dan aktiva bersih per Unit Penyertaan 
berdasarkan harga Efek-efek di Bursa Efek di mana portofolio Reksa Dana 
diperdagangkan. Apabila Bursa efek tersebut ditutup, maka tidak ada harga 

bagi Efek yang menjadi dasar perhitungan nilai portofolio dan nilai aktiva 

bersih per Unit Penyertaan dari Reksa Dana. 

Hurufb 

Yang dimaksuddengan "sebagian besar" dalarn huruf ini adalah sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a. Apabila suatu Efek yang menjadi bagian portofolio 

Reksa Dana dihentikan perdagangannya di Bursa Efek, maka tidak ada 

harga bagi Efek tersebut. 

Huruf c 

Yang dimaksud dnegan "keadaan darurat" dalam huruf ini adalah 

sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 5 huruf k. 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan "hal-hal lain" dalarn huruf ini adalah sebagaimana 

dimaksud dalam penjelasan Pasal 19 ayai (30 huruf d. 

Pasal 21 

Ayat (I) 

Yang dimaksud dengan "pengelolaan Reksa Dana" adalah pengelolaan dana 

Reksa dana oleh Menteri Investasi, 

Ayat 92) 

yang dimaksud dnegan "kontrak pengelolaan" dalam ayat ini, antara lain 

memuat: 

a. rencana diversifikasi portofolio di pasar uang dan di Pasar Modal; 



b. rencana diversrflkasi Efek dalam obligasi dan saham; 

c. rencana diversifikasi investasi dalam bidang industri; dan 

d. larangan investasi dalam bidang-bidang tenentu. 

Ayat(3) 

Yang dimaksud dengan "kontrak pengelolaan" dalam ayat ini antara lain 

memuat; 

a. rencana diversifikasi portofolio di pasar uang dan di Pasar Modal; 

b. rencana diversifikasi Efek dalarn obligasi dan saham; 

c. rencana diversifikasi investasi dalarn bidang indusui; dan 

d. larangan investasi dalarn bidang-bidang tertentu, 

Ayat (4) 

Yang dimaksud dnegan"ketentuan yang akan diatur lebih lanjut oleh Bapepam" 

dalam ayat ini, antara lain mengenai : 

a. pedoman penyusunan kontrak pengelolaan investasi; dan 

b. tata cara penyampaian rancangan kontrak pengelolaan investasi. 

Pasal 22 

Nilai pasar wajar suatu Efek adalah harga pasar atau kurs Efek itu senidir apabila 

Efek tersebut secara aktif diperdagangkan di Bursa Efek. Namun, nilai pasar wajar 

dapat berbeda dengan hargapasarapabila transaksi atas Efek tersebut tidak aktif atau 

tidak ditransaksikan dalam kurun waktu tertentu. Dalam hal demikian, kriteria 

penentuan nilai pasar wajar diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan 

oleh Bapepam, 

Yang dimaksud dengan "hari bursa" dalarn Pasal ini adalah hari ti mana Bursa Efek 

melakukan kegiatan. 

Pasal 23 

Yang dimaksud dengan "nilai aktiva bersih" dalam Pasal ini adalah nilai pasar yang 

wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh 

kewajibannya. 



Pasal 24 

Ayat(I) 

larangan dalam ketentuan ini tidak tennasuk dalam hal Reksa Dana membeli 

obligasi, Efck lain yang bersifat utang, dan atau menyimpan dana di bank. 

Ayat (2) 

Cukupjelas 

Ayat (3) 

Hal-hal yang berkaitan dengan pcmbatasan investasi, antara lain mengcnai : 

a. jumlah investasi dalarn satu jenis Efek; 

b. batasan dalarn investasi pada Efek di luar negeri; dan 

c. jenis-jenis instrumen yang dilarang dibeli oleh Reksa Dana. 

pasal 25 

Ayat (I) 

Kekayaan Reksa Dana terdiri dari uang kas dan Efek, antara lain sertifikat 

deposito, surat berharga komersial, saham, obligasi, dan tanda bukti utang. 

Kcwajiban penyimpanan kekayaan Reksa Dana pada Bank Kustodian 

dimaksudkan untuk mengarnankan kekayaan Reksa Dana. Oleh karena itu, perlu 

adanya pemisahan fungsi penyimpanan yang dilakukan olch Bank Kustodian 

dan fungsi pengelolaan yang dilakukan oleh Manajer lnvestasi. 

Ayat (2) 

Untuk mengindari terjadinya benturan kepentingan dalarn pengelolaan dan Reksa 

Dana. kewenangan Manajer Jnvestasi dan Bank Kustodian perlu dibatasi. Manajer 

lnvestasi hanya bertindak sebagai pengelola, sedangkan Bank Kustodian 

menyimpan dan mengadministrasikan kckayaan Reksa Dana. Untuk menjmain 

hal terscbut Manajer lnvestasi dilarang terafiliasi dengan Bank Kustodian. 

Ayat (3) 

Nilai aktiva bersih Reksa Dana terbuka dihitung dan diumumkan setiap hari 

bursa. 



Nilai aktiva bersih Reksa Dana tertutup dihitung dan diumumkan sekurang­ 

kurangnya sekali da\am semmggu. 

Pasal 26 

Ayat ( 1 )  

Direksi Reksa Dana benindak mengawasi pelaksanaan pengelolaan Reksa Dana. 

termasuk penyimpanan kekayaan Reksa Dana. Oleh karena nu, direksi wajib 

membuat kontrak pcnyimpanan kekayaan Reksa Dana dengan Bank 

Kustodian. 

A,yat (2) 

Yang dimaksud dengan "kontrak penyimapanan kekayaan" dalam ayat ini, antara 

lain memuat : 

a. pemisahan Efek Reksa Dana dari Kustodian; 

b. pencatatan mutasi kekayaan Reksa Dana; 

c. larangan penghenlian kegiatan Kustodian sebelum ditunjuk Kustodian 

pengganti; dan 

d pembuatan dan penyampaian laporan kepada Manajer Investasi dan 

Bapepam. 

Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan "ketentuan yang akan diatur lebih lanjut oleh 

Bapepam" dalam ayat ini, antara lain mcngenai : 

a. pedoman penyusunan kontrak penyimpanan; dan 

b. tata cara penyampaian rancangan kontrakPenyimpanankekayaan investasi 

kolcktif. 

Pasal 27 

Ayat (\)  

Mcngingat semua dana yang dikelola oleh Manajer Investasi adalah dana 

masyarakat, perlu adanya pcngamanan maksimal dengan mewajibkan Manajer 

lnvcstasi untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin untuk 

kcpentingan Reksa Dana. 



Ayat (2) 

Manajer Investasi berdasarkan ayat ini dibebani tanggungjawab alas kerugian 

Reksa Dana yang timbul karena pengelolaan yang tidak dilakukan dengan itikad 

baik dan tidak dengan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Reksa Dana. 

Pasal 28 

Ayat ( I )  

Nilai saham Reksa Dana adalah cerminan dari nilai bersih portofolionya, Setiap 

ada perubahan inilai ponofolio, maka nilai aktiva bersih per saham berubah 

pula. 

Pernodnl nH•mt,,,U atau mtnjunl vaham Rcksa Dnnn sc,u.,i <lcng,m ntlai uktna 

h<!Nh per ,J!wn Ba.I, r,,LL, f!Cr1Jm• k,�, dirlmkan maupun ;e1dru1 hcr11pel"DM 

h,•tF• >oh<lm R��"' l)urui ..,_lnlu ,.mm dengun nilw .1kmn t.!Nh per i,aham hw1yu 

<•>• nil:u .iktlv., hcn1h i,cr ,.rhnn1 rtu ,(hdu bcrubah-ubah sesuni Lian,un 

(",r,cmbanh.llltan n1lru r,unofol"iny� Olch lmrcn� nu ,!horn Rck ·• D,m,, 

diterbitkan tanpa niJai nominal. 

Ayat (2) 

Pcnyetoran modal pada waktu pendirian Reksa Dana berbentuk Perseroan 

oleh pendiri, hanya dimaksudkan untuk merintis pendirian Reksa Dana 

dimaksud. Untuk itu, peniri cukup diwajibkan untu_k melakukan pemenuhan 

modal ditemtapkan dan diseror pada waktu Reksa Dana tersebut didirikan 

sekurang-kurangnya I %  (satu perseratus) dari modal dasar Reksa Dana. 

Pemenuhan modal selanjutnya sampai dengan modal dasar akan dilakukan 

melalui Penawaran Umum karena Reksa Dana adalah wadah untuk menghimpun 

dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalarn 
Portofolio efek. 

Ayat (3) 

Persetujuan Rapat umum Pemegang Saham tidak diperlukan karena pembelian 

kembali saham-sahamnya yang telah dikeluarkan oleh Reksa Dana dan 

pengalihan lebih lanjut saham tersebut dapat terjadi setiap saat dalam hal 

pemegang saham Reksa Dana menjual kembali saham dimaksud. 



Ayat (4) 

Dana yang dimaksud dalam ayal ini, antara lain, adalah kas dan hasil penjualan 

portofolio Reksa Dana. 

Pasal 29 

Ayat (I)  dan Ayat (2) 

Pada dasamya semua keuntungan yang diperoleh Reksa Dana akan dibagikan 

sebagai dividen kepda pemegang saham Reksa Dana. 

Reksa Dana tidak mempunyai pinjaman dari Pihak ketiga, Oleh karena itu, tidak 

diperlukan dana cadangan untuk melindungi dana Pihak ketiga. Akan tetapi, 

untuk mempertahankan dan meningkalkan nilai investasinya, Reksa Dana 

dapat membentuk dana cadangan. 

Pasal 30 

Ayat (I )  

Untuk mclaksanakan kegiatan sebagai Perusahaan Efek diperlukan berbagai 

persyaratan diantaranya keahlian dan permodalan yang cukup. 

Ayat (2) 

Izrn usaha sebagai Penjamin Emisi Efek berlakujuga sebagai izin usaha Perantara 

Pedagang Efek. Dengan demikian, Perusahaan Efek yang telah memiliki izin 

tersebut, disamping bertindak sebgai Penjamin Emisi Efek, juga dapat bertindak 

sebagai Perantara Pedagang Efek. 

Sedangkan Pcrusahaan Efek yang hanya memiliki izin usaha sebagai Perantra 

Pedagang Efek tidak dapat melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efok. 

Ayat (3) 

Pihak yang melakukan kegiatan sebagai Penjamin Ernisi Efek, Perantara 

Pedagang Efek, atau Manajer lnvestasi alas Efek sebagaimana dimaksud dalam 

ayat ini tidak diwajibkan memperoleh izin usaha dari Bapepam. 

namun, karena kegiatan dimaksud dapat dilakukan oleh Pihak yang telah 

mendapatkan izin usaha dari Bapepam, dan juga karena ada kemungkinan Efek 

baru yang diperdagangkan dalam kegiatan tersebut belum ada badan pemerintah 



yang mengatur dan mengawasinya, maka Bapepam dapat melaksanakan 

kewenangannya berdasarkan Undang-undang ini dan atau peraturan 

pelaksanaaannya. 

Ayat (4) 

Yang dimaksud dengan "persyaratan dan tata cara perizinan" dalarn ayat ini adalah 

ketcntuan mengenai, antara lain : 

a. persyaratan kepengurusan, permodalan dan tenaga ahli; dan ., 

b. tata cara pengajuan permohonan izin. 

Pasal 31 

Yang dimaksud dengan "segala kegiatan yang berkaitan dengan Efek" dalarn Pasal 

ini adalah kegiatan yang ,'.1llksanakan oleh Perusahaan Efek yang meliputi, antara 

Jain kegiatan sebagai Penja-mn Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan Manajer 

lnvestasi. 

Yang dimaksud dengan "pegawai" dalam Pasal ini adalah sebagaimana dimaksud 

dalam Penjelasan Pasal I angka I huruf b. 

Yang dimaksud dengan "Pihak lain yang bekerja untukPerusahaan Efek" dalam Pasal 

ini adalah Pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Efek untuk melakukan tugas tertentu 

meskipun Pihak tersebut bukan pegawai Perusahaan Efek dimaksud. 

Pasal 32 

Ayat(I) 

Wakil Penjamin Emisi Efek bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek 

untuk kegiatan yang bersangkutan dengan pelaksanaan penjarninan emisi Efek. 

Wakil Perantara Pedagang Efek bertindak mewakili kepentingan Perusahaan 

Efek untuk kegiatan yang bersangkutan dengan pelaksanaan perdagangao.Efek. 

Wakil Manajer Investasi bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek untuk 

kegiatan yang bersangkutan dengan pengelolaan Portofolio Efek. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan "persyaratan dan tata cara perizinan" dalarn ayat ini adalah 
ketentuan mengenai antara lain : 



a. kcahlian dan pengalaman; dan 

b. tata cara pengajuan permohonan izin. 

Pasal 33 

Ayat (I) 

Izin untuk bertindak sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek berlaku juga sebagai 

izin Wakil Perantara Pedagang Efek. Oleh karena nu, orang perseorangan yang 

memiliki izin Wakil Penjamin Emisi Efek dapat mewakili Perusahaan Efek 

yang melakukan kegiatan Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara 

Pedagang Efck. 

Sedangkan orang perseorangan yang memilik.i izin Wakil Perantara Pedagang 

Efek hanya dapat mewakili kepentingan Perusahaan Efck yang melakukan 

kegiatan sebgai Pcrantara Pedagang Efek. 

Ayat(2) 

Orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini bekerja untuk 

kepentingan perusahaan dan nasabah perusahaan yang diwakilinya. Untuk 

menjaga agar tidak terjadi benturan kepentingan, Wakil Pcnjamin Emisi Efek, 

Wakil Perantara Pedagang Efek, atau Wakil Manajer Investasi hanya dapat bekerja 

pada satu Pcrusahaan Efek. 

Pasal 34 

Ayat (I) 

Kegiatan Penasihat Invcstasi adalah memberikan nasihat mengenai penjualan 

atau pembelian Efek dengan memperoleh imbalanjasa. Oleh karena itu, Penasihat 

Investasi harus memenuhi pcrsyaratan tertentu seperti keahlian dalam bidang 

analisis Efek. Termasuk dalam kcgiatan Penasihat Investasi adalah kegiatan 

yang dilakukan oleh perusahaan pemeringkat Efek. Untuk rnemasukan hal 

tersebut sebelum melakukan kegiatannya, Penasihat lnvestasi diwajibkan 

terlebih dahulu mcmperoleh izin usaha dari Bapepam. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dcngan "persyaratan dan tata cara pcrizinan" dalarn ayat ini 

adalah ketentuan mengcnai, antara lain : 



a. persyaratan yang wajib dipenuhi oleh calon Penasihat lnvestasi, antara lain 

memiliki izin orang perseorangan sebagai Wakil Manajer lnvestasi; dan 

b. tata cara pengajuan permohonan menjadi Penasihat Investasi. 

Pasal 35 

Huruf a 

Kegiatan usaha Perusahaan Efek atau Penasihat Investasi pada dasarnya dilandasi 

oleh adanya kepercayaan dari nasabah. Oleh karena itu, dalammelaksanakan 

kegiatannya Perusahaan Efek atau Penasihat Investasi harus mendahulukan dan 

menjaga kepentingan nasabahnya sepanjang kepentingan nasabah terscbut tidak 

bertentnagan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib 
menghindarkan segala tindakan yang bertentangan dengan kepentingan 
nasabah yang bersangkutan. 

Sebagai contoh, pegawai pemasaran Perusahaan Efek dilarang mempengaruhi 

nasabahnya yang mempunyai dana terbatas untuk diinvestasikan terhadap Efek 
yang mempunyai risiko tinggi, 

Hurufb 

Cukup jelas 

Huruf c 

Sebagai Pihak yang memperoleh kepercayaan dari nasabahnya, Perusahaan 

Efek atau Penasihat Investasi wajib secara benar dan sejujurnya mengungkapkan 

Fakta Material untuk diketahui oleh nasabah mengenai kemampuan profesi 
keadaan keuangannya. 

Huruf d 

Larangan yang dimaksud dalam huruf ini adalah untuk menghindarkan 

kemungkinan terjadinya benturan kepentingan Perusahaan Efek atau Penasihat 
Investasi dengan mewajibkan mereka untuk mengungkapkan segala kepentingan 
dalam Efek yang bersangkutan. 

Dalam hal Perusahaan Efek atau Penasihat lnvestasi mempunyai kepentingan 
dalam suatu Efek bersamaan dengan nasabahnya, mereka wajib memberi­ 
tahukan hal tersebut kepada nasabahnya sebelum memberikan rekomendasi. 



Kepentingan dalam Efek umbul, antara lain apabiia : 

I .  Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, secara sendiri-sendiri atau 

bersama-sama dengan Pihak lain merniliki Efek atau berhak atas dividen, 

bunga atau hasil penjuaian dan atau penggunaan Efek; 

2. Pihal telah terikat daiam kesepakatan atau perjanjian untuk membeli_Efe, 

mempunyai hak untuk mengalihkan atau niernindahtangankan Efek, atau 

memiliki hak memesan Efek terlebih dahulu; 

3. Pihak yang diwajikban mernbeli sisa Efek yang tidak habis terjual dalam 

Penawaran Umum; dan 

4. pihak, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak lain, 

mengendalikan Pihak sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2, angka 

3, penjelasan huruf d. 

Huruf e 

Selain merupakan sarana pengerahan dana masyarakat, Penawaran Umum 

dimaksudkan untuk menciptakan likuiditas bagi Efek yang bersangkutan. Oleh 

karena itu, penyebaran Efek kepada sejumlah besar pemodal rnerupakan ha! 

yang sangat penting. Penguasaan Efek yang ditawarkan dalarn rangka Penawaran 

umum oleh sebagian kecil pelaku di Pasar Modal tidak akan marnpu menciptakan 

likuiditas bagi Efek yang bersangkutan. Di lain pihak ha! itu dapat menciptakan 

peluang bagi Pihak-pihak tersebut untuk memanfaatkan keadaan pasar untuk 

memperkaya diri sendiri. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, dalarn hal terjadi kelebihan permintaan dalam 

Penawaran Umum, Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi 

Efek wajib mendahulukan kepentingan Pihak lain yang tidak terafiliasi yang 

telah memesan Efek daripada pesanan Penjamin Emisi Efek sendiri, agen 

penjualan, dan semua Pihak yang terafiliasi. 
"'''' 

Pasal 36 

Huruf a dan Huruf b 

Karena hubungan antara nasabah dan Perusahaan Efek atau Penasihat Investasi 

didasarkan pada kepercayaan. sudah sepatutnya Perusahaan Efek atau Penasihat 

lnvestasi mengerahui keinginan, kemampuan, serta latar belakang nasabah. 



Dengan mengetahui hal-hal tersebut, Perusahaan Efek atau Penasihat Investasi 

dapat menentukan arah dalam pemberianjasanya sesuai dengan keadaan nasabah 

sehingga dapat dihindarkan keadaan dimana Perusahaan Efek atau Penasihat 

Investasi menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan untuk kepentingan 

sendiri dengan mengorbankan kepentingan nasabahnya. 

Selain itu, Perusahaan Efek atau Penasihat Investasi wajib menyimpan dengan 

baik segala catatan yang berhubungan dengan pesanan, transaksi, dan kegiatan 

investasi nasbah. Dengan demikian, catatan tersebut sewaktu-waktu dapat 

diketahui oleh nasabah untuk kepentingan pembuktian. 

Pasal 37 

Huruf a 

Efek nasabah yang dikelola oleh Perusahaan Efek merupakan titipan nasabah, 

bukan merupakan bagian kekayaan dari Perusahaan efck. Oleh karena uu, Efek 

nasabah tersebut harus disimpan dalam rekening yang terpisah dari rekening 
Perusahaan Efek. 

Karena Efek nasabah tersebut bukan merupakan bagian dari kekayaan 

Perusahaan Efek, dalam hal Perusahaan Efek yang bersangkutan pailit atau 

dilikuidasi, Efek nasabah tersebut bukan merupakan bagian dari harta kepailitan 
ataupun harta yang dilikuidasi. Dcngan demikian, semua kreditur atau Pihak 

lain yang mempunyai hak tagih terhadap Perusahaan Efek tidak mempunyai 

hak untuk menuntut Efek nasabah yang dikelola oleh Perusahaan Efek. 

Hurufb 

Di samping kewajiban untuk memisahkan Efek nasabah dari kekayaan 
Perusahaan Efek, Perusahaan Efek juga wajib menyelenggarakan pembukuan 
secara terpisah untuk setiap nasabahnya agar tidak terjadi pencarnpuran Efek di 

antara nasabahnya. Selain itu, Perusahaan Efek juga menyediakan tempat 
penyimpanan yang arnan atas harta nasabah agar t erhinar dari kemungkinan 
hilang, rusak ataupun risiko kecurian. 

Dengan pembukuan secara terpisah tersebut, setiap nasabah Perusahaan Efek 
dapat secara mudah mengetahui jumlah Efeknya dan menggunakannya untuk 
kepentingan pembuktian. 



Pasal 38 

Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini berlaku Perusahaan Efek yang 

bertindak selaku perantara Pedagang Efek dalam hal yang besangkutan akan membeli 

Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak terafiliasinya di mana pada saat yang 

bersamaan terdapat pesanan beli dari Pihak yang tidak lerafiliasi dengan pcrsyaratan 

transaksi Efek yang sarna atau lebih tinggi dari persyaratan transaksi Efek untuk 

kepentingan Perantara Pedagang Efek yang bersangkutan atau Pihak terafiliasinya, 

Akan tetapi, dalarn hal Perantara Pedagang Efek dimaksud membeli Efck dengan 

persyaratan transaksi Efek yang lcbih tinggi dibandingkan dengan persyaratan yang 

diajukan oleh Pihak yang tidak terafiliasi, Perantara Pedagang Efek dimaksud dapat 

membeli Efek terscbut, baik untuk kepentingan dirinya sendiri maupun Pihak 

terafiliasinya. 

Misalnya, Pihak yang tidak lerafiliasi dengan Perantara Pedagang Efek mengajukan 

pesanan beli alas saharn PT X dengan harga rp. I 0.000,00 sementara pada saat yang 

bersamaan Perantara. Pcdagang Efek tcrsebut bermaksud membeli saharn yang sarna 

dengan harga di atas Rp. I 0.000,00. Dalarn hal ini, Perantara Pedagang Efek tersebut 

dapat membeli saharn dimaksud baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk 

kepenringan Pihak tcrafiliasinya. 

Contoh lain, Pihak yang tidak tcrafiliasi dengan Perantara Pedagang efek mengajukan 

pesananjual atas saharn PT X dcngan harga Rp. I0.000,00 sementara pada saat yang 

bersarnaan Pcrantara Pcdagang Efek tersebut berrnaksud menjal saham yang sarna 

dengan harga yang lcbih rendah dari Rp. I0.000,00. Dal am ha! ini, Perantara Pedagang 

Efek dimaksud dapat menjual saham tersebut untuk kepentingan sendiri maupun 

untuk kepentingan Pihak terafiliasinya. 

Pasal 39 

Apabila Penjamin Emisi Efek dan Emiten telah sepakat untuk melaksanakan 

Pcnawaran Umum berdasarkan jenis kontrak yang ditentukan, Pihak terscbut wajib 

melakukan Penawaran Umum tersebut sesuai dengan kontrak yang dibuat dan untuk 

itu harus dicantumkan dalam Prospektus. 

Kontrak penjaminan emisi Efek dapat berbentuk kesanggupan pcnuh (full 

commitment) atau kesanggupan tcrbaik (best effort). Dengan kcsanggupan penuh, 



Penjamin Emisi Efek bertanggung jawab mengambil sisa Efek yang Lidak terjual, 

sedangkan dengan kesanggupan terbaik. Pen jam in Emisi Efek udak bertanggungjawab 

terhadap sisa Efek yang tidak terjual, tcrapi berusaha dengan sebaik-baiknya untuk 

menjualkan Efek Emitcn. 

Pasal 40 

Pada dasarnya Emiten dapat menerbitkan Efek tanpa menggunakan jasa Penjamin 

Emisi Efek. Dalam hal ini, penetapan harga dilaksanakan oleh Emiten yang 

bersangkutan, Penggunaanja.sa Penjamin Ernisi Efek dimaksudkan untuk membantu 

Emiten memasarkan dan atau menjual Efek yang ditawarkan sehingga ada kepastian 

perolehan dana hasil penjualan Efek dimaksud, Sedangkan keputusan untuk melakukan 

investasi ierhadap Efek yang ditawarkan sepenuhnya berada di Langan pemodal. Olch 

karena itu, penggunaan jasa Penjamin Errusi Efek yang terafiliasi dengan Emiten 

pada dasarnya dapat dipersarnakan dengan pcnawaran Efek tanpa menggunakan jasa 

Penjamm Emisi Efek. Namun, penjaminan tersebut harus benar-benar memperhatikan 

adanya kemungkinan bcnturan kcpcntingan. 

Dengan demikian, hubungan antara Emnen dan Penjarnin Emisi Efek tidak menjadi 

faktor dominan bagi pcmodal scpanjang hubungan dimaksud diungkapkan secara 

jelas dalam Prospektus. 

Dengan dimuatnya dalarn prospektus adanya hubungan scbagaimana dimaksud dalarn 

Pasal ini pemodal dapat mengetahui dan menilai sejauhmana tingkat independensi 

dari Pcrusahaan Efek dimaksud yang bertindak selaku Penjamin Emisi Efek atas 

Efek yang diterbitkan olch Emiten, 

Yang dimaksud dengan "hubungan lain yang bersifat material" dalam Pasal mi, antara 

lain meliputi hubungan bisnis yang bersi fat material an Lara Emiten dan Penjamin 

Emisi Efek seperti hubungan utang-piutang dan pernberian jasa tertentu. 

Pasal 41 

Ketenruan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan Reksa Dana dari pengenaan 

komisis secara tidan wajar oleh Perusahaan Efek yang bertindak sekaligus sebagai 

manajer Investasi dan sebagai Perantara Pedagang Efek untuk Reksa Dana atau oleh 

Perantara Pedagang Efek yang terafiliasi dengan Pcrusahaan Efek yang bersangkutan, 



Pasal 42 

Mengingat keputusan investasi harus dilakukan semata-mata untuk kepentingan 

pemegang saham Reksa Dana berbentuk Perseroan atau pemegang Unit Penyertaan 

kontrak investasi kolektif, Manajer Investasi dilarang menerima imbalan dalam bentuk 

apapun yang dapat mempengaruhi keputusannya dalam melakukan pembelian atau 

penjualan Efek untuk Reksa Dana tersebut. 

Komisi yang diperoleh Perusahaan Efek dalam rangka pemberian jasa sebagai 

Perantara Pedagang Efek dengan tidak melanggar ketentuan scbagaimana dimaksud 

dalam Pasal 41 dan imbalan lain yang berkaitan dengan pengelolaan dana investasi 

sebagaimana dituangkan dalam kontrak pengelolaan investasi bukan merupakan 

imbalan yang dilarang berdasarkan ketentuan ini. 

Pasal 43 

Ayat ( I )  

Kegiatan penitipan adalah salah satu kegiatan Bank Umum sebagairnana 

dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbankan. Oleh 

karena itu Bank Umum tidak lagi memerlukan izin untuk melakukan kegiatai 

pcnitipan. Namun, untukmelakukan kegiatan sebagai Kustodian yang merupakan 

kcgiatan yang lebih luas dari kegiatan penitipan dan terkan dengan kegiatan 

lembaga lainnya seperti Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan 

Efek, dan Reksa Dana, maka Bank Umum tetap memcrlukan persetujuan 

Bapepam. 

Lcmbaga Peny,mpanan dan Pcnyelesaian atau Perusahaan Efek tidak 

memerlukan izin atau perserujuan secara terpisah untuk melakukan kegiatan 

sebagai Kustodian karena izin yang telah diberikan sebagai Lembaga 

Penyimpanan dan Penyelesaian atau Perusahaan Efek sudah mencakup kegiatan 

Kustodian 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan "persyaratan dan tata cara pemberian persetujuan" dalam 
ayat ini adalah ketentuan mengenai, antara lain : 

a. persyaratan penyediaan sarana; 



b. persyaratan tenaga ahli; 

c. persyaratan penanggung jawab kegiatan Kustodian pada Bank Umum 

tersebut; dan 

d. tata cara pengajuan permohonan untuk memperoleh persetujuan. 

Pasal 44 

Ayat ( l) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 

Cukupjelas 

Ayat (3) 

Oleh karena Efek yang disimpan atau dicalat pada rekening Efek bukan 

merupakan harta Kustodian, Efek tersebut tidak dapat diambil atau disita oleh 

kreditur Kustodian. Dalam ha! Kustodian mengalami kepailitan, semua Efek 

yang dititipkan pada Kustodian tersebut tidak dimasukkan dalarn harta kepailitan 

dan wajib dikembalikan kepada pemegang rekening yang bersangkutan. 

Pasal 45 

Bentuk perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalarn Pasal ini dapat berupa surat 

yang ditandatangani atau bentuk perintah lainnya sesuai dengan kontrak yang dibuat 
antara Kustodian dan pemegang rekening. 

Pasal 46 

Oleh karena Efek dalarn rekening Efek dititipkan dan diadministrasikan pada 

Kustodian, sudah sepatutnya pemcgang rekening perlu mendapat perlindungan dari 
kerugian yang timbul akibat kesalahan Kustodian antara lain karena : 

a. hilang atau rusaknya harta atau catatan mengenai harta dalarn penitipan; 

b. keterlambatan dalam penyerahan harta keluar dari penitipan; atau 

c. kegagalan pemegang rekening menerima keuntungan berupa dividen, bunga, 
atau hak-hak lain atas harta dalam penitipan. 



Pasal 47 

Ayal (I) 

Pengecualian dalam ayat ini diperlukan, antara lain untuk memungkinkan 

pelaksanaan penerapan sistem perdagangan Efek, kliring, penjaminan dan 

penyelesaian alas Transaksi Bursa, serta penyimpanan Efek, di mana lembaga­ 

lembaga yang terkait saling memerlukan keterangan mengenai rekening Efek. 

Untuk maksud tersebul, Bursa Efek dan Lembaga Kliring dan Penjaminan perlu 

diberi kesempatan untuk memperoleh keterangan mengenai rekening Efek pada 

Kustodian, termasuk Bank Kustodian. 

Di samping itu, dalam rangka penyelenggaraan daftar pemegang Efek dan 

pembagian hak-hak yang berkaitan dengan Efek, termasuk dividen, Biro 

Administrasi Efek juga perlu diberikan kesernpatan untuk memperoleh 

keterangan mengenai rekening Efek pada Kustodian, terrnasuk Bank Kustodian. 

Ketentuan ini juga diperlukan agar Bapepam dapat melaksanakan fungsi 

pengawasan sesuai dengan wewenang yang ditentukan dalam Undang-undang 

ini. 

Ayat (2) 

Ketentuan dalam ayat ini menegaskan bahwa walaupun Pihak sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (I) huruf a sampai dengan huruf f dapat memperoleh 

keternagan mengenai rekening Efek nasabah Kustodian atau Pihak terafiliasinya 

tidak berarti bahwa keterangan tersebut dapat diberikan kepada Pihak lain 

dengan bebas. Keterangan mengenai rekening Efek dimaksud hanya dapat 

diberikan kepada Pihak lain semata-mata dalam pelaksanaan fungsinya. 

Sebagai contoh, Biro Administrasi Efek menerima keterangan mengenai 

rekening Efek nasabah dari Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, kemudian 

Biro Administrasi Efek meneruskannya kepada Emiten untuk menentukan 

pemegang saham yang berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat 

Umum Pemegang Saham. 

Ayat (3) 

Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang diberikan kewenangan oleh 

Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, dan Ketua Mahlrnmah 



Agung untuk memperolch keterangan mengenai rekening Efek. 

Pasal 48 

Ayat (I) 

Cukup jelas 

Ayal (2) 

Yang dimaksud dcngan "persyaratan dan tata cara perizinan" dalam ayat ini adalah 

ketentuan mengenai, antara lain : 

a. persyaratan penyediaan sarana; 

b. persyaratan tcnaga ahli; 

c. persyaratan permodalan; dan 

d. tata cara pengajuan pcrmohonan izin. 

Pasal 49 

Aya1 (I) 

Cukupjclas 

Aya1 (2) 

Cukupjelas 

Pasal 50 

Ayat (I) 

Oleh karena Efck bersifat utang adalah mcrupakan surat pcngakuan utang 

yang sifatnya scpihak dan para pcmegangnya tersebar luas, maka untuk 

mengurus dan mewakili mereka selaku kreditur, pcrlu dibentuk lembaga 

perwaliamanatan. Agar Wali Amanat dapat mewakili kepentingan para 

pemegang Efek bersifat utang tersebut, ditetapkan Bank Umum sebagai Pihak 

yang dapat menyelcnggarakan kegiatan pcrwaliamanatan karcna mempunyai 

jaringan kegiatan usaha yang luas. Namun, untuk mengantisipasi 

pcrkembangan Pasar Modal, dimungkinkan Pihak lain, sclain Bank Umum, untuk 

mclakukan kegiatan scbagai Wali Amanat berdasarkan Peraturan Pemerintah. 



Ayal (2) 

Kegiaian usaha sebagai Wah Amanat merupakan salah satu kegiatan Bank Umum 

sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang 

perbankan. Oleh karena itu, Bank Umum tidak lagi memerlukan izin untuk 

melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat. Namun, untuk melakukan kegiatan 

tersebut, Bank Umum terap memerlukan pendaftaran di Bapepam. 

Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan "persyaratan dan tata cara pendaftaran Wali Amanat" 

dalam ayai iru adalah kctentuan mengenai, antara lain : 

a persyaratan tenaga ahli; 

b. persyaratan permodalan; dan 

c. tata cara pengajuan permohonan pendaftaran. 

Pasal 51 

Ayal ( I)  

Ketentuan ayat ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya benturan 

kepentingan antara Wali Amanat selaku wakil pemegang Efek bersifat utang 
dan kepentingan Emiten di mana Wali amanat mempunyai hubungan 

Afiliasi. Hal ini diperlukan agar Wali Amanat dapat melaksanakan fungsinya 

secara independen sehingga dapat melindungi kepenungan pemegang Efek 
bersifat utang secara maksimal. 

Ayal (2) 

Sejak ditandatangani kontrak perwaliamanatan antara Emiten dan Wali 
Amanat, Wah Amanat telah sepakat dan mengikatkan diri untuk mewakili 

pemegang Efek bersifat utang, tetapi perwakilan tersebut akan berlaku efektif 
pada saat Efek bersifat bersifat utang telah dialokasikan kepada para pemodal. 

Dalam hal ini, Wali Amanat diberi kuasa berdasarkan Undang-undang ini 
untuk mewakili pcmegang Efek bersifat utang dalam melakukan tindakan hukum 
yang berkaitan dengan kepcntingan pcmegang Efek bersifat utang tersebut, 
termasuk melakukan pcnuntutan hak-hak pemegang Efek bersifat utang, baik di 
dalam maupun di luar pcngadilan tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari 



pemegang Efek bersifat utang dimaksud. 

Ayat (3) 

Ketentuan ayat ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya benturan 
kepentingan antara Wali Amanat selaku wakil pemegang Efek bersifat utang 
dan kepentingan Wali Amanat sebagai kreditur atau debitur dari Emiten. Hal ini 
dperlukan agar Wali Amat dapat melaksanakan fungsinya secara independen 
sehingga dapat melindungi kepentingan pemegang Efek bersifat utang secara 
maksimal. 

Ayat (4) 

Yang dimaksud dengan "penggunaan jasa Wali Amanut" dalarn ayat ini adalah 
penggunaanjasa WaliAmanat oleh Emiten dalarn penerbitan Efek yang bersifat 
utang jangka panjang, seperti obligasi. 

Pasal 52 

Yang dimaksud dcngan "kctentuan yang harus ditetapkan oleh Bapeparn" dalam ayat 
ini adalah hal-hal yang harus dimuat dalam kontrak perwaliarnanatan antara Emiten 
dan Wali Arnanat, antara lain mengenai : 

a. utang pokok dan bunga serta manfaat lain dari Emitcn. 

b. saat jatuh tempo; 

c. jaminan (jika ada); 

d. agen pembayaran; dan 

e. tugas dan fungsi Wali Amanat. 

Pasal 53 

Ketentuan dalam Pasal ini memberikan hak kepada pemegang Efek bersifat utang 
untuk menuntut ganti rugi kepada Wali Amanat yang lalai dalam melaksanakan 
tugasnya sehingga mengakibatkan kerugian kepada pemegang Efek bersifat utang 
dimaksud. 

Pasal 54 

Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dimaksudkan untuk menghindarkan 
terjadinya benturan kepentingan Wali Amanat selaku wakil pemegang Efek 



bersifat utang dengan kepentingan Wali Amanat selaku penanggung yang justru 
wajih memenulu kewajiban Emiten terhadap pemegang Efek bersifat utang dalam 
hal terjadi wanpretasi oleh Emiten. 

Pasal 55 

Ayat ( I) 

Yang dimaksud dengan "penyelesaian pemhukuan" (book entry settlement) dalam 
ayat ini adalah pemenuhan hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat 
adanya Transaksi Bursa yang dilaksanakan dengan cara mengurangi Efek 

dari rekening Efek yang satu dan menambahkan Efek dimaksud pada rekening 
Efek yang lain pada Kustodian, yang dalam hal ini dapat dilakukan secara 
eletronik. 

Peralihan hak atas Efek terjadi pada saat penyerahan Efek atau pada waktu 
Efek dimaksud dikurangkan dari Rekening Efek yang satu dan kemudian 
ditambahkan pada rekening Efek yang lain. 

Yang dimaksud dengan "penyelesaian fisik" dalam ayat ini, adalah penyelesaian 
Transaksi Bursa yang dilakukan langsung oleh setiap Perantara Pedagang Efek 
yang melakukan transaksi, berdasarkan serah terima fisik warkat Efek. 

Yang dimaksud dengan "cara lain" dalarn ayat ini antara lain adalah: 

a. Penyelesaian Transaksi Bursa secara langsung pada daftar pemegang Efek 
tanpa melalui rekening Efek pada Kustodian; 

b. Penyelesaian Transaksi Bursa secara internasional atau melalui negara lain; 

c. Penyelesaian Transaksi Bursa secara elektronik atau cara lain yang mungkin 
ditemukan dan diterapkan di masa datang sesuai dengan perkembangan 
teknologi: dan 

d. Penyelesaian Transaksi Bursa lain yang wajib dilaksanakan apabila terdapat 
peraturan perundang-undangan baru. 

Ayat (2) 

Setiap Transaksi Bursa wajib diselesaikan oleh para Pihak yang melakukan 
Transaksi Bursa karena merupakan transaksi yang saling terkait dari waktu 
ke waktu. Transaksi yang terjadi sebelumnya merupakan dasar bagi transaksi 



undang ini, pemilik atau Pihak yang berhak atas Efek yang tercatat pada 

rekening Efek pada Lernbaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah para 

pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek, meskipun nama 

yang tercatat pada rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan 

Penyelesaian adalah nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek, 

Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dalam hal ini mewakili kepentingan 

pernegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dirnaksud, 

Ayat (3) 

Ketentuan ini dimaksudkan bahwa berdasarkan Undang-undang ini 

keseluruhan pemilik Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk kontrak investasi 

kolektif adalah Pihak yang memiliki atau berhak atas Efek yang termasuk 

dalarn portofolio Relsa Dama drmaksud, Kepemilikan tersebut diwakili oleh 

Bank Kustodian dengan mencatatkan nama Bank Kustodian tersebut dalam buku 

daftar pemegang Efek Emiten. Bank Kustodian dalam hal ini semata-mata 

bertindak selaku wakil dari keseluruhan pemilik Unit Penyertaan Reksa Dana 

dimaksud. 

Ayat (4) 

Konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dapat berupa keternagan 

tertulis atau bentuk lain yang menerangkan jurnlah Efek yang tercatat dalarn 

buku daftar pemegang Efek Emiten alas nama Lembaga Penyimpanan dan 

Penyelesaian yang mewakili kepentingan Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk 

kontrak investasi kolektif. 

Ayat (5) 

Ketentuan dalam ayat ini mewajibkan Lembaga Penyimpanan dan 

Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek untuk memberikan tanda 

bukti pencatatan sebagai konfirmasi kepada pemegang rekening dari 

Lernbaga Peyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan 

Efek dimaksud. 

Pasal 57 

Dalam rangka meningkatkan efisiensi penyelesaian transaksi Efek, Efek dalam 

Penitipan Kolektif dianggap sepadan. 



Dalam hal ini Efek dianggap memiliki sifat yang sama dengan uang, misalnya apabila 

seseorang hendak mencairkan uang dari rekeningnya pada bank. maka yang 

bersangkutan tidak dapat menuntut atau mensyaratkan kepada bank agar uang yang 

dicairkan tersebut adalah fisik uang yang dahulu disetorkan nasabah tersebut 

kepada bank. 

Dengan demikian, pemegang rekening Efek tidak dapat menuntut permlikan suatu 

Efek berdasarkan nomor, seri, atau ciri-ciri tertentu dari Efek. Pemegang rekening 

hanya dapat menuntut berdasarkan jumlah, jenis, dan kelas Efek. 

Pasal 58 

Ayat ( I)  

Cukup jelas 

Ayat (2) 

Walaupun Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian 

tercatat dalam buku daftar pemcgang Efek Erruten, pemegang rekening pada 

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian arau Bank Kustodian dapat 

menginstruksikan Lembaga Penyimpnanan dan Penyelesaian atau Bank 

Kustodian agar narnanya atau Pihak lain yang ditunjuk oleh yang bersangkutan 

dicatat dalam buku daftar pemegang Efek Emiten, Lembaga Penyimpanan dan 

Penyelesaian atau Bank Kustodian yang rnenenrna instruksi tersebut wajib 

melaksanakannya dengan memerintahkan Emiten agar mencatatkan nama 

Pihak tersebut atau Pihak lain yang ditunjuk oleh yang bersangkutan dalarn buku 

daftar pemegang Efek Emiten. Emiten yang menerima instruksi tersebut 

wajib melaksanakannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat ini, 

Ayat (3) 

Ketentuan ayal ini dimaksudkan untuk menjarnin bahwa Efek yang 

dimasukkan dalam Penitipan Kolektif adalah Efek yang baik dalam arti bebas 

permasalahan, termasuk dari gugatan Pihak manapun yang menyatakan berhak 

atas Efek dimaksud. Hal ini dperlukan agar Efek yang masuk dalam Penitipan 

Kolektif benar-benar Efek yang siap untuk diperjualbelikan. Efek yang hilang 

atau musnah dianggap Efek yang bermasalah, sehingga tidak dapat dimasukkan 



dalam Penitipan Kolektif. Namun, kemungkinan dapat terjadi bahwa Efek yang 
hilang atau musnah tersebut dimiliki oleh Pihak dan tidak dialihkan kepada Pihak 
lain serta Pihak tersebut dapat membuktikan bahwa Efek tersebut adalah milik 
sendiri. Dalam hal ini, Emiten dapat menerima pencatatan Efek dimaksud ke 
dalam Penilipan Kolektif dan mengambil alih langgung jawab lerhadap 
pencatatan Efek dimaksud ke dalam Penitipan Kolektif. 

Ayat (4) 

Efek yang dijaminkan, diletakkan dalam sila jaminan berdasarkan penelapan 
pengadilan, atau disita untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana 
dianggap Efek yang tidak bebas untuk ditransaksikan. Atas dasar itu, Efek tersebut 
tidak dapat dimasukkan dalam Penitipan Kolektif berdasarkan ketentuan 
ayat ini. 

Pasal 59 

Ayat (I) 

Oleh karena dana dan atau Efek dalam Rekening Efek pada Lembaga 
Penyimpanan dan Penyelesaian merupakan milik dari pemegang rekening, 
pemegang rekening yang bersangkutan dapat menarik dana dan atau Efek 
sewaktu-waktu berdsarkan ketentuan ayat ini. 

Ayat (2) 

Dengan pemtlokiran, pembekuan, atau penjaminan atas rekening Efek 
bcrarti bahwa dana dan atau Efek yang terdapat dalarn rekening Efek tersebut 
tidak dapat ditarik atau dimutasikan. Atas dasar itu, apabila terdapat 
permintaan untuk menarik atau memutasikan dana dan atau Efek dalam 
rekening Efek dimaksud, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dapat 
menolak permintaan tersebut. 

Ayat (3) 

Cukupjelas 

Pasal 60 

Ayat ( I )  

Olch karena pemegang rekening adalah Pihak yang memiliki atau berhak 



alas rekening Efek, sudah dengan sendirinya Pihak tersebut mernpunyar hak 

suara atas Efck yang tercatat dalam rckcning Efek yang bersangkutan. Untuk nu 

berdasarkan ketentuan ayat im ditegaslarn bahwa pernegang rekening adalah 
Pihak yang berhak untuk hadir dan mcmberikan hak suara dalarn Rapat Umum 

Pemegang Efek walaupun Efek tersebut tcrcatat alas nama Lembaga 

Penyimpanan dan Penyelesaian arau Bank Kustodian dalam buku daftar 

pemcgang Efek Emiten. Fungsi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan 

Bank Kustodian dalam hal mi adalah selaku Kusiodian yang mewakili 
kepentingan pemegang rckcning. 

Ayat (2) 

Ketcntuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk menjamin agar hak pemegang 

rekening berupa dividen, bunga, saham bonus, atau hak lain dapat segera 

diterima oleh pemegang rekcning yang bcrsangkutan. Hal ini diperlukan untuk 
menghindari kerugian yang mungkin timbul yang diderita oleh pemegang 
rekening akibat keterlambatan penyerahan hak dimaksud. 

Pasal 61 

Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pemegang 

rekening sewaktu-waktu dapat meminjamkan atau menjamiankan Efek yang 
tercatat dalam rekening Efek tanpa mengeluarkan Efek tersebut dari Penitipan 

Kolektif. Hal ini diperlukan agar peminjaman atau penjaminan Efek itu terlaksana 

dengan aman dan efisien. Peminjaman atau penjaminan Efek dilakukan dengan 
pemberitahuan secara tertulis olch pemegang rekening kepada Lembaga 
Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang menerangkanjumlah,jenis 
Efek yang dipinjamkan atau dijaminkan, Pihak yang menerima pinjaman atau 
penjaminan, dan persyaratan peminjaman atau penjaminan. 

Pasal 62 

Yang dimaksud dengan "ketentuan mengenai Penitipan Kolektif' dalam Pasal ini 
adalah ketentuan mengenai hal-hal yang wajib dimuat dalam anggaran dasar 
Emiten, antara lain : 

a. kesepadanan Efek; 



b. kewajiban untuk menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga 

Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian; 

c. hak suara, hak atas dividen, dan hak-hak lain yang dimiliki oleh pemegang 

rekening Efek dalam Penitipan Kolektif; dan 

d. pengalihan kepemilikan dalam Penitipan Kolektif. 

Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif diperlukan agar pemegang Efek, khususnya 

pemegang saham, secara jelas mengetahui dan dapat melaksanakan hak-haknya atas 

Efek yang tercatat dalam Penitipan Kolektif. 

Pasal 63 

Cukup jelas 

Pasal 64 

Ayat (l) 

Huruf a 

Akuntan adalah Akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri dan 

terdaftar di Bapepam. 

Huruf b 

Konsultan Hukum adalah ahli hukum yang memberikan pendapar hukum 

kepada Pihak lain dan terdaftar di Bapepam. 

Huruf c 

Penilai adalah Pihak yang memberikan penilaian atas asset perusahaan dan 

terdaftar di Bapepam. 

Huruf d 

Notans adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan 

terdaftar di Bapepam. 

Huruf e 

Ketentuan ini  dimaksudkan untuk menampung kemungkinan 

diperlukannya jasa profesi lain untuk memberikan pendapat atau 

pemlaian sesuai dengan perkembangan Pasar Modal di masa mendatang 

dan terdaftar di Bapepam. 



Ayat (2) 

Karena pendapal dan atau penilaian Profesi Penunjang Pasar Modal sangat 
pcnting bagi pemodal dalam mengambil keputusan investasinya, maka kegiatan 

profesi tersebut di Pasal Modal perlu diawasi dengan mewajibkannya 
mendaftar di Bapepam. 

Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan "persyaratan dan tata cara pendaftaran" dalam ayat ini 
adalah ketentunan mengenai, antara lain : 

a. persyaratan sarana dan prasarana; 

b. persyaratan kualifikasi pendidikan; 

c. persyaratan izin profesi bagi profesi yang memerlukan izin dari instansi 
yang berwenang; dan 

d. tata cara pengajuan pennohonan pendaftaran. 

Pasal 65 

Ayat (I) 

Karena izin profesi merupakan salah satu persyaratan pendaftaran di 

Bapepam, maka apabila izin profesi tersebut dicabut, dengan sendirinya 
pendaftaran di Bapeparn menjadi batal. 

Ayat (2) 

Cukupjelas 

Ayat (3) 

Dalam hal tertentu Profesi Penunjang Pasar Modal dapat memberikan lebih 

dari satu jenis jasa. Demikian juga halnya satu jenis jasa dapat diberikan yang 
sifatnya berulang-ulang berdasarkan penugasan secara periodik. Selanjutnya 
pemberian jasa dimaksud dapat diberikan kepada satu Pihak atau lebih. Dalarn 

hal pencabutan pendaftaran berhubungan dengan pemberian salah satu jenis jasa 
kepada Pihak tertentu atau pemberian jasa pada salah satu periode kepada Pihak 
tertentu, Bapeparn dapat melakukan pemeriksaan atas jasa lain atau jasa yang 

diberikan untuk periode lainnya, baik untuk Pihak tersebut maupun Pihak lainnya. 



Yang dimaksud dengan "jasa lain" dalam ayat ini adalah jasa yang bukan 

menjadi penyebab dibatalkannya pendaftaran atau dicabutnya izin profesi 
yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2). Pemeriksaan atas 
jasa lain dimaksud diperlukan dalam rangka uniuk memperoleh kepastian 

tentang dampak yang mungkin timbul akibat dari pernbatalan tersebut. 

Ayat (4) 

Cukup jelas 

Pasal 66 

Kode etik dan standar profesi merupakan suatu standar pemenuhan kualitas 
minimal jasa yang diberikan kepada nasabahnya, dan merupakan suatu kewajiban 

bagi setiap Profesi Penunjang Pasar Modal untui menaatinya. Namun, dalam hal kode 
etik dan standar profcsi dimaksud bertentangan dengan Undang-undang ini dan 
peraturan pelaksanaannya, Profesi Penunjang Pasar Modal harus mengikuti ketentuan 
yang diatur dalam Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya. Hal ini 
penting untuk melindungi kepentmgan para pemodal. 

Pasal 67 

Ketentuan ini dimaksudkan agar pendapat atau penilaian yang diberikan oleh 
Profesi Penunjang Pasar Modal dilakukan secara profesional dan bebas dari 
pengaruh Pihak yang memberikan tugas dan menggunakan jasa Profesi Penunjang 
Pasar Modal tersebut dan atau afiliasinya sehingga pendapat atau penilaian yang 
diberikan objektif dan wajar. 

Pasal 68 

Ketentuan tentang kewajiban untuk melaporkan adanya pelanggaran dalam jangka 
waktu 3 (tiga) hari dimaksudkan agar Bapepam dapat mengetahui hal lersebut 
sedim mungkin dan dapat segera mengambil tindakan yang diperlukan untuk 
mengurangi atau mencegah kemungkinkan kerugian yang lebih besar bagi 
masyarakat pemodal. 

Pemberitahuan yang sifatnya rahasia kepada Bapepam dalam Pasal ini adalah 
penyampaian informasi secara rahasia tentang adanya pelanggaran yang dilakukan 
terhadap ketenluan dalam Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya 



atau hal-hal yang dapat membahayakan kcadaan keuangan lembaga dimaksud atau 

kepcntingan para nasabahnya. 

Pemberitahuan dimaksud wajib disampaikan kepada Bapepam secara tertulis. 

Pasal 69 

Ayat ( I )  

Yang dimaksud dengan "prinsip akuntansi yang berlaku umum" dalam ayat ini 

adalah Standar Akuntansi Keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan 

Indonesia dan praktik akuntansi lainnya yang lazim berlaku di Pasar Modal. 

Ayat (2) 

Meskipun pengaturan suatu hal tertentu sudah diatur dalam Standar 

Akuntansi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan ayat (]), tetapi 

apabila belum mencakup hal-hal yang dibutuhkan di Pasar Modal sepeni 

dalam rangka memenuhi asas keterbukaan, Bapepam dapal menetapkan 

ketentuan mengenai ha! tersebut secara khusus untuk melindungi 

kepentingan publik. 

Pasal 70 

Ayat (I) 

Kegiatan Penawran Umum merupakan salah satu cara untuk menghimpun 

dana masyarakat. Untuk itu, kepentingan masyarakat yang akan menanarnkan 

dananya pada Efek perlu mendapatkan perlindungan. Oleh karena itu, setiap 

Pihak yang bermaksud menghimpun dana melalui Penawaran Umum 

diwajibkan t rlebih dahulu menyampaikan Pernyataan Pendafaran kepada 

Bapepam dan Penawaran Umum tersebut baru dapat dilakukan setelah 

Pemyataan Pendaftaran dimaksud efektif. 

Ayat (2) 

Pengecualian pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) 

diperlukan mengingat pembinaan, pengaturan, dan pengawasan Efek dimaksu 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c ayat ini dilaksanakan oleh instansi lain. 

Khusus untuk penawaran Efek yang diterbitkan atau dijamin oleh Pemerintah 

Indonesia, ketentuan ayat ( I)  juga tidak berlaku mengingat Pemerintah sebagai 



Pihak yang rnenerbitkan atau menjamin Efek dirnaksud memiliki kemampuan 

untuk mcmenuhi segala kewajiban dalam penerbitan Efek rersebut Sedangkan 

pengecualian terhadap Efek lain yang ditetapkan oleh Bapepam dimaksudkan 

untuk mengantisipasi kemungkinan adanya penerbitan Efek yang olch karena 

satu dan lain hal harus dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam 
ayal (I).  

Pasal 71 

Dengan ketentuan ini, pemodal mempunyai kesempatan memahami isi Prospektus 

sebagai dasar untuk rnengarnbil keputusan investasinya. 

Pasal 72 

Ayat ( I )  

Cukup jelas 

Ayal (2) 

Yang dimaksud dengan "sendiri-sendiri maupun bersama-sama" dalam ayat 

ini adalah bahwa dalam ha! terdapat lebih dart satu Penjamin Pelaksana 

Emisi Efek, pemodal dapat menuntut ganti rugi kepada satu atau lebih 
Pcnjamin Pelaksana Emisi Efek apabila tcrjadi kerugian yang didcrita pemodal 

akibat kelalaian para Pen Jamin Pelaksana Emisi Efek termaksud, 

Ayat (3) 

Cukup jelas 

Pasal 73 

Untuk melindungi kepentingan pemcgang saham perusahaan yang telah memenuhi 
persyaratan sebagai Perusahaan Publik, perusahaan yang bersangkutan wajib 
menyampaikan Pemyataan Pendaftaran. 

Pasal 74 

Ayat (I) 

Ketcntuan ini dimaksudkan agar Emiten memperoleh kepastian bahwa dalam 
ha! Pernyataan Pendaftaran yang disampaikannya kepada Bapepam telah 
lcngkap dan memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditetapkan, apabila 



Bapepam tidak melakukan sesuatu, Pernyataan Pendaftaran tersebut rnenjadr 

cfektif dengan sendirinya pada hari ke-45 (keempat puluh lima). 

Ayat (2) 

Cukupjelas 

Ayat(J) 

Oalam hal Bapepam meminta pcrubahan dan atau tambahan mformasi dari 

Emiten atau Perusahaan Publik, pcnghitungan waktu untuk efektifnya 

Pernyataan Pendaftaran dihitung sejak tanggal diterimanya tambahan 

informasi atau perubahan dimaksud. 

Ayat (4) 

Terdapat kcmungkinan bahwa Pcrnyataan Pendaftaran yang disampaikan 

kepada Bapepam belum lengkap dan belum memenuhi persyaratan sehingga 

efektifnya Pernyataan Pendaftaran akan melebihi jangka waktu 45 

(empat puluh lima) hari. 

Oalam hal ini, Bapepam dapat meminta perubahan dan atau tambahan 

informasi kepada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan. 

Pemyataan Pendaftaran baru dapat dinyatakan efektif apabila : 

a. perubahan dan atau tambahan informasi yang diminta oleh Bapepam 

telah dipenuhi; dan 

b. perubahan dan atau tambahan informasi dimaksud telah memenuhi 

persyaratan. 

Pasal 75 

Ayat ( I i  

Cukup jelas 

Ayat (2) 

Bapepam tidak melakukan penilaian atau kualitas Efek yang ditawarkan 

Keputusan untuk melakukan investasi sepenuhnya ada pada pemodal. _ 



Pasal 76 

Rencana pencatatan Efek di Bursa efek merupakan salah satu hal penting yang 

dijadikan dasar pcrlimbangan keputusan untuk melakukan investasi oleh pemodal. 

Oleh karena itu, apabila janji tersebut tidak dapat dipenuhi penawaran umum 

tersebut menjadi halal demi hukum dan Emiten serta Penjamin Emisi wajib 

mengembalikan uang pesanan Efek kepada pemesan. 

Pasal 77 

Yang dimaksud dengan "persyaratan dan tata cara penyampaian Pernyataan 

Pendaftaran" dalam pasal ini adalah ketentuan mengenai, antara lain : 

a. persyaratan tentang jenis dokumen yang termasuk dalam Pernyataan 

Pendaftaran; 

b. persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pihak yang melakukan Penawaran 

Umum;dan 

c. tata cara pcnyampaian Pernyataan Pendaftaran. 

Pasal 78 

Ayat (I) 

Prospektus merupakan salah satu dokumen pokok dalam rangka Penawaran 

Umum. Oleh karena itu, informasi yang terkandung di dalamnya harus memuat 

hal-hal yang benar-benar menggambarkan keadaan Emiten yang bersangkutan 

sehingga keternagan atau informasi dapat dijadikan sebagai dasar 

pcrtimbangan untuk menetapkan keputusan investasinya. Apabila informasi 

yang disajikan tidak benar tentang fakta yang material atau tidak mengung­ 

kapkan informasi yang benar tentang fakta yang material hat tersebut dapat 

mengakibatkan pcmodal megnambil keputusan investasi yang tidak tepat. 

Ayat (2) 

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah adanya Pihak-Pihak yang 

menggunakan keterangan yang tidak benar dengan menyebutkan bahwa 

Bapepam telah memberikan persetujuan, izin, pengesahan, penelitian. atau 

penilaian alas berbagai segi keunggulan suatu Efek dengan maksud untuk 

mempengaruhi masyarakat agar membeli Efek yang ditawarkan. 



Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan "ketenruan rnengenai Propektus" dalam ayat ini, antara 

lain bentuk clan isi Prospektus. 

Prospektus tersebut sekurang-kurangnya memuat: 

a. uraian tentang Penawaran Umum; 

b. tujuan dan penggunaan dana Penawaran Umum; 

c. analisis dan pembahasan mengenai kegiatan dan keuangan; 

d. risiko usaha; 

e. data keuangan; 

f. keterangan dari segi hukum; 

g. inforrnasi mengani pemesan pembelian Efek; dan 

h. keterangan tentang anggaran dasar. 

Pasal 79 

Ayat (I) 

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan agar masyarakat memperoleh 

keterangan atau informasi yang sebenarnya mengenai Emiten yang 

diperlukan sebagai dasar pertimbangan untuk menetapkan keputusan 

investasinya. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan ketentuan tentang "persyaratan pcngumunan" dalam 

ayat ini, antara lain mengenai : 

a. nama Emiten; 

b. jenis Efek yang ditawarkan; 

c. jenis industri Emitcn; 

d. narna dan alarnat agen penjualan (jika ada); clan 

e. nama dan alarnat Penjarnin Emisi Efek (jika ada). 



Pasal 80 

Ayal( I) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 

Tanggung jawab masing-masing Profesi Penunjang Pasar Modal terbatas 

pada pendapal atau keterangan yang diberikannya dalam rangka Pemyataan 

Pendaftaran. Oleh karena itu, pemodal hanya dapat menuntut ganti rugi alas 

kerugian yang rimbul akibal dari pendapat atau penilaian yang diberikan 

Profesi Penunjang Pasr Modal. 

Ayat (3) 

Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Profesi Penunjang Pasar Modal tidak 

dapat dituntut ganti rugi alas kerugian yang diderita oleh pemodal apabila 

Penjarnin Pelaksana Emisi Efek atau Profesi Penunjang Pasar Modal tersebut 

telah melakukan penilaian atau memberikan pendapatnya secara profcsional, 

dalarn ani pekerjaannya lelah dilaksanakan sesuai dengan norma pemeriksaan, 

prinsip-prinsip dan kode etik masing-masing profesi, dan pendapatnya atau 

pemlaiannya itu telah diberikan secara independen. Selain itu, Penjamin 

Pelaksana Emisi Efek atau Profesi Penunjang Pasar Modal telah melakukan 

langkah-langkah kongkret yang diperlukan untuk memastikan kebenaran dari 

pernyataan atau keterangan yang diungkapkan dalarn Pernyataan Pendaftaran. 

Ayat (4) 

Cukupjelas 

Pasal 8 1  

Aya1 ( ] )  

Cukup jelas 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Pasal 82 

Ayal ( I )  



Yang dimaksud dengan "hak memcsan Efek terlebih dahulu" dalam ayat ini 

adalah hak yang melekat pada saharn yang rnemberikan kesempatan bagi 

pemegang saham yang bersangkutan untuk membeli Efek baru sebelum 

ditawarkan kepada Pihak lain. 

Ayat (2) 

Untuk melindungi kepentingan pemegang saham independen yang umumnya 

merupakan pemegang saham minoritas dari kemungkinan adanya penetapan 

harga yang tidak wajar alas transaksi yang dilakukan oleh Emiten 

disebabkan oleh adanya benturan kepentingan antara pribadi direktur, 

komisaris, atau pemegang saham utama, Bapepam dapat mewajibkan Emiten 

untuk terlebih dahulu memperoleh persetujuan mayoritas dari pemegang 

saham independen. 

Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan "persyaratan dan tata cara penerbitan hak memesan 

Efek terlebih dahulu dan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan" 

dalam ayat ini adalah ketentuan mengenai, antara lain : 

a. bentuk dan isi Pernyataan Pendaftaran dalam rangka penerbitan hak 

memesan Efek terlebih dahulu; 

b. dokumen-dokumen yang wajib disampaikan dalam Pernyataan pendaftaran 

tersebut; 

c. bentuk dan isi Prospektus dalam rangka penerbitan hak memesan 

Efek terlebih dahulu; dan 

d. tata cara pelaksanaan penentuan korum dan suara dalam Rapat Umum 

Pemegang Saham untuk memperoleh persetujuan pemegang saham 

independen. 

Pasal 83 

Yang dimaksud dengan "penawaran tender" dalam Pasal ini adalah penawaran melalui 

media massa untuk memperoleh Efek bersifat ekuitas dengan cara pembelian atau 

pertukaran dengan Efek lainnya. 

Yang dimaksud dengan "Efek bersifat ekuitas" dalam penjelasan Pasal ini adalah 



saham atau Efek yang dapat clitukar dengan saham atau Efek yang mengandung 
hak untuk memperoleh saham. 

Mengingat penawaran tender melibatkan penawaran untuk membeli Efek dan 
pemegang saham publik yang dapat berakibat berkurangnyajumlah pemegang saham 
secara signifikan dan ada kemungkinan perusahaan yang bersangkutan tidak lagi 
memenuhi persyaratan sebagai Perusahaan Publik, pemegang saham publik 
tersebut perlu memperoleh perlindungan. Perlindungan kepada pernegang saham 
publik tersebut dilakukan terutama agar transaksi penawaran tender dilakukan 
dengan wajar. 

Kewajaran di atas, terutama dalam hal perolehan inforrnai yang benar tentang 
rencana penawaran tender yang diusulkan, termasuk penetapan harga, tata cara 

penjualan Efek, serta persyaratan tertentu yang dapat mengakibatkan batalnya 
penawaran tender dimaksud. 

Pasal 84 

Ketentuan yang dimaksud dalam Pasal ini ditunjukan untuk melindungi kepentingan 
pemodal dari praktek yang merugikan pemodal dalarn transaksi penggabungan. 
peleburan, atau pengarnbilalihan, terrnasud penyertaan yang melibatkan Emiten atau 
Perusahaan Publik dengan mewajibkan Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud 
untuk memenuhi Prinsip Keterbukaan dan pelaporan yang ditetapkan oleh 
Bapepam. Pelaksanaan ketentuan ini dilakukan tanpa mengurangi ketentuan 
Undang-undang Nomor I Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. 

Pasal 85 

Yang dimaksud dengan "Laporan" dalam Pasal ini adalah laporan berkala dan 
laporan insidental lainnya. 

Pasal 86 

Ayat(l) 

Oleh karena informasi mengenai Erruten atau Perusahaan Publik 
mempunyai peranan yang penting bagi pcmodal, disamping untuk 
efcktivitas pengawasan oleh Bapepam, kewajiban untuk menyampaikan dan 
mengumumkan laporan bagi Emiten atau Perusahaan Publik dimaksudkan 



juga agar informasi mengenal jalannya usaha perusahaan tersebut selalu 

tersedia bagi masyarakat. 

Huruf a 

Informasi berkala tentang kegiaran usaha dan keadaan keuangan Emiten 

atau Perusahaan Publik diperlukan olch Pemodal sebagai dasar 

pengambilan keputusan investasi atas Efek. Olen karena itu, Emiten atau 

Perusahaan Publik wajib menyampaikan laporan berkala untuk sctiap 

tersebut terbuka untuk umum. 

Hurufb 

Selain tambahan dari laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam huruf 

a di alas, apabila terjadi peristiwa yang sifatnya material, Emiten atau 

Pcrusahaan Publik wajib menyampaikan laporan kepada Bapepam dan 

mengumumkannya kepada masyarakat selarnbat-lambatnya pada akhir hari 

kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya perisiwa yang sifatnya material 

terse but. 

Ayat (2) 

Ketentuan dalam ayat ini dimaksukan untuk memberikan kewenangan 

kepada Bapepam untuk menetapkan persyaratan tertentu di mana Emiten atau 

Perusahaan Publik yang Pemyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif 

tidak diwajibkan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(I). Pcrsyaratan dimaksud, antara lain, berupa penentuan maksimal jumlah 

pemegang saham dan modal disetor Perusahaan Publik yang tidak diwajibkan 

untuk menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( ]) ,  

Ketentuan ini tidak berarti bahwa Perusahaan Publik yang Pernyataan 

Pendaftarannya telah menjadi cfektif tidak wajib menyampaikan laporan 

sebagaimana dimaksud dalarn ayat (I) meskipun tidak memenuhi persyaratan 

sebagai Perusahaan Publik. 

Pasal 87 

Ayat (I) 

Karena kedudukannya yang penting tersebut, direktur atau komisaris Emiten 



atau Pcrusahaan Publik wajib mengungkapkan pcrubahan kepemilikan 

Efeknya. 

Ayat (2) 

Cukupjelas 

Ayat (3) 

Jangka waktu pelaporan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini 

dihitung sejak terjadinya transaksi. 

Pasal 88 

Yang dimaksud dengan "kctentuan dan tata cara penyampaian laporan yang akan 

diatur oleh Bapeparn" dalam Pasal ini, antara lain : 

a. bcntuk dan isi laporan; 

b. Pihak yang dapat mcnandatangani laporan; 

c. batas waktu penyampaian laporan; dan 

d. tata cara pcnyampaian laporan. 

Pasal 89 

Ayat ( I) 

Yang dimaksud dengan "lnformasi" dalam ayat ini, antara lain Pemyataan 

Pendaftaran termaksud Prospektus, permohonan izin usaha, izin orang 

perorangan, persetujuan dan pendaftaran profcsi, laporan bcrkala. dan laporan 

lainnya. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan "pengecualian" dalam ayat ini, antara lain bcrupa formula 

rahasia produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. 

Pasal 90 

Yang dimaksud dengan "kegiatan perdagangan Efek, dalam Pasal ini adalah yang 

meliputi kegiatan penawaran, pembclian, dan atau pcnjualan Efek yang terjadi dalam 

rangka Penawaran Umum, atau terjadi di Bursa Efck, maupun kegiatan penawaran, 

pembelian dan atau penjualan Efek di luar Bursa Efek atas Efek Emiten atau 

Perusahaan Publik. 



Pasal 91 

Masyarakat pemodal sangat memerlukan informasi mengenai kegiatan perdagangan, 
keadaan pasar, atau harga Efek di Bursa Efek yang tercermin dari kekuatan penawaran 
jual dan penawaran beli Efek sebagai dasar untuk mengambil keputusan investasi 
dalarn Efek, Sehubungan dengan itu, ketentuan ini melarang adanya tindakan yang 
dapal menciptakan gambaran semu mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, 
atau harga Efek, antara lain : 

a. melakukan transaksi Efek yang tidak mengak:ibatkan perubahan pemilikan; atau 

b. melakukan penawaran jual atau penawaran beli Efek pada harga tertentu, di 
mana Pihak tersebut juga telah bersekongkol dengan Pihak yang melakukan 
penawaran beli atau penawaran jual Efek yang sarna pada harga yang kurang 
lebih sama. 

Pasal 92 

Ketentuan ini melarang dilakukannya serangkaian transaksi Efek oleh satu Pihak 
atau beberapa Pihak yang bersekongkol, sehingga menciptakan harga Efek yang semu 
di Bursa Efek karena tidak didasarkan pada kekuatan permintaan jual dan beli Efek 
yang sebenarnya dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau Pihak lain. 

Pasal 93 

Cukupjelas 

Pasal 94 

Yang dimaksud dengan " tindakan tertentu" dalam Pasal ini, antar a lain 

menyangkut : 

a. stabilitas harga Efek dalarn rangka Penawaran Umum sepanjang hai tersebut 
dicantumkan dalarn Prospektus; dan 

b. penjualan dan pembelian Efek oleh Perusahaan Efek selaku pembentuk pasar 
untuk rekeningnya sendiri secara terus-menerus untuk menjaga likuiditas 

perdagangan Efek. 

Pasal 95 

Yang dimaksud dengan "orang dalam" dalarn Pasal ini adalah: 



a. komisaris, direktur, atau pegawai Emiten atau Perusahaan Publik; 

b. Pemegang saham uiama Emiten atau Perusahaan Publik; 

c orang perorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan 

usahanya dcngan Emiten atau Perusahaan Publik memungkinkan orang tcrsebut 

mcmperoleh informasi orang dalam; atau 

d. Pihak yang dalam waku 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi Pihak 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, atau huruf c di atas. -, 

Yang dimaksud dengan "kedudukan" dalarn pcnjelansan huruf c ini adalah jabatan 

pada lembaga, instansi, atau badan Pemcrintahan. 

Yang dimaksud dengan "hubungan usaha" dalam pcnjclasan huruf c ini adalah 

hubungan kerja atau kemitraan dalam kegiatan usaha, antara lain hubungan 

nasabah, pemasok, kontraktor, pclanggan, dan kreditur. 

Sebagai contoh penjelasan huruf d adalah Tuan A berhenti sebagai dircktur pada 

ranggal I Januari. Namun demikian Tuan A masih dianggap sebagai orang dalarn 

sampai dengan tanggal 30 Juni pada tahun yang bersangkutan. 

Huruf a 

Larangan bagi orang dalam untuk melakukan pembelian atau penjualan atas 

Efek Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan didasarkan alas 

kepentingan bahwa kedudukan orang dalam seharusnya mcndahulukan 

kepentingan Emitcn, Pcrusahaan Publik, atau pemegang saham secara 

keseluruhan termaksud di dalamnya untuk tidak menggunakan informasi 

orang dalam untuk kepentingan diri sendiri atau Pihak lain. 

Huruf b 

Dr samping larangan tersebut dalam huruf a, orang dalarn dari suatu Emiten 

atau Perusahaan Publik yang melakukan transaksi dengan perusahaan lain 
' juga dikenakan larangan untuk melakukan transaksi atas Efek dari perusahaan 

lain lersebut. Hal ini karena informasi mengcnai perusahaan lain tersebut 

Iazimnya diperoleh karena kedudukannya pada Emiten atau Perusahaan 

Publik yang melakukan transaksi dengan perusahaan lain tersebut. 

Yang dirnaksud dengan "transaksi" dalam huruf ini adalah scmua bcntuk 



transaksi yang terjadi antara Emiten atau perusahaan Publik dan Perusahaan 

lain, termaksud transaksi atas Efek perusahaan lain tersebut yang dilakukan oleh 

Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan. 

Pasal 96 

Orang dalam sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 95 dilarang mempengaruhi Pihak 

lain untuk melakukan pembelian dan aau penjualan atas Efek dari Emiten atau 

Perusahaan Publik yang bersangkutan, walaupun orang dalam dimaksud tidak 

memberikan informasi orang dalam kepada Pihak lain, karena hal ini dapat 

mendorong Pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan Efek 

berdasarkan informasi orang dalarn. 

Selain itu, orang dalam dilarang memberikan informasi orang dalam kepada 

Pihak lain yang diduga akan menggunakan informasi tersebut untuk melakukan 

pembelian dan atau penjualan Efek. Dengan demikian, orang dalam mempunyai 

kewajiban unuk berhati-hati dalam menyebarkan informasi agar informasi 

tersebut tidak disalahgunakan oleh pihak yang menerima informasi tersebut untuk 

melakukan pembelian atau penjualan atas Efek. 

Pasal 97 

Ayat (I) 

Setiap Pihak yang dengan sengaja secara melawan hokum untuk memperoleh 

dan pada akhirnya memperoleh informaaai orang dalam mengenai Emiten atau 

Perusahaan Publik,jug dikenakan larangan yang sarna seperti yang berlaku bagi 

orang dalarn sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 95 dan Pasal 96. Artinya, mereka 

dilarang untuk melakukan transaksi atas Efek yang bersangkutan, serta dilarang 

mempengaruhi Pihak lain untuk melakukan pembelian dan atau penjualan atas 

Efek tersebut atau memberikan informasi orang dalarn tersebut kepada Pihak 

lain yang patut diduga akan menggunakan informasi tersebut untuk melakukan 

pembelian dan penjualan Efek. 

Sebagai contoh perbuatan melawan hukum, antara lain : 

]a. berusaha memperoleh informasi orang dalam dengan cara mencuri; 

b. berusaha memperoleh infonmasi orang dalarn dengan cara membujuk orang 

dalarn; dan 



c. berusaha mcmperolch informasi orang dalam dengan cara kckerasan atau 

ancaman. 

Ayat (2) 

Sebagai contoh, apabila seseorang yang bukan orang dalam meminta 

informas, dari Emiten atau Pcrusahaan Publik dan kemudian memperolehnya 

dengan rnudah tanpa pernbatasan, orang tersebut tidak dikenakan larangan 

yang berlaku bagi orang dalam 

Namun, apabila pemberian informasi orang dalam disenai dengan persyaratan 

untuk mcrahasiakannya atau pcrsyaratan lain yang bersifat pembahasan, 

lerhadap Pihak yang memperoleh informasi orang dalam berlaku larangan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96. 

Pasal 98 

Kctentuan Pasal ini memberikan kemungkinan Perusahaan Efek untuk mclakukan 

transaksi Efck semata-mata untuk kcpcntingan nasabahnya karcna salah satu kegiatan 

perusahaan Efck adalah sebagai Pcrantara Pedagang Efek yang yang wajib melayani 

nasabahnya dcngan sebaik-baiknya. Dalam melaksanakan transaksi Efck dimaksud, 

Perusahaan Efck tidak memberikan rckomendasi apapun kcpada nasabahnya tcrsebut. 

Apabila larangan dalam Pasal ini dilanggar, Perusahaan Efek mclanggar ketentuan 

orang dalam sebagimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96 

Pasal 99 

Transaksi Efck tertentu yang tidak tcrmasuk dalam transaksi Efck scbagaimana 

dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96 ditctapkan dengan peraturan Bapepam. 

Scbagai contoh, transaksi Efck tcrtcntu scbagimana dimaksud dalam Pasal ini 

adalah transaksi Efck antar orang dalarn. 

Pasal 100 

Ayat (I) 

Sebagai konsekuensi dari pclaksanaan fungsi sebagai badan pcngawas 

terhadap kcgiatan Pasar Modal, Bapeparn pcrlu diberikan kewenangan untuk 

melakukan pemeriksaan tcrhadap setiap Pihak yang diduga telah, sedang atau 

mencoba melakukan atau menyuruh, turut serta, mcmbujuk, atau membantu 



melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau Peraturan 

pelaksanaannya, Dengan kewcnangan ini, Bapepam dapat mengumpulkan data, 

informasi, dan atau keterangan lain yang diperlukan sebagi bukti atas pelanggaran 

terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya. 

Ayat (2) 

Dalam rangka pemeriksaan, Bapepam dapat meminta keterangan dan atau 

konfirmasi, serta memeriksa catatan, pembukuan, dan atau dokumen lain dari 

Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang­ 

undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya terhadap Pihak lain apabila 

dianggap perlu. 

Disarnping itu, Bapepam dapat memerintahkan dihentikannya suatu kcgiatan 

yang merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan 

pelaksanaannya, seperti memerintahkan Emiten atau Perusahaan Publik untuk 

mcnghentikan pemuatan iklan dalam media massa yang memuat informasi 

yang menyesatkan, Sebaliknya, Bapeparn dapat memerintahkan dilakukannya 

suatu kegiatan tertentu apabila dipandang perlu untuk mengurangi kcrugian 

yang timbul dan atau mencegah kerugian lebih lanjut, seperti mcwajibkan 

Emiten atau Perusahaan Publik unuk memperbaiki iklan yang dimuat dalam 

media massa. Bapeparn dapat pula mcnetapkan syarat dan atau mengizinkan 

dilakukannya pcnyelesaian tertentu atas kerugian yang ditimbulkan dari 

kegiatan yang merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau 

peraturan pelaksanaannya. Penyelesaian dimaksud antara lain berupa 

penyelesaian secara perdata diantara para Pihak. 

Data, informasi, bahan, dan atau keterangan lain yang dikumpulkan dalam 

rangka pemeriksaan tersebut dapat digunakan olch Bapeparn untuk menetapkan 

sanksi administratif. Apabila Bapepam menetapkan untuk meneruskan 

pemeriksaan yang dilakukan ketahap penyidikan, data, informasi, bahan, dan 

atau keterangan lain tersebut dapat digunakan sebagai bukti awal dalam tahap 

penyidikan. 

Hal ini tidak berani bahwa tindakan penyidikan harus didahului oleh tindakan 

pemeriksaan. Artinya, apabila Bapcpam berpendapat bahwa suatu kegiatan 

yang dilakukan pelanggaran Lerhadap Undang-undang ini dan atau peraturan 



pelaksanaannya dan mengakibatkan kerugian terhadap kepentingan Pasar 

Modal dan atau membahayakan kepentingan pemodal dan masyarakat, maka 

tindakan penyidikan dapat dimulai dilakukan. 

Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan "tata cara pemeriksaan" dalam ayat ini adalah 

ketentuan mengenai, antara lain : 

a. tata cara penyusun program perneriksaan: 
• t 

b tata cara pelaksanaan pemeriksaan; dan 

c. tata cara pelaporan hasil pemeriksaan. 

Ayat (4) 

Yang diarnksud dengan "pegawai Bapepan" sebagaimana dimaksud dalam 

ayat ini adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Bapepam. 

Pasal IOI 

Ayat (I) 

Pelanggaran yang terjadi di Pasar Modal sangat beragarn dilihat dari segi 

jenis, modus operandi, atau kerngian yang mungkin ditimbulkannya. leh karena 

itu, Bapeparn diberikan wewenang untuk mempertimbangkan konsekuensi 

dari pelanggaran yang terjadi dan wewenang untuk meneruskannya ke tahap 

penyidikan berdasarkan pertimbangan dimaksud. 

lidak scmua pelanggaran tcrhadap Undang-undang ini dan atau peraturan 

pelaksanaannya di bidang Pasar Modal harus dilanjutlcan kc tahap penyidilcan 

karcna hal tersebut justru dapat menghambat kegiatan penawaran dan atau 

perdagangan Efek secara keseluruhan, 

Apabila kerugian yang ditimbulkan membahayakan sistem Pasar Modal atau 

kepentingan pemodal dan atau masyarakat, atau apabila tidak tercapai 

penyelesaian atas kerugian yang telah timbul, Bapepam dapat memulai 

tindakan penyidikan dalam rangka penuntutan tindak pidana. 

Tindakan untuk penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini oleh 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bapeparn dilakukan setelah 

memperoleh penetapan dari Ketua Bapeparn. 



Ayat (2) 

Penyidikan di bidang Pasar Modal adalah serangkain tindakan penyidik untuk 

memberi serta mengumpulkan bukti yang diperlukan sehingga dapat membuat 

terang tentang tindak pidana di bidang Pasar Modal yang terjadi, menemukan 

tersangka, serta mengetahui besarnya kerugian yang ditimbulkannya. Penyidik 

di bidang Pasar Modal adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertemu di lingkungan 

Bapepam yang diangkat oleh Menteri Kdlakiman sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Ayat (3) 

Huruf a 

Cukupjelas 

Hunlfb 

Cukupjelas 

Huruf c 

Cukupjelas 

Hurufd 

Cukupjelas 

Huruf e 

Cukupjelas 

Huruf f 

Cukupjelas 

Huruf g 

Cukupjelas 

Hurufh 

Cukupjelas 

Hurufi 

Tindakan untuk memulai dan menghentikan penyidikan sebagaimana 



dimaksud dalam huruf ini Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 

Bapepam dilakukan setelah memperoleh penetapan dari Ketua Bapepam. 

Ayat (4) 

Ketentuan dalarn ayat ini menegaskan bahwa untuk memperoleh ketengan 

mengenai keadaan keuangan tersangka di bank sehubungan dcngan 
penyidikan, Bapepam harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Menteri. 

Apabila penyidikan tersebut tidak berkaitan dengan keadaan keuangan tersangka 
di bank, Bapepam tidak memerlukan izin dari Menteri. 

Ayat (5) 

Cukupjelas 

Ayat (6) 

Yang dimaksud dengan "aparat penegak hukum lain" dalam ayat ini antara 

lain aparat hukum dari Kepolisian Republik Indonesia Direktorat Jenderal 
Imigrasi, Depanemen Kehakiman, dan Kejaksaan Agung. 

Ayat (7) 

Cukupjelas 

Pasal 102 

Ayat(l) 

Dalarn menerapkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat 
ini, Bapepam perlu memperhatikan aspek pembinaan terhadap Pihak 
dimaksud. 

Pihak yaag dimaksud dalam ayat ini adalah Emiten, Perusahaan Publik, 
Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjamianan, Lembaga Penyimpanan 

dan Penyelesaian, Reksa Dana Peusahaan Efek, Penasehal Investasi, Wakil 
Penjaminan Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, Wakil Manajer 
Investasi, Biro administrasi Efek, Kustodian, Wakil Amanat, Profesi 
Penunjang Pasar Modal, dan Pihak lain yang telah memperoleh izin, 
persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam. Ketentuan dalam ayar ini berlaku 
juga bagi direktur, Komisaris, dan setiap Pihak yang memiliki sekurang- 



kurangnya S% (lima perseratus) saham Emiten atau Perusahaan publik 

sebagaimana dalam PuaJ 87 Undang-undang ini. 

�at(2) 

Hurufa 

Cukupjelu 

Hurafb 

Cukupjelu 

Hurufc 

Cukupjelu 

Hurufd 

Cukupjelas 

Hurufe 

Cukupjelas 

Huruff 

Cukupjelas 

Huruf g 

Cukupjelas 

Ayal (3) 

Cukupjelas 

Pasal 103 

Ayat (I) 

Cukupjelas 

Ayat (2) 

Cukupjelas 

Pasal 104 

Cukupjelas 



Pasal JOS 

Cukupjclas 

Pasal 106 

Ayal ( I )  

Ayat ini menegaskan bahwa setiap Penawaran Umum harus dilakukan 

sesuai dengan Ketentuan yang diatur dalam Pasal 70 ayat (I). Sesuai 

dcngan Kctcnluan Pasal I angka 6, Emiten diartikan sebagai Pihak yang 

melakukan Penawaran Umum sehingga wajib mcnyampaikan Pernyataan 

Pendaftaran Kepada Bapepam dan Pernyataan Pendaflaran tersebut telah 

menjadi efektif. Oleh karena itu, setiap Pihak yang berrnaksud melakukan 

Penawaran Umum wajib memenuhi ketentusn Pasal 70 ayat (I) dan apabila 

dilarang diancarn dcngan pidana berdasarkan ketentuan ayal ini. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan "Pihak" dalam ayat ini adalah Perusahaan Publik 

sehagaimana dimaksud dalarn PasaJ I angka 22. 

Pasal I07 

Cukup jelas 

Pasal IOS 

Cukupjelas 

Pasal 109 

Cukupjclas 

Pasal 1 1 0  

AYa1 < I) 

Cukupjelas 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Pasal I I  I  

Cukup jelas 



Pasal 1 1 2  

Cukupjelas 

Pasal 1 1 3  ·  

Cukupjelas 

Pasal 1 14  

Huruf a 

Cukupjelas 

Huruf b 

Cukup jelas 

Huruf c 

Cukup jelas 

Huruf d 

Cukup jelas 

Pasal 1 1 5  

Cukup jelas 

Pasal 1 16  

Cukup jelas 
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